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BAB I 
PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 
2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, untuk selanjutnya 
menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan 
penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta sudah 
mengacu kepada Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang 
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan 
diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang 
ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Kedudukan RKPD Tahun 2018 berada pada akhir perencanaan jangka 
menengah yaitu pada tahapan awal mencapai kemandirian dalam fase 
memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebelum mencapai 
kemandirian masyarakat Jawa Barat. Sehingga RKPD Tahun 2018, 
mempunyai arti penting dalam Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat, hal 
ini dikarenakan Tahun 2018 merupakan tahun penyelesaian kebijakan- 
kebijakan dan pencapaian target-target pembangunan sebagai gambaran 
keberhasilan pembangunan selama lima tahun (Periode 2013- 2018). 

RKPD Tahun 2018 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan 
pembangunan Jawa Barat menyelesaikan amanat-amanat dan target-target 
yang tertuang dalam dokumen RPJMD. 

Pada tahapan jangka menengah tersebut dengan mempedomani 
kebijakan strategis Nasional, serta memperhatikan fenomena kekinian yang 
terjadi, pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dihadapkan kepada 
berbagai tantangan diantaranya: 

1) Semakin tingginya penduduk dan terbatasnya ruang di Jawa Barat, 


sehingga kondisi geografis dan demografis Jawa Barat yang menuntut 





| Ma | 
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optimasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, dan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia Jawa Barat, 

2) Penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik, peningkatan 
aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, penganekaragaman pangan 
yang bergizi, dan distribusi serta keamanan pangan, 

3) Tingkat pendapatan masyarakat, pengurangan kesenjangan, perluasan 
kesempatan kerja, pengendalian urbanisasi serta penanganan 
permasalahan kesejahteraan sosial, 

4) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang belum 
optimal, 

5) Tingkat cakupan pelayanan infrastruktur dasar khususnya di 
perdesaaan dan penyelesaian infrastruktur strategis, 

6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green 
Province dan ketepatan penanganan serta adaptasi masyarakat 
terhadap bencana, 

7) Kualitas demokrasi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, 

8) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat, 

9) Risiko pemulihan ekonomi dan peningkatan minat investasi, 

10) Ketidakpastian harga komoditas dan pasar keuangan, serta 
11) Peningkatan produk ekspor yang mempunyai nilai tambah. 

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna 
mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 
tersebut di atas, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan 
Pembangunan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. Atas dasar ini maka RKPD Tahun 2018 disusun dengan 
menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum 
dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai salah satu rujukan untuk 
perencanaan di Jawa Barat. 

Seluruh tantangan tersebut harus ditangani dengan baik untuk 
menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat dalam tiga dimensi 


pembangunan yaitu, 
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1) Dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, 
perumahan, dan pembangunan mental/karakter, 

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan 
pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan 
kelautan, pariwisata dan industri, 

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok 
pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan. 

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 memuat rancangan kerangka 
ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan 
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun 
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, 
RKPD juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam 
menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) PD untuk tahun yang sama. 

Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk : (1) menuntaskan dan 
mengentaskan kemiskinan, (2) mengurangi dan menuntaskan 
pengangguran, (3) melestarikan lingkungan. Keberhasilan tersebut akan 
dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, 
transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat 
waktu dalam pelaksanaannya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun dengan maksud 


sebagai acuan/pedoman Tahun 2018. 


1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. 
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilaksanakan 
melalui pendekatan: 

1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program 
prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini 
ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada 
tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat 
Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan pada bulan Maret 


Tahun 2107 dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang di 
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2) 


3) 


1) 


dalam RKPD Provinsi Jawa Barat dibahas dan diselaraskan dengan 
Program, Kegiatan dan Project Priortias Nasional. 

Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui 
musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, 
dan Musrenbang Provinsi. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 
2018, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang 
mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Jawa 
Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018, 

Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan 
pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh 
diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi 
pembangunan, 

Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi 
kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, 
yang ditunjukan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. 


Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses 


penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilakukan melalui 


tahapan sebagai berikut: 


1) 


2) 


Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dengan 
berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJMN 
Tahun 2015-2019 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2018, yang 
kemudian ditelaah pencapaiannya melalui Rakorteknis, Rakorbangpus 
triwulanan, RPJMD Tahun 2013-2018 dan hasil evaluasi RKPD Tahun 
2016. Hasil telaahan Renja Tahun 2017 /Koordinasi dengan Perangkat 
Daerah melalui Forum Perangkat Daerah dan Forum Gabungan 
Perangkat daerah. 

Penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan hasil dari tahapan 
awal yang dimulai dari Musrenbang Musrenbang Kabupaten/Kota 
sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan 
Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah, Forum 


Gabungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya 
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3) 


rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian 
Pramusrenbang, Virtual Musrenbang dan Musrenbang Provinsi serta 
hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. 

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, 
melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda 
Provinsi, PD/BIRO dan Kabupaten/Kota (desk trilateral meeting) pada 
rangkaian Musrenbang Provinsi, dan memperhatikan pokok-pokok 
pikiran dari DPRD Provinsi Jawa Barat serta pendapat dari kalangan 


perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas. 


Tahapan Perencanaan 
——a Tn Provinsi Jawa Barat 


DP DP MP MP NP DP NP NN up 


15 Februari 2017 13- bh 2017 21-22 Maret 2017 27 Maret-t April 2017 3-5 April 2017 8 April 2017 10 April 2017 11-13 April 2017 














Belanja Belanja 
Langsung Langsung 3 


Catatan: 
Forum gabungan(Rakortek) Membahas 
Kegiatan Belanja Langsung dan Kegiatan Top Down 





1: - | Sukses Perencanaan Sukoee Implementasi 





Gambar 1.0 
Alur Proses Detail Penyusunan Rancangan Akhir 
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
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Gambar 1.1 
Alur Proses Penyusunan Peraturan Gubernur 
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 


4) Penyusunan dokumen RKPD 2018 yang berpijak kepada Rancangan 
Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, hasil Pra Musrenbang 
Provinsi dan Musrenbang Nasional serta verifikasi akhir untuk program 
dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan 
Gubernur tentang RKPD 2018. 

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan 
sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2018 didukung oleh sistem dan skema proses yang 
handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu 
inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan 
akuntabel, diantaranya melalui Sistem RKPD JabarOnline 2101 dan 
pelaksanaan rangkaian Musrenbang melalui tele-conference, serta dilakukan 
pendekatan logical framework untuk fokus prioritas kegiatan yang disusun 
berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil 


(Program follow Resul?. 
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A PERENCANAAN 
EVALUASI D 1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka 






egulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu, 


kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, 
dan daya saing daerah. 





6. Terintegrasi antara 
perencanaan, 
Penganggaran, dan evaluasi 















UNTUK MENGHASILKAN 2. Program disusun berdasarkan kontribusinya 
PEMBANGUNAN YANG: terhadap daya unakit untuk mencapai hasil 


(Program follow Resuit) 


3. Percepatan capaian target pembangunan 
melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi 


Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK 


1. Dirancang dengan baik 


2. Digambarkan obyektif. 
fokus, efektif dan efisien 


3. Dapat dievaluasi Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 
PERTANGGUNG JAWABAN" Jelas terstruktur. PENGANGGARAN 
5. Tanggugjawab pada level 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. 
| program dan, Dilakukan Pendekatan Hasil yang 
Kegiatan, pemberlakuan Perianjian Logical Framework dicapai dari penggunaan sumberdaya 
(money 


follow program 





Kinerja (PK) di seluruh level birokasi 
Denaan reward punishment B 
yang jelas. Cc 


Sumber : Ahmad Heryawan: 
2016 


Gambar 1.2 


Reformasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja 


1.3. Prinsip Penyusunan RKPD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Sistem Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah  (SISRENBANGDA), 
perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 
a). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 


dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
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b). 


g). 


Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan 


satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, 


. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran 


dan kewenangan masing-masing, 


. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana 


tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, 


. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 


kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika 
perkembangan daerah dan nasional, 

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara 
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 
berkeadilan dan berkelanjutan, 

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik 
(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), 
memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) 


dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART. 


1.4. Landasan Hukum 


Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan 


RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah: 


t: 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010): 
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 


Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 


. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan 


Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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10. 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817), 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5209), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815), 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816), 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833), 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
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17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2017, 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 46), 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47), 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 64), 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, 
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025, 

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E), 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang 
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029, 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan 


dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 
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Nomor 12 Seri E), 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), 

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E). 

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 Seri E). 


1.5. Hubungan Antar Dokumen 

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 diperlukan 
untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi 
dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan. 

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan acuan 
pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam 
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah 
(PD), seperti digambarkan pada Gambar 1.4. 
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PERENCANAAN PENGANGGARAN 


RPJMN Dijabarkan RKP 
Tahun 2015 Tahun 2018 
-2019 
4 Diselaraskan 


1 Melalui 


Diperhatikan 
Musrenbangnas 


Pedoman RPJMD Dijabarkan Pedoman 7 N Pedoman APBD 


Tahun 2013 - 


2018 Tahun 2018 


Pedoman 


Pedoman 
NK jp) | RENJA PD 


Tahun 2013 -2018 Tahun 2018 





Gambar 1.3 
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2018 
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1.6. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 
adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan 
daerah Tahun 2018. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah: 

1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, 

2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik 
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan 
maupun antar tingkat pemerintahan, 

3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, 

4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan 
Tinggi dan Komunitas, serta 

5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan berkelanjutan. 

1.7. Sistematika 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 


2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 


BAB I. PENDAHULUAN. 

1.1. Latar Belakang 
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018 

1.2. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
Menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam 
menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. 

1.3. Prinsip Penyusunan RKPD. 
Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan sesuai dengan: (1) 


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
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1.4. 


1.5. 


1.6. 


1.7. 


Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, dan (3) Peraturan Daerah No. 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Sisrenbangda). 

Landasan Hukum 

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 

Hubungan Antar Dokumen 

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan dokumen- 
dokumen perencanaan lainnya. 

Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018. 

Sistematika 

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 


Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. 
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BAB II. 


BAB III. 


EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 - 
2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN TAHUN 2016. 


2:1 


2 


Gambaran Umum Kondisi Daerah. 

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang 
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2015 
dan Tahun 2016. 

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD sampai 
Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD. 

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan 
yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta 
pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 
2013-2018 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan 


dan rekomendasi 


RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018. 


3.1 


3.2 


Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional 
dan Provinsi Tahun 2018, proyeksi dan tantangan 
pembangunan ekonomi Tahun 2018. 

Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan Tahun 2018 serta pendanaan pembangunan 


lainnya. 


3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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BAB IV. 


BAB V. 


BAB VI. 


PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2018. 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 
Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator. 

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018 
Menjelaskan keterkaitan prioritas dan sasaran Pembangunan 
Nasional, isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang 
berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 
2013-2018 pada Tahun berkenaan, serta Common Goals 
(tematik sektoral dan kewilayahan), perbatasan antar Provinsi, 


dan SDGs (Sustainable Development Goals). 


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 
DAERAH TAHUN 2018. 

Menjelaskan secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 
kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2018 dan capaian kinerja 
yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatifnya. 


PENUTUP. 

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam 
keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak 
dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan 


yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain: 
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BAB II 


EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN 
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016 





2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 
A. Aspek Geografi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa 
Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki Wilayah daratan seluas 
3.709.528,44 ha dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara 
Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104”48" - 108”48" 
Bujur Timur dan 5”50" - 750" Lintang Selatan dengan batas Wilayahnya 
meliputi: 
e Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI 

Jakarta, 

» Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, 
» Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia, 


e# Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten. 


Secara administratif pemerintahan, Wilayah Provinsi Jawa Barat 
terbagi ke dalam 27 Kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, 
yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, 
Garut, Tasikmalaya, Ciamis,Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, 
Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran 
serta Kota Bogor, SukaBumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, 


Tasikmalaya dan Kota Banjar. 


a. Curah Hujan dan Sumber Daya Air 

Fenomena curah hujan di Jawa Barat menurut Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dipengaruhi oleh tipologi Monsun yang 
secara umum memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu 
puncak hujan maksimum yaitu pada Januari atau Desember dan 


minimum pada bulan Agustus. Rata-rata hujan setiap bulan 
IU -1 
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menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau 
dengan curah hujan kurang dari 150 milimeter dan periode musim 
hujan dengan curah hujan lebih dari 150 milimeter. Sebaran Wilayahnya 
umumnya berada di Selatan ekuator yang sensitif terhadap gerakan atau 
perubahan sistem angin monsun. Puncak hujan biasanya terjadi pada 


saat sistem monsun barat dominan melintasi Wilayah tersebut. 





s0 


PETA RATA-RATA CURAH HUJAN 
TAHUNAN PERIODE 1981 - 2010 
DI DKI JAKARTA, BANTEN 
DAN JAWA BARAT 





LAUT JAWA 


CURAH HUJAN (mm) 


MEI « 500 IN 2500 - 3000 
IMEI 500-1000-— MM 3000-3500 
MMEEE 1000-1500 MMI 3500-4000 
KE 1500-2000 MEN 4000-4500 
1. 2000-2500 — MK 4500-5000 
ME» so00 


Sumber Data 

1, Peta Rupabumi BAKOSURTANAL 
skala 1 : 250.000 

2. Data Curah Hujan Bulanan 
Periode 1981 - 2010 BMKG 


uli 
II 


- 
Iu 


100-307 yayog 


BMKG 
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI 
N GOFISIKA 














Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), http:// bmkg.go.id 
Gambar 2.1 
Peta Rata-Rata Curah Hujan Periode 1981-2010 





Jawa Barat menurut data BMKG di atas berada pada rentang 
curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun dengan persebaran curah 
hujan terendah berada di Wilayah Utara (Pantura, Bekasi s.d Cirebon 
dan Kuningan) dan sebagian Wilayah Tengah Jawa Barat (SukaBumi, 
Cianjur, Bandung, dan Garut, dsk). Sedangkan sebaran curah hujan 
tinggi melingkupi Wilayah Barat-Selatan (Bogor dan SukaBumi), Wilayah 
Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dsk) serta Wilayah Timur- 


Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran). 
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Mencermati karakteristik curah hujan tersebut, maka perlu 
diperhitungkan secara seksama terkait ketersediaan air baku terutama 
di Wilayah Utara Jawa Barat sebagai kawasan lahan pertanian pangan 
beririgasi teknis dan merupakan kawasan lumbung padi Nasional di saat 
puncak kemarau. Sedangkan untuk Wilayah Selatan, curah hujan yang 
tinggi perlu menjadi perhatian mengingat Wilayah ini memiliki 
kerentanan terhadap bencana longsor dan gerakan tanah, sehingga 
pengelolaan/manajemen lahan berbasis konservasi menjadi hal penting 


untuk dilakukan. 


Secara keWilayahan, potensi sumber daya air terdistribusi pada 
setiap Wilayah Sungai (WS) baik kewenangan Nasional/Pusat maupun 
kewenangan Provinsi. Wilayah sungai kewenangan pemerintah Pusat 
meliputi WS Ciliwung, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung dan WS 
Citanduy. Sementara kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat meliputi WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan- 
Cilaki. 


Tipologi curah hujan memiliki keterkaitan terhadap potensi 
sumber daya air pada aliran-aliran sungai yang ada di Provinsi Jawa 
Barat. Dari perhitungan curah hujan yang turun di Bumi Jawa Barat 
sepanjang Tahun, dapat menghasilkan potensi sumber daya air 
permukaan (sungai induk dan anak sungainya) mencapai rata-rata 
48.023,78 Juta m3/tahun dalam kondisi normal. Sementara itu, angka 
ketersediaan air permukaan berdasarkan debit 90 Tahunan (090) adalah 
sebesar 43.773,02 Juta mS/tahun, berdasarkan debit 80 Tahunan (080) 
adalah sebesar 37.095,83 Juta mS/tahun, dan berdasarkan debit 50 
Tahunan (050) adalah sebesar 34.013,40 Juta m?/tahun. Berdasarkan 
data ini, dapat dicermati bahwa dalam rentang waktu siklus Sumber 
Daya Alam (SDA) yang semakin pendek, menunjukkan bahwa 


ketersediaan air permukaan juga semakin menurun. 
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Tabel 2.1 
Ketersediaan Sumber Daya Air Di Jawa Barat 














Ciliwung 3675.40 5538.62 9990.35 9011.32 | 7802.52 
2 | Cisadea-Cibareno | 6693.60 10987.47 | 7586.62 5789.65 | 5618.55 
G1 jean 7157.50 7878.07 7111.68 5854.20 | 5851.24 
Cisanggarung 
6 | Ciwulan-Cilaki | 5415.00 7152.60 528045 16220.33 | 5014.76 
Total 37060.40 48023.78 |43773.02 |37095.82 | 34013.40 

















Sumber: Statistik SDA Tahun 2016, Dinas PSDA Prov. Jawa Barat 


Fenomena menurunnya ketersediaan air permukaan di sungai- 
sungai Jawa Barat, perlu diwaspadai mengingat bahwa air permukaan 
dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah irigasi. Semakin turun debit 
air permukaan, maka semakin sedikit areal sawah Jawa Barat yang 
dapat terairi. Hal ini juga akan berimbas pada pengisian tandon-tandon 
air (situ, embung, dan waduk) di Jawa Barat yang bergantung pada debit 
air permukaan tersebut. Sumber air permukaan (sungai dan anak 
sungai) serta infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat dapat 
dicermati pada tabel berikut : 


Tabel 2.2 
Sumber Air Dan Prasarana Sumber Daya Air 



























































1 | DAS 200 Buah 
2 SUNGAI | | 3,506 | Buah 
| SUNGAI LINTAS 2,265 Buah 
| LINTAS PROVINSI 4 Buah 
| LINTAS KABUPATEN 2,267 Buah 
| SUNGAI LOKAL 1,239 Buah 
3 SITU 831 Buah 
4 WADUK | 20 | Buah 
5 EMBUNG 23 Buah 
6 AREAL IRIGASI (LUAS SAWAH) | 1,086,242 | Ha 
Kewenangan Pusat 405,510 Ha 
Kewenangan Provinsi | 100,600 Ha 
Kewenangan Kab/Kota 316,920 Ha 
Irigasi Desa | 144,180 Ha 
Sawah Tadah Hujan 89,032 Ha 








Sumber: Statistik SDA Tahun 2016, Dinas PSDA Prov. Jawa Barat 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh areal 
irigasi yang ada di Jawa Barat, sangat bergantung pada ketersediaan air 
permukaan yang memiliki kecenderungan menurun dari waktu ke 
waktu. Oleh karena itu aktivitas menyelamatkan Wilayah tangkapan air 
serta konservasi setiap daerah aliran sungai menjadi penting dan harus 


dilakukan di setiap waktu. 


b. Pesisir dan Laut 


Secara Geografis Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Jawa Barat 
terbagi atas 2 Wilayah, yaitu Wilayah Pantai Utara (Pantura) dan Wilayah 
Pantai Selatan (Pansela). Panjang Pantura adalah 417,5 km dan panjang 
Pansela adalah 399,32 km, sehingga luas Wilayah Lautan Jawa Barat 
sampai Wilayah 12 mil Laut adalah 18.153 km2. Panjang dan luas 
Pesisir dan Laut di Jawa Barat tersebut merupakan potensi ekonomi 
yang perlu direncanakan dengan sungguh-sungguh untuk 


meningkatkan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2018. 


Kondisi fisik dasar Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas 
dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0Yo- 
5Yo, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, 
memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang 
dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi Mangrove dan terumbu 
karang. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantura diantaranya Sungai 
Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, 
Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, 
Bangkaderes, dan Cisanggarung. Perairan Laut relatif tenang menjadi 
lingkungan yang kondusif bagi perkembangan Wilayah, dengan aktivitas 


sosial dan pertumbuhan ekonomi relatif berkembang cukup pesat. 


Sementara di Pesisir Selatan meliputi kondisi yang berbukit 
dengan seismisitas relatif tinggi, bertopografi terjal, perairan dalam, 
memiliki substrat pasir dan karang, pola arus dipengaruhi arus 
Samudera Hindia, dan vegetasi cenderung berupa hutan pantai dan 


Mangrove. Batimetri pantai umumnya curam dan berhadapan langsung 
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dengan Samudera Hindia, sehingga menimbulkan gelombang Laut yang 
besar, kadang-kadang gelombang badai (2-5 m), serta arus Laut yang 
relatif kuat, menjadi kendala di dalam pengembangan Wilayah. Selain 
itu, pemanfaatan pelayaran di Wilayah ini memerlukan tingkat 


keamanan yang cukup tinggi. 


Perbedaan kondisi fisik tersebut menjadi faktor yang 
mempengaruhi ketimpangan perkembangan Wilayah antara Pesisir 
Utara dan Selatan. Sungai-sungai yang bermuara ke Pansela di 
antaranya sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, 
Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, 
Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy. Selain itu, 
Wilayah Pansela ini terletak di Lempeng Eurosia dan Lempeng Australia 
yang merupakan zona aktif Gempa dan berpotensi bencana Tsunami. 
Ancaman lainnya adalah gelombang Laut pasang, akresi dan abrasi, 
sedimentasi yang besar di muara-muara sungai yang menyebabkan 
pendangkalan, penyumbatan aliran sungai, rawan banjir bandang, erosi 
sungai, dan terbentuknya delta baru. Abrasi yang telah terjadi sejak 


lama terdapat di Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten SukaBumi. 


Wilayah Pesisir dan Laut Jawa Barat pun memiliki Pulau-Pulau 
kecil, di Pesisir Selatan Pesisir Pulau Nusamanuk dan Batukolotok serta 


di Pesisir Utara, yaitu Gugusan Pulau Biawak. 


c. Pertambangan 


Jawa Barat memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar, 
yang bila dimanfaatkan secara bijaksana dapat meningkatkan 
Perekonomian masyarakat, walaupun harus tetap memperhatikan 
konservasi dan lingkungan dalam proses eksloitasinya. Potensi bahan 
tambang ini untuk Tahun 2018 nanti, diharapkan dapat dioptimalkan 
secara bijak untuk meningkatkan Perekonomian dan Pendapatan 


Daerah Jawa Barat. 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 
BALAI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN ANALISA POTENSI DAERAH 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT 





Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 
Gambar 2.2 


Peta Potensi Bahan Tambang Provinsi Jawa Barat 


Potensi bahan tambang tersebar di 20 Kabupaten se-Jawa Barat, 
meliputi bahan tambang berupa galian mineral logam, mineral industri, 
dan bahan galian konstruksi. Bahan-bahan tambang tersebut antara 
lain Andesit, Batu Gamping/Kapur, Bentonit, Diatome, Feldspar, Fospat, 
Kaolin, Marmer, PasirtTanah Urug, Sirtu, Pasir Kwarsa, Tanah Liat, 
Trass, Zeolit, Pasir Besi, Batu 1/2 Permata, Galena, Emas, Perak, 
Mangan, Onyx, Gypsum, Pasir Besi, Tembaga, Belerang, Bijih Besi, 
Kalsit, Batubara, Seng, Batu Ares, serta Obsidian/Perlit. Dapat dicermati 


pada tabel berikut: 
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Tabel 2.3 


Potensi Komoditas Tambang dan Wilayah Sebarannya 


ANDESIT 


3 Jenis Komoditas Tambang | Potensi Jumlah (Ton) Wilayah Sebaran Komoditas Tambang 


10,124,796,963 |CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, 
TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, 
CIREBON, KUNINGAN, SUMEDANG, MAJALENGKA 





BATU GAMPING/ KAPUR 


BENTONIT 


3,743,209,839 |SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, 
TASIKMALAYA, CIAMIS, CIREBON, KUNINGAN, SUMEDANG, MAJALENGKA 
329,604,075 |CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, 
BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, KUNINGAN, SUMEDANG 





DIATOME 


25,552 BOGOR, KUNINGAN 





FELDSPAR 
FOSPAT 


26,339,972 ICIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, TASIKMALAYA, PANGANDARAN 
524,160 SUKABUMI, BOGOR, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, CIAMIS, CIREBON 





KAOLIN 


5,777,576 |BOGOR, TASIKMALAYA, GARUT, CIAMIS, KUNINGAN, BANJAR, SUMEDANG 





MARMER 


172,276,288 SUKABUMI, TASIKMALAYA, BANDUNG, BANDUNG BARAT 





PASIR-#-TANAH URUG 


275,153,365,028 |CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, BEKASI, SUBANG, TASIKMALAYA, 


PANGANDARAN, GARUT, CIAMIS, CIREBON, INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, 
SUMEDANG, MAJALENGKA 

1,601,991,429 |CIANJUR, SUKABUMI, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, 
TASIKMALAYA, GARUT, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, 
INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, MAJALENGKA 

3,257,579,879 |SUKABUMI, BOGOR, KARAWANG, BEKASI, BANDUNG, BANDUNG BARAT 


123,678,899,924 (CI ANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, KARAWANG, BEKASI, SUBANG, 
TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT, BANDUNG, 
BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON, INDRAMAYU, KUNINGAN, BANJAR, 
SUMEDANG, MAJALENGKA 
TRASS 2,454,950,551 |CIANJUR, SUKABUMI, BOGOR, PURWAKARTA, SUBANG, PANGANDARAN, 
BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIAMIS, CIREBON,KUNINGAN, MAJALENGKA 
ZEOLIT 127,548,000 (SUKABUMI, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, CIAMIS, CIREBON 


BATU 1/2 PERMATA 1,000,000 GARUT 

GALENA 22,271 |CIANJUR, CIAMIS 

EMAS 9,342,173 BOGOR, PURWAKARTA, TASIKMALAYA, GARUT 
PERAK 57,736,916 BOGOR 

MANGAN 500,000 |SUKABUMI, TASIKMALAYA, GARUT 

ONYX 50,606,950 IKUNINGAN 

GYPSUM 6,451,205 ISUBANG, TASIKMALAYA, BANJAR 

PASIR BESI 125,682,674 ICIANJUR, SUKABUMI, TASIKMALAYA, PANGANDARAN, GARUT 
TEMBAGA 210 (TASIKMALAYA 

BELERANG 20,360,000 IGARUT, BANJAR 

BIJIH BESI 51,346,000 |TASIKMALAYA, GARUT 

KALSIT 2,701,600 IPANGANDARAN, CIAMIS, KUNINGAN 
BATUBARA 9,450,800 ISUKABUMI, GARUT, CIAMIS, BANJAR 

SENG 70,423 IPURWAKARTA 

BATU ARES 171,068 SUKABUMI 


| 30 JoBSIDIAN/PERLIT 5,640,000 (SUKABUMI, GARUT 


Sumber: Statistik ESDM Th. 2016, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat 








PASIR KWARSA 
TANAH LIAT 





















































Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diambil makna bahwa 
kekayaan bawah Bumi Jawa Barat sangat berlimpah dan dapat 
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat di Wilayah dimana komoditas 
tambang tersebut berada. Namun di sisi lain, eksploitasi secara 
sembarangan terhadap bahan tambang strategis akan berakibat pada 


kerusakan lingkungan yang fatal. Potensi tambang Jawa Barat harus 
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dikelola secara berkelanjutan berdasarkan kaidah-kaidah pertambangan 





modern yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. 


d. Kebencanaan 


Struktur Geologis yang kompleks menjadikan sebagian Wilayah 
Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang 
tinggi. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam yang perlu 
diwaspadai adalah 7 (tujuh) Gunung Api Aktif, 5 (lima) sesar aktif serta 
aktivitas Lempeng Tektonik di Selatan Jawa Barat. Sumber penyebab 
bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu 
gerakan tanah terutama di Wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta 
banjir di Wilayah Pantai Utara dan cekungan Bandung. Kawasan rawan 


bencana dapat dilihat pada gambar berikut. 














Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
Gambar 2.3 


Peta Kawasan Rawan Bencana Alam 


Bahaya lingkungan beraspek Geologis yang sering terjadi, antara 
lain masalah keGempaan, letusan Gunung Api dan aliran lahar, longsor 


(gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Jawa 





II - 9 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Barat secara Geologis terletak disebelah Utara lajur pertemuan dua 
lempeng aktif yang saling bertumbukan, yaitu lempeng Indo-Australia 
dan lempeng Eropa-Asia. Tumbukan ini mengakibatkan Wilayah Jawa 
Barat sering merasakan getaran dan dilanda Gempa Bumi tektonik serta 
letusan gunung api. Bencana Gempa Bumi guncangan tanah menempati 
urutan pertama sebagai bencana perusak, diikuti oleh gerakan tanah 
dan pelurukan. Patahan permukaan dan Tsunami jarang terjadi 
disebabkan kekuatan Gempa Bumi di Jawa Barat umumnya lebih kecil 
dari 6 pada Skala Richter. Gempa Bumi tektonik Jawa Barat berasal dari 
dua sumber, yakni sumber Gempa Bumi penunjaman dan sumber 
Gempa Bumi sesar aktif. Bencana dan risiko yang diakibatkan oleh 
kedua sumber Gempa Bumi tersebut, dikontrol oleh kekuatan Gempa 
Bumi, kedalaman Gempa Bumi, jarak pusat Gempa Bumi, kondisi 


Geologi, kepadatan penduduk serta infrastruktur. 


Selain bencana Geologis, banjir juga menjadi ancaman di Wilayah 
Jawa Barat disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi dengan 
durasi di atas normal sehingga menghasilkan air limpasan yang melebihi 
daya dukung sistem drainase. Demikian pula, perubahan penggunaan 
lahan yang tidak terkendali serta kondisi Geologi dan morfologi lahan 
menjadi lain bencana banjir. Beberapa Wilayah rawan banjir terlihat 
pada Gambar 2.3 dengan konsentrasi berada di Pesisir Pantai Utara 
Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, 
Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan Cipunagara) dan beberapa 
Kecamatan di Cekungan Bandung seperti Kecamatan Majalaya, Ciparay, 
Banjaran dan Dayeuh Kolot (DAS Citarum), serta Kecamatan Padaherang 


di Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy). 
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Sumber: BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2015 
Gambar 2.4 


Peta Sebaran Daerah Rawan Banjir 


Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam 
yang seringkali mengakibatkan kerusakan, baik berupa lingkungan 
maupun prasarana dan sarana fisik, serta menimbulkan kerugian yang 
tidak sedikit, baik harta maupun korban jiwa manusia. Jabar Selatan 
merupakan salah satu daerah yang sangat rawan dari gerakan tanah, 
hampir setiap saat mengalami bencana gerakan tanah dan menimbulkan 
kerusakan yang cukup besar. Pada umumnya bencana tanah longsor 
dipicu oleh turunnya curah hujan yang tinggi, disamping kondisi 
kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi serta 
sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan. 
Secara umum, daerah potensi longsor di Jawa Barat dapat dirangkum 


pada tabel berikut. 
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Tabel 2.4 


Tabel Daerah Rawan Longsor 


1 Menengah - Tinggi 


2 Menengah 











Bogor (Jonggol, Citeureup, Nanggung), SukaBumi 
(Tegalbeuleud,  Cidolog, Sagaranten, Jampang 
Tengah, Palabuhanratu, Parung Kuda), Cianjur 
(Pacet, Sukaresmi, Pagelaran, Tanggeung, 
Kadupandak, Cibinong, Argabintang, Naringgul, 
Campaka, Cibeber), Bandung (Gununghalu), Garut 
(Palegong, Cisewu, Pakenjeng, Cisompet), 
Purwakarta (Wanayasa, Sukatani, Plered), Subang 
(Sagalaherang), Sumedang (Tomo, Cadasngampar, 
Paseh, Congeang, Buah Dua, Tanjungkerta, 
Cibugel), Tasikmalaya (Bantarkalong, Sodonghilir, 
Cibalong, Taraju, Salawu, Salopa, Cikatomas), 
Ciamis  (Langkaplancar,  Tambaksari,  Cisaga, 
Panawangan), Majalengka (Talaga, Maja, Rajagaluh, 
Argapura, Sukahaji, Majalengka, Bantarujeg), 
Kuningan (Mandirancan, Cilimus, Subang, 
Selajambe, Cidahu), Cirebon (Palimanan, Sumber, 
Karangsembung, Ciwaringin) 


Bogor (Caringin, Cariu), SukaBumi (Cibadak, 
Nyalindung), Cianjur (Pacet, Sukaresmi, Pagelaran, 
Tanggeung, Kadupandak, Cibinong, Argabinta, 
Naringgul, Campaka, Cibeber), Bandung (Rongga, 
Cililin,  Cipongkor, Parongpong, Pangalengan, 
Arjasari, Cipatat), Garut (Bungbulang, Bayongbong, 
Banjarwangi), Purwakarta (Bojong, Jatiluhur), 
Subang (Cisalak, Cijambe), Sumedang (Wado, 
Sumedang Selatan), Tasikmalaya (Pager Ageung), 
Ciamis (Cihaurbeuti), Majalengka (Lemah Sugih), 
Kuningan (Ciniru, Ciwaru), Cirebon (Beber, Waled, 
Sedong) 





Sumber: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005). 


Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 


menetapkan skor indeks resiko bencana tanah longsor pada semua 


Wilayah administratif di Jawa Barat sebagaimana perincian pada tabel 


berikut. 
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Tabel 2.5 


Tabel Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi Jawa Barat 





1. 1 Kab. Garut 36 Tinggi 
2. 53 Kab. Bogor 24 Tinggi 
3. 54 Kab. Bandung 24 Tinggi 
4. 56 Kab. SukaBumi 24 Tinggi 
5. 58 Kab. Cianjur 24 Tinggi 
6. 60 Kab. Tasikmalaya 24 Tinggi 
Ts 63 Kab. Ciamis DE Tinggi 
8. 64 Kab. Bandung Barat 24 Tinggi 
9. 67 Kab. Subang 24 Tinggi 
10. 72 Kab. Majalengka 24 Tinggi 
11. TS Kab. Sumedang DE Tinggi 
12. 77 Kab. Kuningan 24 Tinggi 
13. 90 Kab. Purwakarta Dai Tinggi 
14. 152 Kota SukaBumi 24 Tinggi 
15. 274 Kota Bandung 22 Tinggi 
16. 301 Kab. Bekasi 12 Tinggi 
17. 302 Kab. Cirebon 12 Tinggi 
18. 303 Kab. Karawang 12 Tinggi 
IS), 306 Kab. Indramayu 12 Tinggi 
20. 409 Kota Banjar 12 Sedang 
21. 451 Kota Bogor 12 Sedang 
22. 460 Kota Bekasi 11 Sedang 
23 464 Kota Depok 11 Sedang 
24. 474 Kota Cirebon 11 sedang 


Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPB 2013 


Erosi pada tebing sungai dapat berupa longsoran dan runtuhan, 
umumnya terjadi pada alur sungai yang membelok. Erosi terjadi pada 
tebing busur luar tikungan yang selalu dihantam oleh kekuatan arus air 
sungai. Pada daerah dataran lanjutan proses erosi ini membentuk 
meander. Selain itu, perbuatan manusia dapat mempercepat proses 
erosi, seperti di sekitar lokasi penambangan batu kali. Seperti pada 
sungai Cimandiri, SukaBumi yang telah mengancam dan 
menghancurkan rumah penduduk di tepi sungai. Pengambilan 
bongkahan batu kali dapat mempercepat arus sungai, sehingga 
kekuatan arus menghantam tebing lebih kuat dan terjadi lekukan pada 


kaki tebing sungai. 


Daerah Jabar Selatan secara Geologis rentan terhadap bencana 
alam Pesisir, seperti Tsunami. Walaupun jarang terjadi, namun daya 
hancurnya yang besar harus diperhitungkan. Tsunami umumnya 


II - 13 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
disebabkan oleh Gempa Bumi dasar Laut. Sekitar 70Yo Gempa Bumi 





tektonik terjadi di dasar Laut yang berpotensi menyebabkan Tsunami 
(Tsunamigenik). Terjadinya Tsunami apabila magnituda Gempa lebih 
besar dari 6 skala richter, gerakan kulit Bumi ke arah atas (up thrusting) 
dan kedalaman Gempa Bumi kurang dari 80 kilometer, memiliki 
topografi dasar Laut relatif landai (lebih kecil dari 600). Jika jarak 
sumber Gempa terhadap pantai di semua kelompok pantai rata-rata 
kurang dari 300 kilometer dan kecepatan rambat Tsunami mencapai 
600-700 kilometer per jam, maka Tsunami datang dengan sangat cepat, 
kurang dari setengah jam setelah Gempa mengguncang. Untuk 
memperkecil resiko tersebut perlu dikembangkan manajemen bencana 
alam terutama pada tahap mitigasi bencana yang dikaitkan dengan 


rencana tata ruang yang didasarkan pada peta rawan bencana alam. 


B. Aspek Demografi 

Kondisi Demografis Jawa Barat secara umum tercermin melalui 
jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, 
sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil proyeksi 
Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 
2016 mencapai 47.379.389 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 
persen, menurun sebesar 0,02 persen bila dibandingkan dengan laju 
pertumbuhan penduduk pada Tahun 2015. 

Tabel 2.6 
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2016 





















2 TAHUI | 
Demografi 
Na Jiwa 145.340.800 | 46.029.699 | 46.709.569 | 47.370.389 
Penduduk 
a. Laki-laki Jiwa 23.004.300 | 23.345.033 | 23.690.167 | 24.011.089 
b. Perempuan Jiwa 22.336.500 | 22.684.636 | 23.019.402 | 23.368.100 
2. Laju 
Pertumbuhan Persen 1,77 1P52 1,47 1.43 
Penduduk (LPP) 
3. Kepadatan jiwa per 
Dondndak kkm2 1.282 1.301 1.320 1.339 























Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat. 
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Rasio jenis kelamin di Jawa Barat pada Tahun 2013 - 2016 
sebesar 103, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak 
dibandingkan jumlah perempuan. Sementara itu, kepadatan penduduk 
di Jawa Barat terus meningkat, dari 1.320 jiwa per km2 pada Tahun 
2015 menjadi 1.339 jiwa per km2 

Penduduk terbanyak pada Tahun 2016 berada di Kabupaten 
Bogor, sebanyak 5.587.390 jiwa atau 11,79 Yo, dan yang paling sedikit di 
Kota Banjar, sebanyak 181,901 jiwa atau 0,380 dari total jumlah 
penduduk Jawa Barat. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka 
tertinggi berada di Kota Bandung, 14.805 orang/km2, dan terendah di 
Kabupaten Pangandaran, 389 orang/ km2. Jumlah penduduk dan 
tingkat kepadatan di Kabupaten/Kota tergambar pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.7 


Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Tahun 2016 





Luas Wilayah 


Penduduk (orang) 





































































































Op, Kepadatan 
Yo Terhada Terhada Penduduk 
22 Kahupaten) Kota Km? Sa Tana Jumlah Penduduk (Orang/K 
Barat Total Jawa m2? 
Barat 
1 | Kabupaten Bogor 2,7110.62 7.66 5,587,390 11.79 2,061 
2 | Kabupaten SukaBumi 4,145.70 11.72 2,444,616 5.16 590 
3 | Kabupaten Cianjur 3,840.16 10.85 2,250,977 4.75 586 
4 | Kabupaten Bandung 1,767.96 5.00 3,596,623 7.59 2,034 
5 | Kabupaten Garut 3,074.07 8.69 2,569,505 5.42 336 
6 An 2,551.19 7.21 1,742,276 3.68 683 
7 | Kabupaten Ciamis 1,414.71 4.00 1,175,389 2.48 831 
8 | Kabupaten Kuningan 1,110.56 3.14 1,061,836 2.24 956 
9 | Kabupaten Cirebon 984.52 2.18 2,142,999 4.52 2,177 
10 | Kabupaten Majalengka 1,204.24 3.40 1,188,004 2.51 987 
11 | Kabupaten Sumedang 1,518.33 4.29 1,142,097 2.41 752 
12 | Kabupaten Indramayu 2,040.11 5.77 1,700,815 3.59 334 
13 | Kabupaten Subang 1,893.95 5.35 1,516,000 3.26 816 
14 | Kabupaten Purwakarta 825.74 2.33 932,701 1.97 1,130 
15 | Kabupaten Karawang 1,652.20 4.67 2,295,718 4.85 1,390 
16 | Kabupaten Bekasi 1,221.88 3.46 3,371,691 712 2,753 
ig | Amupata Banding 1,305.77 3.69| 1,648,387 3.48 1,262 
Barat 
ja: | SMompaten 1,010.00 2.85 392,817 0.83 389 
Pangandaran 
19 | Kota Bogor 118.50 0.33 1,064,687 2.25 8,985 
20 | Kota SukaBumi 148.25 0.14 321,097 0.68 6,655 
21 | Kota Bandung 167.67 0.47 2,490,622 5.26 14,854 
22 | Kota Cirebon 37.36 O.11 310,486 0.66 8,311 
23 | Kota Bekasi 206.61 0.58 2,187,205 5.88 13,490 
24 | Kota Depok 200.29 0.57 2,179,813 4.60 10,883 
25 | Kota Cimahi 39.27 O.11 594,021 1.25 15,127 
26 | Kota Tasikmalaya 171.61 0.49 659,606 1.39 3,844 
27 | Kota Banjar 113.49 0.32 181,901 0.38 1,603 











Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2016 
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Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016 


Kabupaten Bogor 
Kabupaten Bandung 
Kabupaten Bekasi 

Kota Bekasi 

Kabupaten Garut 

Kota Bandung 
Kabupaten Sukabumi 
Kabupaten Karawang 
Kabupaten Cianjur 

Kota Depok 

Kabupaten Cirebon 
Kabupaten Tasikmalaya 
Kabupaten Indramayu 
Kabupaten Bandung Barat 
Kabupaten Subang 
Kabupaten Majalengka 
Kabupaten Ciamis 
Kabupaten Sumedang 
Kota Bogor 

Kabupaten Kuningan 
Kabupaten Purwakarta 
Kota Tasikmalaya 

Kota Cimahi 

Kabupaten Pangandaran 
Kota Sukabumi 

Kota Cirebon 


Kota Banjar 


ej 
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Gambar 2.5 
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 


A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Hasil pembangunan ekonomi di Jawa Barat ditunjukkan dengan 
capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 
Berlaku. Pada Tahun 2012, besar PDRB adhb Jawa Barat sebesar 
1.128,25 Triliun Rupiah dan memberikan kontribusi terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 13,10 persen. Besar PDRB adhb 
Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai angka 1.652,59 Triliun Rupiah 


dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 13,32 persen. 
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Gambar 2.6 


Grafik Perkembangan PDRB Jawa Barat dan PDB Nasional Tahun 


2012-2016 


Meningkatnya kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB 


Indonesia, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat 


tumbuh lebih tinggi dibandingkan Perekonomian Indonesia. Dari grafik 
Perkembangan PDRB Jawa Barat dan PDB Nasional Tahun 2012-2016 
nampak bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2016, PDRB Jawa 


Barat tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan PDB Indonesia. Namun 


demikian, ketika terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi, pada 


Tahun 2013-2014, PDRB Jawa Barat turun lebih besar dibanding PDB 


Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Perekonomian Jawa Barat lebih 


sensitif terhadap perubahan Perekonomian di Indonesia. 
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 
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Gambar 2.7 
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012- 
2016 


Perekonomian di Jawa Barat bertumpu pada Sektor Industri 
Pengolahan yang memberikan kontribusi lebih dari 40 persen terhadap 
pembentukan PDRB Jawa Barat dalam kurun waktu 2012 - 2016. 
Selanjutnya sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap 
pembentukan PDRB Jawa Barat adalah Sektor perdagangan besar dan 
eceran, reparasi motor yang berada dalam kisaran 15 persen, diikuti 
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi berkisar 


pada angka 9 persen. 
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Gambar 2.8 








Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pembentukan PDRB Jawa Barat 
2012-2016 


Berdasarkan laju pertumbuhannya, Sektor Informasi dan 
Komunikasi, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, 
Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Jasa Keuangan dan 
Asuransi, Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Pendidikan: Sektor Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Sektor Jasa Lainnya menunjukkan 
pertumbuhan yang cukup tinggi, di atas 7 persen. Sementara Sektor 
Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Administrasi Pemerintahan, 
Pertanahan mengalami pertumbuhan yang negatif pada kurun waktu 


Tahun 2012 — 2016. 
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Gambar 2.9 
Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha 2012-2016 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pendapatan 
perkapita masyarakat yang didekati melalui PDRB per kapita, meningkat 
dari 25,27 Juta Rupiah pada Tahun 2012 menjadi 34,88 Juta Rupiah 
pada Tahun 2016. Namun demikian, kenaikan tersebut masih di bawah 
PDB per kapita yang mencapai 35,11 Juta Rupiah pada Tahun 2012 dan 
47,96 Juta Rupiah pada Tahun 2016. 
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Gambar 2.10 
Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Jawa Barat, dan PDB Perkapita 


Nasional 
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Peningkatan pendapatan per kapita Jawa Barat yang terus 
meningkat, didukung pula oleh keberhasilan menjaga laju inflasi di Jawa 
Barat tetap rendah. Dalam periode Tahun 2012 -— 2016, laju inflasi Jawa 
Barat yang mencapai angka 8,18 persen pada Tahun 2013 dapat ditekan 
hingga mencapai angka 2,75 persen pada Tahun 2016, dan selalu berada 


di bawah angka inflasi Nasional. 
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Gambar 2.11 
Grafik Inflasi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012-2016 
Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik 
belum dapat diimbangi dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Hal 
ini ditandai dengan angka indeks gini pada Tahun 2016 sebesar 0,41 yang 
lebih tinggi dari angka indeks gini Nasional sebesar 0,39. 
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Indeks Gini Tahun 2012 - 2016 
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Gambar 2.12 
Indeks Gini Tahun 2012-2016 


Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat 
dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer 
indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, 
IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur 
panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga 
dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak 
faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan 
Hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan 
gabungan indikator angka melek huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah 
(RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator 
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok 
yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai 
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 


hidup layak. 
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Gambar 2.13 
Perkembangan IPM Jawa Barat 2012-2016 dan Nasional 


Berdasarkan metode perhitungan baru yang dilakukan BPS, IPM 
Jawa Barat meningkat dari 67,32 poin pada Tahun 2012 yang termasuk 
dalam status “sedang” menjadi 70,05 poin pada Tahun 2016 dan 
termasuk ke dalam status “tinggi”. Namun demikian, capaian nilai IPM 
Jawa Barat ini masih di bawah capaian angka IPM Nasional, yang 
mencapai angka 67,70 poin pada Tahun 2012 dan 70.18 poin pada Tahun 
2016. 

Peningkatan IPM tersebut tidak terlepas dari capaian komponen- 
komponen IPM yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan 
daya beli. Indeks Pendidikan Jawa Barat dari 56,27 poin pada Tahun 
2012 meningkat menjadi 60.67 poin pada Tahun 2016. Namun demikian, 
capaian Indeks Pendidikan ini masih berada di bawah angka Nasional, 


yang mencapai angka 62,83 poin pada Tahun 2016. 
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Gambar 2.14 
Grafik Perkembangan Indeks pendididkan Jawa Barat dan Nasional 
Tahun 2012-2016 


Berdasarkan indikator pembentuknya, capaian Indeks Pendidikan 
Jawa Barat terbentuk dari capaian angka Harapan Lama Sekolah dan 
capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Dalam kurun waktu 2012 — 
2016, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa 
Barat menunjukkan peningkatan yang menjadi indikasi bahwa semakin 
banyak penduduk yang bersekolah. Pada Tahun 2016, Harapan Lama 
Sekolah Jawa Barat mencapai angka 12,30 yang berarti bahwa anak-anak 
usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka 
hingga lulus SMA. Dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat 
yang mencapai angka 7,95 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jawa 
Barat berusia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 
II SMP. Namun demikian, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan 


angka yang masih di bawah angka Nasional. 
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Grafik Perkembangan harapan 
lama sekolah Jawa Barat dan 


Nasional Tahun 2012-2016 





Grafik Perkembangan Rata-Rata 
Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat 
dan Nasional Tahun 2012-2016 








Gambar 2.15 





Angka Harapan Hidup (AHH) yang menggambarkan dimensi umur 


panjang dan hidup sehat terus meningkat setiap tahunnya Pada Tahun 


2012, Angka Harapan Hidup (AHH) Jawa Barat sebesar 71,82 Tahun dan 


terus meningkat hingga mencapai angka 72,44 Tahun pada Tahun 2016. 


Capaian Angka Harapan Hidup di Jawa Barat telah melampaui capaian 


Nasional. 
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Gambar 2.16 
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Dimensi standar hidup layak Jawa Barat yang ditunjukkan oleh 


pengeluaran per kapita mencapai angka Rp 10.035 ribu per tahun pada 


Tahun 2016. Walaupun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, 


capaian angka Jawa Barat tersebut masih di bawah capaian angka 


Nasional yaitu sebesar Rp 10.420 ribu per tahun. 
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Gambar 2.17 








Indikator kesejahteraan lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) 


yang menggambarkan kemampuan daya beli petani yang dihitung dari 


hasil perbandingan antara pendapatan yang diterima petani dengan 


pengeluaran petani baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun 


biaya keperluan proses produksi. 
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Gambar 2.18 
Grafik Perkembangan NTP Jawa Barat Tahun 2012-2016 


Dalam kurun waktu Tahun 2012 - 2016, pendapatan dan 
pengeluaran petani di Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup 
seimbang. Lebih tingginya pendapatan dibandingkan pengeluaran petani 
menghasilkan angka Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih di atas angka 
100. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat menunjukkan kecenderungan 
meningkat, dari 102,20 poin pada Tahun 2012 menjadi 104,86 poin pada 
Tahun 2016. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional 
menunjukkan penurunan, yaitu dari 105,24 poin pada Tahun 2012 


menjadi 101,65 poin pada Tahun 2016. 
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Gambar 2.19 
Grafik Perkembangan NTP Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012-2016 
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B. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Barat ditunjukkan oleh 
indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Kontribusi penduduk usia 
kerja dalam Perekonomian dapat dilihat melalui indikator Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi TPAK menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang 
tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu Perekonomian. 
TPAK Jawa Barat terjadi penurunan dari 63.78 persen pada Tahun 2012 
menjadi 60,65 persen pada Tahun 2016. Hal ini berarti hanya 61 orang 
dari 100 orang penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam 
Perekonomian pada Tahun 2016, sisanya lebih banyak yang melakukan 
kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lain 
yang tidak bernilai ekonomi. Kondisi TPAK Jawa Barat ini masih di bawah 


TPAK Nasional. 
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Gambar 2.20 
Grafik Perkembangan Angkatan Kerja Jawa Barat dan Nasional 
Tahun 2012-2016 


Di sisi lain, proporsi penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode waktu Tahun 2012 -— 
2016 di Jawa Barat masih berada pada kisaran angka 9 persen, 9,08 
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persen pada Tahun 2012 dan 8,89 persen pada Tahun 2016. Masih 
tingginya TPT disebabkan oleh (a) meningkatnya jumlah angkatan kerja, 
(b) tidak sebandingnya peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan 
jumlah angkatan kerja yang berakibat terhadap tersedianya kesempatan 
kerja. Di samping itu, kondisi ini disebabkan oleh menurunnya sektor- 
sektor yang menyerap banyak tenaga pekerja seperti sektor pertanian, 


pertambangan, industri dan konstruksi. 
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Gambar 2.21 
Grafik Perkembangan Penganguran Terbuka Jawa Barat dan Nasional 
Tahun 2012-2016 


Pada aspek penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,52 
persen pada Tahun 2012 menjadi 8,77 persen pada Tahun 2016. Angka 
ini lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional yang mencapai 10,70 
persen pada Tahun 2016. Upaya penanggulangan kemiskinan 
dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(TKPKD) Provinsi Jawa Barat, yang secara simultan dilaksanakan dalam 
rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah (IKD) khususnya 


indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya 
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dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, 


kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana 





pendukungnya. 
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Gambar 2.22 
Grafik Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat dan Nasional Tahun 


2012-2016 


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 

Pelayanan publik menggambarkan tanggung jawab pemerintah 
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kapabilitas dasar 
penduduk di bidang pendidikan, salah satunya dilakukan dengan upaya 
memperluas cakupan pendidikan formal. Dalam kurun waktu Tahun 
2013-2016, cakupan pendidikan formal menunjukkan peningkatan yang 
digambarkan melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) (APK) pada 
setiap jenjang pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI telah 
mencapai angka di atas 100 persen, yang berarti SD/MI di Jawa Barat 
mampu menampung penduduk usia sekolah melebihi target usia pada 


jenjang SD/MI. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, 
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capaian APK hampir mendekati 100 persen pada Tahun 2016. Namun 
untuk APK pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sederajat baru 
mencapai angka sebesar 76,62 persen, atau dengan kata lain belum 
sepenuhnya penduduk usia 16-18 Tahun mengikuti pendidikan sesuai 


dengan usianya. 


Tabel Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Barat menurut 
Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016 (dalam persen) 



































Tahun 
Indikator 
2013 2014 2015 2016 
APK SD/MI 108.89 109.33 108.7 106.67 
APK SMP/MTs 95.35 98.91 99.36 99.96 
aan SMA/MA/SMK 61.19 62.11 67.56 76.62 
Sederajat 





Keberhasilan upaya perluasan cakupan pendidikan formal juga 
ditunjukan dengan meningkatnya angka melanjutkan, baik dari SD/MI ke 
SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/MA. Angka melanjutkan 
SD/MI ke SMP/MTs Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 75,9 persen, 
sementara Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA mencapai 102,67 
persen. Angka melanjutkan yang lebih dari 100 persen menunjukkan 
bahwa sekolah di Jawa Barat menjadi tujuan untuk melanjutkan sekolah 
dari daerah lain di luar Jawa Barat. 

Tabel Capaian Angka Melanjutkan Jawa Barat menurut Jenjang 


Pendidikan Tahun 2013-2016 (dalam persen) 
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Tahun 





Indikator 
2013 2014 2015 2016 





Angka Melanjutkan 
SD/MI ke SMP/MTs 


Angka melanjutkan 
SMP/MTs ke SMA/MA 


76,717 18,22 77,41 75,90 





92,35 Ot Or 110267 























Pada bidang Pekerjaan Umum, cakupan pelayanan persampahan 
perkotaan pada Tahun 2016 mencapai 66,26 persen, masih di bawah 
target dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 sebesar 69 persen. 
Sementara itu, cakupan pelayanan air minum mencapai angka 71,14 
persen yang berada dalam target RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 
sebesar 70-73 persen. Adapun cakupan pelayanan air limbah domestik 
perkotaan di Jawa Barat mencapai angka 65,64 persen. 
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Gambar 2.23 Grafik Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar di 
Jawa Barat Tahun 2013 - 2016 


Keberhasilan pada pelaksanaan layanan pemerintahan ditunjukkan 
dengan capaian indeks kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2016, Indeks 


kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
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mencapai angka 3,21 poin yang tergolong dalam kategori baik. Prosedur 
pelayanan merupakan aspek yang memiliki penilaian terendah dalam 
survei kepuasan masyarakat pada unit layanan Pemerintah Provinsi Jawa 


Barat. 


2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu Wilayah 
menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan 
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan 
Iternasional. Salah satu indikator daya saing daerah adalah kemampuan 
untuk menarik investasi di daerah tersebut. Investasi yang ditanamkan di 
Jawa Barat, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun dalam negeri, 
menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu Tahun 2012 
— 2016. Penanaman modal dalam negeri mencapai angka 16,02 Triliun 
Rupiah pada Tahun 2012 dan meningkat tajam menjadi 68,05 Triliun 
Rupiah pada Tahun 2016. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) 
menunjukkan peningkatan dari 36,66 Triliun Rupiah pada Tahun 2012 
menjadi 79,99 Triliun Rupiah pada Tahun 2016. 
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Gambar 2.24 Nilai Investasi di Jawa Barat Tahun 2012-2016 

Indikator lainnya yang dapat menunjukkan kemampuan untuk 
menciptakan nilai tambah adalah ketersediaan infrastruktur. Indikator 
ketersediaan infrastruktur dapat dicerminkan dengan indikator Tingkat 


Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan sedang), yang mencapai 
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angka 98,01 persen pada Tahun 2016, terus meningkat dari capaian 


sebesar 97,05 persen pada Tahun 2012. 
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Gambar 2.25 Grafik Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2012 - 2016 


Kesiapan sumberdaya manusia untuk dapat bersaing dalam 
persaingan domestik dan Iternasional ditunjukkan dengan tingginya 
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah. Kesiapan 
sumberdaya manusia di Jawa Barat ditunjukkan dengan adanya 
kecenderungan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan 
Tinggi yang meningkat dari angka 15,19 persen pada Tahun 2012 menjadi 
17,76 persen pada Tahun 2016. 
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Gambar 2.26 Grafik APK Pendidikan Tinggi Jawa Barat Tahun 2012 - 2016 
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai 
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 

Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat 2016 mengacu kepada Visi 

dan Misi RPJMD 2013-2018 yang dijabarkan dalam RKPD 2016. 

Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2016 ditunjukkan oleh kinerja 


penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. 


2.2.1. Realisasi RPJMD 

Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016 
merupakan salah satu bagian dari palaksanaan RPJMD 2013-2018, 
dimana keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat 
ditunjukkan oleh realisasi indikator kinerja dalam menjawab target-target 
yang sudah ditentukan. Realisasi indikator kinerja RPJMD Tahun 2013- 
2018 ditunjukan oleh tabel berikut: 

Tabel 2.8 Realisasi RPJMD 





BID 





ASPEK/FOKUS/ 


INDIKATOR SATUAN 
KINERJA DAERAH 


ANG/URUSAN/ TAHUN 2015 TAHUN 2016 

















(IKD) TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 











1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 


Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 


Daya Beli Masyarakat 
9.538,92- Metd. Baru 9.610,82 — 
1 (ML) / Pengeluaran ribu rupiah 9.607,47 9.538,92 9.781,95 9.797 TERCAPAI 
(MB) 
Mn Juta R | sata Rupiah | 22,00 - 24,00 Teen 34,88 TERCAPAI 
(ADHB) kena | sata Rupiah | 26,00 
PDRB Per Kapita 11,00 - 
- (ADEK) Juta Rupiah 9.50 - 11.00 13,00 26,92 TERCAPAI 
TIDAK 
Pertanian 
ilai Tukar Petani (NTP) TIDAK 
(NTP) | poin | Pong Pong 112 | 10505 | 06 12. 1ne | - 12. 1ne | | a0121 | 31 TERCAPAI 
Sertifikasi Jaminan 
Mutu Pelaku Usaha Buah Pia AI 
Produk Pertanian 
Ketahanan Pangan 
Harapan 
IE Mi Bekas Mn sa 
Baru 
aga Fokus Kesejahteraan Sosial 
Ketenagakerjaan 
Tingkat Partisipasi 60.3 66,00 — TIDAK 
Angkatan Kerja Persen 65,00 - 66,00 2 67,00 60,65 TERCAPAI 
Tingkat 
10 Pengangguran Ma 
Persen 3,00 — 7,50 8,72 7,50-7,00 3,89 TERCAPAI 
Sosial 
Taja TIDAK 
Fa Basis al das Ba an TERCAPAI 
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ASPEK/FOKUS/ 
BIDANG/URUSAN/ TAHUN 2015 TAHUN 2016 
INDIKATOR SATUAN 
KINERJA DAERAH 
(IKD) TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 


2. ASPEK PELAYANAN UMUM 


Fokus Pelayanan Urusan Wajib 
Pendidikan 





Metd. Lama 
74,75 — 


Metd. Baru 
69,36 -— 69,36 


Indeks Pembangunan 
Manusia 


Poin 75,50 


Metd. 
Metd. Lama Metd. Baru Lama 
85,50 60,11-60,35 | 23.79 


4 |Angka Melek Huruf Persen 98,00 - 98,50 98,29 
Angka Rata-Rata Lama sana Hua 
Sekolah (RLS) Kota Tahun 9,75 -11,50 10,19 9,78 
Metd. 
Sekolah (RLS) Sia Pa asa Pee 
Kabupaten apa 3 ? 7,15 


APK Sekolah 
Menengah Persen 87,48 61,19 


Kesehatan 





Indeks Pendidikan : 
Poin 





Angka Rata-Rata Lama 





Indeks Kesehatan 


Metd. Lama 76,53 


Poin 


AHH (Angka Harapan 
Hidup) 


Metd. Lama 70 - 
70,25 


Tahun 
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perasi dan UMKM 

Jumlah Penerima 

Manfaat Kredit Modal orang 7.250 8.365 
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Tingkat Harmonisasi 
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Umat Beragama 
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Mutu Sungai Utama 
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Tingkat Kondisi Baik 
Jaringan Irigasi di 
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Cakupan Pelayanan 
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ASPEK/FOKUS/ 
BIDANG/URUSAN/ TAHUN 2015 TAHUN 2016 CAPAIAN 
NO INDIKATOR SATUAN 
KINERJA DAERAH 
(IKD) TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 








Cakupan Pelayanan 
Air Limbah (Domestik Persen 64 - 65 65,03 65 - 67 65,64 TERCAPAI 
Perkotaan) 


Perhubungan 


Tingkat Ketersediaan TIDAK 
Fasilitas Perlengkapan Persen 24,44 19,06 38,22 20,03 TERCAPAI 
Jalan Provinsi 


Energi dan Sumber Daya Mineral 


Rasio Elektrifikasi 
Rumah 


Jumlah PMKS yang 
2 F 579.899 664.268 637.888 643.618 TERCAPAI 
ditangani 


| 35 |lumlah Pekerja Anak 540.527 192.288 529.717 192.288 TERCAPAI 


. ASPEK DAYA SAING DAERAH 
| 3.1 (Fokus Kemampuan Ekonomi 


P Metd. 
Indeks Daya Beli/ Metd. Lama Metd. Baru NA 68,90 -— 69.51 TERCAPAI 
Indeks Pengeluaran 64,45 68.79 -— 68.91 66.16 69.46 
37 Laju Pertumbuhan Persen per #3056 80 s9 Bae TIDAK 
Ekonomi tahun Nk, : Desa ya TERCAPAI 
2, 


Persen TERCAPAI 











3g: ea reambuhan Persen 6:57 15,05 7-7,5 TPA 
Ekspor 


5,67 
Tea TERCAPAI 
,75 


Penanaman Modal ea 3 
Nilai Penanaman Modal 3 Kk TIDAK 
Asing (PMA) (PMA) Trilyun Rupiah 75 - 85 71,70 85 - 95 79,99 TERCAPAI 
Nilai Investasi/ PMTB . : 226,4 - 
adhb Trilyun Rupiah 198,6 -— 208,6 396,36 246,4 412,30 TERCAPAI 


Nilai Investasi PMA - |... | 107,79 - 
Pn Trilyun Rupiah 95,81 - 107,79 121,50 Tan 193,04 TERCAPAI 
Nilai Investasi PMDN | Trilyun Rupiah 19 -21 49,80 21-23 68,05 TERCAPAI 


3 


Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. 
Kepegawaian dan Persandian 


Jumlah Penerbitan TIDAK 

44 perijinan Izin 47.224 98.791 51.946 44.362 TERCAPAI 
67,00 - 

45 Indeks Demokrasi Poin 66,50 - 67,00 71,52 67,50 73,04 TERCAPAI 

Indeks Keterbukaan 

46 informasi Publik Poin 70 72,99 75 76,50 TERCAPAI 
14,60 17,04 TERCAPAI 

Pendidikan 


nga ba TIDAK 
APK Pendidikan Tinggi 18-19 17,47 19 - 20 17,76 TERCAPAI 


Jumlah Karya IPTEK 

yang didaftarkan untuk| Buah/tahun 20 30 25 42 TERCAPAI 

mendapat HAKI 

Jumlah Penduduk 

Melek TIK usia 12 Orang 13.794.000 N/A 15.173.400 7.722.903 TIDAK 

Tahun ke atas TERCAPAI 
Kependudukan dan Catatan Sipil 


$ . TIDAK 
1.52. Joumtan Penduduk 46.800.100 46.709.569 47.577.000 47.379.389 TERCAPAI 


Lingkungan Hidup 
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ASPEK/FOKUS/ 
BIDANG/URUSAN/ TAHUN 2015 TAHUN 2016 CAPAIAN 
NO INDIKATOR SATUAN 
KINERJA DAERAH 
(IKD) TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 


Capaian Fungsi TIDAK 
Kawasan Lindung Persen 38 - 39 37,20 39 - 41 37,20 

: TERCAPAI 
terhadap Luas Wilayah 


Penurunan emisi Gas Persen per 
Rumah Kaca (GRK) tahun 10 | 2028| |oonaso | 45 | reRcapar | 


Pekerjaan Umum 


Tingkat Kemantapan 
Jalan Provinsi (kondisi 
baik & sedang) Persen 97,20 — 97,50 97,80 97,3 - 97,6 98,01 TERCAPAI 


Pariwisata 


Jumlah Kunjungan 
Wisatawan Ribu Orang 1.000 2.027 1.250 4.428 TERCAPAI 
MancaNegara 


Biar 


Jumlah Karya Seni 
dan Budaya yang 
didaftarkan untuk 
memperoleh Buah s) 1 7 TERCAPAI 
HAKI/ sertifikasi Badan 
Iternasional 
"2 5 


Pemuda dan Olahraga 


58 IJumlah Pemuda 3 3 7 TERCAPAI 
Berprestasi Skala Orang 
Iternasional 


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 


59 IIndeks Pemberdayaan 
Gender Poin 72,02 69,02 73 69,02 TAN 
? ? 2 TERCAPAI 


Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah diatas diharapkan 





pada Tahun 2018 seluruh target indikator dapat tercapai, sehingga 
keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah dapat terwujud 


sebagaimana visi dan misi RPJMD Tahun 2013-2018. 


2.2.2 Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 
Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 
2016 dilakukan berdasarkan ketercapaian target aspek kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah pada Indikator 
Kinerja Daerah (IKD), sebagai berikut: 
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
A.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 
1. Bidang Pertanian 
Pembangunan urusan bidang pertanian ditunjukkan oleh Capaian 
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,31 poin pada Tahun 
2016. Pencapaian tersebut diatas merupakan hasil dari pelaksanaan 
program berikut: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
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Tanaman, Ternak dan Ikan Serta Program Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, 

dan Kelautan jumlah kelompok penerapan jaminan sistem mutu 

sebanyak 20 kelompok dan jumlah industri pengolahan hasil 

perikanan sebanyak 7.701 unit. Adapun, indikator kinerja 

tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian 
Program Peningkatan Produksi Pertanian dapat ditunjukan oleh 
indikator jumlah Luas Panen dan produksi padi pada Tahun 
2016 sebanyak 2.073.203 Ha sekitar 12.540.550 ton, 
Produktivitas padi sebesar 60,49 Kuintal/Ha, sedangkan 
untuk jumlah Luas Panen dan produksi palawija produksi 
komoditas jagung sebanyak 199.587 Ha sekitar 1.630.238 ton, 
dan Luas panen produksi Kedelai sebanyak 55.019 Ha sekitar 
92.078 ton dan pada Tahun 2016 jumlah produksi daging 
sebanyak 901.739 ton, produksi telur sebanyak 253.617 ton, 
produksi susu 352.393 ton. Program ini dilaksanakan oleh 
Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas 
Peternakan melalui 61 kegiatan, dengan total anggaran Rp. 
61.057.956.877,- dan realisasi anggaran Rp. 59.042.596.615,- 
atau 95,56 persen. Dengan Outcomess meningkatnya produksi 
dan produktivitas hasil pertanian, meningkatnya ketersediaan 
benih tanaman hortikultura. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Panjangnya 
musim penghujan yang berakibat semakin lamanya musim 
basah di Jawa Barat yang berakibat semakin tingginya jumlah 
kasus penyakit Avian Influenza di lapangan. 

2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 
Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian ditunjukkan 
oleh indikator jumlah kelompok dan gabungan penyuluh yang 
diberdayakan sebanyak 5.408 kelompok tani atau sekitar 
43.735 orang. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan 


Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, 
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Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas 
Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi 
Jawa Barat dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui 28 kegiatan 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 43.713.660.055,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 43.411.638.521,- atau 99,31Y6. 
Dengan Outcomes meningkatnya sumberdaya dan kelembagaan 
pertanian serta Kualitas jumlah Petugas, meningkatnya jumlah 
lapangan kerja, tersedianya sarana dan prasarana pertanian, 
tersedianya Desain calon kontruksi cetak sawah di Jawa 
Barat, tercapainya Kemantapan Kompetensi SDM Perkebunan. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman 
Ternak dan Ikan 

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, 
Ternak dan Ikan ditunjukkan oleh indikator jumlah kasus 
penyakit antrax O kasus/tahun, kasus penyakit avian influenza 
50 kasus/tahun, kasus penyakit brucellosis 2,1 kasus/tahun, 
kasus penyakit rabies 2 kasus/tahun. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi 
Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas 
Peternakan Provinsi Jawa Barat melalui 10 kegiatan dengan 
total alokasi anggaran sebesar RP. 22.452.360.050,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 22.202.878.237,- atau 98,8Y46. 
Dengan Outcomes adalah Terkendalinya serangan Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (OPT), Outcomes kegiatan adalah 
meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perkebunan dalam 
perlindungan tanaman serta meningkatnya produksi hasil 
perkebunan. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Belum 
diketahuinya pola penggigitan Hewan Penular Rabies akibat belum 
optimalnya penanganan dan pelaporan kasus penggigitan, baik 
oleh masyarakat, petugas kesehatan mau pun petugas kesehatan 


hewan, (2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 





II - 41 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





bahaya rabies dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 
lainnya Masih rendahnya sarana dan prasaran pendukung 
pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), (3) risiko 
munculnya kasus antrax tetap tinggi akibat meningkatnya 
lalulintas hewan dan produk hewan ke Jawa Barat, (4) Jawa Barat 
belum mempunyai pengaturan tentang persyaratan pemasukan / 
pengeluaran, prosedur pemasukan/ pengeluaran, penerbitan 
sertifikat veteriner untuk Arus lalulintas hewan dan produk hewan 
yang dibawa masuk, keluar atau melalui Jawa Barat setiap tahun 
semakin meningkat. 

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. 
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Alokasi 
anggaran Program pada Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 12.299.668.500,- realisasi 
anggaran Rp. 11.723.202.330 (95,31Yo),-, dengan jumlah 
kegiatan 14 (empat belas). Outcomes Program adalah 
meningkatnya pelayanan uji mutu hasil perikanan dan 
meningkatnya kualitas uji mutu hasil perikanan untuk 
meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi standar jaminan 


kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan. 


2. Bidang Kelautan dan Perikanan 

Urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan 
produksi kelautan dan perikanan ditunjukan oleh indikator produksi 
kelautan dan perikanan Tahun 2016 sebesar 1.381.053,76 Ton, 
terdiri atas : produksi budidaya perikanan sebesar 1.089.732,21 
Ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 291.321,55 Ton. 
Jumlah produksi garam sebesar 2.518 Ton, Konsumsi ikan 
masyarakat Jawa Barat Tahun 2016 mencapai 25,88 
Kg/kap/Thn. Capaian tersebut dilaksanakan melalui program 


berikut : 
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1) 


Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Program Pengembangan Budidaya Perikanan pencapaian 
indikator kinerja program pada Tahun 2016 yaitu 
meningkatnya — produksi perikanan — budidaya sebesar 
1.089.732,21 Ton. Alokasi anggaran Rp 27.711.934.245,- dan 
realisasi anggaran Rp 27.239.540.654,- (98,300) dengan jumlah 
kegiatan 29 kegiatan. Outcomes kegiatan adalah meningkatnya 
produksi dan produktivitas perikanan budidaya, serta 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Terbatasnya 
kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan 
seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya 
air tawar dan budidaya ikan di Laut, (2) Rendahnya kualitas 
input produksi, seperti: induk dan benih, pakan, maupun 
peralatan teknis budidaya, (3) Usaha kelautan dan perikanan 
masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan, 
sehingga kurang mendapatkan dukungan permodalan usaha 
yang memadai, (4) Masih kurangnya kapasitas para penyuluh 
perikanan. 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap pencapaian 
indikator kinerja program pada Tahun 2016 yaitu 
meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 291.321,55 
Ton. Alokasi anggaran Rp. 12.109.727.000,- dan realisasi 
anggaran Rp. 11.047.989.424,-, dengan jumlah kegiatan 11. 
Outcomes Program adalah adalah Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap untuk meningkatkan pendapatan nelayan di 
Jawa Barat, serta meningkatnya pengelolaan dan pemulihan 
sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan dan 
pengendalian Sumber daya kelautan dan perikanan. 
Permasalahan pelaksnaan program adalah (1) Sebagian besar 
Nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik 


sosial budaya yang belum begitu adaptif terhadap kemajuan 
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teknologi, (2) Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya 
perikanan, baik di perairan umum daratan, kawasan Pesisir 
maupun kawasan perairan Laut akibat ulah manusia yang 
kurang bertanggungjawab, seperti: pencemaran perairan oleh 
limbah industri, kerusakan hutan Mangrove, kerusakan 
terumbu karang, dlsb, (3) Lemahnya tingkat penguasaan 
pasar, mencakup penguasaan informasi, segmentasi pasar, 
jenis produk dan mutu komoditas perikanan, (4) Usaha 
kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan 
kurang menguntungkan, sehingga kurang mendapatkan 
dukungan permodalan usaha yang memadai. 
3. Bidang Kehutanan 
Pembangunan bidang Kehutanan dengan kebijakan 
peningkatan produktifitas hutan dan pengembangan aneka usaha 
Kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, 
capaian kinerjanya melalui indikator yaitu : Meningkatnya 
produksi kayu, meningkatnya produksi kayu, jumlah hutan 
rakyat bersertifikat lestari, jumlah indutri kehutanan yang tertib 
perijinannya, Jumlah industri primer Kehutanan, Peningkatan 
produksi kayu olahan, tertib penatausahaan hasil hutan, Jumlah 
kelompok pelaku aneka usaha Kehutanan, Peningkatan 
penerimaan retribusi Tahura Ir. H. Djuanda, Peningkatan produksi 
aneka usaha Kehutanan, Jumlah obyek wisata alam hutan yang 
produktif, Jumlah kelompok kerja penunjang imbal jasa 
lingkungan, Tingkat partisipasi masyarakat desa dekitar hutan 
dalam pengelolaan hutan. Pencapaian indikator kinerja tersebut 


pada Tahun 2016 jumlah produksi kayu di Jawa Barat sebesar 
1.814.215 m3 dan jumlah Produksi olahan Kayu dan Non Kayu 


dengan sebesar 868.912,56 m3 dari olahan kayu gergaji, veneer, 
barecore dan blockboard dan Jumlah Lebah Madu sebesar 34.229 
Liter. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan 


kegiatan antara lain: 
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1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
Pada program ini terdapat 19 Kegiatan yang dilaksankan 
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat 
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan 
Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp. 9.184.483.240,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp. 8.814.000.508,- (95,97Y0), Outcomes kegiatan adalah 
meningkatnya aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan & 


pengelolaan Kehutanan. 


4. Bidang Perindustrian 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kedua 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk bidang Perindustrian dilakukan melalui kebijakan 
peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta 
kemitraan antar industri dan peningkatan produksi dan kualitas 
industri unggulan (industri kreatif, telematika, agro, tekstil dan 
produk tekstil serta industri komponen otomotif dan alas kaki) 
dengan pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2016 yaitu :, 
peningkatan nilai produksi Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar 
15 persen, peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) IKM 
yang bersertifikat sebanyak 3.000 orang, pertumbuhan industri 
manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar 185,80 Triliun 
Rupiah dan peningkatan jumlah unit usaha IKM sebanyak 
202.955 unit usaha dan peningkatan jumlah wirausaha baru 
sebanyak 9.000 orang. Indikator kinerja Bidang Perindustrian 
tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : 
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Program Pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah memiliki indikator Pertumbuhan 

Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar 185.80 

Triliun Rupiah, Peningkatan jumlah unit usaha IKM sebanyak 


202.955 unit usaha, pada Tahun 2016 program ini dilakukan 
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oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 
melalui 20 kegiatan dengan total anggaran 
Rp.14.384.557.200,-dan realisasi anggaran Rp.12.882.339.801,- 
atau 89,56Y6. Outcomes program ini adalah tersedianya data 
perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 
peningkatan pemahaman pelaku usaha IKM terhadap produk 
bersih, meningkatnya daya saing pelaku usaha melalui 
sertifikasi produk, meningkatnya kreatifitas dan kualitas 
produk ITP, border Jawa Barat (Jabar Ngagaya), meningkatnya 
kualitas kemasan IKM, meningkatnya akses pasar IKM dalam 
negeri, meningkatnya daya saing IKM di pasar, tercapainya 
keanekaragaman resep makanan berbahan baku lokal di Jawa 
Barat, meningkatnya daya saing IKM anyaman 
mending/pandan Jawa Barat, meningkatnya penguasaan 
teknologi di lingkungan Sub Unit demi peningkatan layanan 
kepada IKM, penumbuhan kewirausahaan industri kecil, 
meningkatnya kualitas desain produk, meningkatnya 
sinergitas pelaku usaha industri kreatif di Jawa Barat, 
meningkatnya akses pasar dalam negeri para pelaku usaha 
industri kreatif, meningkatkan sinergitas pelaku usaha industri 
kreatif dalam negeri, meningkatnya daya saing produk IKM 
melalui Sertifikasi Halal, meningkatnya penguasaan teknologi 
bagi IKM dan tersedianya dokumen perencanaan 
pengembangan industri. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Masih 
rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya, (2) 
Masih rendahnya modal produksi pelaku usaha IKM, dan 
Rendanya daya saing komoditi lokal. 

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan 
Teknologi Industri 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Program Penataan Struktur 


dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri memiliki 
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indikator Peningkatan nilai produksi IKM sebesar 15 persen, 
pada Tahun 2016 program ini dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melalui 22 
kegiatan dengan total anggaran Rp.3.247.000.000,- dan 
realisasi anggaran mencapai Rp. 2.878.267.146,- atau 88,64Y4. 
Outcomes program ini adalah meningkatnya kualitas produk 
IKM, peningkatan penguasaan Teknologi Industri, 
meningkatnya kualitas desain dan penguasaan teknologi 
produksi IKM, peningkatan kapasitas lembaga usaha IKM, 
penumbuhan wirausaha baru, meningkatnya daya saing IKM, 
dan meningkatnya kompetensi pelaku IKM. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Masih 
rendahnya rantai pasok produk dengan produk pendukungnya, 
(2) Masih rendahnya modal produksi pelaku usaha IKM. 
5.Bidang Perdagangan 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kedua 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk bidang perdagangan dilakukan melalui kebijakan 
pengembangan peningkatan perdagangan ekspor dan 
pengembangan pasar luar negeri, peningkatan distribusi barang 
kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata 
distribusi barang yang efektif dan efisien serta penggunaan 
produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan 
perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar 
tradisional dengan pencapaian indikator yaitu jumlah pasar yang 
ditingkatkan kondisinya sebanyak 25 unit, jumlah kerjasama 
perdagangan sebanyak 5 buah, terkendalinya inflasi Jawa Barat 
dengan target lebih kecil dari inflasi Nasional, peningkatan nilai 
ekspor non migas Jawa Barat per tahun sebesar 2,75 persen, 
peningkatan jumlah eksportir Jawa Barat per tahun sebesar 125 
Triliun dan penurunan nilai impor Jawa Barat sebesar 2,5 persen 
serta jumlah UTTP sebanyak 6.831.222 buah dan BDKT sebanyak 


3.900 buah serta peningkatan cakupan pengawasan barang 
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beredar sebesar 1,5 persen. Indikator kinerja Bidang Perdagangan 


tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut : 


1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan 


Dalam Negeri 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Program Peningkatan dan 
Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri memiliki 
indikator Jumlah pasar yang ditingkatkan kondisinya 
sebanyak 25 unit, jumlah kerjasama perdagangan sebanyak 5 
buah, terkendalinya inflasi Jawa Barat dengan target lebih kecil 
dari inflasi Nasional, pada Tahun 2016 program ini dilakukan 
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 
melalui 10 kegiatan dengan total anggaran Rp.6.483.776.576,- 
dan realisasi anggaran Rp.5.911.279.222,- atau 91,17Y6. 
Outcomes program ini adalah meningkatnya akses pasar IKM, 
kemitraan antar pelaku usaha IKM Jawa Barat, meningkatnya 
kapasitas kelembagaan pelaku usaha, meningkatkan 
pemanfaatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG), 
pengembangan dan pemanfaatan pasar lelang, meningkatnya 
jumlah pasar tradisional, meningkatnya penggunaan hasil 
produk dalam negeri, meningkatnya pemahaman distribusi 
barang kebutuhan pokok masyarakat, meningkatnya 
pemahaman pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), dan 


meningkatkan jumlah pelaku usaha. 


Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Barat. program ini dilakukan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 
melalui 12 kegiatan dengan total anggaran 
Rp.2.771.350.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.658.222.740,- 
atau 95,92Y0. Outcomes program ini adalah teridentifikasinya 


aktivitas impor, meningkatnya pengawasan barang impor, 
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meningkatnya jumlah eksportir Jawa Barat, meningkatkan nilai 
dan volume ekspor serta jaringan informasi ekspor hasil 
Industri dan Pertambangan Jawa Barat, dan meningkatnya 


kinerja ekspor Jawa Barat. 


3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 
Program ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Barat melalui 9 (sembilan) kegiatan 
dengan total anggaran Rp.7.769.000.000,- dan realisasi 
anggaran Rp.7.541.132.897,- atau 97,07”o. Outcomes program 
ini adalah meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas 
produk dan  meningkatnyaPerlindungan Konsumen dan 
Keamanan Pasar Dalam Negeri. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Terbatasnya 
pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional dan toko 


modern serta di pusat pembelanjaan dan pertokoan, 


6. Bidang Ketahanan Pangan 

Pembangunan urusan bidang ketahanan pangan melalui 
kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, 
distribusi, akses, dan  penganekaragaman pangan, serta 
keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah 
rawan pangan. Keberhasilan tersebut ditunjukan dengan capaian 
Skor Pola Pangan Harapan, Jumlah Cadangan Pangan 
Pemerintah, Ketersediaan Informasi harga dan akses pangan, 
Konsumsi Beras perkapita, Pengawasan dan pembinaan keamanan 
pangan, dan Menurunnya Desa Rawan Pangan. Keberhasilan 
indikator Skor Pola Harapan Pangan pada Tahun 2016 sebesar 
81,0 poin dari target 78,0 poin dan Pencapaian kinerja tersebut 
dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : 
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pencapaian indikator 


kinerja program pada Tahun 2016 yaitu Jumlah cadangan 
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pangan pemerintah 198,5 ton, ketersediaan Informasi, harga 
dan akses pangan 124,94”o, konsumsi beras perkapita 86,94 
kg/ kapita/tahun, Pengawasan dan pembinaan keamanan 
pangan 98,50 Yo, Menurunnya Desa Rawan Pangan 593 desa. 
Alokasi anggaran sebesar Rp.34.349.082.100,- realisasi 
anggaran sampai dengan akhir bulan september 2016 sebesar 
Rp.32.634.336.607,- atau sama dengan 95,010 dengan 10 
kegiatan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah dan 2 kegiatan 
oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Terdapat 
Bantuan Hibah Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga 
Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan 
Masyarakat, Lingkungan Bebas Rawan Pangan, Desa Mandiri 
Pangan, dan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang tidak dapat 
direalisasikan terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 Ayat 5 yait u 
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia, sehingga sub item kegiatan terkait 
dengan bantuan hibah tersebut juga tidak dapat direalisasikan, 
(2) Terdapat beberapa kegiatan mengalami keterlambatan 
pelaksanaan penyelenggaraannya, seperti rapat koordinasi, 
bimbingan teknis, sosialisasi dan evaluasi, sebagai akibat 
adanya kesamaan waktu penyelenggaraannya pada sebagian 


Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. 


A.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

1. Bidang Ketanagakerjaan 
Pencapaian indikator sasaran daerah Misi Kesatu terhadap 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk 
Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja 60,65 persen, Tingkat Pengangguran 
Terbuka 8,89 persen, Sampai dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 


3.790 orang telah dilatih agar mampu bersaing di dalam pasar 
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kerja atau berwirausaha, penyerapan tenaga kerja sebanyak 


401.271 orang tenaga kerja dan Penciptaan Wirausaha Baru 


sebanyak 640 orang, dengan rincian program dan kegiatan sebagai 


berikut: 


1) 


2) 


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jawa 
Barat, memiliki indikator yaitu Perwujudan Peningkatan 
kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Barat melalui 16 (enam belas) kegiatan dengan 
total alokasi anggaran sebesar Rp.15.124.767.700,- dan 
realisasi sebesar Rp.14.787.225.100,- atau setara dengan 
07,11Yo. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Rendahnya 
tingkat pendidikan formal mayoritas angkatan kerja di Jawa 
Barat sehingga berpengaruh pada produktivitas dan nilai 
tambah pekerja, (2) TKI yang telah selesai masa kontrak 
kerjanya dan kembali ke daerah asal sering kehilangan sumber 
pendapatan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan 
baik. 

Program Perlindungan dan Pengembangan — Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan dengan sasaran Meningkatnya Perlindungan 
Ketenagakerjaan memiliki indikator berupa Persentase 
penyelesaian kasus hubungan industrial dan Presentase 
kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Barat dan Biro Pengembangan Sosial 
Sekretariat Daerah melalui 15 (lima belas) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran sebesar Rp.3.567.295.000,- dan realisasi 
anggaran sebesar Rp.3.469.997.300,- atau 97,27Yo. 
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3) 


Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Dalam upaya 
pengembangan lembaga ketenagakerjaan masih belum 
optimalnya mekanisme kerja kelembagaan ketenagakerjaan 
yaitu Tripartit, Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh, 
(2) Perlindungan terhadap tenaga kerja melalui penetapan upah 
minimum masih terkendala, karena tidak tepatnya 
penyampaian rekomendasi mengenai usulan penetapan upah 
minimum Kabupaten/kota, (3) Belum optimalnya pengawasan 
terhadap Perusahaan, Masih kurangnya Tenaga Pejabat 
Fungsional Pengawas Ketenaga Kerjaan dan masih ada 
Kabupaten/kota belum melaksanakan pemilihan pekerja 
teladan dan penilaian perusahaan terbaik mempekerjakan 
tenaga kerja perempuan, hal ini perlu mendapat perhatian 
Kabupaten/kota mengingat kegiatan dilaksanakan merupakan 
program Pemerintah Pusat (Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak): (4) Belum seluruh 
Kabupaten/kota melaksanakan Pemilihan Pekerja Teladan dan 
penilaian perusahaan yang memperkejakan tenaga perempuan. 
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran 
membuka 2 (dua) Juta Kesempatan Kerja dan Menciptakan 
Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus 
(disabilitas) memiliki indikator sasaran program berupa Jumlah 
Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, 
sekunder dan tersier serta menciptakan lapangan kerja bagi 
masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas). Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Barat melalui 18 (delapan belas) kegiatan dan 1 (satu) 
kegiatan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan 
total alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.085.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.7.339.185.050,- atau 97,85Y0. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Tingginya tingkat 


pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk 
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sehingga mengakibatkan tidak semua pencari kerja 

memperoleh pekerjaan. 
2. Bidang Sosial 

Pencapaian Kinerja bidang Sosial pada Tahun 2016 mempunyai 
2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu: Angka Kemiskinan sebesar 
8,71Yo. 


1) Program Pemberdayaan Sosial 
Pencapaian indikator Program Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial pada Tahun 2016 adalah jumlah Wanita Rawan Sosial 
Ekonomi (WRSE) yang diberdayakan sebanyak 600 Orang dan 
fakir miskin yang diberdayakan sebanyak 900 orang, jumlah 
keluarga pahlawan penerima uang kadedeuh sebanyak 4 
orang, saresehan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan 
sebanyak 847 orang dan jumlah korban tindak kekerasan yang 
ditangani sebanyak 87 orang dan penguatan kapasitas 
kelembagaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
sebanyak 227 orang. Program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Barat dan Biro Pengembangan Sosial 
Provinsi Jawa Barat melalui 5 (Lima) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- dan realisasi 
anggaran sebesar Rp.2.395.609.200,- atau 87,11Yo. Outcomes: 
meningkatnya pemberdayaan keluarga, Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelembagaan sosial 


masyarakat. 


B. Aspek Pelayanan Umum 
B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 
1. Bidang Pendidikan 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kesatu 
terhadap pnyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk bidang Pendidikan dengan perhitungan metode baru 
(Forecast) adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia 


sebesar 70,19 poin, Indeks Pendidikan sebesar 61,39 poin, 
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Angka Melek Huruf sebesar 98,78 persen, Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS) Kota sebesar 9,92 Tahun dan Angka Rata-Rata 
Lama Sekolah (RLS) Kabupaten sebesar 7,22 Tahun, APK 
Sekolah Menengah 67,56 persen hitungan Tahun 2016, Indikator 


kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai 


berikut: 


1) 


2) 


3) 


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat melalui 9 (sembilan) kegiatan dan 1 (satu) 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.21.565.433.350,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.19.805.168.300,- atau 91,84Y6. 
Outcomes dari program ini antara lain menurunnya angka 
putus sekolah jenjang dasar, meningkatnya daya tampung 
siswa SMP, dan pesantren, meningkatnya mutu sekolah 
berstandar Nasional, serta meningkatnya aksesibilitas 
pelayanan angkutan sekolah di daerah terpencil. 
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP Negeri 
sebanyak 150 ruang, 699 ruang bagi SMP/MTs Swasta pada 
Tahun 2016. 

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat melalui 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 3 (tiga) 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.99.551.699.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.73.956.159.184,- atau 74,29Yo. 
Outcomes dari program ini diantaranya: menurunnya angka 
putus sekolah jenjang menengah, meningkatnya daya tampung 
siswa SMA/SMK/MA, menurunnya angka putus sekolah 
jenjang menengah, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 
bagi SMA/SMK/MA Swasta sebanyak 541 ruang, serta 
SMA/SMK Negeri 162 ruang. 


Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal 
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1) 


5) 


Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
sebesar Rp6.218.985.750,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp5.446.630.669,- atau 87,58Y0. Outcomes dari program ini 
diantaranya: meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia 
dini, meningkatnya lembaga pendidikan usia dini, meningkatnya 
pelayanan pendidikan nonformal, serta meningkatnya 


kompetensi masyarakat melalui lembaga kursus pendidikan. 


Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran sebesar Rp.86.979.870.389,- dan realisasi anggaran 
sebesar Rp.75.644.708.250,- atau 86,97Yo0. Outcomes dari 
program ini diantaranya: meningkatnya pendidikan khusus 
dan pelayanan khusus serta meningkatnya kompetensi guru PK 


dan PLK. 


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat melalui 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran sebesar Rp.42.568.328.942,- dan realisasi 
anggaran sebesar Rp.39.124.795.408,- atau 91,91”o. Outcomes 


dari program ini yaitu meningkatnya sekolah terakreditasi. 


. Bidang Kesehatan 


Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 


81,050 dan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) sebesar 


72,68”o dengan perhitungan Metode Baru (forecast). Pada Tahun 
2016 Ratio Kematian Ibu sebesar 86,97/100.000 KH menurut 


sumber data cakupan laporan Kabupaten/Kota Tahun 2016. 


Sedangkan Angka Kematian Bayi menurut Survey Data Kesehatan 


Indonesia (SDKI 2012) sebesar 30/1.000 KH. Indikator tersebut 


dicapai melalui pelaksanaan program berikut: 


1) 


Program Promosi Kesehatan 
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2) 


Program Promosi Kesehatan memiliki indikator presentase PHBS 
rumah tangga » 500 dan prosentase desa siaga aktif yang 
pencapaiannya pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 
yaitu 56,036 untuk cakupan PHBS rumah tangga dan desa 
siaga aktif sebesar 94,9”o. Program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui 3 (tiga) kegiatan, 
dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar melalui 1 
(satu) kegiatan dan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) 
kegiatan serta Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan melalui 1 
(satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.6.445.634.075,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.5.766.253.969,- atau  89,46Y0. Outcomes program: 
meningkatnya prosentase Kabupaten kota dengan cakupan 
PHBS Rumah Tangga » 50Yo, Cakupan Desa Siaga sebesar 
Aktif, Tempat Pengelolaan Sampah di Asrama Haji Embarkasi 
menjadi memenuhi syarat / dari yang tadinya 50 Yo menjadi 80 
Yo, meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
STBM di 27 Kab/Kota, pencemaran lingkungan sesuai 
standar kesehatan terkendali hingga 7590). 

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Program Pengembangan Lingkungan sehat memiliki indikator 
persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang 
berkualitas sebesar 64,42» dan persentasi penduduk yang 
menggunakan jamban sehat 66,890. Program ini dilaksanakan 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) 
kegiatan, dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar 
melalui 1 (satu) kegiatan, Dinas Kesehatan melalui 2 (dua) 
kegiatan dan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) 
kegiatan serta Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan melalui 1 
(satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.4.028.250.500,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.3.661.282.519,- atau 90,89”o. Outcomes: Meningkatnya 
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3) 


1) 


derajat kesehatan masyarakat, Pengelolaan sanitasi lingkungan 
melalui sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Kapasitas tenaga 
pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas dari sisi 
jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan 
kegiatan yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di 
tingkat provinsi terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak 
sebanding dengan program dan kegiatan yang ada. 

Program Pelayanan Kesehatan 

Program Pelayanan memiliki indikator ratio kematian ibu/ 10.000 
KH, ratio kematian bayi/1.000KH dan prevalensi gizi buruk. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Barat melalui 9 (sembilan) kegiatan, dilaksanakan oleh RS Jiwa 
Provinsi Jawa Barat melalui 6 (enam) kegiatan serta Rumah 
Sakit Umum Daerah Al-Ihsan melalui 9 (sembilan) kegiatan 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.571.008.222.045,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.452.654.760.551,- atau 79,27Yo. 
Outcomes: meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu 
bersalin, ibu nifas, bayi, anak, dan masyarakat resiko tinggi 
untk gerakan penyelamatan masa depan, meningkatnya 
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatnya 
pelayanan komprehensif gangguan mental, Terciptanya sistem 
pembiayaan kesehatan masyarakat, meningkatnya kualifikasi 
Rumah Sakit Provinsi, tersedianya kebijakan, standar 
pelayanan kesehatan provinsi. 

Pemasalahan pelaksanaan program adalah Masih kurangnya 
tenaga medis baik kualitas maupun kuantitas. 

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
memiliki indikator persentase desa/kelurahan mencapai UCI, 
eliminasi tetanus neonaturum, eliminasi campak, kasus AFP, 
angka kesembuhan penyakit TB paru, prevalensi HIV/AIDS, 


prosentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa. Program 
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ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan 
Biro Pelayanan Sosial Dasar Jawa Barat melalui 1 (satu) 
kegiatan, dan Dinas Kesehatandengan 8 (delapan) kegiatan 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.074.060.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.3.481.718.399,- atau 85,46Y6. 
Outcomes: Menurunnya angka penyebaran penyakit TBC dan 
HIV/AIDs, menurunnya angka penyakit Zoonosis serta 
penyakit menular dan tidak menular lainnya, Setiap kejadian 
luar biasa ( KLB) penyakit dan keracunan tertanggulangi 
secara cepat dan tepat serta dilaporkan secara cepat kurang 
dari 24 jam kepada unit pelayanan terdekat, Meningkatkan 
surveilans system kewaspadaan dini (SKD) dalam rangka 
reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang berorietasi 
pada penguatan system, kepatuhan terhadap standar dan 
peningkatan komitmen, Meningkatkan dalam pengendalian, 
penemuan dan tatalaksana penyakit TBC, HIV/AIDS, 
menurunnya angka penyakit Zoonosis, serta penyakit menular 
dan tidak menular lainnya. 

Pemasalahan pelaksanaan program adalah 1) Pola pendataan 
yang proaktif yang dilakukan oleh penderita sangat minim, 2) 
Pola penjaringan penderita di kawasan tertentu seperti bandara 
belum optimal dilakukan, 3) Dukungan sinergi preventif antara 
pemerintah dan masyarakat melalui Pole Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum optimal 
dilakukan, 4) Eliminasi kusta di Tahun 2020 sesuai Keputusan 
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan 
Lingkungan Nomor : HK. 02.03/D1/1.1/2088/2015 sulit 
tercapai karena stigma negative terhadap penderita sehingga 


peran lingkungan dalam rehabilitasi tidak optimal. 
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5) Program Sumber Daya Kesehatan 
Program Sumber Daya Kesehatan memiliki indikator persentase 
puskesmas dan RS dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai 
standar, jumlah RSUD mampu PONEK, ketersediaan obat 
esensial di instalasi farmasi, persentase penggunaan obat 
generik, persentase penduduk dengan jaminan kesehatan. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Barat melalui 13 (tiga belas) kegiatan, oleh Dinas Permukiman 
dan Perumahan 1 (satu) kegiatan, oleh Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Jawa Barat 6 (enam) kegiatan, dari Rumah Sakit Paru 
7 (tujuh) kegiatan, serta Rumah Sakit Umum daerah Al-Ihsan 
melalui 1 (satu) kegiatan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar 1 
(satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.239.865.473.828,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.213.995.613.105,- atau 89,21Y6. Outcomes : meningkatnya 
kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana dan 
prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar (persentase 
puskesmas yang memiliki dokter sesuai standar menjadi 
91,560, tenaga dokter gigi sesuai standar 61,489, perawat 
64,23Yo, tenaga gizi 51,424, tenaga laboratorium 34,06, 
tenaga kefarmasian 54,360 dan tenaga bidan puskesmas 


54,9396). 


Permasalahan pelaksanaan program adalah 1) Belum 
tercapainya kebutuhan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga 
kesehatan, 2) Belum tercapainya jumlah, efektifitas dan 
efisiensi penggunaan biaya kesehatan termasuk target 
universal coverage di Tahun 2019 kepesertaan BPJS kesehatan, 
3) Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana, 4) 
Belum meratanya dukungan logistic hingga terjangkau dan 


dimanfaatkan oleh masyarakat. 
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6) Program Manajemen Kesehatan 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Barat melalui 9 (sembilan) kegiatan, oleh Biro Pelayanan 
Sosial Dasar 3 (tiga) kegiatan, dari Rumah Sakit Paru 5 (lima) 
kegiatan, serta Rumah Sakit Umum daerah Al-Ihsan melalui 1 
(satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.13.790.122.168,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.10.526.075.893,- atau 76,33Y0. Outcomes : Menguatkan 
pembiayaan dan sumber daya kesehatan. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Manajemen 
kesehatan di puskesmas dan rumah sakit masih belum dapat 
terimplementasi dengan baik, karena edukasi yang terbatas 
kepada masyarakat. Misalnya layanan pratama ada di 
puskesmas, layanan kedua di RS tipe C dan D yang ada dokter 
spesialisnya, sedangkan layanan tingkat ketiga dirs. Tipe A dan 
yang memiliki SDM dokter superspesialis. 
3. Bidang Koperasi dan UMKM 
Keberhasilan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah dapat ditunjukan melalui capaian jumlah penerima 
manfaat kredit modal usaha mencapai 14.868 orang melebihi 
target sebesar 7.750 orang pada Tahun 2016, jumlah akses 
pembiayaan melalui permodalan Kredit Cinta Rakyat (KCR), 
peningkatan fasilitas pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (KUMKM) dan jumlah KUMKM berdaya saing serta 
peningkatan jumlah koperasi berskala besar dan peningkatan 
jumlah koperasi percontohan, jumlah penciptaan wirausaha baru 
dengan fasilitasi APBD Provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan 
bidang urusan adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan 
UMKM serta pelindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan 
UMKM, serta meningkatkan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, 
kualitas produk, dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. 
Keberhasilan tersebut dapat ditunjukan melalui capaian pada 


Tahun 2016 jumlah penerima manfaat kredit modal usaha 
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sebanyak 14.868. Indikator kinerja Bidang Koperasi dan Usaha 


Kecil dan Menengah tersebut dicapai melalui program dan kegiatan 


sebagai berikut: 


2) 


1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 


Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator: 
jumlah koperasi aktif, pertumbuhan skala usaha koperasi, dan 
persentase kredit yang diserap koperasi dengan capaian 
program peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 16.878 
koperasi, peningkatan jumlah pertumbuhan skala usaha 
koperasi sebesar 5 persen, dan persentase kredit yang diserap 
UMKM sebesar 40 persen.) Jumlah Wirausahawan Baru yang 
menjadi pelaku usaha sebesar 1000. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 
Barat sebanyak 5 kegiatan pada Tahun 2016 dengan total 
anggaran sebesar Rp.5.652.625.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp.5.580.993.200,- setara dengan pencapaian 
sebesar 98,73Yo. Outcomes Program ini adalah Meningkatnya 
Produktivitas, kapasitas kelembagaan, kapasitas produksi 
produk unggulan UMKM, terbitnya dokumen kajian bagi 
kebijakan pengembangan para pelaku usaha kecil dan menengah 
di kawasan Aercocity maupun non aeronotika dan 
tersosialisasinya dana bergulir, dengan pelaksanaan program 


sebagai berikut: 


Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan 
Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM 
Provinsi Jawa Barat. Program Pengembangan Kewirausahaan 
Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah memiliki dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan 


UMKM Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar 
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Rp.32.467.367.700.- adapun realisasi anggaran anggaran 
sampai dengan akhir desember sebesar Rp.30.123.659.375.- 
Outcomes Program ini adalah meningkatkan pelaksanaan 
Monitoring dan evaluasi KUMKM, Terfasilitasinya penguatan 
media interaksi KUMKM, terfasilitasinya Penciptaan lapangan 
kerja dan terseleksinya calon wirausaha baru yang terlatih, 
meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi dan manajerial 
KUMKM, tersosialisasi penggunaan teknologi tepat guna, 
sertifikasi hak atas tanah bagi UMK dan Stakeholder, 
terlaksananya pengembangan usaha KUMKM, meningkatnya 
kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM dan meningkatnya 
wirausaha baru di Jawa Barat. dengan indikator yaitu Jumlah 
Wirausaha Baru, Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil, pendirian vapiliun/ gerai KUMKM Jawa Barat yang 
terdiri dari 21 Kegiatan. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Masih banyak 
KUMKM yang belum menggunakan sistem internet, (2) Masih 
banyakUKM yang belum melaporkan secara rutin 
perkembangannya baik ke Kab/Kota maupun ke Provinsi, (3) 
Peserta Pelatihan dari OPD yang membidangi Koperasi dan 
UMKM Kabupaten/Kota terkadang tidak sesuai dengan usulan 
awal, (4) Pengelola Data di Kab/Kota sering terjadi mutasi, 
(5) Kelompok ada yang sudah tidak aktif, baik usaha maupun 
anggota kelompoknya, mengalami bangkrut, (6) Jalur internet 
yang sering gangguan, (7) Ketidak konsistenan peserta dalam 
mengikuti program pelatihan, (8) Masih perlu dilakukan 
pembinaan mengenai peningkatan pengembangan usaha, (9) 
Pengetahuan mengenai komunikasi usaha/ bisnis, (10) 
Perubahan alamat dan nomor kontak peserta menyulitkan 
saat pemanggilan peserta, (11) Permodalan bagi peserta WUB 
ide bisnis (O Tahun) (12) Keinginan sendiri untuk 


mengembangkan usaha masih kurang. 
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4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian. 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai 
berikut: capaian Tahun 2016 Skala Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Pemerintahan Skala 3,21 (2016): Indeks 
Kebahagiaan 68,28 Yo (2016) melebihi target sebesar 61-63 poin, 
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan 


sebagai berikut: 


1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi 
Daerah 
Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 46 Kegiatan 
dengan total anggaran sebesar Rp.53.782.930.300,- realisasi 
sebesar  Rp.46.490.098.331,- (86,44”o), capaian indikasi 
sasaran program adalah Tingkat kesesuaian hasil analisa 
jabatan dengan penetapan struktur organisasi 100» dan 
Indeks Kepuasan Masyarakat. Outcomes program adalah 
terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Pelaksanaan 
kegiatan desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
target kinerja yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai yang 
ditetapkan, namun demikian rata-rata setiap tahun realisasi 
penyerapan anggaran relatif dibawah target yang ditetapkan, 
terutama terjadi dari penyerapan biaya mamin yang tidak 
terlealisir hal ini disebabkan pertama kehadiran entitas tidak 
direncanakan, kedua permasalahan yang dikemukakan melalui 
surat, tanpa kehadiran entitas, (2) Permasalah Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BPMPT adalah: Adanya peraturan 


perundangan yang tumpang tindih dari masing- masing 
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2) 


3) 


perizinan, Belum optimalnya penerapan dari standar 
operasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses 
penyelenggaraan perizinan, Adanya keterbatasan Sumber Daya 
Manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam mendukung 
pelaksanaan program, Adanya keterbatasan Sarana dan 
Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung 
pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan 
komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam 
memperlancar pelayanan publik. 

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 

Program tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD dilingkungan 
Provinsi Jawa Barat melalui 67 (enam puluh tujuh) kegiatan 
dengan total anggaran sebesar Rp.72.728.965.017,- realisasi 
sebesar Rp.55.204.799.908,- (75,90Y0). Outcomes program 
adalah meningkatnya pengembangan kompetensi aparatur, 
meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur. 

Permaslahan pelaksanaan rogram adalah (1) Permasalahan 
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pelaksanaan 
kegiatan Bimtek dan diklat terkendala oleh munculnya 
peraturan baru yang berkaitan dengan pengawasan pada 
Tahun berjalan, akibatnya pelaksanaan kegiatan mundur dari 
jadwal yang direncanakan, juga jadwal pemeriksaan para 
auditor sebagai peserta cukup padat, (2) Permasalahan Teknis 
Substantif soft skill disebabkan oleh efisiensi kurikulum yang 
berdampak pada perubahan durasi diklat dari 5 hari menjadi 3 
hari. 

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur 
Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar 
Rp.65.759.769.825,- realisasi anggaran sampai dengan akhir 
bulan September 2016 sebesar Rp.55.064.491.994,- (83,740). 
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4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran 
sebesar Rp.506.647.406.875,- realisasi sebesar 
Rp.384.188.651.570,- (75,830). Outcomes program adalah 
terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD/Biro di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung 


tugas pokok dan fungsinya. 


5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran 
sebesar Rp.844.477.363.247,- realisasi sebesar 
Rp.745.679.253.332,- (88,3Y0), dengan, Outcomes program 
adalah terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur OPD / Biro 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Kebutuhan 
sarana dan prasarana harus segera terpenuhi baik secara 
kuantitas maupun kualitas namun sering ditemui sarana dan 
prasarana yang dalam pemakaiannya cepat rusak dan secara 
spesifikasi teknis sudah tidak sesuai dengan kondisi yang 
diperlukan, (2) Kegiatan ' Pembangunan Sport Centre 
Kampus II Badiklatda, belum optimalnya realisasi fisik dan 
keuangan kegiatan pembangunan Sport Centre Kampus II 
Badiklatda yaitu dari target jumlah sport centre yang 
direncanakan sebanyak 2 (dua) unit terealisasi sebanyak 2 
(dua) unit dengan kondisi 1 (satu) unit masih 4970. Belum 
terpenuhinya target tersebut disebabkan oleh wanprestasi 
penyedia jasa. 

6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran 
sebesar Rp.320.176.486.622,- realisasi sebesar 
Rp.281.249.719.035,- (87,840), dengan Outcomes 
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7) 


8) 


9) 


terpeliharanya sarana dan prasarana operasional 


OPD /Balai/ UPT/UPTD. 


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran 
Hukum dan HAM 

Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 22 Kegiatan dengan 
total anggaran sebesar Rp.22.959.920.300,- realisasi anggaran 
sampai dengan akhir bulan september 2016 sebesar 
Rp.16.364.409.333,- (71,27Yo0). Outcomes program adalah 
terciptanya produk hukum yang berkualitas, aspiratif dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya, 
meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai 


dengan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Barat. 


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRDdengan 6 
(enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar 
Rp.84.615.292.500,- realisasi sebesar Rp.66.123.188.530,- 
(78,15Y0). Outcomes Program adalah terwujudnya lembaga 
perwakilan rakyat yang aspiratif dan akuntabel. 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran 
sebesar Rp.9.168.455.400,- realisasi sampai dengan akhir 
September 2016 sebesar Rp.8.521.628.563,-  (92,95Y9), 
capaian indikasi sasaran program adalah Tingkat kesesuaian 
pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi sebesar 
100760. Outcomes Program adalah Tercapainya 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dengan hasil 


opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 
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5. Bidang Pekerjaan Umum 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kedua 
dan Keempat terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
Provinsi Jawa Barat untuk Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai 
berikut: Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi 
Kewenangan Provinsi 72,06Y0, Cangkupan Pelayanan 
Persampahan Perkotaan 66,260, Cakupan Pelayanan Air Minum 
71,14Yo, Cangkupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan 
65,640, Indikator kinerja Bidang Pekerjaan Umum tersebut di 


capai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 
Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air melalui 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar 
Rp.162.254.370.560,- dengan realisasi anggaran 
Rp.132.085.209.311,- atau 81,40Y6. Indikator capaian Program 
tersebut adalah Tingkat Kondisi baik jaringan irigasi di Daerah 
Irigasi kewenangan Provinsi dari target sebesar '76-81Y6, 
realisasi ketercapaiannya adalah sebesar 72,06”o pada Tahun 
2016. Outcomes Program adalah meningkatnya Kondisi baik 
jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi menjadi 
86”o pada Tahun 2018. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Kegiatan 
Pembebasan Lahan dan Pembangunan Daerah Irigasi Caringin 
di Kab. SukaBumi, (2) Pengukuran dan penggambaran peta 
rincikan pengadaan lahan untuk pembangunan Daerah Irigasi 
Caringin ada perubahan peraturan tentang Biaya Operasional 
dan Pendukung untuk Satgas, yang semula melalui PNBP 
menjadi usulan RAB dari BPN. Perubahan ini mengakibatkan 
adanya penundaan dimulainya pengukuran dan survei yang 
akan dilaksanakan oleh satgas, karena pembiayaan di DPA 
perlu direvisi dalam Perubahan 2016, (3) Pengukuran dan 


Penggambaran Peta Rincikan Bidang/Persil Desa untuk Desa 
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Gunung Karamat, Pasirbaru dan Caringin, diperoleh sesuai 
trace perencanaan seluas 71 Ha. Perubahan kebutuhan tanah 
dibutuhkan dengan melihat kondisi medan yang cukup berat, 
khususnya kebutuhan untuk keamanan kontruksi irigasi 
(kestabilan lereng): (4) Pengukuran dan penggambaran peta 
rincikan bidang/persil Desa oleh Tim Satgas A/B dimulai 25 
November 2016 sampai dengan 5 Desember 2016 data yang 
belum lengkap untuk dimasukan dalam aplikasi BPN tinggal 
beberapa bidang yang belum lengkap (data tegakan) 
diantaranya Desa Pasir Baru 14 bidang, Desa Caringin 7 bidang 
Desa Gunung Karamat 3 bidang, sehingga belum masuk ke 
aplikasi, 

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, 
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 

Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air melalui 21 kegiatan dengan total anggaran sebesar 
Rp.79.446.683.060,- dengan realisasi anggaran 
Rp.75.628.563.843,- atau 95,19”o. Indikator capaian Program 
tersebut adalah Tingkat daya tampung situ-situ di 6 Wilayah 
sungai dengan target 45» dan Jumlah waduk yang tercapai 
pada Tahun 2016 adalah 3 waduk dengan target 3 waduk. 
Outcomes Program adalah meningkatnya daya tampung situ- 
situ di 6 Wilayah sungai menjadi 60” pada Tahun 2018 dan 
terbangunnya 3 (tiga) waduk strategis pada Tahun 2018. 


Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta 
Pengamanan Pantai 

Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan Serta Pengaman 
Pantai dilaksanakan melalui 3 kegiatan dengan total 
anggaran sebesar Rp.2.696.230.440,- dengan realisasi anggaran 
Rp.2.610.814.743,- atau sebesar 96,83Yo0. Indikator capaian 
Program tersebut adalah Tingkat penanganan darurat 
infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam 


dengan target 10070. Outcomes Program adalah meningkatnya 
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penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena 
bencana alam mencapai 100”o pada Tahun 2018. 

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 
Permukiman 

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 
Permukiman memiliki indikator yaitu 1) Cakupan layanan air 
minum yang meningkat menjadi 71,14Yo pada Tahun 2016, 
Cakupan pelayanan air limbah domestik yang meningkat 
menjadi 65,64”o pada Tahun 2016 Cakupan pelayanan 
persampahan perkotaan yang meningkat menjadi 66,26Yo 
pada Tahun 2016. Program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat melalui 24 
(dua puluh empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
Rp.105.709.661.350, dengan realisasi anggaran 
Rp.73.154.605.725 atau 69,200. 

Outcomes Program adalah 1) Meningkatnya cakupan layanan 
air minum menjadi 760 pada Tahun 2018, 2) Meningkatnya 
cakupan pelayanan air limbah domestik menjadi 69”o pada 
Tahun 2018, 3) Meningkatnya cakupan layanan persampahan 
perkotaan menjadi 71”Yo pada Tahun 2018, 4) Meningkatnya 
tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml 
kawasan dgn genangan » 30 cm selama 2 jam menjadi 80Yo 
pada Tahun 2018, 5) Meningkatnya cakupan layanan air 
minum oleh SPAM regional menjadi 500 pada Tahun 2018, 
dan 6) Meningkatnya cakupan layanan persampahan 
perkotaan oleh sistem regional menjadi 396 pada Tahun 
2018. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Pembangunan 
SPAM Desa Sukahurip (Kab. Garut) dan Sundakerta (Kab. Tasik) 
tidak jadi dilaksanakan karena belum ada MOU Kesepakatan 
Antar Desa (2) Permasalahan lahan Mesjid Raya Gedebage, (3) 
Pembayaran ganti rugi penggarap di TPPAS Regional Nambo 





II - 69 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





belum bisa direalisasikan oleh Perhutani, (4) Permasalahan 
Lahan Urug TPK Sarimukti, 
5) Program Pembinaan Jasa Konstruksi 

Program Pembinaan Jasa Konstruksi memiliki indikator yaitu 
Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas yang 
meningkat menjadi 27,42”o pada Tahun 2016. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan 
Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran Rp.6.444.267.290,-, dengan realisasi 
anggaran Rp.5.536.040.360,- atau 85,91”o. Outcomes program 
adalah meningkatnya Persentase SDM Jasa Konstruksi yang 


berkualitas menjadi 37Y6 pada Tahun 2018. 


6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Keempat 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 
Rasio Elektrifikasi Rumah mencapai 96,20» pada Tahun 2016 
telah mampu melampaui target sebesar 84 - 860. Indikator 
kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai 


berikut: 


1) Program Pembinaan, Pengembangan Sumberdaya Mineral, 
Geologi dan Air Tanah 
Program ini memiliki 16 (enam belas) kegiatan yang 
dilaksanakan melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Jawa Barat. Program ini memiliki indikator berupa 
Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good 
Minning Practise sebesar 500 dan persentase luas zona aman 
pada cekungan air tanah (65,45Y0). Program ini dilakbsanakan 
oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan total alokasi 
anggaran sebesar Rp.4.700.769.750,- dan realisasi anggaran 
sebesar Rp.3.850.580.442,- atau 81,91Y6. 
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2) 


Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Pelaksanaan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh 
Kab/Kota kepada para pemegang IUP belum berjalan optimal, 
(2) Pengguna air tanah semakin meningkat, pembuatan sumur 
imbuhan sebagai upaya pengimbuhan kembali air tanah belum 
optimal karena membutuhkan biaya yang besar, sehingga para 
pengguna air tanah melakukan upaya konservasi air tanah 
secara bertahap, banyaknya pengguna air tanah yang 
memanfaatkan air tanah melebihi debit yang diijinkan, 
banyaknya pengguna air tanah yang tidak memiliki ijin, 
sehingga tidak terevaluasi dan tidak terkendali penggunaan 
airnya, (3) Masih banyak para pemegang IUP yang belum 
memahami dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan Dan 
Pemanfaatan Energi 

Program ini memiliki 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan 
melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 
Barat dengan alokasi anggaran Rp.23.268.537.250 dan 
realisasi anggaran sebesar Rp.22.300.317.036 (95,840). 
Program ini memiliki indikator berupa Tingkat Rasio 
Elektrifikasi Rumah target sebesar 84 - 86”o pada Tahun 
2016. Menurut data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral per September 
2016 rasio elektrifikasi di Jawa Barat adalah sebesar 96,206 
pada bulan September. Dengan tercapainya angka rasio 
elektrifikasi sebesar 96,20”o ini maka telah mampu melampaui 
target yang ditetapkan di dalam renstra dinas. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Kegiatan 
Rencana Umum Energi Daerah, permasalahan yang ada adalah 
belum ditetapkannya Rencana Umum Nasional (RUEN) oleh 
Pemerintah Pusat menimbulkan ketidakpastian terhadap 
arahan kebijakan pengembangan energi sebagai acauan 


penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Sesuai 
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3) 


2 


dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007, RUED 
ditetapkan dengan mengacu kepada RUEN, (2) Pengembangan 
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, status lahan untuk 
pekerjaan pembangunan instalasi biogas ada beberapa Calon 
Penerima/Calon Lokasi (CPCL) yang tidak mendukung untuk 
dilakukan proses hibah, serta Target Kemen ESDM rasio 
elektrifikasi Nasional 100 persen pada Tahun 2019 masih sulit 
dicapai. 

Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi Dan Migas 
Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan 
melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 
Barat. Program ini memiliki indikator berupa Jumlah Wilayah 
Kerja Panas Bumi yang berproduksi sebanyak 6 (enam) 
Wilayah kerja dan Jumlah Wilayah Kerja Migas yang 
diusahakan (berproduksi) sebanyak 4 (empat) Wilayah kerja 
pada Tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi 
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) 
kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.950.000.000, - dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.862.586.156,- atau 90,80. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah Kewenangan sangat 
terbatas dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 
2014 tentang Panas Bumi dan Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. 


Bidang Sosial 
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial pada Tahun 2016 mempunyai 


Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu: Jumlah Penyandang 


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani pada Tahun 
2016 yang bersumber dana APBD sebesar 643.618 orang dari 
target 637.888 orang. 
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1) 


2) 


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2016 
memiliki indikator jumlah korban penyalahgunaan napza 
sebanyak 250 orang, jumlah Anak Berhadapan dengan 
Hukum (ABH) yang ditangani sebanyak 130 orang, anak 
jalanan, jumlah penyandang disabilitas yang ditangani 
sebanyak 450 orang, jumlah gelandangan yang ditangani 420 
orang, dan wanita tuna susila yang ditangani 339 orang. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Barat dan Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Barat melalui 19 (Sembilan belas) kegiatan 
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.21.864.935.000,- 
dan realisasi anggaran sebesar Rp.20.303.456.555,- atau 
92,86”o. Outcomes adalah meningkatnya pemulihan dan 
pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 


secara wajar. 


Program Perlindungan Sosial 

Program Perlindungan Sosial memiliki indikator jumlah Jumlah 
korban tindak kekerasan yang ditangani sebanyak 87 orang, 
pekerja migran bermasalah yang ditangani sebanyak 522 
orang, Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat 
perlindungan Sosial sebanyak 1.750 orang Jumlah anak 
terlantar yang memperoleh perlindungan social 6.000 orang, 
dan Jumlah Balita terlantar yang memperoleh perlindungan 
sosial sebanyak 30 orang serta jumlah penerima bantuan 
bersyarat PKH sebanyak 599.484 orang. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui 11 
(sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.28.015.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.23.931.823.881,- atau 85,42Y0. Outcomes : meningkatnya 
pemberian perlindungan sosial bagi PMKS, dan bantuan PKH. 
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3) Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan 
Masyarakat 
Pencapaian Tahun 2016 pada Program Penanggulangan 
Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat memiliki 
indikator jumlah korban bencana yang menerima bantuan 
darurat 176.280 orang, persentase fasilitasi penyelesaian 
konflik sosial 100 orang, serta jumlah partisipasi masyarakat 
dalam penanggulangan bencana 1.230 orang. Program ini 
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 
melalui 16 (Enam Belas) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran sebesar Rp.12.647.769.000,- dan realisasi anggaran 
sebesar Rp.11.722.223.288,- atau 92,680. Outcomes 
meningkatnya ketersediaan bantuan tanggap darurat bencana, 
penyelesaian konflik, dan partisipasi masyarakat dalam 
penanggulangan bencana. 

4) Program Pendayagunaan Dan Pemberdayaan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Pencapaian Tahun 2016 pada Program Pendayagunaan dan 
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial memiliki 
indikator jumlah peserta bimbingan manajemen karang taruna 
sebanyak 40 orang , jumlah forum jejaring orsos 40 orang. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Biro 
Pengembangan Sosial Provinsi Jawa Barat melalui 11 (Sebelas) 
kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.8.547.437.620,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.7.856.281.486,- atau 91,91”0. Outcomes: meningkatnya 
pastisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 


di Jawa Barat. 


8. Bidang Penataan Ruang 
Program penataan ruang merupakan salah satu program 


untuk melaksanakan strategi meningkatkan proses perencanaan, 
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pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk 
mewujudkan tata ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan dan 
berdaya saing, dengan arah kebijakan strategis peningkatan kinerja 
penataan ruang. Mengacu pada indikator kinerja program penataan 
ruang yang ditetapkan berdasarkan standar pelayanan minimal 
dalam rangka peningkatan kinerja penataan ruang adalah tingkat 
ketersediaan pranata penataan ruang (dokumen Rencana Detail 
Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/kota) dan tingkat penanganan 
Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi. Indikator tingkat 
ketersediaan pranata penataan ruang (dokumen RDTR Kabupaten/ 
kota) dipenuhi melalui fasilitasi pembahasan RDTR Kabupaten/ 
kota oleh Tim Evaluasi RDTR Kabupaten/ kota (Sekretariat di 
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dan 
BKPRD Provinsi Jawa Barat (Sekretariat di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat). Indikator tingkat 
penanganan Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 
dipenuhi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 
Strategis Provinsi (KSP) yang dilaksanakan di Dinas Permukiman 
dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RTR KSP 
merupakan amanat rencana rinci tata ruang yang harus disusun 
setelah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
ditetapkan, yaitu sebanyak 24 (duapuluh empat) KSP. Hingga 
Tahun 2016, kajian RTR KSP yang telah disusun kajiannya 
sebanyak 18 (delapan belas) KSP, dalam proses penetapan Perda 
sebanyak 4 (empat) KSP, dan dan sudah disusun kajian Akademis 
Rencana Tata Ruang KSP SukaBumi Selatan dan dilakukan juga 
evaluasi RTR KSK dalam rangka revisi RTRW Provinsi Jawa Barat. 
1) Program Penataan Ruang 

Program Penataan Ruang memiliki indikator yaitu Tingkat 

Penanganan Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan 


Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa 
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Barat melalui 11 (Sebelas) kegiatan dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah melalui 2 (dua) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran Rp.8.344.950.000 dengan realisasi anggaran 
Rp. 6.782.321.707 atau 81,270. Outcomes Program adalah 
mewujudkan ketersediaan pranata rencana umum & rencana 
rinci penataan ruang, Meningkatkan proses perencanaan, 


pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang. 


Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Meningkatnya 
kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan, (2) Terjadi alih 
fungsi lahan/ ruang, (3) Konflik kepentingan antar-sektor 
(Kehutanan, pertambangan, lingkungan, perasarana Wilayah, 
dll: (4) Konflik antar-Wilayah: Pusat-Daerah dan Antardaerah, 
(5) Penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan, (6) 
Menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan 
resapan air dan meningkatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) 
kritis, (7) Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang 
dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan 
memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi, (8) 


Kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup. 


9. Bidang Perencanaan Pembangunan 

RKPD Tahun 2016 berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005- 
2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 dan RKPD 
Tahun 2016. Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam 
koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang- 
undangan. Selanjutnya, dokumen perencanaan akan menjadi 
acuan seluruh OPD di Provinsi Jawa Barat maupun 
Kabupaten/kota dalam membangun Jawa Barat. Atas keberhasilan 
dalam menjalan urusan bidang perencanaan pembangunan, 
Provinsi Jawa Barat meraih Penghargaan Pangripta Nusantara 
Utama ke 5 (lima) kalinya berturut-turut dari Bappenas oleh 


Presiden RI. 
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Indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan tersebut 


dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) 


2) 


Program Kerjasama Pembangunan 

Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) OPD diantaranya 
Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III, 
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan IPTEK, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Otonomi Daerah Dan 
Kerjasama, melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran Rp.12.592.713.400,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp.11.098.576.395,- atau 88,13”o. Outcomes Program 
adalah terwujudnya kerjasama antar daerah, Kabupaten/kota, 
antar provinsi dan luar negeri dan kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar 
negeri. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Ketidakpastian 
dan tumpang tindih peraturan di Indonesia, (2) Indeks korupsi 
masih tinggi, (3) Kompleksitas birokrasi, (4) Pembebasan lahan. 
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan 
Pembangunan Daerah 

Program ini dilaksanakan oleh beberapa OPD diantaranya 
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan 
Politik, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Badan Koordinasi 
Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I, Badan Koordinasi 
Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II, Badan 
Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III, 
Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, 
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB, 
Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Badan 
Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan IPTEK, Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Perpustakaan Dan Kearsipan 


Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Investasi Dan 
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3) 


BUMD, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, Dinas Bina Marga, 
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, 
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dinas 
Olah Raga Dan Pemuda, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, 
Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan Dan 
Kelautan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Perkebunan, Dinas Permukiman Dan Perumahan, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga 
Kerja Dan Transmigrasi , Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan dan Dinas 
Sosial melalui 208 (dua ratus delapan) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran Rp. 72.039.899.662,- dengan realisasi 
anggaran sebesar Rp. 67.262.221.794,- atau 93,37Yo. Outcomes 
Program adalah kesesuaian antara perencanaan dengan 
implementasi, sinergi perencanaan provinsi dengan pusat dan 
kab/kota, meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), meningkatnya pengawasan internal 
untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan 


pemerintah daerah. 


Program Penelitian, Studi Dan Survey 

Program Penelitian, Studi, dan Survey mempunyai indikator 
Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam 
perencanaan dengan target 25Y6 dan capaian sebesar 67Y6 
pada Tahun 2016, Program ini dilaksanakan oleh Badan 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengentahuan 
dan Teknologi (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat melalui 13 (tiga 
belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
Rp.16.574.452.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.13.986.934.436,- atau 84,39”/o dan realisasi fisik sebesar 
46,12”o. Outcomes program adalah meningkatnya kualitas 


penelitian dan riset daerah. 
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Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Sistem 

diseminasi yang tidak tertib, (2) Duplikasi tema kajian oleh 

berbagai satker yang berbeda, (3) Parsialisasi tema kajian 

hingga tidak holistic, 
10. Bidang Perumahan 

Kebijakan pengembangan perumahan di Jawa Barat 
dilaksanakan untuk menjawab permasalahan utama bidang 
perumahan yaitu Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni 
(Rutilahu) sebanyak 29,170 dalam Tahun 2016. Di dalam 
pelaksanaannya, tugas pemangku kepentingan bidang perumahan 
di Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan program terkait 
pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan (baik aspek 
regulasi, pembiayaan, kelembagaan dan pemberdayaan para 
pelaku), dan menyelenggarakan pengembangan kawasan 
perumahan dan permukiman yang di dalamnya termasuk 
penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan. Indikator 
kinerja Bidang Perumahan tersebut dicapai melalui Program dan 


Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
memiliki indikator yaitu Pembangunan Rutilahu mencapai 
100.000 unit dan telah terbangun rumah layak huni di 18 
Kabupaten (80.000 unit) yang baru mencapai 23.240 unit 
(BPMPD), dan terbangunnya rumah layak huni di 9 kota 
(20.000 unit) yang baru mencapai 5.449 unit pada Tahun 2015 
dan pada Tahun 2016 Untuk Bantuan Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni sampai dengan Tahun 2016, baru direalisasikan 
23.340 unit dari 80.000 unit yang menjadi tugas BPMPD 
Provinsi Jawa Barat, Adapun hambatan atas realisasi perbaikan 
RUTILAHU, hal tersebut karena ada ketentuan pasal 298 ayat (5) 
huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah hanya 


dapat memberikan bantuan hibah kepada badan, lembaga, dan 





II - 79 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan 
Perumahan Provinsi Jawa Barat melalui 13 (tiga belas) kegiatan 
dengan total alokasi anggaran Rp.72.885.583.300,- dengan 
realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan september 2016 
sebesar Rp.42.389.507.945,- atau 58,16Y6. 
Permasalahan dan pelaksanaan program adalah Pencapaian 
RUTILAHU pada Tahun 2016 Hal tersebut karena ada 
ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan bahwa Daerah hanya dapat memberikan bantuan 
hibah kepada Badan, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan 
yang berbadan Hukum Indonesia. 
11. Bidang Perhubungan 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Keempat 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Perhubungan adalah tingkat ketersediaan 
fasilitas perlengkapan jalan Provinsi sebesar 20,03Yo pada Tahun 
2016 dengan sasaran Meningkatnya percepatan pembangunan 
infrastruktur strategis . Selain itu pencapaian juga dilihat dari 
penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru, 
ketersediaan prasarana pada Angkutan Sungai, Danau, dan 
Penyeberangan (ASDP) di Jawa Barat, serta ketersediaan sarana 
dan prasarana pemeriksaan kendaraan bermotor. Capaian kinerja 
Bidang Perhubungan tersebut dicapai melalui program dan kegiatan 


sebagai berikut: 


1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 
memiliki indikator yaitu : 1) Tingkat ketersediaan prasarana 
transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati 
dan Bandara Nusawiru yang meningkat menjadi 51,90» pada 


Tahun 2016, 2) Tingkat ketersediaan prasarna transportasi 
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ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan yang 
meningkat menjadi 69,690 pada Tahun 2016: dan 3) 
Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat, yang 
mencapai 1.135,/44 Km pada Tahun 2016. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 
melalui 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran Rp.44.976.047.200,- dengan realisasi 
anggaran Rp.27.877.928.292,- atau 62,60Y0. Outcomes program 
adalah 1) Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi dengan 
beban kerja, 2) Meningkatnya perolehan nilai hasil evaluasi 
penerapan SAKIP: 3) Terwujudnya penegasan batas daerah 
dan kode Wilayah, 4) Terselenggaranya pelayanan publik yang 
bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan 
daerah, 5) Terwujudnya kinerja pelayanan pemerintah sesuai 
harapan masyarakat. 

Permasalahan penyelesaian program adalah (1) Kegiatan Proses 
Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai 
Bandara Nusawiru, kegiatan adalah masih menunggu proses 
sertipikat dari pihak BPN Kabupaten pangandaran, (2) Kegiatan 
Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara di 
Jawa Barat, dengan adanya rencana pengambil alihan 
pembangunan BIJB secara keseluruhan, berimplikasi terhadap 
berubahnya rencana program koordinasi dan konsolidasi 
dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan 
BIJB, (3) Kegiatan Pembangunan Gedung Display BIJB di 
Kertajati, Pembangunan Gedung Display Tahap I baru 
mencapai 25,69Y”o dikarenakan pada saat pelaksanaan terjadi 
curah hujan Selama 2 (dua) bulan yang mengakibatkan 
pekerjaan terhenti dan ketika akan melakukan addendum 
waktu tidak mencukupi, (4) Kegiatan METR Penanganan 
Dampak Sosial dan Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi 
Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan Banjar - 


Pangandaran - Cijulang , kegiatan adalah terdapat belanja jasa 
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2) 


3) 


profesi yaitu honorarium untuk personil Kabupaten/kota 
(TNI/POLRI/PNS non Provinsi dan lain-lain) dalam rangka 
penertiban/pengadaan lahan dijalur reaktivasi Rancaekek - 
Tanjungsari dan  Banjar-Pangandaran-Cijulang, namun 
dikarenakan pada Tahun 2016 kegiatan penertiban lahan yang 
seharusnya dimotori langsung oleh PT. KAI tidak 
mengangarkan untuk kegiatan penertiban lahan, sehingga jasa 
belanja profesi tersebut pun tidak terserap 

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki indikator yaitu 
tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, 
dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan 
provinsi, yang meningkat menjadi 20,03» pada Tahun 2016. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi 
Jawa Barat melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran Rp.12.797.147.084,- dengan realisasi anggaran 
Rp.10.188.536.406,- atau 79,62Y0. Outcomes program adalah 
meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menyju 
zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas 
perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan pengembangan 
informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Kegiatan METR 
Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah 
Metropolitan Bandung, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 
PJU gagal lelang dan kegiatan akan dianggarkan kembali 
Tahun 2017. 

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan memiliki indikator 
yaitu tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi yang 
meningkat menjadi 94» pada Tahun 2016. Program ini 


dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 
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melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
Rp.3.244.325.000,-, dengan realisasi anggaran 
Rp.2.263.705.316,-, atau 69,77Y0. Outcomes program adalah 
1) Berkembangnya sistem transportasi publik regional yang 
nyaman, 2) Berkembangnya terminal angkutan umum regiona 1 
yang terpadu dan modern, 3) Meningkatnya kesadaran berlalu 
lintas dan kinerja awak kendaraan umum, 4) Meningkatnya 
pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum, 5) 
Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan 
penumpang, 6) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum 
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota, Antar 
Provinsi (AKAP) di Jawa Barat, melalui pengembangan 
terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern, 
antara lain penyediaan Terminal Tipe A di Kota Bogor, Kota 
Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota 
Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Bandung 
dan Kabupaten Bandung, serta penyediaan Terminal Tipe B di 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 
Garut, Kota Cimahi, dan Palabuhanratu. a. Pelaksanaan 
Progra m 1. Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum 
AKDP di Jawa Barat Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Kegiatan 
Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa 
Dampak Lalin di Jawa Barat, Rapat forum LLAJ disediakan 
untuk dilaksanakan sebanyak 5 kali namun karena isu (taksi 
online dan sistem teknologi informasi angkutan umum orang) 
yang berkembang di Tahun 2016 hanya 2 kali, maka forum 
LLAJ dilaksanakan hanya 2 kali dan Survei- Survei tidak dapat 
dilaksanakan karena waktunya bersamaan dengan 
penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan 
PEPARNAS, dikhawatirkan hasilnya tidak akurat, (2) Kegiatan 


Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat, 
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kegiatan Belum Dapat Dilaksanakan Karena Proses 
Perpindahan Kepemilikan Ijin Angkutan Umum AKDP Dari 
Perseorangan Ke Badan Hukum Masih Belum Selesai. 
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas memiliki 
indikator yaitu tingkat penurunan pelanggaran muatan lebih 
yang mencapai 262.552 unit pada Tahun 2016. Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 
melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
Rp.3.937.745.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.3.416.517.638,- atau 86,76Y0. Outcomes Program adalah 
Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih 


(overloading). 


5) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor 

Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor memiliki 
indikator yaitu tingkat ketersediaan sarana prasarana 
pemeriksaan kendaraan bermotor, yang meningkat menjadi 
7640 pada Tahun 2016. Program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) kegiatan 
dengan total anggaran Rp.432.835.000,-, dengan realisasi 
anggaran Rp.187.337.319,-, atau 43,28”o. Outcomes program 
adalah 1) Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap 
produksi karoseri, 2) Meningkatnya kinerja pengujian 
kendaraan bermotor. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah Kegiatan 
Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di 
Jawa Barat , Pemahaman perusahaan karoseri berkenaan 
dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan persyaratan 
teknis layak jalan masih belum seragam, pada saat melakukan 
penilaian fisik kendaraan selalu dibarengi dengan pembinaan 


dan diskusi mengenai persyaratan teknis laik jalan. 
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12. Bidang Pertanahan 

Indikator kinerja Pemerintah Daerah pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 
dalam urusan Pertanahan adalah teramankannya aset tanah 
dengan penerbitan buku Sertipikat Tanah Milik/Dikuasai 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat taget sebanyak 200 sertifikat dan 
pada Tahun 2016 dapat disertifikatkan 1.461 persil dari total yang 
perlu disertifikatkan sekitar 4.452 persil, Untuk mencapai 
Indikator kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan dilakukan 


melalui program sebagai berikut: 


1) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi 
Pertanahan 
Program Tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan 
Umum 1 (satu) kegiatan oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah 
2 (dua) kegiatan, serta Dinas Kehutanan melalui 2 (dua) 
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.748.201.954.353,- 
realisasi sebesar Rp.197.854.203.580,- (26,470), capaian 
indikasi sasaran program adalah Persentase tanah bersertifikat 
dari keseluruhan jumlah bidang tanah Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat sebanyak 31Y0. Outcomes Program adalah 
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Kondisi tidak ideal, 
yakni tanah yang ada tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan 
tidak bisa mencerminkan potensi untuk pembangunan 
Nasional, diantaranya ada tanah terlantar, pemanfaatan tanah 
tidak optimal (idle), dan ada potensi kawasan hutan atau 
belukar untuk dibudidayakan tetapi terabaikan. 

13. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 

terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai 

berikut : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat 


Tahun 2016 sebesar 73,04 poin dan sedangkan untuk Tingkat 
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Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2015 adalah 62,58”o, karena 


pada Tahun 2016 tidak dilaksanakannya pemilihan umum. 


Indikator kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 


tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) 


2) 


Program Pendidikan Politik Masyarakat 

Program tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum 
3 (tiga) kegiatan, serta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar 
Rp.5.250.850.000,- realisasi sebesar  Rp.4.896.548.126,- 
(93,25”0), capaian indikasi sasaran program adalah Tingkat 
Partisipasi Pemilihan Umum 62.58Y0. Outcomes program adalah 
meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi, 
meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik, 
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 
politik, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemilu, 
serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ideologi 
Bangsa dan Negara. 

Permaslahan pelaksanaan program adalah (1) Kurangnya 
kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan untuk 
pengangkatan dan pemberhentian PAW dan pemberhentian dan 
pengangkatan KDH/Wakil KDH berakibat terlambatnya proses 
penetapan tentang pengisian anggota DPRD Kabupaten/kota 
dan penetapan KD H/Wakil KDH, (2) Masih adanya konflik 
internal partai politik yang belum selesai dalam proses 
pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi 
Kabupaten dan Kota (PAW Anggota DPRD): (3) Jeda waktu yang 
terbatas dalam proses pengajuan ijin ke luar negeri dengan 
alasan penting untuk Pejabat Negara dan Anggota DPRD. 
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat 

Program Tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan 
Umum 2 (dua) kegiatan, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 


Politik 8 (delapan) kegiatan, serta oleh Satuan Polisi Pamong 
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Praja (Satpol PP) 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran 


sebesar Rp.5.462.092.750,- realisasi sebesar 
Rp.4.992.386.350,- (91,40), Outcomes program adalah 
meningkatnya penegakan perda dan peraturan 


perundangannya, meningkatnya jumlah Pol PP, meningkatnya 

jumlah PPNS untuk penegakkan perda sektoral provinsi. 
14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 
sebagai berikut: Meningkatnya kualitas infrastruktur desa dan 
perdesaan 5.313 desa. Indikator kinerja Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan 


sebagai berikut: 


1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Partisipasi 
Masyarakat 
Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 11 Kegiatan dengan 
total anggaran sebesar Rp.18.196.430.000,- realisasi sebesar 
Rp.16.726.823.100,- (91,92Y60), capaian indikasi sasaran 
program adalah Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan perdesaan 606. Outcomes program adalah 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa, 
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dan 
kelurahan, meningkatkan perkembangan desa. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Dalam 
pengembangan Teknologi Tepat Guna diperlukan sinergitas 
antara masyarakat, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan swasta karena TTG kurang bisa 
berkembang dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya 
sinergitas. (2) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai data 
yang memadai/valid sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan 
Peningkatan Kinerja Posyandu dalam rangka Revitalisasi 


Posyandu karena kendala dalam hal SDM, yang sudah dilatih 





II - 87 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





dimutasi, (3) OPD yang menangani Posyandu di Kabupaten/ 
Kota cukup beragam, sehingga informasi ke Kabupaten/Kota 
mengalami kendala, Dalam pembentukan Pokjanal Posyandu 
baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan masih ada yang 
belum mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional 
Pembinaan Posyandu Terpadu dan Pelaksanaan Kegiatan 
Integrasi Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu yang mengacu 
pada Permendagri No. 19 Tahun 2011 masih sangat terbatas. 
Masih banyak Posyandu yang belum mempunyai kegiatan 
Integrasi. Unit Usaha BUMDes belum memperoleh Peningkatan 
Kapasitas sesuai dengan Jenis Usaha yang dikelolanya 
2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 
Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 11 Kegiatan dengan 
total anggaran sebesar Rp. 5.944.817.500,- realisasi sebesar Rp 
5.022.858.841,- (84,49Y6), capaian indikasi sasaran program 
adalah Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran 
pemerintahan Desa sesuai standar baku sarana dan 
prasarana pemerintahan Desa 70”o. Outcomes program adalah 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan 
desa, meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur desa 
dan kelurahan, dan meningkatkan perkembangan desa. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah Pelaksanaan 
kegiatan Sinergitas Pemerintah Provinsi dalam Penguatan 
Pemerintah Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
adalah keterbatasan waktu pelaksanaan baik kegiatan 
Gubernur Ngamumule Lembur, Desa Laboratorium Sinergitas 
dan Workshop Pengelolaan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa 
dikarenakan berbarengan dengan kegiatan Dana Dekonsentrasi 
dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 
3) Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 
Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 1 Kegiatan dengan 


total anggaran sebesar Rp.3.800.000.000,- realisasi sebesar 
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Rp.3.125.547.300,- (82,25Y0).  Outcomes program adalah 
membangun infrastruktur desa dan perdesaan. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah permasalahan 
administrasi Dalam proses pencairan seperti Nomor 
Rekening, Tanda tangan, cap, dst. 

4) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat 
dalam Pembangunan 
Program Tersebut dilaksanakan sebanyak 1 Kegiatan dengan 
total anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- realisasi sebesar 
Rp.2.291.593.278,- (83.33Y0). Outcomes program adalah 
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan di 


berbagai sektor. 


15. Bidang Statistik 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan Bidang statistik dengan sasaran: 
Meningkatnya kualitas dan akuntanbilitas layanan Pemerintahan 


serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. 


1) Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 
Program tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD/Biro di 
lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang didorong 
oleh 31 kegiatan dengan total anggaran sebesar 
Rp.21.484.806.239,- realisasi sebesar Rp.18.257.132.774,- 
(84,98Y0). Outcomes program adalah dukungan basis data yang 


akurat, terukur dan terintegrasi. 


16. Bidang Kearsipan 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 
Bidang Kearsipan adalah: Peningkatan jumlah pengembangan 
teknologi informasi untuk tata kearsipan Pemerintah daerah 
11,25Y60. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan 


kegiatan sebagai berikut: 
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1) Program Pengembangan Kearsipan 


17. 


Program Tersebut dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan Daerah sebanyak 6 Kegiatan dengan total 
anggaran sebesar Rp.3.688.648.800,- realisasi sebesar 
Rp.3.460.276.134,- (93,81Y0), Outcomes program adalah 
terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada para pengguna arsip, tersediannya arsip yang dapat 
mendukung keperluan publik, menigkatnya keamanan arsip 
pemda. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Belum 
tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing 
OPD sebagai pencipta arsip yaitu sebanyak 57 OPD Provinsi 
Jawa Barat sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah 
daerah belum optimal, (2) Keberadaan record center (pusat 
penyimpanan arsip dimasing-masing OPD Provinsi Jawa Barat 
belum dimanfaatkan secara optimal, (3) Apresiasi terhadap 
penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan 
masih rendah, (4) Belum memadainya sarana dan prasarana 
kearsipan, (5) Belum memadainya sarana dan prasarana 
layanan arsip, seperti ruang layanan arsip meja baca arsip, 
dll, (6) Pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap 
kearsipan masih kurang, sehingga kesadaran akan pentingnya 
arsip masih rendah. 

Bidang Perpustakaan 


Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kesatu 


terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 


Barat untuk Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut: tingkat 


pembinaan teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa 


Barat sebanyak 590 unit, tingkat pembinaan sumber daya 


manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 1.277 


orang, jumlah koleksi bahan perpustakaan sebanyak 28.383 judul, 


dan tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyakarat 
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di Jawa Barat sebanyak 5.375 orang. Indikator kinerja tersebut 


dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan ini dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) dan Biro Humas Protokol dan 
Umum Provinsi Jawa Barat melalui 12 kegiatan dengan total 
anggaran Rp.14.474.373.632,- dan realisasi anggaran 
Rp.13.818.940.753,- atau 95,47Y6. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Belum 
optimalnya pengadaan buku koleksi perpustakaan bertaraf 
Iternasional yang ditargetkan sesuai parameter (Library of 
Congress, 2011) sebanyak 4 juta judul buku, (2) Implementasi 
UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak 
Karya Rekam belum optimal, (3) Belum optimalnya 
penumbuhan minat baca untuk usia dini, (4) Belum optimalnya 
pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. 

18. Bidang Keagamaan 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kapasitas asrama 

bagi santri di pondok pesantren dengan jumlah 250, telah 

dilaksanakan revitalisasi sebanyak 188 revitalisasi kobong 

diberikan untuk pembangunan ruang baru atau rehabilitasi ruang 


asrama santri. Untuk pembangunan ruang asrama dilakukan 


dengan persyaratan ukuran asrama paling sedikit 40m2 yang 
dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang terletak di 23 
Kabupaten/Kota. 


1) Program Peningkatan dan Pengamalan Agama 
Program ini dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Dasar 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui 6 (enam) 
kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 


Rp.20.390.057.400,- dan realisasi anggaran sebesar 
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Rp.17.923.275.040,- atau 89,90”. Outcomes dari program ini 
yaitu antara lain: meningkatkan pemahaman dan pengamalan 
agama dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya suasana 
kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat, serta 
dukungan fasilitasi pendidikan agama (formal, nonformal, dan 


informal). 


2) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 
Program ini dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Dasar Provinsi 
Jawa Barat melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran sebesar Rp.11.066.923.000,- dan realisasi anggaran 
sebesar Rp.9.971.090.134,- atau 90,100. Outcomes dari 
program ini antara lain meningkatnya peran lembaga-lembaga 
sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam 
pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan dan 


perlindungan sumber daya bidang keagamaan. 


19. Bidang Ketransmigrasian 

Pembangunan Bidang ketransmigrasian di Jawa Barat pada 
Tahun 2016 telah memperlihatkan kinerja yang dapat dilihat dari 
realisasi pengiriman Transmigrasi dalam rangka kerjasama antar 
daerah. Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan 
kerjasama dengan Provinsi Daerah Penempatan Transmigrasi, 
pada Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat telah menempatkan Calon 
Transmigran ke berbagai daerah penempatan di Indonesia 
sebanyak 217 Kepala Keluarga atau 758 jiwa dari target 
penempatan Calon Transmigran sebanyak 267 Kepala Keluarga. 

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan 
ketransmigrasian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat telah  diimplementasikan dengan 
dilaksanakannya penandatanganan naskah kerjasama Bidang 
Ketransmigrasian pada Tahun 2016 sebanyak 9 Naskah 
Kesepakatan Bersama Memorandum of Understanding (MoU) 


antara Provinsi Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan 





11 - 92 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Provinsi daerah penerima, adapun naskah Perjanjian Kerjasama 

Antar Daerah (KSAD) antara Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 

dengan Kabupaten Daerah penempatan sebanyak 23 KSAD. 
Keberhasilan dan capaian kinerja tersebut didukung dengan 


pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 


1) Program Pengembangan Transmigrasi 

Program Pengembangan Transmigrasi memiliki indikator 
berupa Jumlah tindak lanjut kerjasama antar provinsi dibidang 
ketransmigrasian serta Jumlah calon transmigran, masyarakat 
kawasan transmigrasi lokal (Resettlement) dan masyarakat 
sekitar yang dilatih, program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Biro 
Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah melalui 7 (tujuh) 
kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.2.107.767.500 dan realisasi anggaran sampai dengan bulan 
Desember sebesar Rp.2.087.267.666 atau setara dengan 
99,03Y0. 


C. Aspek Daya Saing Daerah 

C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi 

1. Bidang Penanaman Modal 
Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat 
ditunjukan melalui capaian realisasi investasi di Jawa Barat 
melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan 
meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam 
pengokohan ekonomi Jawa Barat. Keberhasilan tersebut dapat 
ditunjukan melalui capaian realisasi investasi pada Tahun 2016, 
yaitu nilai Penanaman Modal Asing (PMA) (PMA) sebesar Rp.79,99 
Triliun lebih, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 
Rp.68,05 Triliun lebih, dan nilai investasi PMA dan PMDN sebesar 
Rp.193,04 Triliun. Berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto, 
nilai investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku pada Tahun 
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2016 sebesar Rp.412,30 Triliun, Capaian indikator ini antara lain 


dilaksanakan melalui: 


1) 


2) 


Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi 
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan 
Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, serta Biro Investasi dan 
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat 
melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
sebesar Rp.6.511.297.000,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.6.268.564.003,- atau 96,18Y0. Outcomes Program adalah 
adanya solusi permasalahan dan terjalinnya kerjasama antar 
pelaku usaha, meingkatkan iklim investasi, daya saing, 
kualitas pelayanan penanaman modal, sinergitas kebijakan 
penanaman modal, minat investasi, dan pemahaman publik 
tentang layanan perijinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat serta 
tersedianya rekomendasi terkait lokasi yang layak dijadikan 
Kawasan Ekonomi Khusus. 

Permasalahan pelaksanaan progam Peningkatan Iklim, 
Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jadwal kegiatan yang 
masih belum pasti terutama kegiatan promosi yang 
dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam 
pengalokasian anggaran. 

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga 
Keuangan Non-Perbankan 

Program ini dilaksanakan oleh Biro Investasi dan BUMN 
Provinsi Jawa Barat melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran sebesar Rp.3.219.000.000,- dan realisasi 
anggaran sebesar Rp.2.892.745.210,- atau 89,86Yo. Outcomes 
Program adalah meningkatnya kontribusi keberadaan BUMD 
terhadap PAD per tahun, meningkatnya peran Lembaga 
Keuangan Non Perbankan, Otonomi Daerah, Pemerintahan 
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 


Kepegawaian dan Persandian. 
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2. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan 
Persandian 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 

terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 

Barat untuk Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai 

berikut: Jumlah Penerbitan Perijinan 44.362 Ijin dan indeks 

Keterbukaan Informasi publik sebesar 76,50 poin dari target 75,- 

poin, Pendapatan Asli Daerah 17.042 triliyun rupiah, indeks 

demokrasi 71,52 poin (2015). Indikator kinerja tersebut dicapai 


melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 
Program Tersebut dilaksanakan oleh beberapa PD/Biro 
dilingkungan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar 
Rp.26.371.585.700,- realisasi anggaran sampai dengan akhir 
bulan September 2016 sebesar Rp.20.686.252.037,- (78,44Y0). 
Outcomes program adalah meningkatnya Pengelolaan Keuangan 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat, terinformasikannya 
pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan 
akuntabel dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah serta tercapainya pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
kepada masyarakat dengan hasil opini Wajar Tanpa 


Pengecualian (WTP). 


2) Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 
Program Tersebut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi 
Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III dengan 1 (satu) 


kegiatan, Dinas Pendapatan Daerah dengan 2 (dua) kegiatan 





Il - 95 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





dan Inspektorat dengan 6 (enam) kegiatan dengan total 
anggaran sebesar Rp.20.610.029.500,- realisasi sampai 
dengan akhir September 2016 sebesar Rp.20.374.688.771,- 
(98,86Y0). 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Terbatasnya 
jumlah aparat pengawasan (auditor dan P2UPD) dan kualitas 
auditor dan P2UPD yang kurang memadai disebabkan 
meningkatnya kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan 
kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan 
peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para 
auditor secara proporsional. Seiring dengan semakin 
berkurangnya tenaga Auditor yang memasuki masa pensiun, 
Inspektorat harus menyiapkan tenaga - tenaga baru 
(regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta 
adaptif dalam waktu relatif singkat, yang mana hal ini tentu 
sulit untuk mewujudkannya. 
3. Bidang Pendidikan 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kesatu 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Pendidikan dengan perhitungan metode baru 
(Forecast) adalah sebagai berikut: APK Pendidikan Tinggi 17,76 
persen (metode baru), Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan 
untuk mendapat HAKI 42 Buah, Jumlah Penduduk Melek TIK 
usia 12 Tahun ke atas 7.722.903 orang. Indikator kinerja 


tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 
Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar Outcomes dari 
program ini diantaranya: meningkatnya kesempatan 


melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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4. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Ketiga 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 
sebagai berikut: Jumlah Penduduk 47.379.389 Jiwa, dan Laju 
Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,43”o. Indikator kinerja 


tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 
oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Jawa Barat melalui 3 (tiga) kegiatan dan 1 kegiatan 
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi 
Jawa Barat dengan total alokasi anggaran sebesar 
Rp.2.016.843.750,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.1.726.242.017,- (85,59Y0). Outcomes Program adalah 
Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Penyusunan 
Profil Perkembangan Kependudukan terkendala dengan 
pemenuhan data lintas sektor dan data mobilitas penduduk, 
(2) Alokasi anggaran pengadaan Buku Profil sangat terbatas 
sehingga kualitas pencetakan Buku Profil kurang maksimal 
dan belum tersedia dalam bentuk digital (e-Book), (3) Belum 
adanya Petugas khusus pencatatan pendaftaran penduduk di 
desa/kelurahan se Jawa Barat, (4) Keterlambatan input data 
kedalam SIAK oleh pengelola administrasi kependudukan baik 
di desa/kelurahan maupun Kecamatan, (5) Kurangnya sarana 
dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi 
kependudukan, (6) Kurangnya kesadaran penduduk dalam 
melaporkan peristiwa penting kependudukan, berpengaruh 


kepada database kependudukan skala provinsi. 
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5. Bidang Lingkungan Hidup 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Keempat 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 adalah 
sebagai berikut: capaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar 
dengan tingkat cemar sedang sebesar 56,126, Capaian Kawasan 
Lindung terhadap Luas Wilayah sebesar 37,20Y0, Penurunan emisi 
Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 11,45Y6. Indikator kinerja Bidang 
Lingkungan Hidup tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan 


sebagai berikut: 


1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup 
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 
Lingkungan Hidup memiliki indikator capaian Status Mutu 
Sungai dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 
sebesar 56,12”o dengan target 11,2-11,7. Outcomes program 
adalah 1) Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh 
industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwunng, dan 
DAS Prioritas lainnya, 2) Terkendalinya beban emisi dari 
kendaraan bermotor & industri, 3) Terlaksananya pengawasan 
pemanfaatan B3 & pembuangan limbah B3 pada industri dan 
rumah sakit, 4) Meningkatnya adaptasi & sinkronisasi kebijakan 
tata kelola lingkungan, 5) Meningkatnya upaya penegakan 
hukum lingkungan atas dugaan pencemaran & atau 
perusakan lingkungan hidup. Program ini terdapat 27 (dua 
puluh tujuh) kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, 2 (dua) 
kegiatan dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dan 1 
(satu) kegiatan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 
dengan total anggaran sebesar Rp.42.750.585.000,- dan 
realisasi anggaran Rp.37.690.964.458,- (88,160). 
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2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup memiliki indikator tingkat rehabilitasi 
lahan kritis, dengan target sebesar 34,00» pada Tahun 2016 
dengan capaian sebesar 46,98Y5. Outcomes program adalah 1) 
Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis, termasuk di kawasan 
DAS prioritas, Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di 
kawasan hutan Negara, Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan 
di kawasan perkebunan, 2) Meningkatnya upaya perlindungan 
keanekaragaman hayati (kehati)) Meningkatnya upaya 
konservasi kawasan hutan Negara dan kawasan sekitar mata 
air, Meningkatnya peran lintas pelaku dalam penanganan 
gangguan & pencegahan kerusakan kawasan hutan, 3) 
Meningkatnya pengembangan budi daya hutan rakyat, 
Meningkatnya upaya konservasi lahan pertanian melalui 
sistem usaha tani konservasi, 4) Terpantaunya Kondisi dan 
kualitas air tanah & sumber-sumber air. Program ini terdapat 
13 (tiga belas) kegiatan, 4 (empat) kegiatan dilaksanakan oleh 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa 
Baratt, 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial 
Dasar, 8 (delapan) kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar 
Rp.21.712.219.000,00 dan realisasi anggaran 
Rp.19.401.625.933,00 (89,36Y0). 

3) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memiliki 
indikator Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dengan 
target sebesar 4-5 Yo pada Tahun 2016, dan capaian target 
sebesar 11,450. Outcomes program adalah 1) Meningkatnya 
upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas 
rumah kaca pada sektor pertanian, Kehutanan, energi, 


transportasi, industri, limbah dan sampah, dan 2) Meningkatnya 
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ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. 
Program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, 4 (empat) kegiatan 
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Daerah Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) kegiatan dilaksanakan 
oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar, 1 (satu) kegiatan dilaksanakan 
oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan 1 (satu) 
kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Barat dengan total anggaran sebesar Rp.1.474.245.000,- dan 
realisasi anggaran Rp.1.399.249.550,- (94,91Yo). 

4) Program Pengelolaan Kawasan Lindung 
Program Pengelolaan Kawasan Lindung memiliki indikator 
Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah, 
dengan target sebesar 38.00yo-39.00Y6 pada Tahun 2016, dan 
capaian target sebesar 37,200. Outcomes program adalah 1) 
Terwujudnya peningkatan luas & fungsi kawasan lindung 
454,2) — Terlaksananya Koordinasi dalam mewujudkan 
pencapaian kawasan lindung 456,3) Meningkatnya upaya 
pengelolaan lahan budi daya masyarakat untuk menunjang 
fungsi lindung, 4) Tersusunnya pranata dan indikator 
pengelolaan kawasan lindung, 5) Terlaksananya tata kelola & 
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan Negara, 6) 
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan kawasan lindung 
Nasional, provinsi 8& Kabupaten/kota. Program ini terdapat 9 
(sembilan) kegiatan, 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, 1 (satu) kegiatan 
dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar, dan 7 (tujuh) 
kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Barat dengan total anggaran sebesar Rp.4.286.480.000,- dan 
realisasi anggaran Rp.4.183.775.102,- (97,60Yo). 

5) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 
Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut memiliki 
Outcomes program Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan 


Mangrove, kawasan Pesisir & Laut. Program ini 1 (satu) 
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kegiatan dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dengan 
total anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi anggaran 
Rp.46,299,000,- (92,60”0). 
6. Bidang Pekerjaan Umum 
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kedua 
dan Keempat terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
Provinsi Jawa Barat untuk Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai 
berikut: Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi baik dan 
Sedang) sebesar 98,016. Indikator kinerja Bidang Pekerjaan Umum 


tersebut di capai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 
memiliki indikator yaitu Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi 
Baik dan Sedang) yang meningkat menjadi 98,01” pada Tahun 
2016. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi 
Jawa Barat melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total 
alokasi anggaran Rp.640.307.528.594,- atau 99,54”o. Outcomes 
program adalah meningkatnya kemantapan jalan menjadi 


98,60”o pada Tahun 2018. 


2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Program  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
dengan indikator Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan 
Sedang) yang meningkat menjadi 98,01”o pada Tahun 2016. 
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi 
Jawa Barat melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total alokasi 
anggaran Rp.242.861.394.025,- dengan realisasi anggaran 
Rp.240.879.937.421,-, atau 99,18”o. Outcomes program adalah 
meningkatnya kemantapan jalan menjadi 98,600 pada Tahun 


2018. 


3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 


dengan indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 
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pendukung pengelolaan jalan dan jembatan, yang mencapai 
7440 pada Tahun 2016. Program ini dilaksanakan oleh Dinas 
Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) kegiatan 
dengan total alokasi anggaran Rp.4.997.505.000,-, dengan 
realisasi anggaran Rp.4.882.531.480,-, atau 97,74Y0. Outcomes 
Program adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan menjadi 


81”o pada Tahun 2018. 


4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan bertujuan 
terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan jalan 
dan jembatan di Jawa Barat. Program ini dilaksanakan oleh 
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) 
kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp.1.228.649.692,- 
dengan realisasi anggaran Rp.1.195.197.115,- atau 97,28Y6. 
Outcomes Program adalah meningkatnya ketersediaan 


informasi jalan dan jembatan menjadi 100”o pada Tahun 2018. 


7. Bidang Pariwisata 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kelima 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Bidang Pariwisata dilakukan melalui kebijakan 
pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya dan 
ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa — Bali. Bidang 
Pariwisata Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi 
Kelima terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi 
Jawa Barat untuk Bidang Pariwisata dilakukan melalui kebijakan 
pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya dan 
ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali dengan 
pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 
Tahun 2016 sebanyak 4.428.094 orang dan jumlah kunjungan 


wisatawan Nusantara sebanyak 58.728.666 orang. 
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Indikator kinerja Bidang Pariwisata tersebut dicapai melalui 


Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) 


2) 


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Program Pengembangan Destinasi Wisata, pada Tahun 2016 
program ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Barat melalui 28 kegiatan dengan total alokasi 
anggaran Rp.10.174.370.000 dan realisasi anggaran 
Rp.9.151.245.739,- atau 89,94”o. Outcomes Program ini adalah 
meningkatnya kualitas dan kuantitas objek wisata. 
Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Belum 
memadainya fasilitas pendukung pariwisata sebagai 
pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan terhadap 
faktor pendukung dan infrastruktur pariwisata, aksesibilitas 
menuju obyek wisata dan pengemasan kawasan-kawasan 
wisata di Jawa Barat, (2) peran serta masyarakat dan seluruh 
stakeholder pariwisata belum berperan secara aktif dalam 
kepariwisataan daerah bersama-sama dengan pemerintah, 
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini 
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada 
Tahun 2016 program ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melalui 19 (sembilan belas) 
kegiatan dengan total anggaran Rp.11.609.060.000,- dan 
realisasi anggaran Rp.9.237.228.279,- atau 79,57Yo. Outcomes 
program ini adalah terpromosikannya pariwisata Jawa Barat 
melalui event di dalam dan luar negeri, media cetak dan 
elektronik. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah upaya promosi 
yang masih belum terintegrasi baik dengan Pemerintah Pusat, 
antar instansi pemerintah di Provinsi, assosiasi pariwisata 


maupun industri pariwisata. 
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8. Bidang Kebudayaan 

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kelima 
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 
Barat, indikator Bidang Kebudayaan yaitu: Pengusulan HKI 
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Pengusulan HKI Seni Tradisi, 
dan Pengelolaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. Indikator 
kinerja Bidang Kebudayaan tersebut dicapai melalui Program dan 


Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengembangan Nilai Budaya 

Pencapaian Tahun 2016 pada Program Pengembangan Nilai 
Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan, Biro Pelayanan Sosial Dasar, Dinas Pendidikan 
dan Dinas Permukinan dan Perumahan memiliki indikator 
pengelolaan bahasa, sastra dan aksara daerah sebanyak 3 (tiga) 
jenis, pengusulan HKI warisan budaya tak benda sebanyak 8 
(delapan) usulan, dan Pengusulan HKI Seni Tradisi sebanyak 
1 “usulan. Outcomes program meningkatkan apresiasi 
masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, 
Meningkatkan apresiasi masya rakat terhadap seni dan 
perfilman daerah, meningkatkan sumber daya manusia di 
bidang seni dan budaya. Pada Tahun 2016 program ini 
dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Biro 
Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat melalui 40 (empat 
puluh) kegiatan dengan total anggaran Rp.17.095.732.500,- dan 
realisasi anggaran Rp.15.333.753.815,- atau 89,69Y6. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Adanya 
kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada 
masyarakat Jawa Barat, (2) Masih banyaknya aset peninggalan 
sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan 
hilang atau musnah, (3) Masih kurangnya apresiasi masyarakat 
terhadap eksistensi museum sebagai salah satu media 
informasi budaya, media pendidikan, obyek wisata budaya, dan 


sarana penelitian, (4) Masih banyaknya aset seni budaya Jawa 
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2) 


Barat yang belum terinventarisasi dan  terdokumentasikan 
sehingga menyulitkan proses pengusulan HKI (Hak atas 
Kekayaan Intelektual) atas asset seni budaya tersebut. 

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Biro 
Pelayanan Sosial Dasar dan Dinas Pendidikan dengan Outcomes 
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek 
kesejahteraan, nilai-nilai tradisi, permuseuman, dan 
kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, 
meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan 
Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya memiliki 
indikator pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah dan 
pengusulan HKI seni tradisi. Pada Tahun 2016 program ini 
dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Biro 
Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat melalui 44 (empat 
puluh empat) kegiatan dengan total anggaran 
Rp.20.120.980.000,- dan realisasi anggaran 
Rp.19.238.466.500,- atau 95,61Yo. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah (1) Adanya 
potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat 
khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang 
kian bersaing dengan unsur budaya asing, (2) Masih kurangnya 
ruang publik bagi masyarakat tempat berapresiasi dan 
menggelar karya seni, (3) Rendahnya apresiasi dan kecintaan 
terhadap budaya lokal, dan sejarah Lokal, (4) Banyaknya jenis 
kesenian Jawa Barat yang terancam punah dan semakin 


berkurangnya jumlah maestro seni di Jawa Barat. 


. Bidang Pemuda dan Olah Raga 


Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Misi Kelima 


terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa 


Barat untuk Bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai 


berikut: capaian Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Iternasional 
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pada Tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) orang dari target 3 (tiga) 


orang. Pada Tahun 2016 Jawa Barat meraih juara umum PON 


XIX dengan jumlah mendali sebanyak 531 medali, 217 emas, 157 


perak dan 157 perunggu. Selain Juara Umum PON XIX, Jawa 


Barat juga meraih Juara Umum PEPARNAS ke XV dengan raihan 


mendali 355 medali, 178 emas, 104 perak dan 73 perunggu. 


Indikator kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga tersebut 


dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda 


2 


— 


Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda 
memiliki indikator jumlah pemuda berprestasi berkontribusi 
pembangunan Jawa Barat, ketersediaan pembinaan lembaga 
dan organisasi kepemudaan dan meningkatnya kematangan 
karakter dan mental pemuda menuju Jawa Barat juara. 
Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan melalui Biro 
Pengembangan Sosial dan 5 (lima) kegiatan oleh Dinas Olah 
Raga Dan Pemuda dengan total alokasi anggaran 
Rp.9.632.256.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.9.248.154.600,- atau 96,010, Outcomes Program adalah 


Meningkatnya Pembinaan Karakter Pemuda. 


Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan 
Olahraga 

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan 
Olahraga memiliki indikator jumlah sarana olahraga 
masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik bermutu, 
jumlah olahragawan berprestasi, jumlah organisasi 
kemasyarakatan dan pemuda. Program ini dilakukan melalui 20 
(dua puluh) kegiatan dengan total alokasi anggaran 
Rp.559.202.119.202,- dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp.506.739.373.088,- atau 90,6Y0. Outcomes Program adalah 
Meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara 


berkelanjutan dan olahraga masyarakat. 
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10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dilaksanakan melalui dua program, yaitu Program Peningkatan 
Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
dan Anak. Indikator Pemberdayaan Gender pada Tahun 2016 
sebesar 69,02 poin. Pada Tahun Anggaran 2016 alokasi anggaran 
yang di sediakan oleh APBD untuk menangani masalah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 
Rp.19.447.547.300,- dan terealisasi sebesar Rp.17.149.282.287,- 
(88,187). 


1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 
Gender dalam Pembangunan 
Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 
Gender dalam Pembangunan memiliki dua indikator, yaitu 
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG). Capaian indikator Tahun untuk Indeks 
Pembangunan Gender (IPG) adalah : 89,11 (2015), IPG tidak 
tercapai, sama dengan IPM karena terdapat perubahan cara 
perhitungan, namun Jawa Barat menjadi provinsi yang 
kenikan IPG nya ke 3 (tiga)tertinggi di Indonesia. 
Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah : 69,02 
(2015) dan 69,02 poin pada Tahun 2016. Alasan tidak tercapai 
IDG, yang terlihat turun prosentase perempuan di parlemen. 
Undang Undang Pemilu baru mensyaratkan kewajiban partai 
dalam persentase calon perempuan, tapi tidak dilindungi 
dengan penetapan menjadi anggota, sehingga pada beberapa 
partai politik walaupun suara perempuan cukup, akhirnya 
yang ditetapkan menjadi anggota parlemen adalah laki-laki. 
Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp.3.571.250.000,- dan realisasi 
anggaran Rp 3.330.779.900,- (93,27Y60). Outcomes Program 
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adalah meningkatnya pencapaian Indeks Pembangunan Gender 


(IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 


2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan dan Anak memiliki beberapa indikator capaian, 
yaitu jumlah desa/kelurahan P2WKSS dengan capaian : 211 
Desa/Kelurahan, Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui 
PEKKA dengan capaian : 501 Desa/Kelurahan, Prosentase 
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (trafiking) 
dengan capaian : 40”, Jumlah Kota Layak Anak dengan 
capaian : 35 desa/kelurahan. Pada program ini alokasi 
anggaran yang disediakan pada APBD murni T.A. 2016 sebesar 
Rp.15.826.297.300,- dan realisasi anggaran 
Rp.14.050.470.672,- (88,78Yo). Outcomes program adalah 
meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS, meningkatnya 
pembentukan Kelompok PEKKA per tahun, menurunnya 
Cakupan Pengaduan Korban kekerasan terhadap perempuan 
dan anak, meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang dibina 
menjadi Kota Layak Anak. Program Peningkatan Kualitas Hidup 
dan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui 


18 kegiatan. 


11. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 

Pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, 
yang dijalankan oleh BP3AKB dilaksanakan melalui 3 (tiga) 
program yaitu, Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan 
Keluarga, Program Pelayanan Keluarga Berencana dan Program 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alokasi anggaran yang 
disediakan oleh APBD T.A. 2016 sebesar Rp.12.786.414.500,- dan 
terealisasi sebesar Rp.10.907.124.776,- (85,77 Yo). 
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1) Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 


2) 


3) 


Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 
dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu Kegiatan Ketahanan 
Keluarga dan Kegiatan Motivator Ketahanan Keluarga. Alokasi 
anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program 
Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Tahun 
Anggaran 2016 sebesar Rp.10.252.414.500,- dan realisasi 
anggaran Rp.8.389.076.398,- (81,83Yo) Indikator dalam program 
tersebut adalah Jumlah angka perceraian dengan capaian 
sebesar: 74.362 kasus pada Tahun 2016. Outcomes dari 


program tersebut adalah terwujudnya Keluarga Sejahtera. 


Program Pelayanan Keluarga Berencana 

Program Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 
satu kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kesertaan ber-KB. 
Alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan 
Program Pelayanan Keluarga Berencana pada T.A. 2016 
sebesar  Rp.1.634.000.000.00,- dan realisasi anggaran 
Rp.1.349.419.270,- (82,58Yo). Indikator pada Program Pelayanan 
Keluarga Berencana adalah : Prosentase peserta KB aktif 
terhadap Pasangan Usia Subur, pada Tahun 2016 mencapai 
sebesar 74,88Y6, indikator penurunan Total Fertility Rate (TFR) 
melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan capaian 
sebesar: 2,6 poin (2014). Outcomes dari program tersebut 
adalah Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam 
program keluarga berencana, Meningkatnya rata-rata usia 
kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan), Meningkatnya 
ketahanan keluarga peningkatan ekonomi keluarga prasejahtera 
dan KS 1 serta Pengembangan Bina Keluarga, Menurunnya laju 


pertumbuhan penduduk. 


Program Pendewasaan Usia Perkawinan 
Program Pendewasaan Usia Perkawinan dilaksanakan di 


BP3AKB melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Sosialisasi 
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Pendewasaan Usia Perkawinan, dengan indikator Usia Kawin 
Pertama Wanita dengan capaian sebesar 19,60 Tahun pada 
Tahun 2016. Alokasi anggaran yang disediakan untuk 
melaksanakan Program Pelayanan Keluarga Berencana pada 
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.900.000.000.00,- dan 
realisasi anggaran Rp.840.269.132.00,- (93,36Y60). Outcomes 
dari program tersebut adalah meningkatnya rata-rata usia 


kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan). 


12. Bidang Komunikasi dan Informatika 

Paket lelang seluruh instansi pengguna LPSE Provinsi Jawa 
Barat sampai dengan 31 Desember 2016, total paket 1.936 Paket, 
dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.021.445.805.932,89,- dan 
dari penawaran diperoleh efisiensi sebesar 
Rp.866.984.184.167,49,- (21,90”o). Paket lelang OPD Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat yang didanai APBD Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat sebanyak 900 paket lelang, dengan jumlah pagu anggaran 
sebesar Rp.2.418.563.932.489,39,- dan diperoleh efisiensi sebesar 
Rp.469.730.950.522,65,- (18,92Y0). Jumlah penyedia yang 
terdaftar pada LPSE Provinsi Jawa Barat sebanyak 34.565 
penyedia barang/jasa. Agency pengguna yang dilayanan oleh LPSE 
Provinsi Jawa Barat, termasuk ULP Provinsi Jawa Barat 
sebanyak 41 (empat puluh satu) Satuan Kerja yang terdiri dari 
3 (tiga) Kabupaten/Kota, instansi vertikal, Perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta, BUMD serta BUMN. Penyedia barang dan Jasa yang 
terverifikasi pada LPSE Provinsi Jawa Barat sebanyak 34.565 
Perusahaan. Untuk pelayanan bersadarkan hasil Survei kepada 
pengguna, Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada LPSE Provinsi 
Jawa barat mencapai predikat sangat baik dengan mutu pelayanan 
mendapat nilai “A”. Untuk Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah 
Dalam Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Sesuai 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2015 


mendapatkan nilai 84, (kategori Hijau yang bermakna bahwa 
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pelayanan yang telah diberikan telah memenuhi standar 
pelayanan) , dan indeks Keterbukaan Informasi publik sebesar 
76,50 poin dari target 75,00 poin. Indikator kinerja Bidang 
Komunikasi dan Informatika tersebut dicapai melalui Program 


dan Kegiatan sebagai berikut: 


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, 
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Program Tersebut dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan 
Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanaman Modal dan 
Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Humas 
Protokol dan Umum Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga 
Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kantor Perwakilan 
Pemerintahan, Sekretariat Dp Korpri Provinsi Jawa Barat, dan 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa 
Barat. Program ini terdiri 54 Kegiatan dengan total anggaran 
sebesar Rp.65.502.978.261,- realisasi sebesar 
Rp.60.081.458.128,- (91,72Yo0), capaian indikasi sasaran 
program adalah Rasio perijinan lembaga penyiaran sebanyak 
75,380 dan status mutu isi siaran lembaga penyiaran dengan 
ukuran persentase pelanggaran isi siaran sebanyak 9,245. 
Outcomes program adalah meningkatnya penyelenggaraan 
pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
elektronik sebesar 55 persen (2016), meningkatnya pelayanan 
informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan 
sebesar 100 persen (2016), meningkatnya indeks Teknologi 


Informasi Komunikasi (TIK), meningkatnya jumlah penduduk 
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melek TIK, meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi 
pembangunan sebesar 176 koneksi (2016), meningkatnya 
jumlah perijinan lembaga penyiaran, meningkatnya mutu isi 
siaran lembaga penyiaran, meningkatnya kualitas SDM 
penyiaran, dan meningkatnya jumlah masyarakat yang melek 
media penyiaran di Provinsi Jawa Barat. 

Permasalahan pelaksanaan program adalah Pengembangan 
Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan 
Teknologi Informasi adalah adanya perubahan rencana 
kegiatan yang dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2016. 

Dari kondisi pelaksanaan kinerja program diatas secara umum 
pelaksanaan kinerja program berjalan dengan baik, namun terdapat 
sebanyak 15 program yang kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) 
dibawah 806, hal tersebut sangat berpengaruh pada pencapaian Indikator 
Kinerja Daerah (IKD), dimana Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan 
akumulasi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya 
hasil dari kondisi pelaksanaan kinerja program akan diolah bersama 
dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi permasalahan 
pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. 

Rencana pembangunan di Jawa Barat tidak hanya didanai dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, 
terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN dan kerjasama 
dengan pihak swasta melalui Program 'TJSL dan PKBL. Adapun 
perkembangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan, yang dikelola oleh Perangkat Daerah di 


Kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi, sebagai berikut: 
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Tabel 2.9 
Perkembangan Pendanaan APBN 


(Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) 


Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017 























Jenis APBN 
Pagu Dana Jumlah 
Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 
2013 1.057.619.548.000,00| 864.220.603.000,001 1.921.840.151.000,00 
2014 360.214.143.000,00| 900.244.748.000,00| 1.260.458.891.000,00 
2015 535.487.821.000,00| 685.366.350.000,00| 1.220.854.171.000,00 
2016 631.685.958.000,00| 633.389.036.000,00| 1.265.074.994.000,00 
2017 436,495,090,000,00| 431,243,048,000,00 867,738,138,000,00 




















Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan 


APBN pada 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi kenaikan dan 


penurunan yang cukup besar, dan Tahun 2018 berada pada posisi 
penurunan. yang besar dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat 
melalui Surat Edaran Bersama (SEB) 


tiga Menteri Bappenas, 


Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI yang menyatakan 
pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan dalihkan ke Dana Alokasi Kuhusus (DAK). 
Pelaksanaan penggunan yang pendanaannya bersumber dari 
Dana APBN Tahun Anggaran 2016, paling besar digunakan untuk 
pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 
Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan 
Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, Program Penyedian dan 
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan Nilai Anggar 


belanja sbesar Rp. 563,3 Milyar. Selain itu juga digunakan untuk 


pembiayaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Operasi dan 
Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA, Jaringan irigasi permukaan 
kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara, Layanan 


Perkantoran) dengan anggaran sebesar Rp. 105,4. 
Selain pendanaan yang bersumber dari APBN, Pemerintah 


Provinsi Jawa Barat melibatkan peran serta kalangan dunia usaha 
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melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dimana program 
tersebut ditujukan untuk mensinergikan pendanaan untuk pelaksanaan 
program pemerintah Provinsi Jawa Barat, fokus pelaksanaan Program 
PKBL dan TJSL bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, 
ekonomi dan infrastruktur, dengan prinsip pendanaan rupiah sama 
dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan 
koordinasi derajat rendah. 

Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap 
perusahaan melaksanakan TJSL dan PKBL secara mandiri sehingga 
dana TJSL dan PKBL dikelola langsung oleh perusahaan yang 
bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program 
pembangunan di Jawa Barat yang bersumber dari TJSLP/PKBL dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.10 
Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/ PKBL BUMD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013 s/d 2016 


























NAMA 
si PERUSAHAAN 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

PD. Jasa & 

1 Kepariwisataan 66.185.000 55.347.500 64.140.000 94.926.800 
(JAWI) 
PT Bank BJB. 

2 kang 1.500.000.000 12.424.330.360 17.308.357.887 12.584.260.942 21.582.752.378 

3 PT Jasa Sarana 950.000.000 1.780.478.100 955.000.000 1.440.000.000 660.000.000 
JUMLAH 2.450.000.000 | 14.270.993.460 | 18.318.705.387 | 14.088.400.942 | 22.337.679.178 




















Dengan melihat Tabel 2.4 diatas untuk realiasi program CSR/TJSLP 
perusahaan yang bersumber dari BUMD di Jawa Barat dengan kurun 
waktu 5 (lima) Tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sebesar Rp. 65.4 
Milyar melalui realisasi kegiatan pembangunan sektor pendidikan yaitu 


berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). 








Ik 
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Tabel 2.11 
Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar 
Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 S/D 
































































































































2016 
NILAI INVESTASI TJSL-PKBL 
NO NAMA PERUSAHAAN 
2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 
Perum Jaminan Kredit Indonesia 

1 (JAMKRINDO) 557.549.000 413.264.000 40.000.000 112.916.590 
2 Perum Jasa Tirta II 909.473.500 1.229.128.800 865.209.500 402.864.250 
3 Perum Perhutani Unit III 676.087.850 286.050.000 7.520.344.623 

4 PT Adhi Karya 2.293.278.750 857.500.000 396.596.000 

5 PT Aneka Tambang (ANTAM) 7.521.576.514 4.825.862.901 2.947.804.271 
6 Hn Aa 1.939.214.444 | 2.561.011.155 371.898.415 

7 PT Asuransi Abri (ASABRI) 1.461.990.000 331.954.000 49.360.000 

8 PT Asuransi Jasa Indonesia 392.000.000 406.277.000 450.000.000 370.000.000 
9 PT Asuransi Kesehatan 98.000.000 

10 PT Bank Mandiri 2.781.346.223 2.346.160.666 662.319.500 

11 PT Bank Negara Indonesia (BNI) 2.274.197.834 2.751.393.651 

12 PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) 4.302.463.267 3.930.637.000 3.748.741.000 3.690.168.000 
13 PT Bank Tabungan Negara Kanwil 

Bandung 

14 PT Bio Farma 9.727.926.326 12.680.822.681 16.473.450.576 5.337.927.483 
15 | PT Brantas Abipraya 

16 | PT Hutama Karya 

17 | PT Indofarma 

18 PT Jasa Marga Cab. Purbaleunyi 1.211.496.550 403.521.250 1.000.000.000 1.662.852.750 
19 PT Jasa Raharja 800.280.000 2.964.220.000 240.850.000 1.109.713.700 
20 PT LEN Industri 597.125.000 337.000.000 453.495.650 
21 | PT Nindya Karya 

22 PT Pegadaian 815.467.000 278.877.700 133.770.750 1.666.747.750 
23 | PT Pelabuhan Indonesia II Cirebon 607.750.000 16.850.000 

24 | PT Pembangunan Perumahan 

25 | PT Perkebunan Nusantara VIII 5.294.928.000 
26 PT Pertamina (SR PP Regions JBB) 4.335.837.528 10.921.472.652 
27 ne ea Te 7.730.088.764 | 6.394.406.448 | 3.a6a.9gag.a75 | 4.549.054.210 
28 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1.913.623.000 4.816.309.099 530.000.000 2.085.091.923 
29 PT Pindad 1.675.902.300 321.128.750 187.594.750 154.770.520 
30 | PT Pos Indonesia Kanwil Bandung 1.061.800.000 301.875.000 
31 Pe apa Pena aa 434.500.000 976.900.000 445.100.000 265.100.000 
32 PT Pupuk Kujang 1.990.361.400 1.803.703.450 2.426.125.200 
33 PT Sucofindo 1.206.000.000 1.361.000.000 

34 PT Taspen 214.576.000 

JUMLAH 51.046.374.838 | 50.256.354.284 | 47.101.344.218 | 43.752.907.949 
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Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR/TJSLP 
perusahaan yang bersumber dari BUMN di Jawa Barat denga kurun waktu 
5 (lima) Tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Biofarma Rp. 
63 Milyar, sedangkan untuk peringkat kedua dilakukan oleh PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang dengan anggaran sebesar RP. 22 
Milyar dan peringkat ketiga dilakukan oleh perusahaan PT Aneka 
Tambang dengan anggaran sesbesar 17,8 Milyar. 

Dengan melihat pertumbuhan /perkembangan peminatan para 
perusahaan sebagai mitra CSR Jabar dari kalangan BUMN di Jawa Barat 
sebgaimana Tabel 2.5 terhadap misi kemanusaian (pembangunan 1000 
Ruang Kelas Baru) dan lingkungan maka pencapaianya perlu ditingkatkan 
terus melalui sosialisasi Program CSR Jabar kepada seluruh perusahaan 
BUMN di Jawa Barat dengan melibatkan Kementerian BUMN RI sebagai 
Pembina para perusahaan BUMN kususnnya untuk Wilayah perusahaan- 
perusahaan BUMN di Jawa Barat, supaya sinergitas dan sinkronisasi 
program CSR/TJSLP antara Tim Fasilias CSR Jabar dengan semua 
perusahaan BUMN yang ada di Jawa Barat berjumlah 112 perusahaan 
BUMN dapat lebih berperan aktif dalam rangka percepatan pembangunan 
melalui sinergi Program CSR BUMN di Jawa Barat. 


Tabel 2.12 
Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/ PKBL Swasta di Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2011 S/D 2016 





NILAI INVESTASI TJSL-PKBL 





NO NAMA PERUSAHAAN 


2013 (Rp) 


2014 (Rp) 


2015 (Rp) 


2016 (Rp) 





Chevron Geothermal 
Indonesia Ltd. (Drajat - 
Garut) 


3.716.500.000 


2.520.500.000 


10.813.500.000 


4.696.900.000 





Chevron Geothermal 
Indonesia Ltd. (Salak) 


3.337.967.575 


579.028.390 


6.417.364.875 














3 PT Alfamart 1.222.600.605 790.553.580 
4 PT Astra International 3.090.000.000 830.000.000 
5 PT Bank Danamon, Tbk 23.200.000 
Kanwil Jabar 
6 PT Belfoods Indonesia 40.918.300 4.400.000 72.006.300 





PT Bakti Usaha Menanam 
Nusantara (BUMN) Hijau 
Lestari 


2.807.100.000 











PT Coca Cola Amatil 
Indonesia 











219.627.250 





1.127.423.900 
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NILAI INVESTASI TJSL-PKBL 




























































































NO NAMA PERUSAHAAN 
2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

PT Indocement Tunggal 

9 Prakarsa Tbk. (Citeureup- 8.230.951.560 5.685.630.093 9.435.011.586 3.996.781.546 
Bogor) 
PT Indocement Tunggal 

10 | Prakarsa Tbk. (Palimanan- 4.945.596.334 5.719.631.634 2.129.153.639 
Cirebon) 

Ma er Tagana Font UP 1.524.463.300 | 4.540.341.000 356.211.500 | 1.425.214.000 
Kamojang 

12 | PT Jababeka Tbk. 4.506.420.000 625.000.000 1.712.221.070 

Na Pa aa 881.950.056 539.566.300 694.179.520 888.072.450 
Estate (KIIC) 

14 | PT Marunda Center 367.595.220 1.344.864.427 402.400.000 445.933.765 

15 | PT Menara Terus Makmur 39.000.000 

16 | PT Pindo Deli 3.395.000.000 

ig Pl bana Sampe 6.910.000.000 | 4.083.810.000 2.975.000.000 
Foundation 

18 | PT Sari Ater 149.847.500 94.209.000 

19 | PT Telkomsel 1.100.000.000 400.000.000 

20 PT Tirta Investama - Danone 1.831.410.714 
Agua - - 

On It Toyota Meter 1.725.000.000 
Manufacturing Indonesia 

22 | PT Trans Retail Indonesia 3 500.000.000 
Star Energy Geothermal 

23 (Wayang Windu), Ltd 5.256.700.000 

24 | PT HM Sampoerna, Tbk 2.700.523.217 n 

25 | PT Kino Indonesia 167.734.200 181.132.000 

26 | PT Glostar Indonesia 1 150.903.000 115.019.291 

27 | PT Glostar Indonesia 2 123.774.000 

Gen pon On ena 7.900.000 13.700.000 
Lubricants Indonesia 

PN am ma 161.900.000 386.500.000 
Indonesia 

30 PT Harapan Anang Bakri and 358.041.400 
Sons 

31 | PT PJB Muara Tawar 1.995.349.661 

32 | PT CONWOOD INDONESIA 338.125.000 

33 | PT MMC Metal Fabrication 62.800.000 

34 | PT FCC Indonesia 100.300.000 

35 | PT Marugo Rubber Indonesia 19.000.000 
PT Indocement Tunggal 

36 | Prakarsa Non Plant (Bandung 402.825.000 
Barat) Tbk 

37 PT Iwatani Industrial Gas 3.012.305.102 





Indonesia 








JUMLAH 





50.281.510.950 





27.563.991.558 





42.471.545.198 





26.147.541.654 
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Dengan melihat Tabel 2.4 diatas untuk realiasi program CSR/TJSLP 
Perusahaan yag bersumber dari swasta di Jawa Barat denga kurun waktu 
5 (lima) Tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT. Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk. (Citeureup-Bogor) sebesar Rp. 27,9 Milyar, 
sedangkan untuk peringkat kedua dilakukan oleh Chevron Geothermal 
dan peringkat 


Ltd 


Indonesia Ltd dengan anggaran sebesar RP. 21,7 Milyar, 
ketiga dilakukan oleh perusahaan Chevron Geothermal Salak 
dengan anggaran sebesar 16,9 Milyar. 

Perkembangan pendanaan kegiatan TJSL dan PKBL di Provinsi 
Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan yang besar hal tersebut 
ditunjukan dari tabel berikut ini. 


Tabel 2.13 


Perkembangan Pendanaan Kegiatan TJSL/PKBL 
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 S/D 2016 


























peer NILAI TOTAL INVESTASI PRGRAM TJSL/PKBL JAWA BARAT 
NO 
PERUSAHAAN 
2011 (Rp.) 2012 (Rp.) 2013 (Rp.) 2014 (Rp.) 2015 (Rp.) 2016 (Rp.) 
1 | BumDb 
4.282.500.000 2.450.000.000 14.270.993.460 18.318.705.387 14.088.400.942 22.337.679.178 
2 | BUMN 
474.632.697.340 | 27.844.917.722 70.603.896.888 93.604.732.284 47.544.609.018 | 144.661.985.763 
3 | SWASTA 
7.075.000.000 1.975.000.000 50.281.510.950 27.563.991.558 42.471.545.198 88.277.458.623 
Jumlah 485.990.197.340 | 32.269.917.722 | 135.156.401.298 | 139.487.429.229 | 104.104.555.158 | 255.277.123.564 























Pelaksanaan Program TJSLP/PKBL pada tahun 2016 sudah 


dilakukan sinergi dan menunjang pembangunan provinsi Jawa Barat 


Tahun 2016 seperti disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 2.14 Pelaksanaan Program TJSLP/PKBL 





NO URUSAN WAJIB 


PROGRAM 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 


KEGIATAN CSR JABAR 


ANGGARAN 





1 Pendidikan 








Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 


Pembangunan RKB 


3,021,148 ,720 





Pemberian Beasiswa 


151,200,000 





Pelatihan Guru Sekolah 
Dasar 


420,000,000 





Jumlah 


3,592,348,720 








Program Pendidikan 
Menengah dan Tinggi 


Pembangunan RKB 


3,250,212,880 





Pemberian Beasiswa 


635,496,200 








Pelatihan soft skill 





71,300,000 
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PROGRAM 
NO URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN KEGIATAN CSR JABAR ANGGARAN 
DAERAH 
Mahasiswa ITB 
Pembangunan Gedung 279,966,000 
MM FEB Unpad 
Jumlah 4,236,975,080 
Program Pendidikan | Pembangunan RKB 371,343,175 
Anak Usia Dini Non 
Noel Gan Into Pendampingan kader 45,000,000 
PAUD 
Jumlah 
416,343,175 
Program Pembinaan | Peningkatan profesional 225,000,000 
dan Pengembangan | guru 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Jumlah 225,000,000 
Total 8,470,666,975 
2 Kesehatan Program Pengembangan | Bantuan Kesehatan 29,576,000 
Lingkungan Sehat Lingkungan Kantor 
(Fogging) 
Pemberian Alat 20,950,000 
Kebersihan 
Jumlah 50,526,000 
Program Pelayanan | Pengadaan Mobil 2,642,533,877 
Kesehatan Ambulan 
Pemeriksaan Kesehatan 200,000,000 
Warga 
Biaya Bantuan 236,187,500 
Pembangunan Sarana 
Kesehatan 
Biaya Bantuan 500,330,389 
Peningkatan — Kesehatan 
Masyarakat 
Penyediaan Sarana dan 267,965,863 
Prasarana Kesehatan 
Masyarakat 
Kegiatan Balai Pengobatan 1,206,930,629 
Umum dan Vaksinasi 
Peningkatan Kualitas 576,475,954 
Kesehatan Masyarakat 
Response terhadap 21,455,000 
Kejadian Wabah Penyakit 
Peningkatan Kesehatan 179,500,000 
Ibu dan Anak Melalui 
Revitalisasi 
Pusling (Pengobatan, 119,980,983 
penyuluhan & Balita Gizi 
Kurang ) 
Pengobatan umum bagi 85,000,000 
masyarakat 
Jumlah 6,036,360,195 








Program Pengendalian 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 


Jumlah 





Program Penyuluhan dan 
Pemeriksaan HIV AIDS di 
Wilayah Kecamatan Kroya 





40,000,000 


40,000,000 
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untuk siswa tingkat SMA 


PROGRAM 
NO URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN KEGIATAN CSR JABAR ANGGARAN 
DAERAH 
Total 6,126,886,195 
3 Lingkungan Program Pengendalian | Pengadaan Sarana & 1,162,883,450 
Hidup Pencemaran dan Prasarana Tempat 
Kerusakan Lingkungan | Sampah 
Hidup 
Jumlah 
1,162,883,450 
Program Pengelolaan | Pengelolaan 1,469,421,175 
Kawasan Lindung Keanekaragaman Hayati 
Jumlah 
1,469,421,175 
Program Rehabilitasi | Konservasi Lingkungan & 7,096,683,685 
dan Konservasi Sumber | Penanaman Pohon 
Daya Alam dan Cikapundung River Spot 500,000,000 
Lingkungan Hidup Program Konservasi 1,098,000,000 
Darajat -  Gedepahala 
Landscape Program, 
Kerjasama dengan 
Conservation International 
Astra Sentul Eco Edu 500,000,000 
Forest 
Jumlah 9,194,683,685 
Total 11,826,988,310 
4 Pekerjaan Program Pembangunan | Pembangunan Jalan & 7,981,212,750 
Umum dan Peningkatan Jalan | Jembatan 
dan Jembatan 
Jumlah 7,981,212,750 
Program Peningkatan | Bantuan Pembuatan TPT 310,000,000 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 
Jumlah 310,000,000 
Program Pengembangan | Pembangunan & 1,422,319,928 
dan Pengelolaan | Rehabilitasi Irigasi 
Jaringan Irigasi, Rawa 
dan Jaringan Pengairan 
lainnya 
Pembangunan Fasilitas 2,115,874,170 
Air Bersih 
Jumlah 3,538,194,098 
Total 11,829,406,848 
5 Perumahan Program Pengembangan | Perbaikan Rumah Tidak 3,188,950,000 
Perumahan dan | Layak Huni 
Kawasan Permukiman 
Total 3,188,950,000 
6 Kepemudaan Program Pembinaan, Kegiatan Sosial 150,500,000 
dan Olahraga Pemasyarakatan, dan | Kemasyarakatan dalam 
Pengembangan Olah | Bidang Olah Raga 
Raga Penyelenggaraan Festival 66,500,000 
Kesenian Tradisional 











Total 
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PROGRAM 
NO URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN KEGIATAN CSR JABAR ANGGARAN 
DAERAH 
217,000,000 
7 Koperasi, usaha Program Pengembangan Pelatihan UMKM 6,202,761,416 
kecil, dan Kewirausahaan dan | Pemberian Modal Usaha 41,962,048,200 
menengah Keuneenlat Kompetuf Pengembangan Sentra 2,985,000,000 
Koperasi, Usaha Mikro, 1 
3 Jamur Tiram 
Sam na Program Peternakan Sapi 639,999,000 
Terpadu 
Bantuan Peternakan 1389,346,650 
Domba 
Program Pengembangan 523,625,000 
Kampung perikanan 
Terpadu 
Pengembangan proses 536,555,550 
teknologi berbasis padi 
organik bagi masyarakat 
Total 53,039,835,816 
8 Komunikasi Program Pengembangan | Peningkatan dan 272,689,000 
dan Komunikasi, Informasi, | pengembangan Pusat 
Informatika Media Massa, dan | Pendidikan Teknologi 
PemanfaatanTeknologi Informatika dan Komputer 
Informasi Taman interaktif berbasis 100,000,000 
WIFI 
Total 372,689,000 
9 Pemberdayaan Program Peningkatan | TNI Membangun Desa 75,000,000 
Masyarakat dan | Kapasitas Kelembagaan Pembangunan /Renovasi 2,948,000,000 
Desa dan Partisipasi | Balai Pertemuan 
Masyarakat Masyarakat 
Jumlah 3,023,000,000 
Program Pemantapan Bantuan Operasional 240,000,000 
Pemerintahan dan | Desa 
Pembangunan Desa 
Jumlah 240,000,000 
Total 3,263,000,000 
10 Sosial Program Bantuan Korban Bencana 1,608,618,495 
Penanggulangan Alam Banjir 
Bencana Alam dan latihan Relawan Siaga 666, 100,000 
Perlindungan Percana 
Masyarakat 
Total 
2,274,718,495 
11 Kebudayaan Program Pengembangan | Pembangunan Saung 160,000,000 
Nilai Budaya Teater 
Penyelenggaraan Festival 66,500,000 
Kesenian Tradisional 
untuk siswa tingkat SMA 
Total 226,500,000 
12 Perpustakaan Program Pengembangan | Pembuatan Perpustakaan 40,000,000 
Budaya Baca dan | Umum Taman Pamekar 
Pembinaan 
Perpustakaan 
Total 40,000,000 
13 Pariwisata Program Pengembangan | Pengembangan Desa 276,000,000 
Destinasi Wisata Wisata Budaya Ciburial 
Total 
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PROGRAM 
NO URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN KEGIATAN CSR JABAR ANGGARAN 
DAERAH 
276,000,000 
14 Keagamaan Pembangunan Mesjid 2,787,994,000 
Pembangunan Pondok 250,000,000 
Pesantren 
Bantuan Hari Raya Idul 91,229,700 
Fitri 
Bantuan Hari Raya Idul 460,346,950 
Adha 
Pemberian Zakat 261,900,000 
Buka Puasa bersama 205,745,680 
Safari Ramadhan ke Desa 111,000,000 
Total 4,168,216,330 
TOTAL 
105,320,857,969 











Dengan melihat Tabel 2.8 diatas untuk realiasi program CSR/TJSLP yang 
menunjang Program Pembangunan Daerah di Jawa Barat pada tahun 
2016 mencapai nilai investasi sebesar Rp.105,3 Milyar, dengan realisasi 
investasi peringkat pertama berada pada urusan wajib Bidang Koperasi, 
usaha kecil, dan menengah dengan Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah mencapai nilai investasi sebesar Rp. 53 Milyar, sedangkan 
untuk peringkat kedua berada pada urusan wajib Bidang Lingkungan 
hidup dan Pekerjaan Umum mencapai nilai investasi sebesar 11,8 Milyar 
dan peringkat ketiga berada pada urusan wajib Bidang Pendidikan 
dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan 


Menengah dan Tinggi mencapai nilai investasi sebsar Rp.8,5 Milyar. 


2.2.3. Permasalahan dan Rekomendasi 

RKPD Jawa Barat Tahun 2018 merupakan Tahun akhir 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Tahun 2013-2018, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk 
menuntaskan target misi RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
dari hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti adalah: 

Pertama, permasalahan: dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2016 
bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah belum sepenuhnya 
mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), yang mengakibatkan 
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program dan kegiatan Perangkat Daerah belum optimal dalam mencapai 
target RPJMD. Rekomendasi: usulan program dan kegiatan dari Perangkat 
Daerah Tahun 2018 seharusnya tertuang di dalam RENJA yang mengacu 
terhadap RENSTRA. 

Kedua, Permasalahan pembangunan bersumber dari dana Non 
APBD yang merupakan sumber dana lain yaitu APBN dan CSR. 
Permasalahan pembangunan bersumber dari dana APBN dalam 
realisasinya terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, pada 
Tahun 2017 sedang dalam posisi penurunan, hal tersebut disebabkan 
karena dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diarahkan / dialihakan 
ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Rekomendasi mengingat pendanaan yang 
mengarah ke DAK, maka program kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah 
Pusat harus benar-benar terkait dengan prioritas pembangunan Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2018. 

Permasalahan pembangunan bersumber dari dana CSR: belum 
sesuainya kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Perusahaan CSR dengan 
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013, 
Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Hal ini 
terlihat dari capaian kegiatan mitra yang sesuai dengan program prioritas 
Jawa Barat baru sebesar 419». Rekomendasi: optimalisasi koordinasi 
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Mitra Perusahaan CSR, 
khususnya dalam pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 
Tahun 2013, Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa 
Barat untuk Tahun 2018. 

Ketiga, Permasalahan - permasalahan yang belum selesai yang 
bersumber dari evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan 
pelaksanaan program Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi bahan 


rekomendasi penyelesaian dari permasalahan tersebut, sebagai berikut: 





N-:123 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
A.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Target Indikator Kinerja Daerah Indeks gini tidak tercapai 
karena penghasilan hanya diperoleh oleh sebagian kecil 
penduduk di Jawa Barat. Hal tersebut merupakan akibat dari 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat masih 
bertumpu pada sektor-sektor yang padat modal, sehingga 
menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang, 
dampaknya adalah pengangguran meningkat. 

Rekomendasi dari permasalahan diatas adalah Upaya 
peningkatan pembangunan harus berorientasi terhadap sektor- 
sektor padat karya bukan pada padat modal seperti industri- 
industri teknologi tinggi, dan Dilakukan upaya untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 

Bidang Pertanian: 

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Tukar Petani (NTP) dan 
Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian 
tidak tercapai, Evaluasi kinerja program menunjukan kinerja 
yang baik sehingga kemungkinan kegiatan-kegiatan nya tidak 
berhasil menuntaskan target indikator diatas, hal tersebut 
disebabkan karena curah perubahan cuaca yang ekstrim yaitu 
hujan yang tinggi pada Tahun 2016 yang mengakibatkan 
tingginya kasus penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan yang 
mengakibat kerusakan hasil panen serta permasalahan lain yaitu 
iklim Perekonomian Nasional yang belum memberikan peluang 
untuk pelaku usaha pertanian. 

Rekomendasi dari permasalahan diatas adalah upaya yang 
harus dilakukan adalah dengan penerapan teknologi tepat guna 
di bidang pertanian karena permasalahan yang dihadapi adalah 
diluar kendali pemerintah, dan perbaikan mutu produk dan 


peningkatan nilai tambah dari produk pertanian. 
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P2, 


Bidang Ketahanan Pangan: 

Target Indikator Kinerja Daerah Indikator pencetakan sawah 
baru pada Tahun 2016 tidak tercapai, evaluasi kinerja program 
menunjukan kinerja baik untuk belanja langsung pengerjaan 
indikator skor pola pangan harapan namun kegiatan hibah 
terkait pencetakan sawah baru tersebut tidak dapat 
dilaksanakan terhalang oleh ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang menyatakan bahwa Daerah hanya dapat 
memberikan bantuan hibah kepada Badan, Lembaga dan 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini adalah Upaya yang 
dilakukan adalah mencari bentuk atau pola pengaangaran untuk 
kegaitan pencetakan sawah baru diluar Hibah dan Bantuan 
Sosial. 

Fokus kesejahteraan Sosial 

Bidang Tenaga kerja dan transmigrasi: 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang rendah disebabkan 
oleh terbatasnya lapangan kerja karena pertumbuhan ekonomi 
bertumpu pada sektor padat modal sehingga penduduk usia 
kerja memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi. 
Adapun Masalah lain adalah belum sesuainya kualifikasi pencari 
kerja dengan lapangan kerja yang tersedia diperkirakan menjadi 
faktor utama masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) di Jawa Barat. 

Rekomendai untuk permasalahan ini adalah upaya 
peningkatan pembangunan harus berorientasi terhadap sektor- 
sektor padat karya bukan pada padat modal seperti industri- 
industri teknologi tinggi, dan Upaya untuk menurunkan TPT 
melalui peningkatan Pendidikan vocasional sesuai dengan 


kebutuhan lapangan kerja. 
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Bidang Sosial : 

Tingkat kemiskinan Jawa Barat tidak mencapai target, 
evaluasi kinerja program menunjukan kinerja baik namun 
kegiatan-kegiatan sebagian besar tidak menunjang penuntasan 
kemiskinan. Permasalahan yang terjadi adalah a) kegiatan 
pemberdayaan fakir miskin tidak sepenuhnya mendapat 
perhatian, b) penganguran karena belum sesuainya kualifikasi 
pencari kerja dengan lapangan kerja. 

Rekomendasi untuk permaslahan ini adalah Upaya yang 
harus dilakukan adalah peningkatan pemberdayaan fakir miskin, 
serta pengangan penganguran melalui upaya untuk menurunkan 
TPT melalui peningkatan Pendidikan vocasional sesuai dengan 
kebutuhan lapangan kerja. 

B. Aspek Pelayanan Umum 
B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 

Bidang Pendidikan : 

Target Indikator Kinerja Daerah Angka Partisipasi Kasar (APK) 
Sekolah Menengah tidak tercapai, evaluasi kinerja program 
pendidikan menengah tinggi menunjukan bahwa kinerja berada 
pada 74Y6 artinya memang penanganan yang belum maksimal. 

a. Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi 
kelurga untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak 
(biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dll): 

b. Kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih rendah 
atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan 
menengah bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga. 

c. Terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian Wilayah 
Daerah atau Desa Terpencil atau Tertinggal menuju lokasi 
gedung sekolah dan tempat pembelajaran serta ketersediaan 
gedung sekolah serta ruang belajar. 

d. Terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah 


yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah 
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untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan 

Menengah 

Rekomendasi untuk permasalahan ini yaitu : 1) Upaya yang 
harus dilakukan adalah memberikan beasiswa bagi penduduk 
miskin terutama dalam pembiayaan personil (transport, uang 
saku, buku, seragam, dil): 2) Pemenuhan akses jalan dan 
jembatan pada sebagian Wilayah daerah atau desa terpencil 
atau tertinggal menuju lokasi gedung sekolah dan tempat 
pembelajaran serta ketersediaan gedung sekolah serta ruang 
belajar, 3) Implementasi regulasi yang memberikan kewajiban 
bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib 
belajar pendidikan menengah, 4) Optimalisasi pemanfaatan 
anggaran pendidikan 20 Yo dari APBD 2016, yang mewujudkan 
output, Outcomes dan Impact program/kegiatan wajib belajar 
pendidikan menengah secara efektif dan efisien, 

Bidang Kesehatan: 

Target Indikator Kinerja Daerah Angka Harapan Hidup tidak 
tercapai, evaluasi kinerja program menunjukan kinerja dibawah 
80”o. Permasalahan utama adalah rendahnya akases terhadap 
sarana dan prasarana kesehatan dalam proses kehamilan, 
kelahiran dan pasca kelahiran yang menyebabkan tingginya 
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. 

Permasalahan yang paling mendasar adalah Tatakelola klinis 
yang belum maksimal (faktor risiko pendarahan, hipertensi, 
Anemia, infeksi, gangguan sistem peredaran darah jantung, 
stroke), kepatuhan petugas terhadap standard pelayanan, 
Pencatatan dan pelaporan belum optimal, Regulasi Badan 
Penyelenggara Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) untuk ibu hamil dengan faktor risiko tidak bisa langsung 
dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). 

Rekomendasi untuk permasalahan ini yaitu : 1) Upaya yang 
harus dilakukan adalah pelaksanaan program pembinaan 


kesehatan ibu dan anak (KIA), Pengembangan program SDIDTK, 
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Pengembangan model penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, 
Pemeriksaan skrening hypothyroid, 2) Pengembangan Pelayanan 
Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) di Puskesmas, 3) 
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta tata kelola 
klinis. 

Bidang Pekerjaan Umum: 

Pelayanan Persampahan Perkotaan tidak  teracapai 
permasalahanya adalah bahwa kinerja program untuk 
penanganan sampah yaitu Program Pembinaan dan 
Pengembangan Infrastruktur Permukiman kurang baik yaitu 
69Yo terkait proses pembangunan Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Regional, sehingga penganan persampahan tidak 
maksimal. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini yaitu diharuskan 
adanya Peningkatan pelaksanaan kinerja Program Pembinaan 
dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 

Bidang Perhubungan: 

Target Indikator Kinerja Daerah Tingkat Ketersediaan 
Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi dan Cakupan tidak 
tercapai permasalahanya adalah kinerja program 
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah 
kurang baik yaitu 62”o0 yang disebakan oleh sumberdaya 
rentang kendali personil dibandingkan dengan lingkup tugas 
jalan provinsi yang harus ditangani, sehingga penyediaan 
parasana jalan tidak maksimal. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini adalah Peningkatan 
pelaksanaan kinerja program Pembangunan Prasarana dan 
Fasilitas Perhubungan melalui penambahan jumlah personil 


Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. 
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Bidang Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. 
Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. 
Kepegawaian dan Persandian: 

Target Indikator Kinerja Daerah Skala kepuasan masyarakat 
terhadap layanan pemerintahan tidak tercapai karena 
perapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani 
masyarakat masih belum maksimal dilaksankan oleh seluruh 
unit layanan Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jawa Barat. 

Target Indikator Kinerja Daerah Tingkat partisipasi 
pemilihan umum tidak tercapai karena adanya 
kecenderungan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap 
pasangan calon kepala daerah serta kesadaran berpolitik 
masyarakat masih rendah. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini, adapun upaya yang 
harus dilakukan adalah penerapan secara penuh penggunaan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh seluruh unit 
layanan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat, upaya yang 
harus dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat 
dalam berpolitik, dan Peningkatan kepercaya masyarakat 
terhadap Calon Kepala Daerah melaui pembinaan Partai 
Politik dalam pengejuan Calon Kepala Daerah. 

C. Aspek Daya Saing Daerah 
C.1. Fokus Kemampuan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target karena 
melambatnya Perekonomian dunia sehingga mengurangi 
investasi yang ditanamkan di Jawa Barat. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini, adapun Upaya yang 
harus dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk dalam 
Negeri dan mendorong investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 
di Jawa Barat. 

Target Indikator Kinerja Daerah Laju pertumbuhan ekspor 
tidak tercapai karena tekanan ekonomi Global di negara-negara 


tujuan ekspor, belum tergalinya potensi pasar ekspor dan 
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lemahnya informasi produk ekspor Jawa Barat, serta belum 
tersedianya akses ekspor, baik pelabuhan maupun bandara 
Internasional, di Jawa Barat. 

Rekomendasi untuk permasalahan ini yaitu dengan 
mendorong peningkatan daya saing komoditas ekspor di sektor 
pertanian dan industri, Mendorong percepatan pembangunan 
bandara dan pelabuhan untuk penginkatan akses terhadap 
ekspor di Jawa Barat. 

Bidang Penanaman Modal: 

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing 
(PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. 
Kendala eksternal antara lain adalah: 1) Kesulitan perusahaan 
mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, 2) Kesulitan 
dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus 
diproduksi, dan 3) Kesulitan dana atau pembiayaan proyek. 

Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu: 1) faktor 
lingkungan bisnis, baik Nasional, regional atapun secara global 
yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau 
fasilitas investasi yang diberkan pemerintah, dan 2) Adanya 
peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih 
tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang 
mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. 

Rekomendasi mendorong investasi PMA di Jawa Barat melalui 
pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan 
Meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal 
pada setiap jenjang pemerintahan 

Bidang Pendidikan: 

Target Indikator Kinerja Daerah Jumlah penduduk melek 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) usia 12 Tahun ke atas 
tidak tercapai karena penyebaran jaringan internet belum dapat 
menjangkau seluruh Daerah di Jawa Barat. 

Rekomendasi permasalahannya yaitu melalui Peningkatan 


jaringan internet sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan. 
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Target Indikator Kinerja Daerah APK pendidikan tinggi tidak 
tercapai tidak tercapai karena: (a) Ketidakmampuan ekonomi 
keluarga untuk menyediakan biaya pendidikan tinggi bagi anak 
(biaya personil : biaya hidup dan tempat tinggal (living cost) uang 
transport, uang saku, uang kuliah, uang buku, 
praktikum /penelitian, dll): (b) Persepsi Masyarakat atau 
Keluarga yang belum memberikan prioritas penting bagi 
pendidikan tinggi bagi anggota masyarakat atau anggota 
keluarga, (c) Kepedulian Masyarakat atau Keluarga yang masih 
rendah atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan 
pendidikan bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga, (d) 
Budaya konsumerisme dan hedonisme saat yang menjadikan 
sebagian anggota masyarakat tidak memberikan prioritas penting 
bagi pendidikan, (e) Terbatasnya ketersediaan sarana/ prasana 
untuk melakukan layanan pendidikan tinggi padakota/ 
kabupaten tertentu, seperti kampus, gedung/ ruang kuliah, 
ruang belajar dan mebeleir, dll, (f) Terbatasnya akses 
komunikasi dan informasi pada sebagian pemerintah kabupaten 
tertentu terhadap lembaga perguruan tinggi, (g) Belum adanya 
regulasi dan kebijakan Pemerintah yang memberikan kewajiban 
bagi penduduk usia 19 tahun ke atas untuk melaksanakan 
program wajib belajar pendidikan tinggi, (h) Belum optimalnya 
penyelenggaraan kebijakan, strategi dan manajemen pendidikan 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang terkait dengan 
program pendidikan tinggi, (i) Belum optimalnya pemanfaatan 
anggaran pendidikan 20 Yo dari APBD 2016, yang mewujudkan 
output, outcome dan impact program yang terkait dengan 
pendidikan tinggi secara efektif dan efisien, (j) Belum optimalnya 
kerjasama kelembagaan antara Pemerintah  - Dunia 
Usaha/Industri - Pergurunan Tinggi - Komunitas Masyarakat 
(Jabar Masagi) dalam penyelenggaraan program yang terkait 


denganpendidikan tinggi, 
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Rekomendasi permasalahannya yaitu (a) Meningkatkan akses 
terhadap pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan Program 
Studi di luar Kampus Utama, pemberian beasiswa pendidikan 
tinggi, (b) Penyusunan regulasi yang memberikan kewajiban bagi 
penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib 
belajar pendidikan tinggi, (c) Optimalisasi pemanfaatan anggaran 
pendidikan 20 Yo dari APBD 2016, yang mewujudkan output, 
outcome dan impact program/kegiatan wajib belajar pendidikan 
tinggi secara efektif dan efisien, 

Bidang Kependudukan dan catatan sipil: 

Indikator jumlah penduduk tidak mencapai target hal tersebut 
dikarenakan, evaluasi kinerja program menunjukan kinerja yang 
baik dalam hal pencapain target jumlah peserta Keluarga 
Berencana (KB) aktif dan usia kawin pertama wanita. 
Permasalahan utama ada target-target untuk kedua indikator 
tersebut belum dapat mengendalikan jumlah penduduk. 

Rekomendasi permasalahannya yaitu dengan Peningkatan 
target untuk pengendalian jumlah penduduk yaitu indikator 
jumlah peserta KB aktif dan usia kawin pertama wanita. 

Bidang Lingkungan Hidup: 

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan fungsi kawasan 
lindung pada Tahun 2016 belum mencapai target. Kondisi 
tersebut disebabkan oleh pencapaian realisasi keuangan dari 
program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup hanya mencapai 42”0, sehingga pemeliharaan 
fungsi kawasan lindung dan sempadan sungai tidak berjalan 
dengan baik. 

Rekomendasi permasalahannya yaitu dengan Peningkatan 
kinerja pelaksanaan program Program Rehabilitasi dan 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 

Pada Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, ditunjukan oleh 


rendahnya persentase perempuan yang berada dilegislatif Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Jawa Barat dan 
Kabupaten/Kota). Sehingga direkomendasikan untuk 
meningkatkan pembinaan Partai Politik dalam peningkatan 


partisipasi perempuan dalam Parlemen. 


Seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja daerah tersebut 
diatas merupakan rujukan dalam menentukan Isu Strategis dan Prioritas 
Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 (BAB IV RKPD Tahun 2018), 
Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018 (BAB III RKPD Tahun 
2018). 
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BAB III 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan 
daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan 
daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diuraikan dua point utama yakni Arah 
Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun 
demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, 
mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan 
masyarakat tidak hanya ditunjukan oleh indikator makro ekonomi semata- 
mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, 
sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan 
ekonomi. 

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk 
Tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada 
Tahun 2016, proyeksi Tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian 
pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan 
Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016, selanjutnya Tantangan dan Prospek 
Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018. Bagian akhir sub bab adalah 


poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2018. 


3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
bertepatan dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 
2018. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 
Tahun 2018 mampu mencapai misi 2 RPJMD yakni Membangun 
Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Secara detil, misi 2 bermakna 
Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi 
antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang 
mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga 
kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh 


masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 
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berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat 


indikator utama yang mewakilinya disajikan pada Tabel 3.1. 


Tabel 3.1. 
Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016-2018 




















Indikat Sat Hala 

sena ain 2016 2017 2018 
Laju pertumbuhan Ekonomi Persen 6,3 — 6,9 6,3 — 6,9 6,4-— 7,0 
Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen 7,50-—-7,00 | 7,00 - 6,50 | 6,50 -— 6,00 
Angka kemiskinan Persen 5,90-— 5,00 5,00 - 4,10 1 5,00 - 4,10 
Gini Ratio Poin 0,36 -0,35 | 0,35-0,34 | 0,34- 0,33 




















Sumber: RPJMD Jawa Barat 2013 - 2018 


Angka-angka target pembangunan ekonomi akhir Tahun 2018 sangat 
optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi 
ekonomi global dan Nasional yang sangat baik waktu itu. Dengan sisa 


waktu dua tahun lagi, yang paling penting adalah pencapaian 


pertumbuhannya yang semakin meningkat. 


3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 2015 dan 
2016 


Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat 
pertumbuhan yang terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi 
2015 - 2016 


perekonomian Jawa Barat tumbuh jauh di atas pertumbuhan perekonomian 


Nasional sejak Tahun 2013. Bahkan pada periode 
Nasional. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh 
sebesar 5,04”o lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 
Nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79”, sedangkan di Tahun 2016 
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, nilai 
5,67”0 dibandingkan 


tersebut mencapai laju pertumbuhan ekonomi 


Nasional yang hanya sebesar 5,025 seperti terlihat pada tabel berikut: 
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Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat 2007 - 2016 
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Sumber: BPS, BI, dan Proyeksi Tim Ekonomi Jawa Barat 
Gambar 3.2 


Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dibandingkan Nasional 


Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dari berbagai 
sisi hal tersbut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap 
mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. 

a. PDRB Sisi Produksi 

Dari sisi produksi, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa 
Barat yang tinggi di Tahun 2016 disebabkan meningkatnya seluruh 
lapangan usaha yang ada di Jawa Barat. Salah satu penyebab utama dari 
peningkatan aktivitas lapangan usaha di Tahun 2016 ini adalah adanya 
pelaksanaan PON XIX di Jawa Barat - yang tidak saja menggerakan 
perekonomian sektor pemerintah akan tetapi juga sektor swasta. 

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih 
disumbangkan oleh dua lapangan usaha utama di Jawa Barat, yaitu 
lapangan industi pengolahan dan lapangan usaha perdangan besar dan 
eceran. Struktur perekonomian Jawa Barat hingga triwulan IV Tahun 2016 
didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yakni Lapangan usaha indsutri 
pengolahan 42,49”o, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 15,15Y6, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 
8,90”o. Dilihat dari Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi 
Jawa Barat Tahun 2016, Industri Pengolahaan memiliki sumber 


pertumbuhan tertinggi sebesar 2,07,”o dari 5,67Y0. Peran lapangan usaha 
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industri pengolahan di Tahun 2016 ini menurun dibandingkan dengan di 
Tahun 2015. Pada Tahun 2015 peranan lapangan usaha industri 
pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa barat adalah sebesar 
43,034o (atau sebesar 1,926 dari 5,04”0 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 
Tahun 2015). Selanjutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan 
eceran. Pada Tahun 2016 lapangan usaha ini memberikan kontribusi 
sebesar 0,70Y6 dari total pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2016 
sebesar 5,67Yo0 (sumbangan nya sebesar 15,154). Namun Sumbangan 
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di Tahun 2016 ini lebih 
tinggi dibandingkan dengan sumbangannya terhadap pertumbuhan di 
Tahun 2015 yang sebesar 0,59Y6 dari total pertumbuhan ekonomi Jawa 
Barat Tahun 2015 sebesar 5,045 (sumbangan 15,245). Selanjutnya adalah 
lapangan usaha informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 14,279), 
diikuti oleh lapangan usaha jasa keuangan dan Asuransi serta lapangan 
usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masing-masing tumbuh sebesar 


11,89Y6 dan 9,48”o, seperti terlihat pada Gambar 3.3. 


TAHUN 2015 TAHUN 2016 


M Industri Pengolahan mM Informasi dan Komunikasi 


M Perdagangan Besar dan M Pertanian, Kehutanan, dan 
Eceran: Reparasi Mobil Perikanan 
dan Sepedah Motor mM Lainnya 





Gambar 3.3. 
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2015 -2016 
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Peran daya saing lapangan usaha di Jawa Barat terhadap 
perekonomian Nasional selama periode 2011 - 2015 Gambar 3.4. bahwa 
pertama, nilai spesialisasi lapangan usaha Jawa Barat dibandingkan 
dengan lapangan usaha di tingkat Nasional (yang diukur dengan nilai LO) 
yang ditunjukkan oleh sumbu Vertikal. Kedua, persentase perubahan dari 
konsentrasi lapangan usahanya, sumbu Horizontal. Terakhir adalah 
sumbangan dari masing-masing lapangan usaha di tingkat provinsi - 
besaran lingkaran pada gambar. Berdasarkan gambar 3.3. terlihat bahwa 
Jawa Barat memiliki spesialisasi pada beberapa lapangan usaha 
dibandingkan dengan Nasionalnya, yaitu lapangan usaha industri 
pengolahan (C), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (G), 
lapangan usaha transportasi dan pergudangan (H), serta lapangan usaha 
jasa lainnya. Lapangan usaha C, dan G merupakan lapangan usaha dengan 
share terbesar di Jawa Barat, juga lapangan usaha H termasuk lapangan 
usaha terbesar ke 5 di Jawa Barat. 

Berdasarkan hasil telahanan diatas bahwa dari ke 4 lapangan usaha 
tersebut hanya sektor industri pengolahan (C) yang memiliki persentase 


perubahan yang negatif - memiliki spesialisasi yang cenderung menurun. 





Gambar 3.4. 


Nilai Spesialisasi Lapangan Usaha Jawa Barat Dibandingkan 


Nasional (Konsentrasi Lapangan Usaha) 


Keterangan: 
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri Pengolahan, 
(D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (F) 
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Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) Transportasi 
dan Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan Komunikasi, (K) 
Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (O) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 
(R,S,T,U) Jasa lainnya 


Sumbu horizontal pada Gambar 3.4. menunjukkan pertumbuhan 
rata-rata lapangan usaha di Jawa Barat, selama periode 2011 - 2015. 
Sehingga perekonomian sektoral dapat di bagi kedalam 4 kuadran, yaitu: 

1) Kelompok lapangan usaha di kuadran pertama adalah kelompok 
lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan sektoral lebih besar dari 
pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Barat selama periode 2011 - 
2015 (yaitu sebesar 5,74”0) sekaligus lapangan usaha yang memiliki 
spesialisasi di tingkat Nasional. 

2) Kelompok lapangan usaha di kuadran kedua, adalah kelompok 
lapangan usaha yang memiliki spesialisasi di tingkat Nasional akan 
tetapi memiliki pertumbuhan rata-rata sektoral lebih rendah dari 
pertumbuhan rata-rata perekonomian Jawa Barat 

3) Kelompok lapangan usaha di kuadran ketiga, adalah kelompok 
lapangan usaha yang tidak memiliki spesialisasi serta memiliki 
pertumbuhan ekonomi sektoral lebih rendah dibandingkan dengan 
pertumbuhan rata-rata perekonomian Jawa Barat 

4) Kelompok lapangan usaha di kuadran keempat, adalah kelompok 
lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sektoral 
lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata 
perekonomian Jawa Barat tetapi belum memiliki spesialisasi di 
tingkat Nasional. 

Berdasarkan Gambar 3.4. terlihat ada 3 lapangan usaha yang 
termasuk kedalam kelopok lapangan usaha dikuadran satu - yang 
merupakan sektor tumpuan perekonomian Jawa Barat di masa depan - 
yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, dan 
lapangan usaha jasa lainnya. Lapangan industri pengolahan di Jawa Barat 
berada di kuadrankedua, karena terjadi penurunan laju pertumbuhan 


ekonomi sektoral selama periode 2011 - 2015. Sedangkan lapangan usaha 
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konstruksi, lapangan usaha informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan 





asuransi, dan jasa pendidikan serta kesehatan memang memiliki laju 
pertumbuhan sektoral yang besar, akan tetapi lapangan usaha ini belum 
memiliki daya saing yang cukup baik (spesialisasi) di level Nasional seperti 


terlihat pada Gambar 3.5. 


2.500 


2.000 


1.000 


0.000 





Gambar 3.5. 
Nilai Spesialisasi Lapangan Usaha Jawa Barat Dibandingkan Nasional 


(pertumbuhan rata-rata lapangan usaha) 


Keterangan: 

(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (B) Pertambangan dan Penggalian, (C) Industri 
Pengolahan, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 
Daur Ulang, (F) Konstruksi, (G) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (H) 
Transportasi dan Pergudangan, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (J) Informasi dan 
Komunikasi, (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (L) Real Estat, (M,N) Jasa Perusahaan, (O) Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (P) Jasa Pendidikan, (O) Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial, (R,S,T,U) Jasa lainnya 


b. PDRB Sisi Pengeluaran 

Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dari sisi 
pengeluaran tahun 2016 sebesar 5,67 persen terjadi pada seluruh 
komponen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen 
yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,60 persen, diikuti 
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga 
(LNPRT) sebesar 5,48 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
sebesar 4,59 persen dan Perubahan Inventori sebesar 3,99 persen, 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,76 persen. Distribusi PDRB 


Terbesar Ekonomi Jawa Barat tahun 2016 menurut pengeluaran didominasi 
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oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (65,56 persen) 
diikuti Impor Barang dan Jasa (38,74 persen), Ekspor Barang dan Jasa 
(36,88 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (24,95 persen). 

Struktur perekonomian di Jawa Barat menurut pengeluaran atas 
dasar harga berlaku Tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang 
berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup lebih dari separuh PDRB 
Jawa Barat. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap 
PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto: Impor 
Barang dan Jasa dan Ekspor Barang dan Jasa. Sementara Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah, Perubahan Inventori dan Pengeluaran Konsumsi 
LNPRT memiliki kontribusi relatif kecil terhadap nilai PDRB Jawa Barat. 
Tinjauan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 
Tahun 2016 (y-on-y) bahwa Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah 
Tangga (PKRT) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,52 persen, 
diikuti PMTB sebesar 1,14 persen. 

Investasi fisik atau PMTB sangat diandalkan sebagai salah satu 
sumber pertumbuhan ekonomi. PMA Jawa Barat mengalami pertumbuhan 
positif setelah sebelumnya terus mengalami kontrasi pertumbuhan sejak 
Tahun 2014. Secara umum, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan PMA 
utama secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan 
industri yang berkembang di Jawa Barat. Pada Triwulan IV 2016, Jawa 
Barat menempati posisi kedua sebagai tujuan PMA dengan pangsa terhadap 
nasional mencapai 14,47”o, setelah DKI Jakarta dengan pangsa sebesar 
15,790. Pertumbuhan PMDN di Jawa Barat pada triwulan IV 2016 
mencapai Rp 8,1 Triliun atau tumbuh sebesar 261,87Y6 (yoy). Pertumbuhan 
ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun lalu. secara nasional, 
PMDN ke Jawa Barat juga menempati posisi kedua dengan pangsa sebesar 
13,94, setelah Jawa Tengah dengan pangsa sebsar 24,39”o.. Keterangan ini 
diangkat dari perkembangan PMA dan PMDN Jawa Barat yang disajikan 
pada Gambar 3.6. 





II - 8 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Z2 (yoy) 
300 


250 


'n tuna 'u IT v| 'n bun ov | 'n tunlav 'u bun ov 
2012 2013 2014 2015 2016 


Gambar 3.6 
Berdasarkan Laporan Wajib LKPM 





Lapangan usaha yang diminati oleh investor ditampilkan pada 
Gambar 3.6 dan 3.7. Informasi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa 
investor asing lebih banyak tertarik pada sektor industri otomotif, 
sedangkan investor domestic pada sektor konstruksi. PMA pada sektor 


tersebut sebesar 43 persen, dan PMDN sebesar 28 persen. 





m Konstruksi 
# Industri Otomotif 

“ Industri Makanan 
» Real Estate 1 Real Estate 


# Industri Makanan # Industri Kimia 
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Gambar 3.7 


Pangsa PMA dan PMDN Sektoral di Jawa Barat 


Provinsi Jawa Barat selama periode 2010-2015 telah meningkatkan 
PDRB, PDRB per kapita, ekspor, impor, IPM (termasuk indeks pendidikan, 
indeks kesehatan dan indeks daya beli), jumlah penduduk yang bekerja, 
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dan menurunkan pengangguran. Namun PMTB tidak berpengaruh terhadap 





inflasi dan jumlah penduduk miskin, jika dilihat dari t-statistiknya. Hanya 
saja memiliki arah koefisien sesuai harapan bahwa investasi cenderung 
menurunkan inflasi dan jumlah penduduk miskin. 

Volume Ekspor kumulatif dibanding tahun sebelumnya (y-o-y) pada 
Januari - Desember 2016, menunjukan penurunan sebesar 1,27 persen 
dengan besaran mencapai 8,73 juta Ton. Hal ini disebabkan oleh turunnya 
volume ekspor migas sebesar 17,75 persen sendangkan volume non migas 
naik sebesar 3,51 persen Pangsa ekspor non migas Jawa Barat terhadap 
non migas nasional Tahun 2016 mencapai 19,25 persen. Dengan demikian, 
Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor 
non migas nasional. Pertumbuhan ekspor Jawa Barat yang sempat 
menurun seiring perlambatan ekonomi global mulai meningkat di tahun 
2016. Adapun tujuan utama ekspor adalah ASEAN (21,87 persen), USA 
(19,86 persen), Eropa (13,56 persen) dan Jepang (10,71 persen). 


USD Miliar 22 (yoy) 
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160 20 
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Gambar 3.8. 


Perkembangan Pangsa dan Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat 


Provinsi Jawa Barat berkontribusi besar menghasilkan devisa 
negara. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.19, penjualan ekspornya 
21.87 persen dibeli oleh negara ASEAN, USA sebesar 19.86 persen, Eropa 
sebesar 13.56 persen, Jepang sebesar 10,71 persen, dan Tiongkok sebesar 
5.05 persen. Sementara itu, kondisinya terbalik bila dilihat dari permintaan 


impor secara kumulatif, impor periode Januari-Desember Tahun 2016 naik 
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0,89 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. kenaikan ini 





disebabkan oleh impor non migas yang naik sebesar 1,79 persen, sedangkan 
impor migas turun sebesar 9,66 persen. pada Gambar 3.10. Sebesar 26.85 
persen permintaan impor Jawa Barat berasal dari negara Tiongkok, 19.14 
persen dari Negara ASEAN, 16.46 persen dari Jepang, 15.05 persen dari 
Korea Selatan, dan 4.95 persen dari Eropa. Perolehan dolar dari ekspor 
impor tersebut akan lebih besar, sehingga akan berkontribusi pada 


penguatan rupiah terhadap dollar. 
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Gambar 3.9. 


Tujuan Utama Ekspor Jabar 
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Gambar 3.10 


Negara Asal Impor Jawa Barat 
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c. Inflasi 

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Jawa 
Barat dimana dampaknya menggembirakan karena terjadinya stabilitas 
harga yang baik, akibat dari inflasi rendah. Inflasi Jawa Barat Tahun 2016 
terkendali di bawah sasaran target sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 


berikut ini. 
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Gambar 3.11. Gambar 3.12. 
Perkembangan Inflasi IHK Perkembangan Disagregasi Inflasi 
Tahunan (yoy) (yoy) 


Inflasi IHK Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 2,75Y6 (yoy), 
sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Tahun 2015 sebesar 2,73Yo (yoy). 
Namun demikian realisasi ini masih lebih rendah dibanding rata-rata 
historis inflasi tahunan 2011-2015 sebesar 5,25Yo (yoy). Tren inflasi rendah 
yang telah berlangsung sejak Tahun 2015 ini tidak terlepas dari beberapa 
faktor antara lain : (1) perlambatan ekonomi domestik yang secara 
fundamental menurunkan output gap, (2) rendahnya harga minyak mentah 
dunia yang menyebabkan harga BBM subsidi ikut diturunkan mengikuti 
harga keekonomian (sejak subsidinya dicabut pada Tahun 2015), (3) dan 
permintaan global yang masih tergolong lemah. 

Khususnya pada Tahun 2016, kenaikan tekanan inflasi tahunan 
semata didorong oleh gejolak inflasi kelompok volatile food yang meningkat 
dari 4,420 (yoy) di Tahun 2015 menjadi 7,580 (yoy) di Tahun 2016. 
Sebaliknya, inflasi tahunan kelompok core dan administered prices pada 


Tahun 2016 menurun dibanding Tahun 2015. 
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Tabel 3.2. 





Inflasi per Kelompok 


volatile food di 2016 yang 





BAHAN MAKANAN 473 6.92 | 4400 | 

Padipadian, Umbium ban dan Hasihya 519 3.62 na  n 2 "INA tercatat 

Daging dan Hasithasinya Ta 4.64 lebih tinggi dibanding rata-rata 

Ikan Segar 877 3.36 kasta 2011-2015 b 

Ikan Dawetkan 6.62 6.67 1 — Nan 

Ter Susu dan Hasi-hasihya 525 4.22 7 ,44Y0. Hal ini terutama 

Sayursayuran 12.47 8.46 : . 
disebabkan oleh anomali cuaca 

Kacang -kacangan 319 2.24 

Buah -buahan 4 38 4.61 La Nina yang terjadi sepanjang 

Bum bu -bum buan “8.20 35.88 h bi balik 

Lem ak dan M nyak 121 5.92 tahun sehingga menyebabkan 

Bahan M akanan Lannya 623 230 intensitas curah hujan cukup 


tinggi bahkan di musim kemarau pada pertengahan tahun (kemarau basah). 
Dapat disimpulkan bahwa fenomena La Nina memberikan dampak yang 
lebih besar terhadap inflasi dibandingkan El Nino, tercermin dari inflasi 
bahan makanan pada saat El Nino di Tahun 2015 (4,73Y60) lebih rendah 
dibanding Tahun 2016 pada saat terjadi gejala La Nina (6,92”0). Curah 
hujan yang tinggi akibat La Nina terutama berdampak kepada menurunnya 
produktivitas tanaman pangan dari kelompok bumbu-bumbuan (bawang 
merah, cabai merah, cabai rawit) karena tanaman ini rentan busuk serta 
terserang hama pada kondisi curah hujan tinggi. Hal ini juga tercermin dari 
inflasi subkelompok bumbu-bumbuan yang melonjak signifikan dari -8,20Y6 
(yoy) pada Tahun 2015 menjadi 35,88Yo (yoy) pada Tahun 2015. Sebaliknya, 
kondisi curah hujan tinggi ini memberikan dampak positif pada tanaman 
padi sehingga inflasi kelompok padi-padian juga menurun dari 5,196 (yoy) 
pada Tahun 2015 menjadi 3,62”6 (yoy) pada Tahun 2016. Secara umum, 
dapat dikatakan bahwa gejolak pada subkelompok bumbu-bumbuan yang 
menjadi penyebab utama meningkatnya gejolak harga pangan di Tahun 
2016, karena inflasi dari kelompok bahan makanan utama lainnya seperti 
padi-padian, daging dan hasil-hasilnya, telur, susu, dan hasil-hasilnya, 


serta sayur-sayuran menurun dibanding Tahun 2015. 
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Di sisi lain, inflasi kelompok bg ada. ali 
core tercatat menurun yakni dari 
2,76Yo (yoy) pada Tahun 2015 
menjadi 2,28”6 (yoy) pada Tahun 


2016. Realisasi ini juga lebih 


6 
4 
4 
3 - 
3 
2 
2 
1 
1 - 





rendah dibandingkan rata-rata “labala stella lo hrolaahal 2 | Ja Is le Ie o Inoltalap 
inflasi core historis 2011-2015 2 - 

sebesar 3,66Y6. Rendahnya inflasi Gambar 3.13. 

core terutama didorong oleh masih Perkembangan Komponen Inflasi 
terbatasnya permintaan Core 

masyarakat di tengah uncertainty perekonomian. Berdasarkan 


subkelompoknya, penurunan tekanan inflasi lebih dalam terjadi pada 
kelompok subkelompok core non traded. Hal ini sejalan dengan permintaan 
properti yang masih relatif lemah sehingga kenaikan biaya kontrak rumah 
dan sewa rumah lebih rendah dibanding Tahun 2015. Perkembangan 
investasi bangunan yang masih terbatas dibanding investasi non bangunan 
juga menyebabkan kenaikan harga komoditas terkait seperti tukang bukan 
mandor dan semen lebih rendah dibanding Tahun 2015. Walaupun 
pemerintah tergolong cukup gencar dalam melakukan percepatan 
pembangunan infrastruktur, sebaliknya pihak swasta masih sangat terbatas 
dalam melakukan ekspansi fisik berupa bangunan di Tahun 2016 karena 
masih berfokus untuk mengoptimalkan kapasitas utilisasi yang masih 
underutilized. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur pemerintah juga 
tercatat terlambat dalam penyelesaiannya (seperti Tol Soroja dan Tol 
Cisumdawu) baik karena faktor cuaca maupun langkah penghematan 
anggaran yang ditempuh Pemerintah Pusat pada semester I dan II 2016. 
Selain itu, apresiasi rupiah sepanjang Tahun 2016 yang mencapai 0,61Y6 
(yoy) turut berdampak kepada menurunnya tekanan imported inflation atau 


kelompok core traded. 
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Tabel 3.3. 


Komoditas Utama Penahan dan Penyumbang Inflasi Kelompok Core 


CORE NON TRADED (26, YOY) CORE TRADED (96, YOY) 
Kuli | 2015 | Komoditas 2015 2016 












Tukang Bukan Mandor 3.79 1.94 5.56 1.47 
SEE Sewa Rumah 2.91 2.02 4.80 2.62 
IniES Tarip Rumah Sakit 8.35 2.85 4.79 1.39 


Kontrak Rumah -1.69 -3.67 














Batu Bata 
Kopi Manis 0.00 6.40 
Ketupat/Lontong Sayur 2.35 10.23 
Batako 0.24 8.31 


Tarip Pulsa Ponsel 
Mau Tr Sekolah Menengah Atas 0.52 3.26 

TES Sekolah Dasar 1.12 4.28 
Tarip Air Minum PAM 3.42 9.10 


Inflasi kelompok administered — hpEnergi ” —APNonEnergi 
prices juga tercatat menurun 
yakni dari 1,186 (yoy) pada Tahun 
2015 menjadi -0,04”0 (yoy) pada 
Tahun 2016. Realisasi ini juga 


lebih rendah dibandingkan rata- 


1|2|3/a/s/6e|7|s|o|towt12/1|2|3|a| 5/6 | 9 (1011 


rata inflasi core historis 2011-2015 2015 2016 





sebesar 7,46Y0. Rendahnya inflasi 


administered prices ini terutama didorong oleh penurunan pada kelompok 


AP energi. Masih berlanjutnya penurunan harga minyak dunia hingga 


pertengahan Tahun 2016 mendorong pemerintah menurunkan harga 


premium dan solar dua kali yakni pada awal triwulan I dan triwulan II. 


Namun hal ini diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang beberapa kali 


menaikkan harga BBM non subsidi (pertamax, pertalite, dll) selama semester 


II 2016. Selain itu kenaikan tarif listrik melalui skema tariff adjustment 


bulanan juga lebih rendah dibanding Tahun 2016 akibat tren apresiasi 


rupiah serta rendahnya harga minyak dunia yang mempengaruhi 


penentuan tarif listrik. 
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Tabel 3.4. 


Komoditas Utama Penahan dan Penyumbang Inflasi Kelompok 





Administered Prices 






Komoditas 2015 pLoy Ka 








Angkutan Antar Kota 19.98 0.17 
Bahan Bakar Rumah Tangga 11.01 -0.88 

Penahan : . 
an Tarip Kereta Api 47.19 16.91 
MN Tarip Listrik 4.06 1.94 


Solar -10.67 -22.93 













Bensin 
Angkutan Dalam Kota -2.22 -0.38 
Tarip Air Minum PAM 3.42 9.10 


Pendorong 
Ti EN 


Secara spasial, inflasi mayoritas kota perhitungan di Jawa Barat pada 
Tahun 2016 meningkat dibanding Tahun 2015 didorong oleh gejolak harga 
pangan, kecuali di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Inflasi tertinggi terjadi 


di Kota Bogor (3,60”6) dan terendah di Kota Cirebon (1,870). 









4.50 “2015 
3.93 
4.00 m2016 
3.50 
93 
3.00 —- 75 
2.47 Asi PA co 273 
2.50 
: 2 2.20 


aa 
1.5 





Bandung Cirebon Tesilmsalaya Bekasi Bogor Sukabumi Depok  JawaBarat 


Gambar 3.15. 
Perkembangan Inflasi Spasial 2015 dan 2016 (Yo,yoy 


d. Ketenagakerjaan 
Raihan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memuaskan, ternyata 
tidak diikuti dengan capaian yang menggembirakan dari sisi 
ketenagakerjaan. Pada Tahun 2016, dari 21,07 juta angkatan kerja, jumlah 
penduduk yang yang terserap di bursa kerja sebesar 19,2 juta jiwa dan 
sebesar 1,87 juta jiwa adalah penduduk yang menganggur. Perkembangan 
penduduk yang bekerja mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan 


hal yang sama dengan jumlah pengangguran. 
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Terjadi perkembangan fluktuatif jumlah penduduk yang bekerja selama 
tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja 
mengalami penurunan yaitu dari 19,23 jiwa menjadi 18,79 jiwa atau turun 
sebesar 0,44 juta jiwa. Adapun di Tahun 2016 jumlah penduduk yang 
bekerja mengalami peningkatan 0,41 juta jiwa yaitu dari 18,79 juta jiwa 


menjadi 19,20 juta jiwa. 





Agustus 2014 Agustus 2015 Agustus 2016 
M Bekerja Pengangguran 





Sumber : Sakernas 2014,2015,2015 
Gambar 3.16 
Struktur Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2014-2016 (Juta Jiwa) 


Hal yang berbeda untuk pengangguran dimana selama tiga tahun terus 
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 jumlah pengangguran 
meningkat sebesar 19 ribu jiwa dan di Tahun 2016 meningkat sebesar 78 
ribu. Sehingga jumlah pengangguran selama tiga tahun meningkat 98,66 
ribu jiwa. TPT Jawa Barat meningkat dari 8,72”o (Agustus 2015) menjadi 
8,89Yo (Agustus 2016). 

Tingkat pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi dengan masalah 
pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja 
atau para pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan 
kerja, selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi 
kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini 
biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun 
perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari 


para pencari kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta jumlah 
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migrasi dari luar provinsi yang cukup tinggi juga memicu tingginya angka 


pengangguran di Jawa Barat. 


Agustus 2014: Agustus 2015: Agustus 2016: 





Agustus 2014 Agustus 2015 Agustus 2016 


“ ——coc. ci , 9,17 poin (78,99 ribu) 
40,27 poin (19,68 ribu) 2 o& a » » ..-! 





Sumber : Sakernas 2014,2015,2015 
Gambar 3.17 
Struktur Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016 


Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya 
pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena adanya beberapa 
perusahaan yang tutup akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang 
kondusif, peraturan yang menghambat investasi, serta pola investasi yang 
ada cenderung padat modal menyebabkan semakin kecil terjadinya 
penyerapan tenaga kerja. 

Mengamati tingkat pengangguran Jawa Barat di Tahun 2016 menurut 
pendidikan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5, diperoleh bahwa 
sebagian besar pengangguran Jawa Barat berpendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dengan persentase 16,51”0 di Tahun 2016 kemudian 
diikuti oleh pendidikan SMA (11,496), SMP (10,526), Diploma (8,26Y60), SD 
(5,87Y0) dan terakhir 4,636). 
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Tabel 3.5. 


TPT Menurut Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016 


























Agustus Agustus 
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
2015 2016 

SD ke Bawah 4,91 5,87 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10,87 10,52 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 12,21 11,4 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 16,8 16,51 
Diploma I/I/INI 7,59 8,26 
Universitas 5,38 4,63 
Total 8,72 3,89 

















Hal yang berbeda dengan kualitas tenaga kerja Jawa Barat sebagaimana 
nampak pada Gambar 3.18 sebagian besar didominasi oleh tenaga kerja 
dengan berpendidikan SD kebawah sebanyak 7,97 Juta Jiwa (41,5250). 
Adapun untuk pekerja dengan pendidikan diploma dan Universitas hanya 
sekitar 2,57 juta jiwa ( 13,2”) dan sisanya berpendidikan SMP, SMA dan 
SMK sebesar 27,6 Yo. Hal tersebut memberi gambaran bahwa lapangan 
pekerjaan yang cukup tersedia dan mudah di masuki adalah lapangan kerja 
dengan ketrampilan rendah. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan yang 
membutuhkan ketrampilan tinggi masih sedikit sehingga ketersediaan 
tenaga kerja dengan dengan pendidikan yang cukup masih belum dapat 


terserap dengan baik. 


Bekerja 





TM SD ke Bawah mM Sekolah Menengah Pertama 
mM Sekolah Menengah Atas mM Sekolah Menengah Kejuruan 
M Diploma I/I/IN Universitas 


Gambar 3.18 
Komposisi Penduduk Bekerja menurut tingkat Pendidikan 


Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 
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Mengamati lebih jauh dari sisi struktur lapangan pekerjaan penduduk 





Jawa Barat Tahun 2014 dan 2015 diperoleh gambaran bahwa sebagian 
besar bergerak di bidang industri pengolahan dengan jumlah 3,88 juta Jiwa 
(20,23”Y6o) diikuti jenis pekerjaan Jasa Kemasyaraatan/perorangan sebanyak 
3,3 juta jiwa (17,18”o0) dan ketiga terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor 
Pertanian sebanyak 3,15 juta jiwa (16,43”0). Perkembangan dalam satu 
tahun terakhir jumlah penduduk bekerja meningkat kecuali sektor industri 
yang menurun sebanyak 60,65 ribu jiwa, sektor konstruksi menurun 
sebanyak 0,27 juta jiwa dan sektor lainnya menurun sebanyak 30,58 ribu 


jiwa. 


Tabel 3.6. 
Struktur Lapangan Pekerjaan Penduduk (Juta Orang) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016 


Agustus 2016 
Agustus Agustus | Agustus2016 
Lapangan Pekerjaan Utama 2014 2015 —— 





Pertanian Pee Ta Bea 16,43 
Industri 3,9 3,95 3,88 20,23 
Konstruksi 1,49 1,69 1,42 7,42 
Perdagangan 4,93 5,1 5,34 27,8 
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 1 1,04 1,11 5,79 
Keuangan 0,6 0,67 0,81 4,24 
Jasa Kemasyarakatan/perorangan 3,29 3,05 3,3 17,18 
Lainnya” 0,21 0,17 0,91 


Penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap di lapangan usaha industri 
pengolahan seiring dengan menurunnya peran sektor ini terhadap 
perekonomian Jawa Barat. Sementara peningkatan share pertumbuhan 
lapangan usaha perdagnagan disertai dengan meningkatnya tenaga kerja 


yang terserap di lapangan usaha tersebut. 
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e. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan 





Berdasarkan data BPS, angka ketimpangan pendapatan di Jawa Barat 
tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari angka koefisien gini (KG) Jawa 
Barat selama tiga tahun terakhir (periode 2014-2016) mencapai 0.41 dan 
termasuk 10 provinsi yang memiliki angka KG tertinggi di Indonesia. Untuk 
Lebih Jelasnya terkait perkembangan angka KG Jawa Barat dapat dilihat 
pada Tabel 3.7 dan Gambar 3.19. 


Tabel 3.7 Koefisien Gini (KG) 
Provinsi di Indonesia Tahun 2014- 











































































































































2016 
aan Gini Ratio 
Eren 2014 | 2015 | 2016 
ACEH 0.32 0.33 0.33 
SUMATERA UTARA 0.32 0.34 0.32 OA1 OAL OI Gap OA D4 
SUMATERA BARAT 0.33 0.34 0.33 0.36 036 0.34 0.36 0.36 
RIAU 0335| 036| — 035 en An KOAL Gap OA1 OAL 041 0 
JAMBI 0331 03el — 035 036 o3a 036 035 037 038 
SUMATERA SELATAN 04 0.36 0.35 Mega” 
BENGKULU 0.36 0.38 0.36 
LAMPUNG 0.35 0.38 0.36 
KEP. BANGKA BELITUNG 0.3 0.28 0.28 
KEP. RIAU 04 0.36 0.35 
DKI JAKARTA 0.43 0.43 0.41 
1996 1999 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
JAWA TENGAH 0.38 0.38 0.37 ,-JAWA BARAT -R-INDONESA 
DI YOGYAKARTA 0.42 0.43 0.42 
JAWA TIMUR 0.37 0.42 0.4 
BANTEN 04 04 0.39 
BALI 0.42 0.38 0.37 
NUSA TENGGARA BARAT 0.38 0.37 0.36 
NUSA TENGGARA TIMUR 0.36 0.34 0.34 
KALIMANTAN BARAT 0.39 0.33 0.34 
KALIMANTAN TENGAH 0.35 0.33 0.33 
KALIMANTAN SELATAN 0.36 0.35 0.33 
KALIMANTAN TIMUR 0.35 0.32 0.32 
KALIMANTAN UTARA 3 0.29 0.3 
SULAWESI UTARA 0.42 0.37 0.39 
SULAWESI TENGAH 0.37 0.37 0.36 
SULAWESI SELATAN 0.42 0.42 0.43 
SULAWESI TENGGARA 0.41 04 0.4 
GORONTALO 0.41 0.42 0.42 
SULAWESI BARAT 0.35 0.36 0.36 
MALUKU 0.35 0.34 0.35 
MALUKU UTARA 0.32 0.28 0.29 
PAPUA BARAT 0.44 0.44 0.37 
PAPUA 0.41 0.42 0.39 
INDONESIA Odi” 041 0.4 








Sementara itu, kemiskinan Jawa Barat selama tiga tahun terakhir 
2014-2016 cenderung berfluktuatif. Hal ini terlihat dari perkembangan 
jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Barat yang mengalami naik 


turun. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan jumlah dan persentase 
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penduduk miskin Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.20 dan Tabel 


3.8. 








11.96 1127 
10.65 410.57 
: 10.09 9.89 


9.52 961 944 9.18 9.53 


2010 11-Mar 11-Sep 12-Mar 12-Sep 13-Mar 13-Sep 14-Mar 14-Sep 15-Mar 15-Sep 16-Mar 16-Sep 


MEEN Penduduk Miskin (Juta) — wifimPersentase (Po) 





Gambar 3.19 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009 hingga 
September 2016 


Tabel 3.8. 


Indikator Kemiskinan Jawa Barat 


























Jumlah Penduduk 
ria Persentase Indeks Kedalaman Indeks Keparahan Garis Kemiskinan 
iskin 
Penduduk Miskin (Yo) Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2) (Rp/Kapita/BIn) 
(MITir- Mo) e-lale)) 
Mar 2013 4.30 9.52 1.321 0.303 252.496 
Sept 2013 4.38 9.61 1.653 0.442 216.825 
Mar 2014 433 9.44 1.524 0.381 285.013 
Sept 2014 4.24 9.18 1.393 0.332 291.474 
Mar 2015 4.44 9.53 1.628 0.435 306.876 
Sept 2015 4.49 9.57 1.674 0.491 318.602 
Mar 2016 4.22 8.95 1.489 0.372 324.992 
Sept 2016 4A7 8.77 1.280 0.276 332.19 


























Apabila dilihat pada Tabel di atas terkait indikator kemiskinan, 
persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase 


penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat 
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kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain 
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa 
mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata 
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata 
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks 
Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat per Maret 2014 hingga Maret 2016 
berfluktuatif. Namun per September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan 
Jawa Barat menunjukan kemiskinan Jawa Barat semakin baik. Hal ini 
terlihat pada September 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat 
telah mengalami penurunan dibandingkan September 2014 dan September 
2015 yakni dari 1393 (September 2014) dan 1674 (September 2015) menjadi 
1280 (September 2016). Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan 
Jawa Barat tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran 
penduduk miskin Jawa Barat cenderung makin mendekati garis kemiskinan 
dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. 

Sementara itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Barat pun 
membaik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks keparahan kemiskinan. Per 
September 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan 
dibandingkan per September 2014 dan per September 2015 yakni dari 
0.332 (Per September 2014) dan 0.491 (Per September 2015) menjadi 0.276 
(Per September 2016) Hal ini menunjukan bahwa Jawa Barat memiliki 
ketimpangan pengeluaran yang rendah diantara penduduk miskin. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa penyebaran pengeluaran diantara penduduk 
miskin Jawa Barat rendah. 

Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Jawa Barat dapat 
disimpulkan bahwa Jawa Barat berhasil mengurangi kemiskinan Jawa 
Barat baik secara jumlah maupun tingkat kedalaman dan keparahan 
kemiskinannya. Walaupun demikian, Jawa Barat masih memiliki tingkat 
ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan 
masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika 


ekonomi Jawa Barat selama periode 2014 hingga 2016 tumbuh positif di 
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atas Nasional. Namun, tumbuh tingginya ekonomi Jawa Barat ini ternyata 





menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara 


keseluruhan. 


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan 
2018 
3.1.2.1 Tantangan Global dan Nasional 


Kondisi ekonomi global masih ditandai risiko terhadap pemulihan 
ekonomi. Pemulihan ekonomi global diperkirakan masih berlangsung 
lambat, namun harga komoditas mulai membaik. Momentum perbaikan 
ekonomi global diperkirakan terjadi pada 2016, ditandai dengan 
perekonomian AS yang menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin 
dari PDB yang membaik, tingkat pengangguran yang stabil dan inflasi yang 
cenderung meningkat. Di pasar komoditas, harga minyak dunia masih pada 
level yang rendah, sejalan dengan masih tingginya produksi minyak OPEC. 
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia di 2016 


diperkirakan hanya sekitar 3,1Yo. 


Tabel 3.9. 


Outlook Perekonomian Global 























Negara 2016 Proyeksi 2017 

wu Dunia 3.1 3.4 
- ) Amerika 1.6 2.3 
& Eropa 1.7 1.6 

- Jepang 0.9 0.8 
—» Tiongkok 6.7 6.5 
“9X | India 6.6 7.2 
-. 




















Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang semakin baik, ditandai 
dengan pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan IV 2016 yang mencapai 


3,1”o (SAAR), utamanya didorong peningkatan pertumbuhan ekspor dan 
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investasi yang lebih besar dari penurunan pertumbuhan konsumsi. Ekspor 
AS semakin meningkat, dan dari sisi tenaga kerja, membaiknya 
perekonomian AS tercermin dari tingkat pengangguran yang stabil. 
Membaiknya perekonomian AS juga tercermin dari inflasi yang cenderung 
meningkat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di negara maju 
lainnya, seperti Uni Eropa, cenderung masih terbatas dan dibayangi oleh 


risiko politik. 








Unorglaynent tote, rha 
mx Lebar force perdopsian sste1, Fa 
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Gambar 3.20 Gambar 3.21 
Tingkat Pengangguran AS2727 Perkembangan Inflasi AS 








Di sisi lain, China yang selama ini menjadi motor perekonomian dunia dari 
Asia, hingga saat ini perekonomiannya masih melakukan konsolidasi 
sumber-sumber perekonomiannya. Hingga pertengahan Tahun 2016, 
pertumbuhan ekonomi China berada dalam titik stabil dan masih berada 
dalam target pemerintah yaitu pada kisaran 6,5 hingga 7Y0. Meski 
perekonomiannya semakin membaik, namun masih menghadapi 
ketidakpastian yang tinggi dan belum mampu kembali kepada kondisi 
sebelumnya yang mampu tumbuh di atas 7». Sementara Negara Asia 
lainnya yaitu India, berada dalam kondisi ekonomi yang berangsur 
membaik, terutama dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dalam 


perdagangan serta kebijakan yang diterapkan dengan efisien. 
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Penjualan Mobil India 
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Gambar 3.22 
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Pertumbuhan Ekonomi China 


Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya tumbuh solid pada 
gilirannya mempengaruhi kinerja harga komoditas global yang masih 
rendah, meski akan sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya. harga 
batubara dan CPO terlihat sudah mulai meningkat dalam beberapa bulan 
terakhir, meski lebih dipengaruhi oleh penurunan produksi dibanding 
kenaikan permintaan. 

Momentum pemulihan ekonomi global semakin kuat di triwulan IV tahun 
2016 yang ditandai oleh kian meningkatnya laju pertumbuhan meskipun 
ekonomi global dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat. 
Peningkatan pertumbuhan lebih didorong oleh negara-negara maju yang 
mengalami pertumbuhan, sementara negara berkembang relatif tumbuh 
stabil. 

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah meningkatnya 
faktor ketidakpastian terkait dengan kenaikan Fed Fund Rate dan pemilihan 
presiden di AS. Hal itu berdampak langsung pada gejolak di pasar keuangan 
dan lebih jauh lagi dapat menahan aktivitas ekonomi. Terpilihnya Donald 
Trump sebagai Presiden AS masih menimbulkan ketidakpastian yang 
bersumber dari ekspektasi kebijakan yang akan diambil yang diperkirakan 
akan semakin protektif dan terfokus pada kepentingan AS namun 
mengabaikan ekonomi global. 

Dengan perkembangan ekonomi global yang baru mulai membaik (rebound) 


dan besarnya tantangan ekonomi global ke depan, pihak otoritas di berbagai 
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negara pada umumnya tetap mempertahankan stance kebijakan yang 
cenderung akomodatif, kecuali kebijakan moneter AS yang mulai memasuki 
siklus pengetatan. Selain AS, Tiongkok juga mulai menunjukkan sinyal 
pengetatan melalui beberapa instrumen kebijakan moneternya. Berbagai 
perkembangan tersebut pada akhirnya menjadikan ekonomi global 
berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi ke depan, apabila berbagai risiko dan 
tantangan yang ada dapat dikelola dengan baik. 

IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh meningkat mencapai 
3,440 di 2017 dan 3,6Yo di 2018. Namun demikian, IMF juga melihat adanya 
risiko yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi global, seperti (i) risiko 
politik dan kebijakan yang semakin proteksionis, (ii) restrukturisasi neraca 
keuangan di negara maju yang masih berjalan lambat, (iii) pertumbuhan 
Tiongkok yang melambat lebih tajam, (iv) risiko capital reversal di negara 
berkembang, dan (v) risiko geopolitik (pengungsi, keamanan, terorisme, 


dsb). 
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Gambar 3.24. 

PDB Dunia dan Volume Gambar 3.25. 
Perdagangan Prakiraan PDB Dunia 


Perkembangan Ekonomi Domestik 


Di sisi domestik, sebagai Negara small open economy, perkembangan 
global yang belum sepenuhnya kondusif dan diwarnai ketidakpastian yang 
tinggi mempengaruhi kinerja perekonomian Nasional yang tumbuh terbatas. 
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02” (yoy) meski lebih tinggi 


dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada keseluruhan tahun dapat 
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tumbuh sekitar 5Y0 meski lebih rendah dibandingkan perkiraan sekitar 





5,3Yo sebelumnya akibat dampak ekonomi global yang tumbuh lebih rendah 
dibandingkan prakiraan sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan 
ekonomi Nasional masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. 
Kondisi ini terutama faktor permintaan domestik masih menjadi sumber 
utama pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara spasial, perekonomian 
wilayah Jawa yang berbasis lapangan usaha industri pengolahan, 
perdagangan dan pertanian masih menjadi penopang utama dengan 
tumbuh di atas 5Y60. Sementara itu, di kawasan Sumatera, Kalimantan dan 
Papua masih terdapat provinsi yang tumbuh di bawah 4Y6 sehingga perlu 
terus mendapat perhatian. Di sisi harga, inflasi terjaga dalam level yang 
rendah dan stabil yakni mencapai 3,020 pada 2016 lebih rendah dari 
Tahun 2015 sebesar 3,4”. Inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari 
konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 


dan Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan komoditas 












































strategis. 
IpY-0-Y, Tahun Dasar 2010 |. “Yoy ".. 
2015 2016 ii | 
Komponen 2014 201 , 
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Konsumsi Rumah Tangga | 5.16 | 501 | 497 | 495 | 492 | 496 | 497 | 506 | 5.01 : 
Konsumsi LNPRT 12191807 |-199 | 656 | 832 |-063 | 640 | 672 | 665 20 
Konsumsi Pemerintah 116 1291 1 26117111731 1 538 | 346 1 623 | 297 Io 
Investasi 457 1463 | 388 | 479 | 690 | 507 | 557 | 506 | 406 
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Gambar 3.28. Gambar 3.29 
Pertumbuhan PDB Nasional Perkembangan Inflasi Nasional 





Perekonomian Nasional yang fleksibel dalam merespons perlambatan 
ekonomi global ditopang terutama oleh dua faktor. Faktor pertama, 
konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagaimana tercermin pada 
inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar rupiah yang terkendali, defisit 
transaksi berjalan dan defisit APBN 2016 yang berada dalam level yang 
sehat, serta stabilitas sistem keuangan. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan 


risiko ekonomi yang terkendali pada gilirannya memberikan basis 
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keleluasaan gerak yang positif bagi pelaku ekonomi untuk merespons 





kondisi yang ada. Faktor kedua adalah pengaruh kebijakan countercyclical 
yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia. Stimulus fiskal yang besar, 
termasuk melalui belanja infrastruktur, mendukung sektor yang 
berhubungan langsung dengan pemerintah, seperti investasi bangunan. 
Langkah deregulasi dan debirokratisasi Pemerintah melalui berbagai paket 
kebijakan, sebagai bagian dari upaya reformasi struktural, juga 
berkontribusi positif meningkatkan keyakinan untuk berusaha di Indonesia. 
Sementara dari sisi pelonggaran kebijakan moneter turut mendorong 
perbaikan permintaan domestik. Dalam setahun terakhir, Bank Indonesia 
telah menurunkan suku bunga kebijakan hingga 150 bps dan Giro Wajib 
Minimum (GWM) hingga 150 bps. Pelonggaran kebijakan moneter juga 
bersinergi dengan kebijakan makroprudensial melalui relaksasi Loan to 
Value (LTV) untuk kredit properti dan Financing to Value (FTV) untuk 
pembiayaan properti, serta peningkatan batas bawah Giro Wajib Minimum 


(GWM)-Loan to Funding Ratio (LFR) dari semula 78Yo menjadi 806. 
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Gambar 3.30 
Defisit Transaksi Berjalan dan Perkembangan Inflasi Nasional 





Prospek ekonomi global yang masih belum akan pulih segera dan 
ketidakpastian di harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi 
tantangan bagi perekonomian Nasional. Di sisi lain, tantangan jangka 
pendek dan struktural domestik yang belum terselesaikan berpotensi 
menghambat proses pemulihan ekonomi. Tantangan jangka pendek berasal 


dari pengaruh stimulus fiskal yang belum secara merata dapat menarik 
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peran swasta untuk berinvestasi, khususnya investasi non-bangunan yang 
tercatat masih cukup rendah. 

Sementara itu, tantangan struktural domestik terkait dengan sektor 
riil dan sektor keuangan. Dari sektor riil, tercatat tantangan terkait 
komposisi produk ekspor yang banyak bergantung pada produk sumber 
daya alam, struktur pasar dan tata niaga yang belum efisien, serta peran 
industri pengolahan yang terus menurun. Turunnya peran industri 
pengolahan menjadi persoalan sendiri di kawasan Jawa mengingat 
perannya yang cukup signifikan dalam perekonomian di kawasan tersebut. 
Sementara itu di sektor keuangan, tantangan masih terkait dengan 
pembenahan struktur pembiayaan domestik yang masih belum beragam, 
struktur dana perbankan yang belum seimbang, serta pasar keuangan yang 


masih belum dalam. 


3.1.2.2 Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat 


Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam 
membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, 
mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. 
Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai 
ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah 
merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai 
potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) 
perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri 
yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor 
eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di 
pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi. 

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan 
untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah 
kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap 
pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan 
kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang 
bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen 


menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan 
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reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi 





faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi 
kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada Tahun 
2016 ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui 
program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui 
program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna 
semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang 
berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital 
economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech 
(financial technology) dan e-commerce. Perkembangan positif ini bila 
dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan 
mendukung kegiatan ekonomi domestik. 

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan 
efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat 
dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni 
sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus 
demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif 
yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi 
potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan 
dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini 
jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia 
untuk menjadi lebih sejahtera. 

Kedua, antisipasi kebijakan pemerintah terkait administriced price. 
Kondisi tahun depan (2017), melihat perkembangan update kondisi terakhir 
Tahun 2016 baik. Namun demikian, tantangan pencapaian pertumbuhan 
ekonomi yang lebih baik di Tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan 
Tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga 
Tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju 
keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas 
yang harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 
kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non 


subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan 
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harga komoditas lainnya yang dinamis. Peran kenaikan pengeluaran 
konsumsi rumah tangga secara umum diperkirakan akan sangat tergantung 
pada kondisi tingkat inflasi tahun ini. 

Ketiga, ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan 
Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan 
dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi 
lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi 
kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi. 

Keempat, harapan efektivitas kebijakan fiscal. Pengeluaran konsumsi 
pemerintah juga diharapkan bisa optimal tahun ini, sejalan dengan 
percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario 
fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. 
Adanya pencairan dana tahap satu terkait persiapan pilkada serentak, 
peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur 
strategis di Jawa Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap 
kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah. 

Kelima, terkait kondisi ekspor dan impor (net exspor) yang 
diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan 
terbatas ekonomi global. Meningkatnya harga minyak dunia dan perbaikan 
daya beli konsumen negara-negara timur tengah diharapkan bisa 
meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Tahun 2017. Fluktuasi kurs yang 
mengarah kepada stabilitas dan keseimbangan baru diharapkan bisa 
mendorong daya saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan 
nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan penguatan industri hulu 
regional terkait kontribusi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Keenam, terkait reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi 
struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentu : (1) Belanja yang 
lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik, (3) 
Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah 
daerah, dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada 
keberlanjutan. Sementara itu, reformasi strukturalnya diarahkan untuk : (1) 
Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta, (2) Perbaikan 


kondisi bisnis (antara lain KODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan 
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pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan pertanahan/reformasi 
agraria, (6) Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri 
parawisata, dan (7) Deregulasi peraturan/perijinan di daerah. 

Ketujuh, terkait belanja infrastruktur. Sebagaimana disajikan pada 
Gambar 3.31 Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah : (1) 
jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara (yang salah satunya ada di Kabupaten 
Majalengka), (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. 
Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan 
regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja 
subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2017 mendatang. Penurunan subsidi 
akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki 
multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan 
ekonomi Nasional sebesar 5.1 persen. 


Belanja infrastruktur terus meningkat Target infrastruktur 2017 
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Gambar 3.31 


Belanja Infrastruktur Pemerintah Pusat Tahun 2017 


Sebagaimana disajikan pada Gambar 3.32, melalui Kementrian 
Perekonomian, sejumlah proyek kakap akan dikembangkan di Provinsi Jawa 
Barat. Pemerintah Pusat akan mengembangkan Industri Kimia, Tekstil dan 
Aneka, Industri Agro, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 


Elektronika. 
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SEJUMLAH PROYEK KAKAP 2017 - 
Rencana Investasi SOPO 
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Gambar 3.32 
Sebaran Rencana Proyek Kakap Pemerintah Pusat Tahun 2017 


Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian 
Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi 
ekonomi regional, Nasional serta interNasional. Harmonisasi kebijakan 
pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi 
diharapkan lebih menguat di Tahun 2017, sehingga hal tersebut dapat 
mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik. 

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada 
pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun 
penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi 


disajikan pada Tabel di bawah ini. 


Tabel. 3.10 
Proyeksi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2017-2018 




















No | Indikator Pembangunan Ekonomi | Proyeksi 2017 - 2018 
1 | Inflasi 3,3Yo - 3,7Y6 

2 | Tingkat Pengangguran Terbuka 8,72Yo - 8,86Yo 

3 | Kemiskinan 8,3Yo - 8,8Yo 

4 | Gini Ratio 0,4 -— 0,41 

5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,76Y6 - 6,07Yo 
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Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa 
Barat Tahun 2016 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 
2017-2018 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh 5,76 persen hingga 
6,07 persen. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada 
perubahan drastis dan optimis. Sebaliknya dengan prediksi pesimis, 
ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2017-2018 diproyeksikan tumbuh 5,5 


persen hingga 5,81 persen. 
3.1.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 


Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang 
diproyeksikan di atas, maka atrategi dan arah kebijakan pembangunan 


ekonomi adalah berikut ini: 


a. Strategi : Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah 
kebijakan : fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, 
dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan 

b. Strategi : mMemantapkan peran lapangan usaha perdagangan, 
transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan 
mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, 
transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. 

Cc. Strategi : Membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat - 
sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - khususnya upaya-upaya 
untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan 
arah kebijakan : mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui 
peran market intelegent dan juga market penetration), dan juga 
peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja. 

d. Strategi : Meningkatkan daya saing sektor-sektor yang ada di kuadran 
ke-4 khususnya lapangan usaha konstruksi - melalui pembangunan 
infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) fokus pada peningkaan 
aksesibiltas seluruh daerah di Jawa Barat, (2) Pengembangan Jasa 


keuangan & asuransi untuk mendukung terwujudnya program financial 





III - 35 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





inclusion di Jawa Barat, serta (3) peningkatan daya saing pendidikan dan 
kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM. 

e. Strategi : Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk 
menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) 
Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan 
dengan peningkatan produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul, 
teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani 
melalui subsidi untuk asuransi pertanian, (2) Meningkatkan aktivitas 
pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri- 
industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, 
(3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, 
misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang 
diwujudkan bersamaan dengan program financial inclusion. 

Adapun poin-poin lanjutan arah kebijakan pembangunan ekonomi di 

Jawa Barat, yaitu : 

1. Meningkatkan lingkungan usaha untuk UMK 

Pembangunan infrastruktur mengikuti pola pembangunan ekonomi 

Peningkatan Daya Saing Industri 

Hilirisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Industri 

Penataan destinasi wisata unggulan Jabar 


Peningkatan daya saing daerah Provinsi Jawa Barat 


1 Oa Tn en 


Penurunan ketimpangan pendapatan — melalui pembangunan yang 

lebih berkualitas - khususnya di wilayah perkotaan 

8. Penataan karakter pertumbuhan ekonomi yang memberi 
kesempatan luas untuk partisipasi masyarakat miskin 

9. Pertumbuhan Ekonomi Pro Job, Pro Poor dan Pro Village Dalam 
Konteks Masyarakat Agraris 

10. Seiring dinamika perekonomian yang didominasi sektor tersier, 
dibutuhkan langkah sedini mungkin penyiapan skil tenaga kerja 
untuk mengimbangi struktur PDRB dengan struktur tenaga kerja 

11. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 


12. Menjaga stabilitas harga /inflasi tetap di bawah 3-46 
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan 
daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa 
dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung 
dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam 
pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar 
pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam 
melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor 
pengelolaan keuangandaerah yang dikelola dengan manajemen yang baik 
pula. 

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal 
daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan 
pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial 
untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan 
melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non 
APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana 
kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha 
melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di 
Jawa Barat yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna 


menunjang beban belanja pembangunan daerah. 


3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan 
fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain 
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada 
masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan 


pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan 
Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan: 3) Lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil 
pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi 
khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, 
lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. 
Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan 
anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, 
Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi 
yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, 
diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional, 
Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan 
pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan 
kebijakan harga BBM, Estimasi pemasaran industri otomotif Nasional yang 
diperkirakan masuk ke wilayah Jawa Barat, Potensi yang dimiliki serta 
realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, Upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan penyusunan APBD. 

Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Provinsi Jawa 
Barat selalu mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok dana perimbangan juga 
menunjukkan peningkatan hal ini berkaitan dengan berlakukanya Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan adanya pengalihan 


beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari 
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provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Adapun 
urusan yang mengalami perubahan salah satunya Urusan Pendidikan 
terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan 
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal 
Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami 
kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan pada DAK terdapat 
penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi 
Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non 
Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama 
penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu 
kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran 
PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup 
signifikan. 

Berdasarkan kondisi di atas, perkembangan realisasi pendapatan 
Tahun 2015 dan -2016 dan target pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat 
pada kurun waktu Tahun 2017 serta asumsi pendapatan Tahun 2018, 


disajikan pada tabel di bawah ini. 
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TABEL 3.11 


REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015-2016 DAN PROYEKSI/ TARGET PENDAPATAN TAHUN 2017-2019 
PROVINSI JAWA BARAT 































































































Jumlah 
NO Uraian Ng en Proyeksi/Target pada Proyeksi/Target pada 
1) 2) 3) 
Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Target Tahun 2017 Tahun 20189 Tahun 20195 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1 Pendapatan asli daerah 16.263.235.947.268 17.042.895.113.672 16.524.120.917.766 17.458.992.241.703 17.667.856.689.273 
KAN Pajak daerah 14.617.071.393.160 15.727.483.589.791 15.238.472.081.401 16.143.060.140.898 16.143.060.140.898 
1.1.2 Retribusi daerah 73.459.165.719 73.504.738.396 58.245.147.484 66.522.563.284 77.986.047.181 
11.3 ee Kekaya ae eNaYang 281.661.628.120 322.402.263.906 323.443.062.831 323.455.535.490 359.881.943.018 
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.291.043.760.269 919.504.521.579 903.960.626.050 925.954.002.031 1.086.928.558.176 

1.2 Dana perimbangan 2.506.877.511.840 10.622.671.443.683 13.987.089.323.786 13.672.548.390.450 13.728.221.725.946 
it BA basi asi Bala Bag nasi akan 1.184.319.132.840 1.778.216.936.253 1.723.660.213.174 1.522.016.972.450 1.577.690.307.946 
1.2.2 Dana alokasi umum 1.303.654.355.000 1.248.112.171.860 2.992.041.500.612 2.879.143.808.000 2.879.143.808.000 
1.2.3 Dana alokasi khusus 18.904.024.000 7.596.342.335.570 9.271.387.610.000 9.271.387.610.000 9.271.387.610.000 

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 5.470.332.306.542 28.468.563.504 29.690.800.000 30.688.960.000 29.690.800.000 
1.3.1 Hibah 22.954.678.042 23.468.563.504 22.190.800.000 23.188.960.000 22.190.800.000 
1.3.2 Dana darurat 

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari 
1.3.3 , . 
pemerintah daerah lainnya 
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.447.377.628.500 5.000.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 
135 Bantuan Keuangan dari provinsi 
Ps pemerintah daerah lainnya"") 
nah NO DAERAH 24.240.445.765.650 27.694.035.120.859 30.540.901.041.552 31.162.229.592.153 31.425.769.215.220 
Keterangan: : 


1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015 
2) Rancangan Perda Pertanggungjawabaan APBD TA 2016 (unaudited) 
3) Perda APBD TA. 2017 dengan mencantumkan transfer Dana Alokasi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) 
4) Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018 dan tahun 2019 (angka masih sangat sementara). 





III - 40 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Apabila diperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah 
kurun waktu 2015-2016 dan target Tahun 2018 terlihat adanya 
peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Kondisi ini turut didukung 
oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam 
melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan 


daerah yang cukup baik. 


3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 
Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan 
memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan 
daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah 
dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. 
Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai 


berikut: 


1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi 
CPDP, UPT, UPPD dan Balai Penghasil, 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan 
secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi 
daerah, 

3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama 
antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari 
dana perimbangan dan non perimbangan. 

4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara 
signifikan terhadap pendapatan daerah, 

5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta 
partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya 
membayar pajak dan retribusi, 

6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara 
profesional, 

7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan 


pendapatan 
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8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan 


kepada wajib pajak. 


9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan 


terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan 


menciptakan kepuasan pelayanan prima. 


Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana 


perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai 


berikut: 


1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh 


OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan, 


2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar 


perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan, serta 


3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat 


untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek 


pendapatan sesuai wewenang provinsi. 


Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, 


dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah 


(target), sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 


diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut. 


1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui: 


a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan 


Cc. 


dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan 
sistem prosedur pelayanan, 

pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan 
pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan 
retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, 

peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai 
dengan kemampuan anggaran, 

melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada 
masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai 
Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, pengembangan Samsat 


Outlet, dan Samsat Gendong serta e-Samsat, 
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e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di 
seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter 
iso 9001-2008, 

f. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam 
upaya peningkatan kesadaran masyarakat, 

g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD 
secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan 
prosedur pelayanan terhadap  konsumen/nasabah, serta 
mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar ' BUMD berjalan 
sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat 
kepercayaan dari perbankan, 

h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang 
diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, serta 

i. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan 
kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam 
operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta 
mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD 
penghasil. 

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui: 

a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak 
penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat 
dalam pembayaran pajak, 

b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun 
potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian 
Keuangan cg. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan 
Bagi Hasil. 

Cc. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan 
lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar 
memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi, 

d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, 


Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR 
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RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana 
Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak). 
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh 

melalui : 

a. Koordinasi dengan  kementerianteknis dan lembaga non 
pemerintah, baik dalam maupun luarnegeri. 

b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatab dari masyarakat. 


c. Pembentukanlembagapengelola dana masyarakat. 


3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah 
dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja 
Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi 
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja 
bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Salah satu 
terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendanai 
pembangunan di kabupaten/kota dengan menggunakan instrument 
perhitungan besaran alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota 
sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan di dalam penyusunan 
APBD Provinsi Jawa Barat. Formulasi yang dimaksud adalah beberapa 
indikator yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, 
antara lain Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana terakhir 
diubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan RPJMD Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013-2018. Indikator yang digunakan dalam 
perhitungan formulasi ini terdiri dari : (1) Jumlah Penduduk, (2) Luas 


Wilayah, (3) Jumlah Penduduk Miskin, (4) Saluran Irigasi, (5) Panjang 
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jalan Kabupaten/Kota, (6) Capaian IPM, (7) Pencapaian Rata-rata Lama 

Sekolah, dan (8) Pencapaian Luas Kawasan Lindung. Sedangkan BL 

merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan 

program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa, dan belanja modal. 

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang 
menggunakan prinsip money follow function, karena manfaatnya tidak 
jelas, diubah menjadi money follow programme dengan memperhatikan 
prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi 
pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang 
memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga 
yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan Tahun 2018. 

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, 
pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, 
belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan 
pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat 
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini 
berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung 
semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal 
(ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh 
daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan 
menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diupayakan dengan 
pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan 
efektif. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2018 sebagai 
berikut: 

1. RPJMD 2013-2018, 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 
2018, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: 
urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, 
wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah 
pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan 


sejumlah delapan (8) urusan, Sustainable Development Goals (SDGs): 
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kemiskinan, janji Gubernur, 

Dukungan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018, 

Penggunaan dana fungsi pendidikan 206 dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan, 

4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10”o, dalam rangka peningkatan 
fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten 
dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 
10”o (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan 
tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang 
merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber 
daya insani. 

5. Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan 

subsidi, 

Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok, 

Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah, 


Pendukungan penyelenggaraan Asean Games Tahun 2018. 


SN na 2 


Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi 
10. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial. 

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. 
Pada Tahun 2017 belanja tidak langsung mengalami kenaikan apabia 
dibandingkan dengan belanja daeah Tahun 2016, dikarenakan pada 
Tahun 2017 ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi 
dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu beralihnya gaji dan 
tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya 
pengelolaan sekolah menengah dari urusan Kabupaten/Kota menjadi 
urusan Provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan 
yang signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber 
pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga 
(3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 


dituangkan dalam tabel di bawah ini. 
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TABEL 3.12 


REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH 


TAHUN 2015-2019 



















































































Jumlah 
NO Uraian Nan 1y Hala » 3 Proyeksi/Target pada Proyeksi/Target pada 
Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Target Tahun 2017 Tahun 20189 Tahun 20195 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) 
2.1 Belanja Tidak Langsung 19.256.546.459.502 21.748.500.856.927 26.208.737.552.163 24.770.117.899.777 25.169.126.384.336 
2.11 Belanja pegawai 1.671.495.456.741 1.835.034.707.679 5.054.514.042.136 5.705.226.162.136 5.847.856.816.189 
2.1.2 Belanja bunga - - 
2.1.3 Belanja subsidi 18.990.870.500 14.999.772.000 15.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 
2.1.4 Belanja hibah 6.326.862.952.000 9.854.923.609.133 10.382.158.831.892 9.493.601.919.371 9.464.759.984.128 
2.1.5 Belanja bantuan sosial 3.048.750.000 9.940.000.000 38.479.445.000 15.000.000.000 25.000.000.000 
2.1.6 PA Pai para PERAN 6.406.192.657.944 6.393.271.239.759 6.408.516.456.981 6.722.692.753.429 6.481.366.958.757 
Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa" 
Belanja Bantuan Keuangan kepada 
2.1.7 Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan 4.329.955.772.317 3.640.311.644.356 4.249.268.776.154 2.753.597.064.842 3.274.642.625.262 
Desa" 
2.1.8 Belanja tidak terduga - 19.884.000 60.800.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 
A JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.256.546.459.502 21.748.500.856.927 26.208.737.552.163 24.770.117.899.777 6.626.211.331.554 
2.2 Belanja Langsung 5.329.323.600.272 5.873.464.633.380 6.220.288.489.389 6.392.111.692.376 6.626.211.831.554 
B JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.329.323.600.272 5.873.464.633.380 6.220.288.489.389 6.392.111.692.376 
Cc TOTAL JUMLAH BELANJA 24.585.870.059.774 27.621.965.490.807 32.429.026.041.552 31.162.229.592.153 31.795.338.215.890 
Keterangan: : 


1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015 


2) Rancangan Perda Pertanggungjawabaan APBD TA 2016 (unaudited) 


3) Perda APBD TA. 2017 dengan mencantumkan transfer Dana Alokasi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) 
4) Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018 dan tahun 2019 (angka masih sangat sementara). 
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3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan 
pengeluaran pembiayaan daerah.Kebijakan penerimaan pembiayaan 
daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada 
penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan 
daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari 
dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, 
penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah 
timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan 
daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, 
investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), 
pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih 
perhitungan. 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2018 belum merencanakan SiLPA. Sementara 
kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk 
pendanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 
2018 dan penyaluran Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang disalurkan melalui 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten (Bank BJB) dengan 
mengedepankan prinsip kehati-hatian. KCR merupakan program 
pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam 
mengembangkan usahanya serta untuk modal kerja, sehingga diharapkan 
bisa meringankan para pelaku usaha kecil. Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat akan melaksanakan penyertaan modal kepada BUMD yang ada di 
Provinsi Jawa Barat jika hasil evaluasi menunjukan bahwa penyertaan 
modal diperlukan. 

Khusus untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian 
saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 
Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat 


dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
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diperkirakan surplus serta pemerintah daerah harus memenuhi 
kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah 
melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk 
berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah 
daerahakan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. 
Sedangkan kebijakan pengeluaran, Kebijakan ini diharapkan dapat 
memberikan keuntungan sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan 


(khususnya melalui peningkatan pelayanan publik): 


2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi 
pemerintah daerah, 

3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai 
obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, 
peruntukan, dll, 

4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum 
yang menunjang aktivitas perekonomian, 

5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan 
mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat 
melebihi nilai penerbitan obligasi daerah. 

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan 
pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan 
pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target 
tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan 
arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam (TABEL 
3.13) sebagai berikut: 
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REALISASI DAN PROYEKSI/ TARGET PEMBIAYAAN DAERAH 


TABEL 3.13 


TAHUN ANGGARAN 2015 - 2019 


































































































: $ 2 Jumlah 
NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan P 5 
Daerah NA y aa 2 3 Proyeksi/Target pada Proyeksi/Target pada 
Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Target Tahun 2017 Tahun 20189 Tahun 20199 
41 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

3.1 Penerimaan pembiayaan 4.549.073.508.028 3.649.644.308.514 2.200.000.000.000 - 
344 Tr perhitungan #hesaran tehun Sebelumnya 4.549.073.508.028 3.484.246.614.428 2.200.000.000.000 2 

Koreksi (Contra Pos) 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - 
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 

Kembali Dana Bergulir 165.397.694.086 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.549.073.508.028 3.649.644.308.514 2.200.000.000.000 - 
3.2 Pengeluaran pembiayaan 660.000.000.000 378.575.000.000 311.875.000.000 - 
3.2.1 Pembentukan dana cadangan 
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 610.000.000.000 378.575.000.000 311.875.000.000 
3.2.3 Pembayaran pokok utang 
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 

Kredit Cinta Rakyat 50.000.000.000 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 660.000.000.000 378.575.000.000 311.875.000.000 - 

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.889.073.508.028 3.271.069.308.514 1.888.125.000.000 - 
Keterangan: : 


1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015 

2) Rancangan Perda Pertanggungjawabaan APBD TA 2016 (unaudited) 
3) Perda APBD TA. 2017 dengan mencantumkan transfer Dana Alokasi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) 
4) Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018 dan tahun 2019 (angka masih sangat sementara). 
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3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan 
pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus 
pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus 
pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut 
menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang 
akan dibangun yaitu Bandara Internasional Kertajati (perpanjangan Runway dan 
Exit taxi way, rencana pembangunan Bandar Udara baru - Citarate - Ujung 
Genteng, Pelabuhan Laut Patimban, Jalan tol Cisumdawu, pembangunan jalan 
tol Bogor — Ciawi - Sukabumi (Bocimi), fasilitasi rencana pembangunan jalan 
kereta api akses bandara internasional Jawa Barat jalur Kertajati-Cirebon 
(Arjawinangun), pembangunan akses jalan BIJB Kadipaten-Jatibarang 
Kabupaten Majalengka, pengelolaan pelabuhan dan pengerukan pelabuhan di 
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. 

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi berupa 
Investasi Pemerintah berupa investasi pada proyek-proyek yang dianggap 
layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD, DAU, DAK, 
dan Dana Daerah, skema pendanaan dengan Kemitraan Pemerintah Swasta 
(KPS). Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 
dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara 
finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah 
satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan 
untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur 
transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) 
atau kelayakan marjinal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk 
government support. Skema KPS juga dapat digabung dengan optimasi 
penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai 
prasarana dasar. Dan skema pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak 


dunia usaha melalui program TJSL dan PKBL untuk mendukung “CSR Jabar 
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untuk kemanusiaan dan lingkungan”. Program TJSL dan PKBL Provinsi Jawa 


Barat melibatkan 114 perusahaan yang difokuskan pada penanganan : 


1) 


2) 


3) 


1) 


5) 


6) 


7) 
8) 


Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 
perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS), 

Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman 
pohon,pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan 
kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan 
polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan 
adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan 
pemulihan lingkungan, 

Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat 
menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha 
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan 
farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan 
masyarakat, 

Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang 
sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan 
prasarana pendidikan formal, non formal dan informal, 

Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan 
usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar 
tradisional, 

Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan 
perkotaan, 

Sarana dan prasarana keagamaan, dan 

Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, 


Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 
PRIORITAS DAN SASARAN 
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 


Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Barat 
Tahun 2018, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD 
Tahun 2016, (3) Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) Tahun 2018, (4) Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas 
pembangunan (Nawacita), (5) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi 
global, dan pokok pikiran DPRD. 

Selain memperhatikan kelima aspek tersebut, rumusan prioritas 
pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 juga berpedoman kepada 
kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, 
khususnya pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap 
kabupaten/kota. Pengembangan sektor unggulan tersebut diselaraskan 
dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Proyek 
Strategis Nasional (PSN). Rumusan Prioritas Pembangunan Jawa Barat 
Tahun 2018 merupakan penjabaran dari isu strategis yang akan terjadi 
pada Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, yang 
selanjutnya sebagai acuan dalam penetapan strategi, yang dijabarkan 
tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, dan arah kebijakan serta 
prioritas pembangunan, yang merupakan acuan bagi perangkat daerah 
dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah. 

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk 
menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 dan mendukung 
terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum 


dalam RKP 2018. 
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4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 


4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan 
nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi 
dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan 
pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup 
daerah. 

Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019 adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan Ekonomi dengan indikator : Pertumbuhan ekonomi, 
PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran 

2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator : Produksi padi, 
Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, 
Produksi ikan 

3. Kebutuhan Energi dengan Indikator : Produksi Minyak bumi, 
Produksi gas bumi, Produksi batubara, Penngunaan gas bumi 
dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri. 

4. Ketahanan Air dengan indikator : Terselesaikannya status DAS 
lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi 
dalam KPH, Pulihanya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS 
Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS 
prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya 
jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas 
sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air. 

5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersedian air irigasi 
yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan 


Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) 
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10. 


1 


Ie 


Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non 


Struktural Banjir. 


. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan 


indikator : Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi 
Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur 
Kereta Api , Dwelling Time Pelabuhan, On-time Performance 


Penerbangan , Kab/Kota yang dijangkau broadband 


. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks 


Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 


juta ha (dalam dan luar kawasan). 


. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka 


Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaran Pemilu 2019 
Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat 
Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di 


PBB 


. Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan 


Hukum N.A. 7540, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, 
Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20Yo (skala 5) , 
Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100”, 

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator :Opini WTP 
atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga Provinsi 
,Kabupaten ,Kota , Instansi Pemerintah yang akuntabel , Indeks 
Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas 
Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 
Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase 
pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan 
perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN 
terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya 
Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 

Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun , 


Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan 
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kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program 
SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal. 

13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju 
Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods 

14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, 
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, 
Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat 

15. Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 
kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, 
Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun) 

16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan 
PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun 

17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil 
terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, 
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, 
Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, 
Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan 


konservasi laut/perairan 


Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk 


mencapai keberhasilan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa 


Cita), yaitu: 

Cita1l : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 
seluruh warga Negara, 

Cita2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 

Cita3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 


memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 


Negara kesatuan 
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Cita4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan 
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas 
korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 

Cita6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 
pasar Internasional, 

Cita7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 


menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 


domestik, 
Cita8 : Melakukan revolusi karakter bangsa, dan 
Cita9 :  Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi 


sosial Indonesia. 

Untuk mencapai keberhasilan dari sembilan agenda prioritas 
pembangunan (Nawa Cita) tersebut, diperlukan strategi sebagai berikut : 
(1) Kabinet kerja harus memiliki norma pembangunan yang berorientasi 
kepada kesejahteraan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan : (2) 
berpedoman pada tiga dimensi pembangunan, (3) untuk memenuhi 
norma dan dimensi pembangunan diperlukan prasyarat yang harus 
dipenuhi yaitu kepastian dan penegakan hukum, kemanan dan 
ketertiban, politik & demokrasi dan tata kelola pemerintahan & Reformasi 
Birokrasi. kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung, serta (4) 
berdasarkan ketiga strategi tersebut untuk mencapai keberhasilan 9 
agenda prioritas pembangunan diperlukan program-program yang 


bersifat guick wins (Gambar 4.1) 
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Membangun untuk manusia dan masyarakat: 

Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh 
menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan 
kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa 
menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan 
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan, 

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung 
lingkungan dan keseimbangan ekosistem, 


DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN & 
MANUSIA SEKTOR UNGGULAN KEWILAYAHAN 


Antar wilayah: (1) 


4 h Ie - 
DO 4 ENGEN OM, 


OUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 





Sumber : RPJMN 2015 - 2019 


Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional 
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4.1.2.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 
terdapat 12 Tujuan Pembangunan dan 20 Sasaran Pembangunan yang di 
terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan 
dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 
2018. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk 
mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan 
nasional. Sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2013 - 2018 adalah 
sebagai berikut : 

1. Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai 
IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap 
mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun 
dan berbudaya dengan sasaran (1) Meningkatnya aksesibilitas dan 
kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata, (2) 
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh 
masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan 
merata, (3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan 
kelembagaan serta berbudaya IPTEK, dan (4) Meningkatnya 
kualitas ketahanan keluarga. 

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 
mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dengan sasaran (5) 
Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur., (6) 
Meningkatnya daya saing usaha pertanian, (7) Meningkatnya 
kualitas iklim usaha dan investasi,(8) Meningkatnya jumlah dan 
kualitas wirausahawan, dan (9) Meningkatnya pembangunan 
ekonomi perdesaan dan regional. 

3. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel 
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta 
pembangunan partisipatif dengan sasaran (10) Meningkatnya 
kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta 


mewujudkan perluasan partisipasi publik, 
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LO, 


ti: 


12 


. Terwujudnya pemerintahan yang modern dengan sasaran (11) 


Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK, 


. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh 


aparatur yang kompeten dengan sasaran (12) Meningkatnya 


profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur, 


. Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasaran (13) 


Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan 


hukum. 


. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan 


pembangunan dengan sasaran (14) Meningkatnya daya dukung 


dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana, 


. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan 


produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar dengan sasaran (15) 
Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar 
masyarakat, dan (16) Meningkatnya percepatan pembangunan 


infrastruktur strategis 


. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah 


Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran (17) Pencegahan dan 
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta 
meningkatnya prestasi olahraga dengan sasaran (18) Meningk 
Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta 
meningkatnya prestasi olahraga atnya peran pemuda, organisasi 
kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan 
komunitas tertentu 

Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan 
mengembangkan pariwisata yang berdaya saing dengan sasaran 
(19) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah 
raga, seni, budaya dan pariwisata, 

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia 
dengan sasaran (20) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat 


dan kerukunan antar umat beragama. 
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Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertua dalam RPJMD 
2013-2018 tersebut merupakan upaya pencapaian visi Jawa Barat Maju 
dan Sejahtera untuk Semua dan 5 misi yang meliputi Misi Pertama, 
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Misi 
Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, Misi 
Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, 
dan Perluasan Partisipasi Publik, Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat 
yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang 
Berkelanjutan, dan Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni 
dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan 


Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. 


4.1.3 Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013- 
2018 


Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Jawa Barat Tahun 
2018, dan sejalan dengan strategi pencapaian 9 agenda prioritas 
pembangunan Nasional (Nawa Cita) diperlukan komitmen dan kaidah- 
kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh 
aparatur pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemangku 
kepentingan pembangunan. 

Untuk operasionalnya dimensi pembangunan dituangkan dalam 
keterkaitan antara strategi pembangunan nasional dengan tujuan dan 


sasaran misi sebagimana tercantum dalam tabel 4.1 
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Tabel 4.1. 


Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan 


Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 








2018 
Dimensi Strategi Misi RPJMD Tujuan Pembangunan/ 
Pembangunan Tahun 2013 - Tui Misi Sasaran Misi 
Nasional 2018 Nay 
Dimensi Misi Pertama, Membangun sumber daya Meningkatnya aksesibilitas 
Pembangunan Membangun manusia Jawa Barat yang dan kualitas pendidikan 
Manusia : Masyarakat yang | menguasai IPTEK, yang unggul, terjangkau 
1. Pendidikan Berkualitas dan | senantiasa berkarya, dan merata. 


2. Kesehatan 
3. Perumahan 
4. Mental/ Karakter 


Berdaya Saing. 


kompetitif, dengan tetap 
mempertahankan identitas 
dan ciri khas masyarakat 
yang santun dan 
berbudaya. 


Meningkatnya kualitas 
layanan kesehatan bagi 
seluruh masyarakat, serta 
perluasan akses pelayanan 
yang terjangkau dan 
merata. 

Meningkatnya daya saing 
sumber daya manusia dan 
kelembagaan serta 
berbudaya IPTEK. 
Meningkatnya kualitas 
ketahanan keluarga. 





Dimensi 

Pembangunan Sektor 

unggulan : 

1. Kedaulatan 
pangan 

2. Kemaritiman dan 
Kelautan 

3. Pariwisata dan 
Industri 


Dimensi Pemerataan 
dan Kewilayahaan : 
1. Antar Kelompok 
Pendapatan 
2. Antar Wilayah : 
Desa, Pinggiran, 


Misi Kedua, 
Membangun 
Perekonomian 
yang Kokoh dan 
Berkeadilan. 


1. Mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas dan 
mengurangi disparitas 
ekonomi antar 
wilayah. 


Jawa Barat sebagai 
Daerah Pertanian Berbasis 
Agrikultur. 

Meningkatnya daya saing 
usaha pertanian. 
Meningkatnya kualitas 
iklim usaha dan investasi. 
Meningkatnya jumlah dan 
kualitas wirausahawan. 
Meningkatnya 
pembangunan ekonomi 
perdesaan dan regional. 








Prasyarat kondisi 

/Kondisi Perlu : 

1. Kepastian dan 
penegakan hokum 

2. Keamanan dan 
ketertiban 

3. Politik dan 
demokrasi 

4. Tata kelola dan 
Reformasi Birokrasi 


Dimensi 
Pembangunan 
Manusia : 
Mental/ Karakter 





Misi Ketiga, 
Meningkatkan 
Kinerja 
Pemerintahan, 
Profesionalisme 
Aparatur, dan 
Perluasan 
Partisipasi 
Publik. 


1. Meningkatkan kualitas 
birokrasi yang 
profesional dan 
akuntabel dalam 
rangka peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik serta 
pembangunan 
partisipatif. 

2. Terwujudnya 
pemerintahan yang 
modern. 

3. Terwujudnya 
profesionalisme 
pemerintahan yang 
didukung oleh 
aparatur yang 
kompeten. 

4. Meningkatkan 








Meningkatnya kualitas dan 
akuntabilitas layanan 
Pemerintahan serta 
mewujudkan perluasan 
partisipasi publik. 


Meningkatnya kualitas tata 
kelola Pemerintahan 
berbasis IPTEK. 


Meningkatnya 
profesionalisme dan 
kualitas kesejahteraan 
aparatur. 


Meningkatnya stabilitas 
tibumtranmas, kesadaran 
politik dan hukum. 








IV -10 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 











Dimensi Strategi Misi RPJMD Tujuan Pembangunan/ 
Pembangunan Tahun 2013 - Tui Misi Sasaran Misi 
Nasional 2018 In Maa 
stabilitas di daerah. 
Dimensi Misi Keempat, Meningkatkan Meningkatnya daya dukung 
Pembangunan Mewujudkan kelestarian lingkungan dan daya tampung 
Manusia : Jawa Barat yang hidup dan lingkungan serta kualitas 


1. Kesehatan 

2. Perumahan 

Dimensi 

Pembangunan Sektor 

unggulan : 

1. Kedaulatan pangan 

2. Kedaulatan Energi 
dan 
Ketenagalistrikan 

3. Kemaritiman dan 
Kelautan 

4.Pariwisata dan 

Industri 


Nyaman dan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Strategis yang 
Berkelanjutan. 


keberlanjutan 
pembangunan. 
Meningkatkan 
ketersediaan 
infrastruktur untuk 
peningkatan 
produktivitas ekonomi, 
dan pelayanan dasar. 


penanganan bencana. 
Meningkatnya kualitas 
pemenuhan infrastruktur 
dasar masyarakat. 
Meningkatnya percepatan 
pembangunan 
infrastruktur strategis. 








Dimensi 
Pembangunan 
Manusia : 

1. Pendidikan 

2. Mental Karakter 


Dimensi 
Pembangunan Sektor 
unggulan : 

1. Pariwisata 





Misi Kelima, 
Meningkatkan 
Kehidupan 
Sosial, Seni dan 
Budaya, Peran 
Pemuda dan 
Olah Raga serta 
Pengembangan 
Pariwisata 
dalam Bingkai 
Kearifan Lokal. 





Mewujudkan 
kesejahteraan para 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS). 

Mewujudkan pemuda 
yang tangguh dan 
berdaya saing serta 
meningkatnya prestasi 
olahraga. 
Melestarikan seni dan 
budaya berbasis 
kearifan lokal dan 
mengembangkan 
pariwisata yang 
berdaya saing. 
Mewujudkan 
pemenuhan 
kebutuhan dasar dan 
hak dasar manusia. 





Pencegahan dan 
Penanganan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS). 
Meningkatnya peran 
pemuda, organisasi 
kemasyarakatan dan 
prestasi olahraga serta 
penanganan komunitas 
tertentu. 

Meningkatnya peran 
masyarakat dalam 
pembangunan olah raga, 
seni, budaya dan 
pariwisata. 
Meningkatnya kualitas 
kehidupan masyarakat dan 
kerukunan antar umat 
beragama. 





4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018 


4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 


Pada Tahun 2018, Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada 


dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, telah menetapkan 10 


Prioritas Pembangunan, yang kemudian diturunkan menjadi 30 Program 


Prioritas Nasional, mencakup 154 kegiatan prioritas. 


Adapun Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2018 adalah 


sebagai berikut : 


1. Pendidikan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas 


mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas, 
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2. Kesehatan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas 
mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas, 

3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang diturunkan ke 
dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 6 (enam) Kegiatan 
Prioritas, 

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang diturunkan ke 
dalam 5 (lima) Program Prioritas mencakup 27 (duapuluh tujuh) 
kegiatan prioritas, 

5. Ketahanan Energi, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program 
Prioritas, mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas, 

6. Ketahanan Pangan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program 
Prioritas mencakup 14 (empat belas) Kegiatan Prioritas, 

7. Penanggulangan Kemiskinan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) 
Program Prioritas mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas, 

8.  Infrasruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, yang diturunkan ke 
dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 8 (delapan) Kegiatan 
Prioritas, 

9. Pembangunan Wilayah, yang diturunkan ke dalam 5 (lima) 
Program Prioritas mencakup 28 (duapuluh delapan) Kegiatan 
Prioritas, 

10. Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan, yang 
diturunkan ke dalam 4 (empat) Program Prioritas mencakup 23 
Kegiatan Prioritas. 

Secara rinci, Program Prioritas beserta Kegiatan Prioritas Nasional 


adalah sebagai berikut : 


1. Pendidikan 
Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada : 
A. Program Prioritas Pendidikan Vokasi, melalui 5 (lima) kegiatan 
prioritas, yaitu : 
1. Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri, 


2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi, 
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3. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan 
Kerja, 
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang 
Berkualitas, dan 
5. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi. 
B. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru, melalui 4 (empat) 
kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Revitalisasi LPTK, 
2. Peningkatan Profesionalisme Guru, 
3. Pengelolaan dan Distribusi Guru, dan 
4 


Peningkatan Kesejahteraan Guru. 


2. Kesehatan 
Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada : 
A. Program Prioritas Peningkatan kesehatan ibu dan anak, melalui 
3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, 
2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 
3. Perbaikan kualitas gizi ibu dan anak. 
B. Program Prioritas Pencegahan dan pengendalian penyakit, 
melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 
3.  Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan. 
C. Program Prioritas Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat”, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, 
yaitu : 
1. Peningkatan Lingkungan Sehat, 
2. Peningkatan Pemahaman Lingkungan Sehat, 


3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat. 
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3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 

Pembangunan perumahan dan permukiman diprioritaskan pada : 

A. Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak, melalui 4 
(empat) kegiatan prioritas, yaitu: 
1. Penciptaan Iklim Kondusif Perumahan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), 

2. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR, 
3. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR, 
4. Pengentasan Permukiman Kumuh. 

B. Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi, melalui 2 (dua) 
kegiatan prioritas, yaitu : 

1. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi, 


2. Penjaminan ketersediaan air baku. 


4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata diprioritasikan pada : 
A. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, melalui 
4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Pengembangan Danau Toba, 
2. Pengembangan Borobudur dan sekitarnya, 
3. Pengembangan Mandalika dan sekitarnya, 
4. Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas. 
B. Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK), melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Percepatan Pembangunan KEK Sorong, 
. Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang, 
. Percepatan Pembangunan KEK Bitung, 


. Percepatan Pembangunan KEK MBTK, 


Aa . &» NN 


. Percepatan Pembangunan KEK Morotai. 


C. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI), 
melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Pengembangan KI Sei Mengkei, 


2. Pengembangan Kawasan Industri Morowali, 
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3. Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng, 


4. Dukungan Pengembangan KI lainnya. 


D. Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan 
Lapangan Kerja, melalui 9 (sembilan) kegiatan prioritas, yaitu : 

. Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplikasi Peraturan Perizinan, 

. Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu, 

. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi, 

. Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat, 

. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri, 

. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, 

. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, 


. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, 


O 0 NN Du B8 w NN -— 


. Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja. 


E. Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa, 
melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Peningkatan Fasilitasi Ekspor, 
2. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor, 
3. Peningkatan Efektivitasi Promosi dan Akses Pasar, 
4. Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha, 
5. Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi. 
5.Ketahanan Energi 
Ketahanan Energi pada Tahun 2018 diprioritaskan pada : 
A. Program Prioritas Energi Baru Terbarukan (EBT) dan 
Konservasi Energi, melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT, 
2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan 
Nuklir, 
. Pengembangan Bioenergi, 
. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), 


. Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi, 


AD 3 » Ww 


.Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil 


(Small Grid System), 
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7. Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien. 


B. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi, melalui 6 
(enam) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Listrik, 
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi, 
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur minyak dan gas bumi, 
Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi, 


Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas bumi, 


Or G1, A3 ea 


Pembentukan cadangan penyangga energi. 


6. Ketahanan Pangan 
Ketahanan Pangan pada Tahun 2018, diprioritaskan pada : 
A. Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan, melalui 6 
(enam) kegiatan prioritas, yaitu : 
1. Peningkatan produksi padi, 
Peningkatan produksi jagung, 
Peningkatan produksi gula, 
Peningkatan produksi daging sapi, 


Peningkatan produksi ikan dan garam, 


OI are PS MA 


Peningkatan produksi jeruk dan buah lainnya. 

B. Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Pertanian dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan prioritas, 
yaitu : 

1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, 

Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung, 

Perbaikan data statistik pangan, 


Pembangunan sarana pasca panen, 


0 EN 


Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan 
pertanian, 

6. Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat, 
7. Pembangunan alat dan mesin pertanian, 


8. Perluasan lahan pertanian. 
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7. Penanggulangan Kemiskinan 


Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2018, diprioritaskan pada 


A. Program Prioritas Pelaksanaan Program Jaminan Dan Bantuan 


Sosial Tepat Sasaran, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 


aa LN ea 


5. 


Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan, 
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH), 
Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial, 

Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia 
Sekolah: 


Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran. 


B. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar, melalui 3 (tiga) 


kegiatan prioritas, yaitu : 


Tea 
2. 
3, 


Penyediaan Layanan Dasar, 
Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar, 
Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan 


Dokumen Kependudukan. 


C. Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, Dan 


Koperasi, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 


3 


SI ke Ne 3 


Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran, 
Perluasan Akses Pembiayaan, 

Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha, 
Pengembangan Kewirausahaan, 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan 


Kemitraan Usaha. 


8. Infrasruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 


Prioritas Nasional Pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan 


maritim mencakup dua program prioritas, yaitu: 
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A. Program Prioritas Pengembangan sarana dan prasarana 


transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda), melalui 3 (tiga) 


kegiatan prioritas, yaitu : 


Ez 


Aksesibilitas (Kegiatan Transportasi untuk mendukung 


kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal), 


. Konektivitas (Kegiatan Transportasi untuk mendukung 


kawasan pusat-pusat pertumbuhan, jalur utama logistik dan 
integrasi antarmoda, 

Transportasi Perkotaan (Kegiatan Transportasi untuk 
mendukung transportasi berkelanjutan melalui 


pengembangan angkutan masal perkotaan). 


B. Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan 


Informatika, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 


Ts 
2 


Pembangunan jaringan pitalebar, 

Akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non 
komersil, 

Pemerataan penyiaran publik hingga daerah perbatasan dan 
terpencil, 

Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah, 
serta 

Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, 
dil) 


9. Pembangunan Wilayah 


Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah diprioritaskan pada : 


A. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan 


Perbatasan, melalui 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu : 


es 


Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan 


Kawasan Perbatasan Negara, 


. Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan 


Perbatasan Negara, 


. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), 
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4. 


Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan 


Perbatasan Negara, 


5. Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas, 


6. Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan 


Perbatasan. 


B. Program Prioritas Pembangunan Perdesaan, melalui 7 (tujuh) 


kegiatan prioritas, yaitu : 


1. 


Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk 
dipermukiman transmigrasi, 

Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial 
budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi, 
Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman 
transmigrasi, 

Penguatan pemerintahan Desa, 

Pengawalan implementasi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan 
berkelanjutan, 

Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan 
transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan 
keterkaitan desa-kota, 

Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan 
perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber 


daya hutan. 


C. Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, 


melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 


1. 


2 Teo 


Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, 
Sarana dan Prasarana Kebencanaan, 

Pemulihan Daerah Pascabencana, 

Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, 


Penguatan Kelembagaan dan Regulasi. 
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D. Program Prioritas Reforma Agraria, melalui 5 (lima) kegiatan 


prioritas, yaitu : 


Is 


Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik 
Agraria, 

Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek, 
Reforma Agraria, 

Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek 
Reforma Agraria, 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, 
Pemanfaatan dan Produksi atas TORA, 

Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan 


Daerah. 


E. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua 


Barat, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu : 


1. 


Oa NA Te 3 


10. 


Prioritas 


Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, 
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, 
Penguatan Ekonomi Lokal, 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, 
Pengembangan Konektivitas Wilayah, 

Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan, 
Perlindungan Sosial dan Pemberantasan Kemiskinan, 


Penataan Kelembagaan dan Regulasi, dan Tanah Ulayat. 


Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan 


Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan, 


diprioritaskan pada : 


A. Program Prioritas Penguatan Pertahanan, melalui 4 (empat) 


kegiatan prioritas, yaitu : 


1. 


PP Gen 3 


Peningkatan Keselamatan dan Kesejehateraan Prajurit, 
Pembangunan MEF II, 
Pengembangan Industri Pertahanan, 


Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan, 
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B. Stabilitas Politik dan Keamanan, melalui 12 (duabelas) kegiatan 


prioritas, yaitu : 


1 


SP ASN St SN et an aa 


Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik, 
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, 
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap, 
Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia, 
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, 
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri, 

Pemantapan Peran di ASEAN, 

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama 
Pembangunan, 

Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan, 

Penguatan Diplomasi Maritim, 

Intelijen dan Kontra Intelijen, 

Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan 


Hak-Hak Politik. 


C. Penegakan Hukum, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu : 


1. 
Di: 
3. 


Penegakan Hukum yangBerkualitas, 
Pencegahan & Pemberantasan Korupsi yang Efektif, 
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas 


keadilan. 


D. Reformasi Birokrasi, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu : 


It 
2. 


Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi, 
Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan 
Kapasitas SDM Pelayanan, 

Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja 
Birokrasi: 


Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur. 
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4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 
A. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Jawa Barat 
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan 
Jawa Barat Tahun 2016, dan memperhatikan arahan Kepala Daerah, 
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Jawa Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis 
(internal dan eksternal) yang akan dihadapi Jawa Barat pada Tahun 
2018, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada : 
1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/ SDGs): 
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2018 dan 
kebijakan nasional melalui RPJMN, 
3. Pengembangan prinsip-prinsip good governance dan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah, dan 
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Gubernur 


yang tertuang pada RPJMD 2013-2018. 


Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal 
serta perhatian khusus diatas, maka dirumuskan 17 (Tujuh belas) isu 
strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang 
berdasarkan aspek kinerja, dengan perincian dan keterkaitan yang 
tercantum dalam Tabel 4.2 

1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 
2018, 

2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2016, 

3) Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Tahun 2018, 

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 
khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita), 


5) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global). 
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Tabel 4.2 


Penyusunan Isu Strategis 





Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 











RKP 
(Arah Isu 
Nol Rek PEaNaN SDGs Kebijakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 

1 Aspek | Mewujudkan 1. Tanpa 1. Jumlah penduduk Jumlah penduduk yang Meningkatkan Ketahanan 
keseja | Kemandirian Kelaparan Meningkatkan yang semakin terus meningkat ketersediaan, akses pangan 
hteraa | Ekonomi 2. ketersediaan, bertambah mengakibatkan lahan pangan masyarakat, 

n Dengan Konsumsi kualitas dan pertanian yang terus kualitas, keragaman 
masya | Menggerakan dan keragaman berkurang. dan keamanan 
rakat Sektor-Sektor Produksi komoditas Jaminan ketersediaan pangan 

Strategis Yang pangan pangan 

Ekonomi Berkelanjut | terutama dari 

Domestik an produksi dalam 














negeri, 

2. 
Memperlancar 
sistem 
distribusi 
pangan antar 
wilayah dan 
antar waktu, 

3. Menjaga 
aksesibilitas 
pangan dan 
mengembangka 
n pola 
konsumsi 
pangan sehat, 
4. Memperbaiki 
data statistik 
pangan dan 
pertanian, 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 




















RKP 
(Arah Isu 
No Hanpek BEAN SDGs Kepjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 
termasuk 
perikanan. 
Meningkatka | - Tanpa 1. Jaminan 1. Indeks gini tidak tercapai Upaya yang harus Kemiskina 
n Kualitas Kemiskinan | dan Bantuan karena penghasilan hanya dilakukan adalah n 
Hidup Manusia | - Sosial Tepat diperoleh oleh sebagian kecil | peningkatan 
Indonesia Berkurangn | Sasaran penduduk di Jawa Barat. Hal | pemberdayaan fakir 
ya 2. Pemenuhan tersebut merupakan akibat miskin, serta 
Kesenjanga | Kebutuhan dari peningkatan penanganan 
n Dasar pertumbuhan ekonomi di pengangguran untuk 
3. Perluasan Jawa Barat yang terlalu menurunkan TPT 
Akses Usaha bertumpu pada sektor padat | melalui upaya 
Mikro Kecil dan modal, sehingga peningkatan 
Koperasi menyebabkan penyerapan pendidikan vocasional 
Meningkatka | Pekerjan tenaga kerja menjadi sesuai dengan Penganggu 
n Kualitas Layak dan berkurang dan dampaknya kebutuhan lapangan ran 
Hidup Manusia | Pertumbuh adalah pengangguran yang kerja. 
Indonesia an meningkat 
Ekonomi 




















2. Tingkat kemiskinan Jawa 
Barat tidak mencapai target. 
Hasil evaluasi kinerja 
program menunjukan kinerja 
yang baik, namun sebagian 
besar kegiatan tidak 
menunjang terhadap 
penuntasan kemiskinan, 
seperti pada : a) kegiatan 
pemberdayaan fakir miskin 
tidak sepenuhnya mendapat 
perhatian, b) Tingginya 
penganguran, karena belum 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 






































menengah tinggi 
menunjukan bahwa kinerja 
berada pada 74Y0, artinya 
memang terdapat 
penanganan yang belum 
maksimal, diantaranya : 

a. Kemiskinan yang 
menyebabkan 
Ketidakmampuan ekonomi 
kelurga untuk menyediakan 
biaya pendidikan bagi anak 
(biaya personil : transport, 
uang saku, buku, seragam, 
dll), 

b. Kepedulian Masyarakat 
atau Keluarga yang masih 





pembiayaan personil 
(transport, uang saku, 
buku, seragam, dil) 

2. Pemenuhan akses 
jalan dan jembatan 
pada sebagian 
wilayah daerah atau 
desa terpencil atau 
tertinggal menuju 
lokasi gedung sekolah 
dan tempat 
pembelajaran serta 
ketersediaan gedung 
sekolah serta ruang 
belajar 








RKP 
(Arah Isu 
NO Haapek MRN SDGs Kepyakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 
sesuainya kualifikasi pencari 
kerja dengan lapangan kerja 
yang tersedia. 
Meningkatka | Kesetaraan Ketahanan 
n Kualitas Gender keluarga 
Hidup Manusia 
Indonesia 
Meningkatka | Tanpa Penyandan 
n Kualitas Kemiskinan g Masalah 
Hidup Manusia Kesejahter 
Indonesia aan Sosial 
(PMKS) 
2 Aspek | Meningkatkan | Pendidikan APK Sekolah Menengah tidak | 1. Memberikan Pendidikan 
pelaya | Kualitas Hidup | Berkualitas tercapai, evaluasi kinerja beasiswa bagi 
nan Manusia program pendidikan penduduk miskin 
umum | Indonesia terutama dalam 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 

















RKP 
(Arah Isu 
No Hanpek BEAN SDGs Kepjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 

rendah atau terbatas 3. Implementasi 
terhadap penyelenggaraan regulasi yang 
layanan pendidikan memberikan 
menengah bagi anggota kewajiban bagi 
masyarakat atau anggota penduduk usia 
keluarga. sekolah untuk 
c. Terbatasnya akses jalan melaksanakan 
dan jembatan pada sebagian | program wajib belajar 
wilayah daerah atau desa pendidikan menengah 
terpencil atau tertinggal 4. Optimalisasi 
menuju lokasi gedung pemanfaatan 
sekolah dan tempat anggaran pendidikan 
pembelajaran serta 20 Yo dari APBD 2016, 
ketersediaan gedung sekolah | yang mewujudkan 
serta ruang belajar. output, outcome dan 
d. Terbatasnya implementasi | impact 
regulasi dan kebijakan program /kegiatan 
Pemerintah yang wajib belajar 
memberikan kewajiban bagi pendidikan menengah 
penduduk usia secara efektif dan 
sekolahuntuk melaksanakan | efisien 
program wajib belajar 
pendidikan menengah 

Meningkatkan | Kehidupan Angka Harapan Hidup tidak Pelaksanaan program | Kesehatan 

Kualitas Hidup | Sehat dan tercapai, evaluasi kinerja pembinaan kesehatan 

Manusia Sejahtera program menunjukan kinerja | ibu dan anak (KIA), 

Indonesia dibawah 80Yo.Permasalahan | Pengembangan 




















utama adalah rendahnya 
akases terhadap sarana dan 
prasarana kesehatan dalam 
proses kehamilan, kelahiran 
dan pasca kelahiran yang 





program SDIDTK, 
Pengembangan model 
penyelamatan ibu dan 
bayi baru lahir, 
Pemeriksaan 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 














RKP 
(Arah Isu 
NO Haapek MRN SDGs Kepjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 
menyebabkan tingginya screening hipothyroid, 
Angka Kematian Bayi dan Pengembangan 
Angka Kematian Ibu. Pelayanan Kesehatan 
Permasalahan yang paling Reproduksi Terpadu 
mendasar adalah Tatakelola | (PKRT) di puskesmas 
klinis yang belum 2. Peningkatan 
maksimal, (faktor risiko sumber daya manusia 
pendarahan, hipertensi, kesehatan serta tata 
Anemia, infeksi, gangguan kelola klinik 
sistem peredaran darah 
jantung,stroke), kepatuhan 
petugas thdp standard 
pelayanan, Pencatatan dan 
pelaporan belum optimal, 
Regulasi BPJS untuk ibu 
hamil dg faktor risiko tdk 
bisa langsung dirujuk ke 
FKTL 
Meningkatka - Air 1. Pada Bidang Pekerjaan 1. Peningkatan Infrastru 
n Produktivitas | Bersih dan Umum, pelayanan pelaksanaan kinerja ktur 
Rakyat dan Sanitasi persampahan perkotaan Program Pembinaan 
Daya Saing Di | Yang Layak tidak tercapai. dan Pengembangan 
Pasar - Industri Permasalahannya adalah Infrastruktur 
Internasional Inovasi dan bahwa kinerja program Permukiman 
Infrastrukt untuk penanganan sampah, | 2. Peningkatan 
ur yaitu Program Pembinaan pelaksanaan kinerja 
- Kota dan dan Pengembangan program 
Permukima Infrastruktur Permukiman Pembangunan 
n Yang capaiannya kurang optimal Prasarana dan 
Berkelanjut (69Yo), sehingga penanganan | Fasilitas Perhubungan 
an persampahan belum 




















maksimal karena masih 
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No 


Aspek 


Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 





RPJMN 
(Nawacita) 


SDGs 


RKP 
(Arah 
Kebijakan 
Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 


Kondisi Global 


Permasalahan 


Rekomendasi 


Isu 
Strategis 


Ket 





berprosesnya pembangunan 
TPA Regional 

2. Tingkat Ketersediaan 
Fasilitas Perlengkapan Jalan 
Provinsi tidak tercapai, 
permasalahanya adalah 
kinerja program 
Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas Perhubungan 
capaiannya adalah kurang 
maksimal (626), hal ini 
ditunjukkan oleh 
keterbatasan rentang kendali 
personil dibandingkan 
dengan lingkup tugas jalan 
provinsi yang harus 
ditangani, sehingga 
penyediaan parasana jalan 
tidak maksimal. 














Membangun 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang Bersih 
Efektif 
Demokratis 
dan Terpercaya 











Pelaksanaan Pilkada 
serentak pada Tahun 
2018 











Pemiliha 
n Kepala 
Daerah 
(Pilkada) 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 




















RKP 
(Arah Isu 
No Haapsk BEAN SDGs Kepyjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 

3 Aspek | 1.Meningkatka | Pekerjan Pemberlakuan MEA 1. Tingkat Partisipasi 1. Upaya peningkatan | Ketena 
daya n Kualitas Layak dan yang berimplikasi Angkatan Kerja yang rendah | pembangunan harus gakerja 
saing Hidup Manusia | Pertumbuh terhadap pasar bebas disebabkan oleh terbatasnya | berorientasi terhadap | an 
daerah | Indonesia an tenaga kerja lapangan kerja karena sektor-sektor padat 

2. Ekonomi pertumbuhan ekonomi karya bukan pada 
Meningkatkan bertumpu pada sektor padat | padat modal seperti 
Produktivitas modal sehingga penduduk industri-industri 
Rakyat dan usia kerja memilih untuk teknologi tinggi. 
Daya Saing Di tidak terlibat dalam aktivitas | 2. Upaya untuk 
Pasar ekonomi menurunkan TPT 
Internasional 2. Belum sesuainya melalui peningkatan 
kualifikasi pencari kerja Pendidikan vocasional 
dengan lapangan kerja yang | sesuai dengan 
tersedia diperkirakan kebutuhan lapangan 
menjadi faktor utama masih | kerja. 
tingginya TPT di Jawa Barat 
Meningkatka | - Pekerjan Perkembangan Kopera 
n Kualitas Layak dan perekonomian global si 
Hidup Manusia | Pertumbuh yang ditandai dengan Usaha 
Indonesia an mulai berlakunya MEA Kecil 
Ekonomi sehingga Pemerintah Menen 
- Kemitraan Daerah perlu untuk gah 
Untuk lebih meningkatkan (KUKM 
Mencapai sektor ekonomi ) 
Tujuan kerakyatan melalui 
pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha 
Kecil, serta Menengah 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 




















RKP 
(Arah Isu 
No Hanpek BEOAN SDGs Kepjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 
Memperteguh Peningkatan peran dan Kepem 
Kebhinekaan keterlibatan generasi udaan 
dan muda dalam dan 
Memperkuat pembangunan daerah Olahra 
Restorasi ga 
Sosial 
Indonesia 
Membangun | Perdamaian Skala kepuasan masyarakat | Upaya yang harus Reform 
Tata Kelola , Keadilan terhadap layanan dilakukan adalah asi 
Pemerintahan dan pemerintahan tidak tercapai | penerapan secara Birokr 
Yang Bersih Kelembaga karena perapan standar penuh penggunaan asi 
Efektif an Yang operasional prosedur (SOP) standar operasional 
Demokratis Tangguh dalam melayani masyarakat | prosedur (SOP) di 
dan Terpercaya masih belum maksimal seluruh seluruh unit 
dilaksankan oleh seluruh layanan perangkat 
unit layanan perangkat daerah di Provinsi 
daerah di Provinsi Jawa Jawa Barat. 
Barat 
Mewujudkan | Pekerjan Indonesia akan Kepari 
Kemandirian Layak dan memulai promosi wisata 
Ekonomi Pertumbuh ASEAN Single an 
Dengan an Destination untuk 
Menggerakan Ekonomi menarik lebih banyak 
Sektor-Sektor jumlah kunjungan 
Strategis wisatawan. Sektor 
Ekonomi pariwisata merupakan 
Domestik salah satu sektor 
unggulan Jawa Barat 
dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi. 
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Lingkungan Strategis Internal, Eksternal, Perhatian Khusus 


Hasil Evaluasi 























RKP 
(Arah Isu 
No Hanpek BEOAN SDGs Kepyjakan Kondisi Global Permasalahan Rekomendasi Strategis Ket 
(Nawacita) Prioritas 
Pembangunan 
Nasional) 
Meningkatka Degradasi budaya lokal Kebud 
n Kualitas dalam kehidupan ayaan 
Hidup Manusia masyarakat 
Indonesia 
Mewujudkan | - Energi 1. Semakin tingginya Lingku 
Kemandirian Bersih dan tingkat pencemaran ngan 
Ekonomi Terjangkau dan resiko bencana hidup 
Dengan - Kota dan 2. Besarnya tingkat dan 
Menggerakan Permukima alih fungsi lahan penata 
Sektor-Sektor n Yang an 
Strategis Berkelanjut ruang 
Ekonomi an 
Domestik - 
Penangana 
n dan 
Perubahan 
Iklim 
- Ekosistem 
Lautan 
- Ekosistem 
Daratan 
Mewujudkan | Energi Semakin tingginya Energi 
Kemandirian Bersih dan kebutuhan akan dan 
Ekonomi Terjangkau sumber energi untuk Sumbe 
Dengan penunjang kehidupan r Daya 
Menggerakan dan kesejahteraan Minera 
Sektor-Sektor masyarakat 1 
Strategis 
Ekonomi 
Domestik 
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Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal 
dan internal serta perhatian khusus seperti pada tabel diatas, maka 
dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 sebagai 
berikut : 

a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi: 

1) Ketahanan pangan, 

2) Kemiskinan, 

3) Pengangguran, dan 

4) Ketahanan keluarga. 

5) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 

b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi: 

1) Pendidikan, 

2) Kesehatan, 

3) Infrastruktur, 

4) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi: 

1) Ketenagakerjaan, 

2) Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), 

3) Kepemudaan dan Olahraga, 

4) Reformasi Birokrasi, 

5) Kepariwisataan, 

6) Kebudayaan, 

7) Lingkungan hidup dan penataan ruang, 


8) Energi dan Sumber Daya Mineral 


Berdasarkan 17 (tujuh belas) isu strategis dan target -— target 
indicator pembangunan Jawa Barat yang tertuang didalam RPJMD 
Tahun 2013-2018 maka tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 


2018 yaitu: 


Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya 
Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 
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Tema tersebut mengandung makna sebagai berikut : 

» Pembangunan manusia ditujukan untuk membangun/menjadikan 
manusia Jawa Barat yang senantiasa berkarya, kompetitif, dengan 
tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang 
santun dan berbudaya. 

» Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah 
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi 
dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan 
provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. 
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, 
fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber 
daya manusia. 

» Kemandirian masyarakat adalah berkurangnya ketergantungan 
masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang terhadap pihak 
eksternal dan meningkatkan peran Jawa Barat dalam Konstelasi 
Nasional. 

Dengan demikian pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 
diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat Jawa Barat 


yang berdaya saing ditingkat Nasional. 


B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa 
Barat Tahun 2018 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat pada 
RPJMD 2013-2018 dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) skenario 
pembangunan Common Goals berbasis tematik sektoral. Adapun 
operasionalisasi Common Goals dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) 
strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat 
dengan prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local actor), Kedua, 
integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh 
kabupaten/kota, Ketiga, penerapan manajemen pemerintahan model 
hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu 


mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota 
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dengan manajemen kewilayahan, Keempat, penguatan komitmen 
pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta 
Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran 
tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) Common Goals sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan 
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, 
Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku 
Meningkatkan ekonomi non pertanian 
Meningkatkan ekonomi pertanian, 


Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan 


PI TA EA 


Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta 
kepemudaan 
Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 
Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan 
Sosial dan Keamanan 
10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan 
dan pembangunan berbasis IPTEK. 

Berdasarkan Arah Kebijakan Jangka Menengah, Isu Strategis, 
Prioritas Pembangunan dan Tema Pembangunan ditetapkan 24 strategi 
dan 84 Arah Kebijakan RKPD Tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan 
sinkronisasi terkait Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah 


dengan Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 4.3. 
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Sinkronisasi dan Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2018 


Tabel 4.3 


terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 














RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Na Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
1. | Jawa Misi Pertama, a. Bidang Pendidikan Pendidikan Bidang Pendidikan 
ya d Nan 1. Menyelenggarakan 1. Pendidikan gratis Dasar 1. Menyelenggarakan | 1. Pendidikan gratis 
g ta arie Pe aa pendidikan dasar, dan Menengah pendidikan Menengah 
Kn na Sia id menengah dan tinggi (SD,SLTP, dan SLTA Menengah 2. Peningkatan sarana 
benjaai Mn au dengan biaya dalam rangka dan kapasitas 
Semua Berdaya Saing 


terjangkau 


Penuntasan Wajar 
Pedidikan Dasar Dua 
Belas Tahun pada 
Tahun 2018. 

2. Peningkatan sarana dan 
kapasitas PAUD, 
pendidikan dasar, 
menengah, tinggi, dan 
pesantren. 

3. Penyediaan beasiswa 
pendidikan untuk 
pemuda, tenaga medis, 
keluarga atlit berprestasi 
dan guru serta 
mahasiswa di PTN/PTS 


pendidikan formal 
dan non formal 

3. Pendidikan 
terjangkau bagi 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah 

4. Penyediaan beasiswa 
untuk pemuda 
berprestasi 

















2. Meningkatkan 


Jumlah dan Kualitas 
rintisan sekolah 
standar nasional 
(RSSN)dan Sekolah 
Standar Nasional 
(SSN) jenjang 
pendidikan 
menengah 





Perwujudan Rintisan 
Sekolah Standar Nasional 
(RSSN) dan Sekolah Standar 
Nasional (SSN) jenjang 
pendidikan menengah 








2. Meningkatkan 
Jumlah dan 
Kualitas rintisan 
sekolah standar 
nasional (RSSN)dan 
Sekolah Standar 
Nasional (SSN) 





Peningkatan jumlah dan 
kulitas RSSN dan SSN 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 

. Menyelenggarakan Peningkatan kualitas 3. Meningkatkan Peningkatan kualitas 
peningkatan pendidik dan tenaga kompetensi dan dan kesejahteraan 
kompetensi dan kependidikan jenjang kesejahteraan pendidik dan tenaga 
kesejahteraan pendidikan menengah pendidik serta kependidikan 
pendidik serta tenaga tenaga 
kependidikan jenjang kependidikan 
pendidikan 
menengah 

. Bidang Kesehatan Kesehatan Bidang Kesehatan 

. Menguatkan Penguatan pemberdayaan Meningkatkan peran Pemberdayaan 
pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan masyarakat dalam masyarakat melalui Pola 
masyarakat, kemitraan serta penyehatan penyehatan Hidup Bersih dan Sehat 
kerjasama dan lingkungan lingkungan (PHBS) 
kemitraan serta 
penyehatan 
lingkungan 

. Menguatkan penguatan pelayanan 1. Meningkatkan Peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan, | kesehatan, pencegahan, kualitas pelayanan pelayanan kesehatan ibu 
pencegahan, pengendalian penyakit kesehatan ibu dan dan anak 
pengendalian menular dan tidak menular anak 


penyakit menular 
dan tidak menular, 
gangguan mental 
serta gangguan gizi 


gangguan mental serta gizi 
masyarakat 





. Menguatkan 


pembiayaan dan 
sumber daya 
kesehatan 


Penguatan pembiayaan dan 
sumber daya kesehatan 

















. Menguatkan 


manajemen, regulasi, 
teknologi informasi 
kesehatan dan 
penelitian 





Penguatan manajemen, 
regulasi, sistem infomasi 
bidang kesehatan dan 
penelitian pengembangan 
kesehatan 





2. Meningkatkan 
upaya pencegahan 
dan pengendalian 
penyakit menular 
dan tidak menular 


Peningkatan pencegahan 
dan pengendalian 
penyakit menular dan 
tidak menular 





3. Meningkatkan 
kualitas dan 


Peningkatan kualitas 
dan kesejahteraan 








kesejahteraan sumber daya kesehatan 
sumber daya 
kesehatan 

4. Menguatkan Penguatan manajemen, 
manajemen, regulasi, sistem infomasi 


regulasi, teknologi 
informasi dan 
penelitian bidang 





dan penelitian bidang 
kesehatan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
pengembangan kesehatan 
kesehatan 
c. Bidang Ketenagakerjaan Bidang 
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan 
1. Meningkatkan Peningkatan daya saing 1. Meningkatkan Peningkatan daya saing 
kualitas dan tenaga kerja kualitas dan tenaga kerja 
produktivitas tenaga produktivitas 
kerja tenaga kerja 
2. Memberikan Perlindungan, pengawasan 2. Memberikan Perlindungan, 
perlindungan bagi dan memberikan bantuan perlindungan bagi pengawasan dan 
tenaga kerja hukum bagi tenaga kerja tenaga kerja memberikan bantuan 
Jawa Barat hukum bagi tenaga kerja 
3. Perluasan lapangan 
kerja 
3. Perluasan lapangan 1. Peningkatan penempatan | Pengangguran Peningkatan 
kerja tenaga kerja penempatan tenaga kerja 
2. Penciptaan lapangan 
kerja bagi masyarakat 
berkebutuhan khusus 
d. Bidang Ketahanan Bidang Pemberdayaan 
Pemberdayaan Keluarga Perempuan dan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Perlindungan Anak 
1. Meningkatkan Peningkatan upaya 1. Meningkatkan Peningkatan 
keterampilan dalam pemberdayaan, perekonomian pemberdayaan, 
berwirausaha bagi pengetahuan, keterampilan perempuan dalam keterampilan dan 
perempuan dan kemandirian keluarga kemandirian perempuan 
perempuan dalam keluarga 
2. Mewujudkan Pemberdayaan 2. Peningkatan Meningkatkan peran 
Pengarusutamaan gender/ pemberdayaan Pengarusutamaan perempuan dalam 
Gender (PUG) dan perempuan Gender (PUG) dan pembangunan 
meningkatkan pemberdayaan 
pemberdayaan perempuan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
perempuan dalam 
pembangunan 
. Mencegah dan Perlindungan terhadap 3. Penanganan dan Perlindungan 
menangani perempuan dan anak dari pencegahan perempuan dan anak 
perdagangan kekerasan dalam rumah perdagangan orang | dari kekerasan dalam 
perempuan dan anak | tangga serta perdagangan (trafficking), KDRT rumah tangga serta 
(trafficking) perempuan dan anak dan kekerasan perdagangan perempuan 
(trafficking) terhadap dan anak (trafficking) 
perempuan dan 
anak 
. Mewujudkan Perwujudan Kota dan 4. Mewujudkan Perwujudan Kab/Kota 
Pengarusutamaan Kabupaten di Jawa Barat kab/kota aman dan | Layak Anak 
Hak-hak Anak sebagai Kota Layak Anak nyaman bagi anak 
(PUHA) 
. Bidang Keluarga Bidang Keluarga 
Berencana dan Berencana dan 
Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera 
. Meningkatkan Revitalisasi Program 1. Meningkatkan Meningkatakan 
kualitas dan Keluarga Berencana dan kualitas pelayanan kesadaran masyarakat 
kuantitas peserta KB | Kesejahteraan Keluarga bagi peserta KB untuk ber-KB 
. Mewujudkan Pengokohan ketahanan 2. Mewujudkan Penguatan ketahanan 
keluarga berkualitas | keluarga baik ketahanan keluarga keluarga secara fisik, 
(sehat, sejahtera dan | fisik, ekonomi dan sosial berkualitas (sehat, ekonomi dan sosial 
mandiri) psikologi sejahtera dan psikologi 
mandiri) 
2. Misi Kedua, . Bidang Pekerjaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan 
Membangun Umum Umum 
Perekonomian 
yang Kokoh dan 
Berkeadilan 
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No 








RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
. Meningkatkan 1. Dukungan pembangunan 1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur 


ekonomi perdesaan 


jalan di sentra pertanian, 
wisata dan industri 
manufaktur 


2. Dukungan sarana irigasi 


di sentra pertanian lahan 
sawah 


ekonomi perdesaan 


perdesaan dan wilayah 
perbatasan serta 
infrastruktur strategis di 
sentra pertanian, wisata, 
serta industri berbasis 
agro, perikanan dan 
bisnis kelautan 





. Bidang Penataan 


Ruang 


Lingkungan 
Hidup dan 
Penataan Ruang 


Bidang Penataan 
Ruang 





1. Menguatkan 
ekonomi regional 


1. Pengembangan 
Metropolitan Bodebek 
Karpur, Metropolitan 
Bandung Raya, dan 
Metropolitan Cirebon 
Raya 





2. Pengembangan pusat 
pertumbuhan 
Pangandaran, 
Palabuhanratu, dan 
Rancabuaya 


1. Meningkatkan 
pengelolaan 
pembangunan 
ekonomi di 
perkotaan 


Pengembangan wilayah 
di kawasan perkotaan 
Jawa Barat 





2. Meningkatkan 
pemerataan 
pembangunan 
ekonomi di wilayah 
selatan Jawa Barat 


Pengembangan wilayah 
berbasis sektor unggulan 
di pusat pertumbuhan 
Jawa Barat 





. Bidang Penanaman 


Modal 


Bidang Penanaman 
Modal 





. Meningkatkan 


investasi daerah 


Penciptaan iklim usaha yang 
kondusif 


1. Meningkatkan 
investasi daerah 


Penciptaan iklim usaha 
yang kondusif 





. Meningkatkan 


produktivitas BUMD 
dan lembaga 
keuangan lainnya 


Peningkatan peran, kinerja 
dan daya saing BUMD 
dalam pengokohan ekonomi 
Jawa Barat 


2. Meningkatkan 
produktivitas 
BUMD dan 
lembaga keuangan 


Peningkatan peran, 
kinerja dan daya saing 
BUMD dan lembaga 
keuangan dalam 
pengokohan ekonomi 
Jawa Barat 

















. Bidang Koperasi dan 


Usaha Kecil 
Menengah 








Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah 





Bidang Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 
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RPJMD 2013-2018 


RKPD 2018 





Visi 


Misi 


Strategi 


Arah Kebijakan 


Isu Strategis 


Strategi 


Arah Kebijakan 





. Meningkatkan daya 


saing Koperasi dan 
UMKM 


1. Peningkatan kualitas 


kelembagaan dan usaha 
koperasi dan UMKM, 
serta perlindungan dan 
dukungan usaha bagi 
koperasi dan UMKM 


. Peningkatan kualitas 


SDM, akses pasar, 
teknologi, kualitas 
produk dan pembiayaan 
bagi Koperasi dan UMKM 


Meningkatkan daya 
saing Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 


Peningkatan kualitas 
kelembagaan, Koperasi 
dan Usaha Kecil 
Menengah Peningkatan 
perlindungan dan 
dukungan Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 
Peningkatan kualitas 
SDM, akses pasar, 
teknologi, kualitas 
produk dan pembiayaan 
bagi Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 











. Bidang Ketahanan Ketahanan Bidang Ketahanan 
Pangan Pangan Pangan 
. Meningkatkan Peningkatan ketersediaan, Meningkatkan Peningkatan 
ketersediaan, akses penguatan cadangan, ketersediaan, akses ketersediaan, penguatan 
pangan masyarakat, distribusi, akses dan pangan masyarakat, cadangan, distribusi, 
kualitas, keragaman penganekaragaman pangan, kualitas, keragaman akses dan 
dan keamanan serta keamanan konsumsi dan keamanan pangan | penganekaragaman 
pangan pangan masyarakat dan pangan 
penanganan daerah rawan 
pangan 
Bidang Perikanan Ketahanan Bidang Perikanan dan 
dan Kelautan Pangan Kelautan 




















. Meningkatkan 


produksi dan 
pengolahan hasil 
perikanan budidaya 
dan tangkap serta 
pengelolaan dan 
pengawasan potensi 
sumber daya 
kelautan terutama 
perikanan komersil di 





1. Peningkatan produksi 


perikanan dan kelautan 


2. Peningkatan hasil 
pengolahan dan nilai 
tambah produk 


perikanan dan kelautan 





1. Meningkatkan 
produksi dan 
pengolahan hasil 
perikanan 
budidaya dan 
tangkap 


Peningkatan produksi, 
hasil pengolahan dan 
nilai tambah produk 
kelautan dan perikanan 








2. Meningkatkan 
pengelolaan dan 
pengawasan 





Pengelolaan sumber 
daya kelautan dan 
perikanan 
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No 


RPJMD 2013-2018 


RKPD 2018 





Visi 


Misi 


Strategi 


Arah Kebijakan 


Isu Strategis 


Strategi 


Arah Kebijakan 





Pantai Selatan dan 
Pantai Utara melalui 
gerakan 
pengembangan 
perikanan pantai 
utara dan pantai 
selatan (GAPURA) 


potensi sumber 
daya kelautan 





. Bidang Pertanian 


Ketahanan 
Pangan 


Bidang Pertanian 





. Mempertahankan 


dan menggantikan 
luas baku lahan 
sawah yang beralih 
fungsi dari pertanian 
ke non pertanian 


Pencetakan lahan sawah 
baru untuk mencapai lahan 
pertanian berkelanjutan 

















. Meningkatkan 


produksi, inovasi dan 
nilai tambah hasil 
pertanian, 
perkebunan dan 
peternakan 





. Peningkatan produksi 


dan produktivitas 
komoditas pertanian, 
perkebunan, dan 
peternakan 


. Peningkatan kinerja 


sumber daya dan 


kelembagaan pertanian, 


perkebunan dan 
peternakan 


. Peningkatan kuantitas 
pengendalian hama dan 


penyakit tanaman dan 
ternak 


. Pengembangan usaha 


dan sarana prasarana 
pengolahan serta 
pemasaran produk 
pertanian, perkebunan, 
dan peternakan 





1. Menetapkan 
kawasan pertanian 
pangan 
berkelanjutan 


. Penyusunan Survei 


Investigation Design 
(SIG) 


. Pengembangan 


kawasan pertanian 
pangan berkelanjutan 








2. Meningkatkan 
produksi, inovasi 
dan nilai tambah 
hasil pertanian, 
perkebunan dan 
peternakan 





. Peningkatan produksi 


dan produktivitas 
komoditas pertanian, 
perkebunan, dan 
peternakan 


. Peningkatan kinerja 


sumber daya dan 
kelembagaan 
pertanian, 
perkebunan dan 
peternakan 


. Peningkatan 


pengendalian hama, 
penyakit tanaman dan 
ternak 


. Pengembangan usaha 


dan sarana prasarana 
pengolahan, serta 
pemasaran produk 
pertanian, 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
perkebunan, dan 
peternakan 
h. Bidang Kehutanan Ketahanan Bidang Kehutanan 
Pangan 





Meningkatkan 
produktivitas hutan dan 
pengembangan aneka 
usaha kehutanan 


Peningkatan produktivitas 
hutan dan pengembangan 
aneka usaha kehutanan, 
serta pemberdayaan 
masyarakat sekitar hutan 


Meningkatkan 
produktivitas hutan 
dan pengembangan 
usaha kehutanan 


1. Peningkatan 
produktivitas hutan 
dan pengembangan 
usaha kehutanan 

2. Peningkatan 
pengawasan dan 
pemberdayaan 
masyarakat di sekitar 
hutan 





i. Bidang Perindustrian 


Koperasi, Usaha 
Kecil dan 
Menengah 


Bidang Perindustrian 





Meningkatkan daya 
saing industri 





1. Peningkatan unit usaha 
industri kecil dan 
menengah serta 
kemitraan antar industri 

2. Peningkatan produksi 
dan kualitas industri 
unggulan (industri 
kreatif, industri 
telematika, industri agro, 
industri tekstil dan 
produk tekstil, industri 
komponen otomotif serta 
industri alas kaki) 


Meningkatkan daya 
saing industri 


1. Peningkatan unit 
usaha industri kecil 
dan menengah serta 
kemitraan antar 
industri 





2. Peningkatan produksi 
dan kualitas industri 
unggulan 





j. Bidang Perdagangan 


Bidang Perdagangan 




















1. Meningkatkan sistem 
dan jaringan 
distribusi barang, 
pengembangan pasar 
dalam negeri dan 





1. Peningkatan 
perdagangan ekspor dan 
pengembangan pasar 
luar negeri 

2. Peningkatan distribusi 





1. Meningkatkan 
sistem dan jaringan 
distribusi barang 


Peningkatan dan 
penataan sistem dan 
jaringan distribusi 
barang 








2. Pengembangan 





Peningkatan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
luar negeri, serta barang kebutuhan pasar dalam negeri perdagangan ekspor dan 
perlindungan pokok masyarakat dan dan luar negeri pengembangan pasar 
konsumen dan pasar barang strategis serta luar negeri 
tradisional menata distribusi barang 3. Perlindungan Penggunaan produk 
yang efektif dan efisien konsumen dan dalam negeri, 

3. Penggunaan produk pasar tradisional pengembangan dan 
dalam negeri, perlindungan sarana 
peningkatan dan prasarana 
pengembangan dan perdagangan dan pasar 
perlindungan sarana tradisional 
dan prasarana 
perdagangan dan pasar 
tradisional 

k. Bidang Pariwisata Kepariwisataan Bidang Pariwisata 
Meningkatkan Pengembangan pariwisata Meningkatkan Pengembangan 
keunggulan daya tarik dan produk wisata (alam, keunggulan daya tarik | pariwisata dan produk 
dan promosi wisata budaya, ziarah) dalam dan promosi wisata wisata 
untuk peningkatan daya | konteks destinasi wisata 
beli Jawa-Bali 

3. Misi Ketiga, a. Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan 




















Meningkatkan 
Kinerja 
Pemerintahan, 
Profesionalisme 
Aparatur, dan 
Perluasan 
Partisipasi 
Publik. 





Pembangunan Pembangunan 

1. Meningkatkan 1. Peningkatan Kerjasama 1. Meningkatkan Peningkatan Sinergitas 
kerjasama Kemitraan Strategis kerjasama multi serta kemitraan multi 
pembangunan lintas Provinsi, sektor dalam pihak antara pusat 


Pemerintahan Pusat, dan 
Kabupaten/Kota 


pembangunan 





2. Peningkatan Kualitas 
pengelolaan kerjasama 
Jawa Barat melalui 
aliansi strategis multi 
pihak dalam dan luar 
negeri 


provinsi kab/kota dan 
luar negeri 








2. Meningkatkan 
kualitas perencanaan 
pembangunan 





1. Peningkatan kualitas 
perencanaan daerah 








2. Meningkatkan 
kualitas 
perencanaan 





1. Peningkatan kualitas 
perencanaan, 
pengendalian dan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
pembangunan evaluasi 
pembangunan daerah 
2. Peningkatan 2. Peningkatan 
pengendalian dan kontribusi penelitian 
evaluasi pembangunan dalam perencanaan 
daerah pembangunan daerah 
2. Peningkatan kualitas 
penelitian dan riset 
perencanaan 
pembangunan daerah 
. Bidang Ketahanan Bidang Kependudukan 
Kependudukan dan Keluarga dan Catatan Sipil 
Catatan Sipil 
. Meningkatnya Pengendalian dan penataan Meningkatnya Pengendalian dan 
pengelolaan kependudukan pengelolaan penataan kependudukan 
kependudukan di kependudukan 
Jawa Barat 
. Bidang Komunikasi Reformasi Bidang Komunikasi 
dan Infromatika Birokrasi dan Informatika 








. Meningkatkan 


kualitas pelayanan 
dan penerapan 
informasi 


1. 


Pengembangan dan 
penerapan teknologi 
informasi dalam 
manajemen 
pemerintahan 





. Peningkatan penggunaan 


Teknologi Informasi 
Komunikasi dalam 
pelayanan publik menuju 
cyber province 


Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
dan penerapan 
informasi 


Pengembangan dan 
penerapan teknologi 
informasi dalam 
manajemen 
pemerintahan dan 
pelayanan public 
menuju cyber province 





. Bidang Kesatuan 


Bangsa dan Politik 
Luar Negeri 


Pemilihan Kepala 
Daerah (PILKADA) 


Bidang Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
Luar Negeri 

















. Meningkatkan 


pemahaman 
masyarakat tentang 





- 


. Peningkatan fungsi 


partai politik dalam 
pendidikan politik 








1. Meningkatkan 


pemahaman 
masyarakat tentang 





1. Peningkatan fungsi 
partai politik dalam 
pendidikan politik 
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No 


RPJMD 2013-2018 


RKPD 2018 





Visi 


Misi 


Strategi 


Arah Kebijakan 


Isu Strategis 


Strategi 


Arah Kebijakan 








Hak dan kewajiban 
politik sebagai warga 
Negara 





2. Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan politik 


Hak dan kewajiban 
politik sebagai 
warga Negara 








3. Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 
pemilu 


2. Peningkatan peran 
masyarakat dalam 
pembangunan politik 
dan pemilu 














2. Peningkatan kuantitas 
dan kualitas Pol PP dan 
PPNS Se Jawa Barat 


. Memantapkan Peningkatan pemahaman 2. Memantapkan Peningkatan 
semangat masyarakat tentang Ideologi semangat pemahaman masyarakat 
kebangsaan dan Bangsa dan Negara kebangsaan dan tentang Ideologi Bangsa 
berNegara berNegara dan Negara 

. Meningkatkan 1. Peningkatan pembinaan 3. Meningkatkan 1. Peningkatan 
sinergitas tibumtranmas, satuan sinergitas pembinaan 
penyelenggaraan perlindungan penyelenggaraan tibumtranmas, satuan 
ketertiban umum dan masyarakat, dan unsur ketertiban umum perlindungan 
ketentraman rakyat terlatih lainnya dan ketentraman masyarakat, dan 
masyarakat masyarakat unsur rakyat terlatih 


lainnya 





2. Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas Pol PP dan 
PPNS Se Jawa Barat 





. Bidang Otonomi 


Daerah, 
Pemerintahan 
Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan 
Persandian 


Bidang Otonomi 
Daerah, Pemerintahan 
Umum, Administrasi 

















. Meningkatkan tata 


kelola pemerintahan 
yang efektif 





1. Penataan struktur 
organisasi yang 
proporsional 








1. Meningkatkan 
kualitas sarana dan 
prasarana 
pelayanan publik 





Peningkatan sarana dan 
prasarana pelayanan 
publik 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
2. Peningkatan pelayanan 2. Meningkatkan 1. Peningkatan kualitas 
administrasi organisasi kualitas sumber kinerja aparatur sipil 
daya aparatur Negara dan 
pemerintah daerah penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berkualitas dan bersih 
3. Penuntasan kejelasan 3. Meningkatkan tata 2. Peningkatan 
batas administrasi kelola Penyelenggaraan 
daerah pemerintahan yang Sistem Pengendalian 
efektif Intern Pemerintah 
(SPIP) 
4. Pengaturan pengelolaan 3. Peningkatan 
keuangan daerah pengawasan internal 
5. Peningkatan pelayanan untuk mendukung 
pengelolaan dan tata kelola dan kinerja 
pelaporan keuangan penyelenggaraan 
daerah pemerintahan daerah 
6. Mempertahankan opini 
Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat 
7. Peningkatan penerimaan 
daerah sesuai dengan 
potensi 
8. Penataan aset-aset 
daerah 
9. Peningkatan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 
10. Peningkatan Pengawasan 














internal untuk 
mendukung tata kelola 
dan kinerja 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ng Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
4. Misi Keempat, a. Bidang Lingkungan Lingkungan Bidang Lingkungan 
Mewujudkan Hidup Hidup dan Hidup 
Jawa Barat Penataan Ruang 
yang Nyaman 1. Menurunkan beban 1. Peningkatan 1. Menurunkan 1. Peningkatan 
dan pencemaran pengendalian beban pencemaran pengendalian 
Pembangunan lingkungan dan risiko pencemaran air, udara lingkungan dan pencemaran air, 
Infrastruktur bencana dan tanah serta risiko bencana udara dan tanah, 
Strategis yang penerapan teknologi serta penerapan 
Berkelanjutan bersih untuk industri teknologi bersih pada 
2. Peningkatan upaya industri 
mitigasi dan adaptasi 2. Peningkatan mitigasi 
terhadap perubahan iklim bencana dan adaptasi 
perubahan iklim 
2. Meningkatkan Peningkatan kualitas 2. Meningkatkan Peningkatan kualitas 
kualitas dan fungsi pengelolaan kawasan kualitas dan fungsi | pengelolaan kawasan 
kawasan lindung lindung hutan dan non kawasan lindung lindung hutan dan non 
hutan hutan 
3. Meningkatkan upaya 1. Peningkatan upaya 3. Meningkatkan Peningkatan rehabilitasi 
rehabilitasi dan rehabilitasi hutan dan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta 
konservasi lahan serta konservasi dan konservasi kawasan pesisir dan 
lingkungan hidup sumber daya alam dan lingkungan hidup laut, dan konservasi 
keanekaragaman hayati sumber daya alam dan 
2. Peningkatan upaya keanekaragaman hayati 
rehabilitasi dan 
konservasi kawasan 
pesisir dan laut 
b. Bidang Pekerjaan Infrastuktur Bidang Pekerjaan 


Umum 


Umum 

















- 


. Meningkatkan 


kondisi infrastruktur 
jalan guna 
mendukung 
pelayanan 
pergerakan orang dan 





Pembangunan, peningkatan 
dan rehabilitasi jaringan 
jalan dan jembatan untuk 
menunjang aktivitas 
perekonomian masyarakat 








Meningkatkan kondisi 
infrastruktur dasar 
permukiman dan 
infrastruktur strategis 
untuk kesejahteraan 
dan pemerataan 





1. Pembangunan, 
peningkatan dan 
rehabilitasi jaringan 
jalan dan jembatan 
untuk menunjang 
aktivitas 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
barang pembangunan perekonomian 
2. Meningkatkan . Dukungan Sarana Irigasi ekonomi wilayah . Peningkatan kondisi 
kondisi infrastruktur di Sentra Pertanian infrastruktur sumber 
sumber daya air dan Lahan Sawah daya air dan irigasi 
irigasi untuk . Peningkatan konservasi untuk konservasi, 
konservasi, sumber daya air pendayagunaan 
pendayagunaan . Peningkatan sumber daya air, dan 
sumber daya air, dan pendayagunaan sumber pengendalian daya 
pengendalian daya daya air rusak air 
rusak air . Peningkatan 
pengendalian daya rusak 
air 
. Pembangunan 
infrastruktur sumber 
daya air dan irigasi 
3. Meningkatkan Peningkatan . Peningkatan cakupan 


kondisi sarana dan 
prasarana dasar 
permukiman 


ketersediaan sarana dan 
prasarana air minum 
Peningkatan cakupan 
pelayanan air limbah 
domestik 

Peningkatan cakupan 
layanan persampahan 
Peningkatan 
ketersediaan drainase 
perkotaan 
Pengembangan 
lingkungan permukiman 
sehat yang disertai 
dengan peningkatan 
perilaku dan keterlibatan 
masyarakat untuk 
peningkatan kualitas 
sanitasi. 


pelayanan 
infrastruktur dasar 
permukiman 


. Peningkatan kualitas 


sanitasi 

















Cc. 


Bidang Penataan 
Ruang 











Bidang Penataan 
Ruang 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
Meningkatkan proses Peningkatan kinerja Lingkungan Meningkatkan Peningkatan kinerja 
perencanaan, perencanaan ruang Hidup dan kualitas penyelenggaraan 
pemanfaatan dan Penataan Ruang penyelenggaraan penataan ruang 
pengendalian penataan ruang 


pemanfaatan ruang 
untuk mewujudkan tata 
ruang wilayah yang 
efisien, berkelanjutan 
dan berdaya saing 





d. Bidang Perumahan 
































1. Meningkatkan 1. Penyediaan rumah Infrastruktur : Meningkatkan Penyediaan rumah layak 
ketersediaan dan untuk rakyat miskin dan ketersediaan dan huni untuk Masyarakat 
kualitas buruh (Masyarakat kualitas perumahan Berpenghasilan 
perumahan Berpenghasilan Rendah/ MBR 

Rendah/MBR) 

2. Peningkatan aksesibilitas Peningkatan 
masyarakat terhadap aksesibilitas masyarakat 
hunian terhadap hunian 

e. Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan 

Mengembangkan 1. Pengembangan sistem Infrastruktur : Mengembangkan 1. Pengembangan 
infrastruktur transportasi darat dan infrastruktur sistem transportasi 
transportasi perkeretaapian serta perhubungan untuk darat, udara, dan 
perhubungan dalam sistem transportasi meningkatkan perairan 


rangka peningkatan 
pelayanan pergerakan 
orang dan barang serta 
mengembangkan sistem 
transportasi publik 
regional yang nyaman 


massal (Mass Rapid 
Transport) 





2. Pengembangan sistem 
transportasi udara 








3. Pengembangan sistem 
transportasi laut, sungai, 
danau, dan angkutan 
perairan lainnya 








pelayanan pergerakan 
orang dan barang, 
serta mengembangkan 
sistem transportasi 
publik regional yang 
nyaman 





2. Pengembangan 
sistem transportasi 
massal (Mass Rapid 
Transport) 








3. Peningkatan sarana 
dan prasarana dasar 
perhubungan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
4. Peningkatan sarana dan 
prasarana dasar 
perhubungan 
f. Bidang Energi dan Bidang Energi dan 
Sumber Daya Sumber Daya Mineral 
Mineral 
Meningkatkan Meningkatkan cakupan dan | Energi dan Meningkatkan Peningkatan cakupan 
penyediaan akses masyarakat terhadap Sumber Daya penyediaan dan akses masyarakat 
infrastruktur energi ketenagalistrikan Mineral infrastruktur energi terhadap 
ketenagalistrikan ketenagalistrikan ketenagalistrikan 
5. Misi Kelima, a. Bidang Pemuda dan Bidang Pemuda dan 
Meningkatkan OlahRaga OlahRaga 
Kehidupan 1. Meningkatkan Pendukungan Kepemudaan dan | 1. Meningkatkan Pembangunan sarana 








Sosial, Seni dan 
Budaya, Peran 
Pemuda dan 
Olah Raga serta 
Pengembangan 
Pariwisata 
dalam Bingkai 
Kearifan Lokal 


kualitas sarana dan 
prasarana olahraga 


pembangunan gelanggang 
olahraga di Kota/Kabupaten 





2. Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas 
olahragawan 
berprestasi secara 
berkelanjutan 


Peningkatan pembinaan 
olahragawan 





3. Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
berolahraga 


Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam 
berolahraga 











4. Meningkatkan 
kualitas sarana dan 
prasarana aktivitas 
kepemudaan dalam 
rangka perwujudan 
pemuda mandiri 


1. Peningkatan peran serta 
organisasi kepemudaan 
dalam pembangunan 





2. Peningkatan pembinaan 
karakter pemuda yang 
mandiri dan kreatif 


Olahraga 


kualitas sarana dan 


olah raga di 








prasarana olahraga | Kabupaten/Kota 

2. Meningkatkan Peningkatan pembinaan 
kualitas dan olahragawan 
kuantitas 
olahragawan 
berprestasi secara 
berkelanjutan 

3. Meningkatkan Peningkatan partisipasi 
partisipasi masyarakat dalam 
masyarakat dalam berolahraga 
berolahraga 








4. Meningkatkan 
kualitas aktivitas 
kepemudaan dalam 
mewujudkan 
pemuda mandiri 
dan kreatif 


1. Peningkatan peran 
organisasi 
kepemudaan dalam 
pembangunan 





2. Peningkatan 
pembinaan karakter 
pemuda yang 
mandiri dan kreatif 

















b. Bidang Kebudayaan 











Bidang Kebudayaan 
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RPJMD 2013-2018 RKPD 2018 
Ne Visi Misi Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 
. Meningkatkan 1. Pelestarian dan Kebudayaan 1.Meningkatkan 1. Pelestarian dan 
apresiasi masyarakat perlindungan budaya apresiasi perlindungan budaya 
terhadap budaya lokal Degradasi budaya masyarakat lokal 


daerah 





2. Peningkatan kualitas 





lokal dalam 


terhadap budaya 





2. Peningkatan kualitas 























pelayanan sosial bagi 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS), melalui 
sistem panti dan luar 
panti atau 
berbasiskan 
masyarakat/ 
komuniti, serta 
bantuan kepada 
korban bencana 
dalam meningkatkan 
keberfungsian 
sosialnya 





Perintis Kemerdekaan 
Republik Indonesia 
(PKRI)/Janda PKRI dan 
keluarga pahlawan serta 
terpeliharanya nilai-nilai 
keperintisan, kepahlawanan, 
kejuangan dan 
kesetiakawanan sosial 





kemiskinan Jawa 
Barat tidak 
mencapai target. 
Hasil evaluasi 
kinerja program 
menunjukan 
kinerja yang baik, 
namun sebagian 
besar kegiatan 
tidak menunjang 
terhadap 
penuntasan 
kemiskinan, 
seperti pada: a) 
kegiatan 
pemberdayaan 
fakir miskin tidak 





dan pelayanan 
dasar bagi 
masyarakat tidak 
mampu. 





dan kuantitas pusat gelar | kehidupan daerah dan kuantitas pusat 
karya seni dan budaya masyarakat gelar karya seni dan 
budaya. 

. Meningkatkan Peningkatkan pelestarian 2.Meningkatkan Peningkatkan 
Apresiasi masyarakat | dan perlindungan seni dan apresiasi pelestarian dan 
terhadap seni dan perfilman daerah masyarakat perlindungan seni dan 
perfilman daerah terhadap seni dan perfilman daerah 

perfilman daerah 
Bidang Sosial Bidang Sosial 

. Mencegah timbulnya | Peningkatan pelayanan dan | Penyandang 1. Mencegah Peningkatan pelayanan 
masalah rehabilitasi sosial, Masalah timbulnya masalah | sosial dan pelayanan 
Kesejahteraan Sosial | pemberdayaan sosial, Kesejahteraan Kesejahteraan dasar, rehabilitasi sosial, 
dan Memberikan perlindungan sosial Sosial (PMKS) dan Sosial. pemberdayaan dan 
Pelayanan Sosial dan | terhadap PMKS dan Kemiskinan 2. Memberikan perlindungan sosial 
memberikan penghargaan kepada para Tingkat pelayanan sosial terhadap masyarakat 


miskin. 
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RPJMD 2013-2018 


RKPD 2018 





Visi Misi 


Strategi 


Arah Kebijakan 


Isu Strategis 


Strategi 


Arah Kebijakan 





sepenuhnya 
mendapat 
perhatian, b) 
Tingginya 
penganguran, 
karena belum 
sesuainya 
kualifikasi pencari 
kerja dengan 
lapangan kerja 
yang tersedia. 





2. Meningkatkan peran 


dan fungsi potensi 
sumber 
kesejahteraan sosial 
(PSKS) dalam 
penanganan PMKS 


Pendayagunaan dan 
pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) dalam 
penanganan PMKS dan 
pembangunan 
kesejahteraan sosial 


3. Meningkatkan 


peran dan fungsi 
potensi sumber 
kesejahteraan sosial 
(PSKS) dalam 
penanganan PMKS 


Pendayagunaan dan 
pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) dalam 
penanganan PMKS dan 
pembangunan 
kesejahteraan sosial 





Bidang Agama 


Bidang Agama 








- 


. Meningkatkan 


kerukunan antar 
agama dan 
pemahaman 
pengamalan agama 


1. Meningkatkan kualitas 
kerukunan hidup baik 


antar umat beragama 





. Peningkatan pemahaman 
dan pengamalan agama 


dalam kehidupan 
bermasyarakat 

















. Meningkatkan peran 


lembaga-lembaga 
sosial keagamaan 
dan lembaga 
pendidikan 
keagamaan dalam 
pembangunan 





Penguatan lembaga 
keagamaan 








Meningkatkan 
kerukunan antar 
agama melalui 
pemahaman 
pengamalan agama, 
dan peran lembaga 
sosial keagamaan 
dalam pembangunan 


1. 


Peningkataan kualitas 


kerukunan hidup 


antar umat beragama 





IM) 


. Peningkatan 


pemahaman dan 
pengamalan agama 
dalam kehidupan 
bermasyarakat 








. Penguatan lembaga 


keagamaan 





Keterangan : Kemiskinan meliputi : PMKS, Pengangguran, 





IV - 54 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Berdasarkan tabel diatas, strategi dan arah kebijakan 
pembangunan Tahun 2018 telah selaras atau menjawab strategi dan arah 
kebijakan RPJMD tahun 2013-2018. Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 
2018 tersebut juga telah mengantisipasi isu-isu strategis yang 
diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2018, yang selanjutnya dipakai 
sebagai dasar dalam penentuan prioritas sasaran pembangunan daerah 
Tahun 2018. 

D. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang 
menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) 
tahunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 melalui 
rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan 
daerah dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan 
pembangunan Jawa Barat, yang diselaraskan dengan sasaran misi 
RPJMD tahun berjalan melalui skenario common goals berbasis tematik 
sektoral , berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional 
(RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan 
pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan 
peraturan perundang-undangan terbaru. 

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis 
yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan 
sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan 
pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk 
menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, berdasarkan 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : (1) prioritas janji politik yang 
perlu diwujudkan (janji Gubernur), skor: 25, (2) memiliki pengaruh yang 
besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional 
(RKP Tahun 2018), skor: 20, (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap 
publik, skor: 20: (4) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani, 
skor : 15, (5) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, skor: 10, 


dan (6) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, 
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skor:10. 

Berdasarkan hasil pembobotan dari 17 isu strategis, maka 
ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2018 sebagai berikut: 

1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan, dengan sasaran : 

a. Wajib belajar 12 tahun. 

b. Pendidikan Vokasional. 

Cc. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan 

Inklusif. 

d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan 

menengah. 
e. Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama 
(PSDKU)/ Multikampus. 

f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah. 

g. Peningkatan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya di 
Jawa Barat. 


h. Meningkatnya akses dan kualitas keagamaan. 


2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran : 

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. 

b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak 
menular. 

c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS). 

d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga 
kesehatan. 

e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan 


tepat guna 


3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan 
infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan, dengan sasaran : 

a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi, 
b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah 


perkotaan regional. 
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Cc. 


d. 


Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya 
kualitas lingkungan perumahan. 
Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan, 


perhubungan dan perbatasan. 


4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata, 


dengan Sasaran . 


a. 
b. 


Cc. 


d. 


e. 


Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 

Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. 

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat 
keahlian. 

Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. 


Mengembangkan pariwisata dan perlindungan budaya lokal. 


5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air, dengan 


Sasaran . 


a. 


Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan 
protein hewani. 
Meningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan. 


Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 


d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya 


tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis. 

Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil 
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, 
kelautan dan perikanan. 

Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. 
Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur 


irigasi. 


. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. 


Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 
Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil perikanan, 
budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan 


potensi sumber daya kelautan 
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6. Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan 


Daya Saing Industri, dengan sasaran : 


a. 


Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi 


intermediasi perbankan. 


. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. 
. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. 


. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang. 


7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran : 


a. 


Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
bersih (good governance and clean governance). 

Peningkatan pelayanan public dan kualitas tata kelola 
pemerintah berbasis TIK. 


Peningkatan kesadaran hokum antar umat beragama 


d. Dukungan dan fasilitasi pilkada yang langsung, umum, bebas 


dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil 


8. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan 


penanggulangan bencana, dengan sasaran : 


a. 


Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta 
konservasi air, hutan dan lahan. 
Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. 


Meningkatnya upaya penanggulangan bencana. 


9. Penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran : 


. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. 


. Penciptaan lapang kerja dengan memperbesar investasi padat 


karya 


Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 


d. Perluasan Pelayanan Dasar 


Penguatan perekonomian perdesaan 


Pengembangan kewirausahaan 
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10. Peningkatan penataan ruang daerah, dengan sasaran : 
a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. 
b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 


c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan. 


11. Peningkatan Kualitas kependudukan, dengan sasaran : 
a. Meningkatnya ketahanan keluarga. 
b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). 


c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan. 


4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan 
Nasional Tahun 2018 Dengan Prioritas Pembangunan Daerah 
Tahun 2018 


Pembangunan Jawa Barat merupakan Bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah 
kebijakan pembangunan Jawa Barat harus mengacu kepada prioritas 
pembangunan nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut 
sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan 
pembangunan Jawa Barat Tahun 2018. 

Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas 
pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran 
prioritas pembangunan Jawa Barat. Sasaran prioritas tersebut 
merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukan oleh 
indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan 
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 telah bersinergi 


dengan Prioritas Nasional tercantum dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 dengan 
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 


(Lokasi Prioritas Pembangunan disajikan pada kewilayahan/ Spasial) 

















RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Enakan Prona Ian PENA Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Hanin Strategi Arah Kebijakan 
n Naas Prioritas x $ Pembangunan Sasaran Indikator ja 5 
Pendidikan . Pendidikan Menyelenggarakan . Pendidikan gratis Akses dan kualitas Wajib belajar 12 Jumlah RKB | 2.000 unit 
Vokasi pendidikan menengah pendidikan serta tahun. SMA/SMK/M 
. Peningkatan Menengah . Peningkatan sarana dan | keagamaan A 
Kualitas Guru Meningkatkan kapasitas pendidikan Pendidikan Jumlah Siswa | 50.000 siswa 
Jumlah dan formal dan non formal Vokasional. SMK 
Kualitas rintisan . Pendidikan terjangkau Penerima 
sekolah standar bagi masyarakat Sertifikasi 
nasional (RSSN) dan berpenghasilan rendah Profesi 
Sekolah Standar . Penyediaan beasiswa 
Nasional (SSN) untuk pemuda Penyelenggaraan Jumlah 25 sekolah 
Meningkatkan berprestasi pendidikan khusus Pendidikan 
kompetensi dan . Peningkatan jumlah dan (SLB) dan inklusif 
kesejahteraan kulitas RSSN dan SSN Pendidikan Inklusif. 
pendidik serta . Peningkatan kualitas Meningkatnya Nilai 70 (angka) 
tenaga kependidikan dan kesejahteraan kompetensi dan Kompetensi 
pendidik dan tenaga kesejahteraan guru Guru (UKG) 
kependidikan pendidikan 
menengah 
Penyelenggaraan Jumlah 52 persen 
Program Studi di SMA/SMK/ 
luar Kampus Utama | berstandar 
(PSDKU)/ nasional 
Multikampus 
Peningkatan 
kualitas dan daya 
saing pendidikan 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Basa Pebgri HINO Da Ban Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna San Strategi Arah Kebijakan 
n Neni Perloritas : N Pembangunan Sasaran Indikator Hi ma 2 
menengah 
Peningkatan sarana | Terbangunny | 5 unit 
dan prasarana a sarana 
peribadatan keagaman di 
5 wilayah 
Kesehatan . Peningkatan . Meningkatkan peran Pemberdayaan Peningkatan akses Peningkatan Ratio 87//100.000 
kesehatan ibu masyarakat dalam masyarakat melalui dan kualitas Pelayanan Kematian Ibu | KH 
dan anak penyehatan Pola Hidup Bersih dan | pelayanan Kesehatan ibu dan 
. Pencegahan lingkungan Sehat (PHBS) kesehatan anak. 
dan . Meningkatkan Peningkatan kualitas Peningkatan upaya Persentase 389 persen 
pengendalian kualitas pelayanan pelayanan kesehatan pencegahan dan kab/kota 
penyakit kesehatan ibu dan ibu dan anak penanggulangan yang 
. Penguatan anak Peningkatan penyakit menular mencapai 
promotif dan . Meningkatkan upaya pencegahan dan dan tidak menular. treatment 
preventif pencegahan dan pengendalian penyakit succes rate 
“Gerakan pengendalian menular dan tidak TB 
Masyarakat penyakit menular dan menular 
Hidup Sehat” tidak menular Peningkatan kualitas Peningkatan Persentase 60 persen 
. Meningkatkan dan kesejahteraan kualitas kesehatan Penduduk 
kualitas dan sumber daya lingkungan dan yang Memiliki 
kesejahteraan sumber kesehatan Perilaku Hidup Akses 
daya kesehatan Penguatan manajemen, Bersih dan Sehat terhadap air 
. Menguatkan regulasi, sistem (PHBS). minum yang 
manajemen, regulasi, infomasi dan penelitian berkualitas 
teknologi informasi bidang kesehatan Peningkatan 
dan penelitian bidang Meningkatkan peran kualitas, kuantitas 
kesehatan perempuan dalam dan kesejahteraan 
. Peningkatan pembangunan tenaga kesehatan. 
Pengarusutamaan Perlindungan 
Gender (PUG) dan perempuan dan anak Penguatan Persentase 55 persen 
pemberdayaan dari kekerasan dalam manajemen, kab/kota 
perempuan rumah tangga serta regulasi, sistem yang 
. Penanganan dan perdagangan infomasi dan menyediakan 
pencegahan perempuan dan anak penelitian bidang data dan 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas 5 TE Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Hear Strategi Arah Kebijakan Baar 
n Neni Perloritas : : Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
perdagangan orang (trafficking) kesehatan informasi 
(trafficking), KDRT Meningkatakan kesehatan 
dan kekerasan kesadaran masyarakat yang 
terhadap perempuan untuk ber-KB komprehensif 
dan anak Meningkatnya Persentase 90,88 persen 
. Meningkatkan pemberdayaan Indeks 
kualitas pelayanan perempuan Pembanguna 
bagi peserta KB Meningkatnya n Gender 
upaya (IPG) 
pemberdayaan terhadap IPM 
pengetahuan, Indeks 
keterampilan dan Pemberdayaa 
kemandirian n Gender 
perempuan (IDG) 
Menurunkan laju Jumlah 63,80 persen 
pertumbuhan peserta KB 
penduduk aktif 
Perumahan Program . Meningkatkan kondisi . Peningkatan cakupan Penyediaan Meningkatnya Rasio 98 persen 
& Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan infrastruktur infrastruktur jumlah cakupan elektrifikasi 
Permukiman Perumahan dasar permukiman dasar layanan dasar listrik rumah rumah 
Layak . Meningkatkan . Penyediaan rumah layak | permukiman dan tangga 
Program air ketersediaan dan huni untuk Masyarakat infrastruktur Meningkatnya Cakupan 50 persen 
Bersih dan kualitas perumahan Berpenghasilan strategis di jumlah cakupan layanan air 
Sanitasi . Meningkatkan Rendah/MBR perkotaan dan layanan air bersih minum oleh 
ekonomi perdesaan . Penyediaan infrastruktur | perdesaan dan sanitasi SPAM 
perdesaan dan wilayah regional 
perbatasan serta Meningkatnya Cakupan 71 persen 
infrastruktur strategis di jumlah cakupan layanan 
sentra pertanian, wisata, layanan persampahan 
serta industri berbasis pengelolaan perkotaan 
agro, perikanan dan sampah perkotaan 
bisnis kelautan regional 
Meningkatnya Pembanguna | 20.000 unit 
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RKP Tahun 2018 


RKPD Tahun 2018 





Prioritas 
Pembanguna 
n Nasional 


Program 
Prioritas 


Strategi 


Arah Kebijakan 


Prioritas 
Pembangunan 


Sasaran Prioritas Pembangunan 





Sasaran 


Indikator 


Target 2018 
(RPJMD) 





jumlah rumah layak 
huni serta 
meningkatnya 
kualitas lingkungan 
perumahan 
Meningkatanya 
kondisi dan capaian 
infrastruktur jalan, 
perhubungan dan 
perbatasan. 


. Meningkatnya 


ketersediaan sarana 
dan prasarana air 
minum di perkotaan 
dan perdesaan 
terutama di wilayah 
rawan air minum 
dan wilayah 
tertinggal melalui 
pengembangan 
sistem instalasi 
pengolahan air 
minum di tingkat 
perkotaan, kawasan 
perdesaan (Ibu Kota 
Kecamatan / IKK 
dan kawasan 
khusus / wisata) 
dan lingkungan 
(masyarakat 
berpenghasilan 
rendah) 


n rumah 
tinggal layak 
huni 
mencapai 
100.000 unit 
Tingkat 
ketersediaan 
sarpras 
pendukung 
pengelolaan 
jalan dan 
jembatan 


80 persen 








Dunia Usaha 





1. Pengembanga 


n 3 Kawasan 





Meningkatkan 


keunggulan daya tarik 





Pengembangan pariwisata 





Peningkatan iklim 
investasi, daya 





Mengembangkan 
pariwisata dan 





Peningkatan 
Sarana dan 





2 ODTW/thn 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas - PEN Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Ae Sen Strategi Arah Kebijakan enak 
n Nasicnal Erioritas $ A Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
& Pariwisata Pariwisata dan promosi wisata dan produk wisata saing usaha dan perlindungan budaya Prasarana 
. Pengemban pariwisata lokal Pariwisata 
gan 5 
. Kawasan 
Ekonomi Meningkatkan daya 1. Peningkatan unit Peningkatan Industri manufaktur Jumlah 40 persen 
Khusus (KEK) | saing industri usaha industri kecil kapasitas dan industri kreatif kontribusi 
. Pengembanga dan menengah serta Koperasi, Usaha semakin berkembang industri 
n 3 Kawasan kemitraan antar Kecil dan manufaktur 
Industri industri Menengah (KUKM) pada PDRB 
| Perbaikan F 2. Peningkatan produksi se 2 1 Smp Jawa Barat 
iklim investasi dan kualitas industri dna 
dan . unggulan 
penciptaan 
lapangan Meningkatkan investasi Penciptaan iklim usaha Peningkatan iklim |1. Meningkatnya Prosentase 85 persen 
kerja daerah yang kondusif investasi dan daya kualitas iklim usaha Pelayanan 
. Pengembanga saing usaha dan investasi. Perijinan 
n ekspor yang tepat 
barang dan waktu 
jasa 2. Meningkatnya jumlah | Jumlah 80.280 
serapan angkatan Penyerapan 2 | orang 
kerja. juta 
kesempatan 
kerja 
3. Meningkatnya jumlah Prosentase 0,56 persen 
tenaga kerja yang tenaga kerja 
memiliki sertifikat yang siap 
keahlian. bekerja dan 
4. Meningkatnya mutu, | tersertifikasi 
desain produk dan 
pemasaran usaha. 
Perluasan lapangan Peningkatan penempatan Peningkatan Meningkatnya jumlah Jumlah 20.000 
kerja tenaga kerja kapasitas dan kualitas Wirausaha orang 
Koperasi, Usaha wirausahawan Baru 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas 5 TEA Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Ae Strategi Arah Kebijakan Pak Dara 
n Resensi Perloritas : 1 Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
Kecil dan 
Menengah (KUKM) 
dan Daya Saing 
Industri 
Meningkatkan kualitas Peningkatan daya saing Peningkatan Meningkatnya kualitas Prosentase 56 persen 
dan produktivitas tenaga | tenaga kerja kapasitas tenaga kerja Jawa Barat | tenaga kerja 
kerja Koperasi, Usaha yang siap 
Kecil dan bekerja dan 
Menengah (KUKM) tersertifikasi 
dan Daya Saing 
Industri 
Memberikan Perlindungan, pengawasan | Peningkatan Meningkatnya kualitas Prosentase 75 persen 
perlindungan bagi dan memberikan bantuan kapasitas tenaga kerja Jawa Barat | penyelesaian 
tenaga kerja hukum bagi tenaga kerja Koperasi, Usaha kasus 
Kecil dan hubungan 
Menengah (KUKM) industrial 
dan Daya Saing 
Industri 
Meningkatkan daya Peningkatan kualitas SDM, | Peningkatan Meningkatnya akses Jumlah 7.850 orang 
saing Koperasi dan akses pasar, teknologi, kapasitas terhadap modal, Penerima 
UMKM kualitas produk dan Koperasi, Usaha pemasaran dan fungsi Manfaat 
pembiayaan bagi KUMKM Kecil dan intermediasi perbankan | Kredit Modal 
Menengah (KUKM) Usaha 
dan Daya Saing 
Industri 
Ketahanan 1. Energi Baru Mengembangkan Pengembangan dan Peningkatan Meningkatnya Jumlah 175.000 
Energi Terbarukan sumber energi baru pemanfaatan energi baru ketahanan pemanfaatan energi pemanfaatan | SBM (setara 
(EBT) dan terbarukan dan terbarukan pangan, energi dan | baru dan terbarukan sumber barel 
Konservasi konservasi energi, sumber daya air energi baru | minyak) 
Energi sumber daya mineral, dan 
2. Pemenuhan geologi dan air tanah terbarukan 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas Sasaran Prioritas Pembangunan 
Program : sg Prioritas 
Pembanguna Nan Strategi Arah Kebijakan Target 2018 
n Nasional Prioritas Pembangunan Sasaran Indikator as Jmpj 
Kebutuhan 
Energi 
Ketahanan 1. Peningkatan Meningkatkan 1. Peningkatan Peningkatan 1. Meningkatnya Jumlah 460 unit 
Pangan Produksi ketersediaan, akses ketersediaan, ketahanan kelembagaan dan Kelembagaan 
Pangan pangan masyarakat, penguatan cadangan, pangan, energi dan kompetensi sumber | penyuluhan 
2. Pembangunan | kualitas, keragaman dan distribusi, akses dan sumber daya air daya tenaga pertanian 
Sarana dan keamanan pangan penganekaragaman penyuluh yang 
Prasarana pangan e1 Akan aka meningkat 
Pertanian Ng : kapasitasnya 
produksi, inovasi 
San an Mena Jumlah 13.067.175 
wr sa Produksi Padi | ton 
perkebunan, dan 
peternakan 
Meningkatkan Peningkatan ketersediaan, | Peningkatan Tersedianya cadangan Peningkatan 3 persen 
ketersediaan, akses penguatan cadangan, ketahanan pangan yang memadai produksi 
pangan masyarakat, distribusi, akses dan pangan, energi dan | pemenuhan protein komoditas 
kualitas, keragaman dan | penganekaragaman sumber daya air hewani peternakan 
keamanan pangan pangan (daging) 
Meningkatkan 1. Peningkatan produksi, | Peningkatan Meningkatnya produksi | Meningkatny | 5 persen 
produksi dan hasil pengolahan dan ketahanan dan pengolahan hasil a produksi 
pengolahan hasil nilai tambah produk pangan, energi dan | perikanan, budidaya dan 
perikanan budidaya perikanan dan sumber daya air dan tangkap serta produktivitas 
dan tangkap kelautan pengelolaan dan kelautan dan 
5 pengawasan potensi perikanan 
Meningkatkan 2. Pengelolaan , sumber daya kelautan Jawa Barat 
pengelolaan dan sumberdaya perikanan 
pengawasan potensi dan kelautan 
sumber daya kelautan 
Penanggulan | 1. Pelaksanaan 1. Efektivitas program Peningkatan pelayanan Penanggulangan 1. Pengurangan beban | Meningkatny | 6.281 
gan program Bidik Misi sosial dan pelayanan kemiskinan penduduk miskin a tingkat | Jumlah fakir 
jaminan dan 2. Penataan asistensi dasar, rehabilitasi sosial, dan rentan. kesejahteraan | miskin (FM) 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas Pengen | 2 Ban Sasaran Prioritas Pembangunan 
ee ato Se Na Pembangunan Sasaran Indikator Hb Pa 
Kemiskinan bantuan sosial: KIS, KIP, dan pemberdayaan dan Fakir yang 
sosial tepat KKS perlindungan sosial Miskin(FM) diberdayaka 
sasaran . Perluasan cakupan terhadap masyarakat n 
. Pemenuhan SJSN dan Bantuan miskin. 
kebutuhan Tunai Bersyarat/ 2. Penciptaan lapang Prosentase 0,56 persen 
dasar PKH kerja dengan tenaga kerja 
memperbesar yang siap 
investasi padat bekerja dan 
karya tersertifikasi 
384 orang 
3. Pengembangan Jumlah 
Usaha Mikro dan UMKM yang 
Kecil mendapatkan 
legalitas 
usaha 145 orang 
4. Perluasan Pelayanan | Terlindunginy 
Dasar a korban 
tindak 
kekerasan 
dan dapat 
melanjutkan 
hidupnya 
secara 
normal 
. Percepatan 1. Pembangunan, Penyediaan Meningkatnya kondisi Tingkat 98,60 persen 
Pembangunan peningkatan dan infrastruktur dan capaian Kemantapan 
infrastruktur /konekti rehabilitasi jaringan layanan dasar infrastruktur jalan, Jalan 
vitas jalan dan jembatan permukiman dan perhubungan dan Provinsi 
. Promosi potensi untuk menunjang infrastruktur perbatasan. (Kondisi Baik 
daerah tertinggal aktivitas perekonomian | strategis di dan Sedang) 








untuk mempercepat 
pembangunan 


. Pemenuhan 


kebutuhan pelayanan 





Peningkatan cakupan 
pelayanan 
infrastruktur dasar 





perkotaan dan 
perdesaan 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas Peograai | 3 Pns Sasaran Prioritas Pembangunan 
Ba Dela sana an Pembangunan Sasaran Indikator Ia Pa 
dasar public permukiman 
. Pengembangan 
perekonomian 
masyarakat yang 
didukung SDM yang 
berkualitas 
. Perwujudan Sistem Peningkatan cakupan Penyediaan 1. Meningkatnya Cakupan 76 persen 
Perkotaan Nasional pelayanan infrastruktur infrastruktur jumlah cakupan layanan air 
. Penerapn Standar dasar permukiman layanan dasar layanan air bersih minum 
Pelayanan Perkotaan permukiman dan dan sanitasi, 
(SPP) : tertata baik, infrastruktur 2. Meningkatnya 
aman, nyaman, dan strategis di jumlah cakupan 
layak huni (memiliki perkotaan dan layanan 
taman, fasilitas perdesaan pengelolaan 
olahraga, dan sarana sampah perkotaan 
rekreasi) regional. 
. Pembangunan kota 3. Meningkatnya 
hijau yang jumlah rumah 
berketahanan iklim layak huni serta 
dan bencana meningkatnya 
. Pengembangan kota kualitas 
cerdas yang berdaya lingkungan 
saing dan berbasis perumahan 
teknologi dan budaya 4. Meningkatnya Prosentase 65 persen 
lokal kondisi dan ketersediaan 
capaian fasilitas 
infrastruktur jalan, | perlengkapan 
perhubungan dan jalan di jalan 
perbatasan. Provinsi 
3. Perluasan Memperluas industri Pengembangan Peningkatan 1. Meningkatnya Jumlah 7.850 orang 
akses usaha manufaktur untuk wilayah di kawasan kapasitas Koperasi akses terhadap Penerima 
mikro, kecil, memperluas perkotaan Jawa Barat dan Usaha Kecil modal, pemasaran Manfaat 





dan koperasi 





lapangan kerja baru 





Pengembangan 





Menengah (KUKM) 





dan fungsi 





Kredit Modal 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas 5 TER Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Ae Strategi Arah Kebijakan Pa Barang 
n Neni Perloritas : : Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
yang berkualitas wilayah berbasis dan Daya Saing intermediasi Usaha 

. Mendorong sektor unggulan di Industri perbankan. 
pengeluaran pusat pertumbuhan 2. Pemanfaatan 
pemerintah dan Jawa Barat teknologi tepat guna 
penciptaan investasi semakin 
yang padat karya berkembang. 

. Dukungan regulasi 3. Meningkatnya Jumlah 20.000 
yang mendorong jumlah dan kualitas | Wirausaha orang 
iklim investasi wirausahawan. Baru 

. Hubungan industrial 4. Industri 
yang harmonis manufaktur dan Jumlah unit | 203.955 unit 

industri kreatif usaha usaha 
semakin Industri 
berkembang 

. Meningkatkan akses Peningkatan kualitas Peningkatan Meningkatnya jumlah Jumlah 384 unit 
permodalan dan kelembagaan, Koperasi kapasitas Koperasi | dan kualitas UMKM yang | usaha 
layanan kredit mikro | dan Usaha Kecil Menengah | dan Usaha Kecil wirausahawan mendapatkan 

. Pendampingan dan Peningkatan perlindungan | Menengah (KUKM) legalitas 
pengembangan dan dukungan Koperasi dan Daya Saing usaha 
kelompok usaha dan Usaha Kecil Menengah | Industri 

. Mendorong Peningkatan kualitas SDM, 
terwujudnya akses pasar, teknologi, 
kemudahan, kualitas produk dan 
kepastian dan pembiayaan bagi Koperasi 
Perlindungan usaha | dan Usaha Kecil Menengah 

Infrasruktur, | 1. Pengembanga Pembangunan yang | 1. Peningkatan cakupan Penyediaan 1. Meningkatnya Cakupan 69 persen 
Konektivitas, n sarana dan berorientasi pelayanan infrastruktur jumlah cakupan pelayanan air 

dan prasarana Indonesia sentris infrastruktur dasar layanan dasar layanan air bersih limbah 

Kemaritiman transportasi Masa depan permukiman permukiman dan dan sanitasi, domestic 





(darat, laut, 
udara, dan 





Indonesia 
tergantung pada 





2. Peningkatan kualitas 





infrastruktur 
strategis di 





2. Meningkatnya 
jumlah cakupan 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Basa Pebgrani BNN DAA Batas Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna NN Strategi Arah Kebijakan 
n Resensi Prioritas : 1 Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
intermoda) keberhasilan kinerja aparatur sipil perkotaan dan layanan 
. Pengembanga pembangunan yang Negara dan perdesaan pengelolaan 
n merata dan penyelenggaraan sampah perkotaan 
telekomunikas pembangunan pemerintahan yang regional. 
idan maritime berkualitas dan bersih Meningkatnya Meningkatny | 4000 unit 
informatika 3. Penegakan hukum Peningkatan jumlah rumah layak | a rumah 
dan disiplin pengawasan internal huni serta layak huni di 
untuk mendukung meningkatnya 9 Kota 
tata kelola kualitas lingkungan | (20.000 unit) 
perumahan 
Meningkatnya Tingkat 60 persen 
kondisi dan capaian | Ketersediaan 
infrastruktur jalan, | Informasi 
perhubungan dan Jalan dan 
perbatasan. Jembatan 
Meningkatkan tata Peningkatan pelayanan Politik Hukum dan Peningkatan Persentase 60 persen 
kelola pemerintahan administrasi organisasi | Tata Kelola Penyelenggaraan pelaksanaan 
yang efektif MMsm pertahankan Spiha Pemerintahan ee aan yang | urusan 
. aik dan bersih pemerintahan 
Wajar Tanpa (good governance lingkup 
Pengecualian (WTP) atas aah Prosa 
Laporan Keuangan Tya 
$ Tega governance). Barat 
Pemerintah Provinsi Peningkatan Persentase 90 persen 
Jawa Barat 8 . P 
pelayanan public pengguna 
. Peningkatan dan kualitas tata aplikasi 
Pengawasan internal kelola pemerintah pengadaan 
untuk mendukung tata berbasis TIK. barang dan 
kelola dan kinerja jasa mulai 
dari 
perencanaan, 
proses 
pengadaan 
sampai 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Basa Pebgri HINO Da Ban Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna San Strategi Arah Kebijakan 
n Neni Perloritas : N Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
monitoring 
evaluasi/pela 
poran 
Meningkatkan 1. Peningkatan sarana dan | Politik Hukum dan | 1. Peningkatan 
kualitas sarana dan prasarana pelayanan Tata Kelola kesadaran hukum 
prasarana pelayanan publik Pemerintahan antar umat 
paris R2. Peningkatan kualitas 2 na aa 
: PENaan. an . Dukungan dan 
Meningkatkan kinerja aparatur sipil fasilitasi pilkada 
kualitas sumber Negara dan P 
yang langsung, 
daya aparatur penyelenggaraan Timnya bebas dani 
pemerintah daerah pemerintahan yang | rahasia (LUBER) dan 
berkualitas dan bersih Jujur Adil 
ujur Adi 
Pembanguna | 1. Pembangunan Percepatan 1. Pembangunan, Penyediaan Meningkatnya kondisi Tingkat 90 persen 
n Wilayah Wilayah Pembangunan peningkatan dan infrastruktur dan capaian kondisi baik 
Perbatasan infrastruktur/ konek rehabilitasi jaringan layanan dasar infrastruktur jalan, jaringan 
dan Daerah tivitas jalan dan jembatan permukiman dan perhubungan dan irigasi di 
Tertinggal Promosi potensi untuk menunjang infrastruktur perbatasan. Daerah Irigasi 
. Pembangunan daerah tertinggal aktivitas strategis di kewenangan 
Perdesaan untuk mempercepat perekonomian perkotaan dan Provinsi 
pembangunan 2. Peningkatan cakupan | perdesaan 
Pemenuhan pelayanan Tingkat 75 persen 
kebutuhan infrastruktur dasar ketersediaan 
pelayanan dasar permukiman Infrastruktur 
public Perdesaan 
Pengembangan 
perekonomian 
masyarakat yang 
didukung SDM yang 
berkualitas 
3. Pencegahan & Meningkatkan 1. Pengembangan wilayah Penyediaan 1. Meningkatnya Tingkat 65 persen 
Penanggulang pengelolaan di kawasan perkotaan infrastruktur konsistensi dan kesesuaian 
an Bencana pembangunan Jawa Barat layanan dasar kinerja penataan rencana 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Basa Pebgrani NO Pantas Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Hn Strategi Arah Kebijakan 
n Nanas Prioritas : 3 Pembangunan Sasaran Indikator Hi ma 2 
4. Reforma ekonomi di 2. Pengembangan wilayah permukiman dan ruang pembanguna 
Agraria perkotaan berbasis sektor unggulan | infrastruktur n dengan 
2. Meningkatkan di pusat pertumbuhan strategis di Rencana Tata 
pemerataan Jawa Barat perkotaan dan Ruang 
pembangunan 3. Peningkatan cakupan perdesaan Meningkatnya Wilayah 
ekonomi di wilayah pelayanan infrastruktur jumlah cakupan Tingkat 80 persen 
selatan Jawa Barat dasar permukiman layanan air bersih kinerja 
3. Perwujudan Sistem dan sanitasi, drainase 
Perkotaan Nasional Meningkatnya permukiman 
4. Penerapn Standar jumlah cakupan (menurunkan 
Pelayanan Perkotaan layanan jml kawasan 
(SPP) : tertata baik, pengelolaan dgn genangan 
aman, nyaman, dan sampah perkotaan | - 30 cm 
layak huni (memiliki regional. selama 2 jam 
taman, fasilitas Meningkatnya 
olahraga, dan jumlah rumah 
sarana rekreasi) layak huni serta 
5. Pembangunan kota meningkatnya 
hijau yang kualitas 
berketahanan iklim lingkungan Cakupan 95 persen 
dan bencana perumahan ketersedian 
6. Pengembangan kota Meningkatnya rumah layak 
cerdas yang berdaya kondisi dan huni 
saing dan berbasis capaian 
teknologi dan infrastruktur jalan, 
budaya lokal perhubungan dan 
perbatasan. 
Politik, 1. Kepastian Menata sistem hukum di | 1. Menyediakan produk Politik Hukum dan Peningkatan Jumalh 200 Perda 
Hukum & Hukum daerah hukum daerah untuk Tata Kelola kesadaran hukum Produk 
Hankam 2. Reformasi mendukung Pemerintahan antar umat Hukum 
Birokrasi penyelenggaraan beragama Kabupaten/K 
pemerintahan Dukungan dan ota yang 
: fasilitasi pilkada diharmonisas 
2. Peningkatan : Da na aa 
yang langsung, i, difasilitasi 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas 5 TE Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Peraga Strategi Arah Kebijakan un 
n Resensi Perloritas : 3 Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
Penyelarasan peraturan umum, bebas dan dan 
daerah rahasia (LUBER) dievaluasi 
5 , : dan Jujur Adil 
3. Peningkatan sinergitas 
penanganan perkara 
dengan lembaga lainnya 
1. Meningkatkan Peningkatan sarana dan Politik Hukum dan . Peningkatan 
kualitas sarana dan prasarana pelayanan Tata Kelola Penyelenggaraan 
prasarana pelayanan publik Pemerintahan pemerintahan yang 
publik £ : baik dan bersih 
2. Meningkatkan Peningkatan kualitas (good governance 
g Han Naa g gove 
kualitas sumber daya kinerja aparatur sipil and clean 
. Negara dan 
aparatur pemerintah governance). 
daerah pPeny ele TEPATAAN . Peningkatan 
pemerintahan yang | pelayanan publik 
berkualitas dan bersih da naas tara 
kelola pemerintah 
berbasis TIK. 
. Peningkatan 
kesadaran hukum 
antar umat 
beragama 
. Dukungan dan 
fasilitasi pilkada 
yang langsung, 
umum, bebas dan 
rahasia (LUBER) dan 
Jujur Adil 
Meningkatkan tata 1. Peningkatan pelayanan | Politik Hukum dan . Peningkatan Prosentase 100 persen 
kelola pemerintahan administrasi organisasi | Tata Kelola Penyelenggaraan Instansi 
yang efektif 9: “Membertalankan opini Pemerintahan LP ma yang Pemerintah 
' aik dan bersih yang 
Wear Tanpa (good governance ketatalaksana 











Pengecualian (WTP) 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas Pebgri Bana Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna Naah Strategi Arah Kebijakan Target 2018 
n Nasional Prioritas Pembangunan Sasaran Indikator as Jmp) 
atas Laporan and clean an baik 
Keuangan Pemerintah governance). 
Provinsi Jawa Barat . Peningkatan Prosentase 100 persen 
: pelayanan public Tingkat 
Peningkatan : dan kualitas tata Kepatuhan 
Pengawasan internal . 5 
kelola pemerintah Unit 
untuk mendukung tata A 
ketsla dan Lines berbasis TIK. Pelayanan 
elola dan kinerja Publik 
terhadap 
ketentuan 
Pelayanan 
Publik yang 
berlaku 
Revolusi 1. Reformasi Meningkatkan tata Peningkatan pelayanan | Politik Hukum dan Peningkatan Opini BPK-RI | WTP 
Mental birokrasi kelola pemerintahan administrasi organisasi | Tata Kelola Penyelenggaraan terhadap 
pemerintahan | yang efektif NekeahBa AK tagih Pemerintahan pemerintahan yang | LKPD 
. baik dan bersih Pemprov 
Wajar Tanpa 
: (good governance Jawa Barat 
Pengecualian (WTP) 
and clean 
atas Laporan 
. governance). 
Keuangan Pemerintah : 
PARA Peningkatan Persentase 75 persen 
Provinsi Jawa Barat . . 
pelayanan public penyelesaian 
Peningkatan dan kualitas tata TLHP 
Pengawasan internal kelola pemerintah pengaduan 
untuk mendukung tata berbasis TIK. kasus 
kelola dan kinerja masyarakat 
2. Penegakan Menata sistem hukum di . Menyediakan produk Politik Hukum dan Peningkatan 
hukum dan daerah hukum daerah untuk Tata Kelola kesadaran hukum 
kelembagaan mendukung Pemerintahan antar umat 
politik penyelenggaraan beragama 
pemerintahan Dukungan dan 
SPabinekbka fasilitasi pilkada 

















yang langsung, 
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RKP Tahun 2018 RKPD Tahun 2018 
Prioritas Penami Ban Sasaran Prioritas Pembangunan 
Pembanguna San Strategi Arah Kebijakan 
n Nasional Perloritas Pembangunan Sasaran Indikator Ui ma 2 
Penyelarasan umum, bebas dan 
peraturan daerah rahasia (LUBER) 
5 , , dan Jujur Adil 
. Peningkatan sinergitas 
penanganan perkara 
dengan lembaga 
lainnya 
3. Peneguhan 
jati diri dan 
karakter 
bangsa 
4. Penguatan 
daya rekat 
sosial dalam 
kemajemukan 
5. Peningkatan Meningkatkan akses Peningkatan kualitas | Peningkatan Industri manufaktur Penurunan 
kemandirian permodalan dan kelembagaan, kapasitas Koperasi | dan industri kreatif nilai inpor 
ekonomi dan layanan kredit mikro Koperasi dan Usaha dan Usaha Kecil semakin berkembang bahan baku 





daya saing 
bangsa 





Pendampingan dan 
pengembangan 
kelompok usaha 
Mendorong 
terwujudnya 
kemudahan, 
kepastian dan 
Perlindungan usaha 





Kecil Menengah 
Peningkatan 
perlindungan dan 
dukungan Koperasi 
dan Usaha Kecil 
Menengah 
Peningkatan kualitas 
SDM, akses pasar, 
teknologi, kualitas 
produk dan 
pembiayaan bagi 
Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 





Menengah (KUKM) 
dan Daya Saing 
Industri 








industri per 
tahun 
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4.2.4 Pembangunan Kewilayahan 

Kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari 
Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW 
Nasional, yang dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat 
Kegiatan (Sistem Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, dan 
Kawasan Strategis. 

WP merujuk pada isu strategis kewilayahan yang terbagi dalam 5 
(lima) wilayah kerja koordinasi pembangunan : Wilayah Priangan Timur, 
Wilayah Cekungan Bandung, Wilayah Purwakarta, Wilayah Bogor dan 
Wilayah Cirebon. WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi 
pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta 
perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario 
pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan 
arah pengembangan ekonomi. 

Kebijakan pengembangan wilayah diwujudkan melalui pembagian 6 
(enam) WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat 
pengembangan. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan pembangunan, sesuai dengan sektor unggulan 
dan fokus pengembangan masing-masing kabupaten/kota, tercantum 


dalam Tabel 4.5. 


Tabel 4.5 
Wilayah Pengembangan di Jawa Barat 











No WP Sektor Unggulan Fokus Pengembangan 
1 WP Pariwisata, industri 1. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, 
Bodebekpunjur manufaktur, diarahkan sebagai kota terdepan yang 

perikanan, berbatasan dengan ibukota Negara yang 
perdagangan, jasa, merupakan bagian dari pengembangan KSN 
pertambangan, Jabodetabekpunjur untuk mendorong 
agribisnis dan pengembangan PKN kawasan perkotaan 
agrowisata Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan 


jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor 
perdagangan, jasa dan industri padat tenaga 
kerja, 


2. Kabupaten Bogor dan Bekasi, diarahkan 
menjadi kawasan penyanggadalam sistem PKN 
kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk 
mengembangkan sektor industri ramah 
lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, 
serta kegiatan pertambangan mineral logam dan 
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WP 


Sektor Unggulan 


Fokus Pengembangan 





non logam untuk mendukung pembangunan di 
Bodebekpunjur 


Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan 
Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan 
rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di 
KSN Jabodetabekpunjur 





2 WP Purwasuka 


Pertanian, perkebunan, 
kehutanan, 
peternakan, perikanan, 
bisnis kelautan, 
77ndustry pengolahan, 
pariwisata dan 
pertambangan 


. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk 


memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan 
melengkapi sarana dan prasarana yang 
terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya 
(hinterland), 


. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk 


kegiatan industri non-polutif dan non- 
ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan 
cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan 
agroindustri, serta kegiatan pertambangan 
mineral logam dan non-logam, 


Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul 
pendukung pengembangan PKN Kawasan 
Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan 

pertanian lahan basah 
berkelanjutan, industri non-polutif dan 
non-kstraktif yang tidak mengganggu irigasi 
dan cadangan air serta tidak mengakibatkan 
alih fungsi lahan sawah, kegiatan bisnis 
kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral 
non-logam, 


Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi 
simpul pendukung pengembangan PKN 
Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan 
pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis 
kelautan, industri non-polutif dan non- 
ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan 
cadangan air, serta kegiatan agroindustri. 





3 WP 


ing 








Ciayumajakun 





Agribisnis, industri, 
perikanan, 
pertambangan dan 
pariwisata 





4. 


. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kota inti dari 


PKN dengan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya 
(hinterland), serta menjadi simpul utama 
pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri 
di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan 
wisata budaya dan religi 


. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian 


dari PKN dengan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama 
pada sektor industri, bisnis kelautandan 
pertanian, dan kegiatan pertambangan 
mineral, 


Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi 
PKW dengan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan 
utama pertanian lahan basah 
berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, 
industri, pertambangan terutama minyak, gas, 
agribisnis dan agroindustri, 


Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi 
lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan 


Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama 
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WP 


Sektor Unggulan 


Fokus Pengembangan 





Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk 
kegiatan agrobisnis dan industri bahan 
bangunan, dan pertambangan mineral serta 
pengembangan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi di PKW Kadipaten, 


Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai 

PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, 
serta diarahkan untuk menampung kegiatan 
sektor pertanian, wisata alam, agroindustri, 
dan daerah konservasi utama Taman 
Nasional Gunung Ciremai, termasuk 
perlindungan sumber air, 


Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai 
PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk 
kegiatan utama agribisnis dan industri, serta 
kegiatan pertambangan mineral 





WP Priangan 
Timur- 
Pangandaran 


Pertanian, perkebunan, | 1. 
perikanan tangkap, 
pariwisata, industri 
pengolahan, industri 
kerajinan dan 
pertambangan mineral. 


Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian 
dari PKW dengan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi, serta pusat pengembangan 
78ndustry kerajinan, perdagangan dan jasa, 


Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk 
kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, 78ndustry78try, perikanan dan 
78ndustry pengolahan perikanan, pusat 
pengembangan 78ndustry kerajinan, wisata 
alam, serta kegiatan pertambangan mineral 
logam dan non-logam, 


Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan 
dan 78ndustry pengolahan pertanian, 
perkebunan,kehutanan, peternakan, perikanan, 
wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan 
pertambangan mineral logam dan non- logam 
serta pengembangan sarana dan prasarana 
yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat 
khusus di PKWp Rancabuaya, 


Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan 
dan 78ndustry pengolahan pertanian, 
perkebunan, kehutanan, peternakan, 
perikanan, wisata pantai, serta kegiatan 
pertambangan mineral non-logam serta 
penyediaan sarana dan prasarana PKW 
Pangandaran yang terintegrasi serta 
pengembangan PKNp Pangandaran sebagai 
daerah tujuan wisata nasional dan 
internasional: 


Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp dengan 
sarana dan prasarana perkotaan yang 
terintegrasi,kegiatan perdagangan, jasa, dan 
sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan 
dengan Provinsi Jawa Tengah. 











WP Sukabumi 
dan sekitarnya 





Peternakan, pertanian, 1. 
perkebunan, perikanan 
tangkap, pariwisata, 
industri pengolahan 
dan bisnis kelautan, 
serta pertambangan 
mineral 





Kota Sukabumi, diarahkan untuk 
pengembangan pusat pengolahan agribisnis 
dan peternakan, agropolitan, wisata agro, 
78ndustry non-polutif dan tidak mengganggu 
resapan air, serta perdagangan dan jasa yang 
mendukung fungsi PKW Sukabumi, 


Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk 
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Sektor Unggulan 


Fokus Pengembangan 





pengembangan agribisnis, pengembangan 
kawasan penggembalaan umum ternak 
ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata 
minat khusus, 79ndustry non-polutif dan tidak 
mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa 
yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu 
dan simpul layanan wilayah sekitarnya, 
pengembangan wilayah pesisir selatan melalui 
pengembangan wisata pantai dan minat khusus 
serta perikanan tangkap, serta pertambangan 
mineral logam dan non-logam serta 
pengembangan sarana dan prasarana yang 
terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan 
bisnis kelautan skala nasional dan 
internasional di PKNp Palabuhanratu, dan 


Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk 
pengembangan agribisnis, pertanian, 
perkebunan,kehutanan, pengembangan 
kawasan penggembalaan umum ternak 
ruminansia, wisata agro, wisata alam, 
79ndustry kreatif, pengembangan wilayah 
pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat 
khusus, serta pertambangan mineral logam dan 
non-logam 








6 WP Kawasan 
Khusus 
Cekungan 
Bandung 








Pertanian, hortikultura, 
industri non-polutif, 
industri kreatif, 
perdagangan, jasa, 
pariwisata dan 
perkebunan, dengan 
meningkatkan 
manajemen 
pembangunan yang 
berkarakter lintas 
kabupaten/kota yang 
secara kolektif berbagi 
peran membangun 
dan mempercepat 
perwujudan PKN 
Kawasan Perkotaan 
Bandung Raya 





Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari 
PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan 
jasa, 79ndustry kreatif dan teknologi tinggi, dan 
pariwisata, 


Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian 
dari PKN, dengan kegiatan utama 79ndustry 
non-polutif, agro 79ndustry, wisata alam, 
pertanian dan perkebunan, 


Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai 
bagian dari PKN dengan kegiatan utama 
79ndustry non-polutif, pertanian, 79ndustry 
kreatif dan teknologi tinggi, 


Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari 
PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan 
jasa, 79ndustry kreatif, teknologi tinggi dan 
79ndustry non-polutif, dan 


Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, 
dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, 
serta pusat pendidikan tinggi di kawasan 
Jatinangor, agrobisnis, dan 79ndustry non- 
polutif 





Sumber : Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAFRAN 


RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT 2005-2025 
PETA WILAYAH PENGEMBANGAN JAWA BARAT 


—..... WP PURWASUKA 


WP BODEBEKPUNJUR “t t H3 
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WP SUKABUMI, dsk 


WP KK CEKUNGAN BANDUNG 
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Gambar 4.2 


Wilayah Pengembangan di Jawa Barat 


Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional 


antar WP, meliputi : 


2. 


Kawasan yang terletak di bagian utara provinsi mencakup WP 
Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan 
Bandung dan WP Ciayumajakuning menjadi kawasan yang 


dikendalikan perkembangannya. 


. Kawasan yang terletak di bagian timur provinsi mencakup sebagian WP 


Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan 
Timur-Pangandaran ditetapkan sebagai menjadi kawasan yang 


didorong pengembangannya 


.Kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi mencakup sebagian 


WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP 
Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang 


dibatasi perkembangannya 
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5. Kawasan yang terletak di bagian barat provinsi mencakup sebagian WP 


Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan 


sekitarnya, 


ditetapkan 


perkembangannya. 


sebagai 


kawasan yang  ditingkakan 


Untuk mendorong efektifitas pengembangan wilayah di WP dan 


antar WP, dilakukan pembangunan dan peningkatan 


infrastruktur 


wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan, tercantum 


dalam Tabel 4.6. 


Tabel 4.6 


Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah di 


Wilayah Pengembangan Jawa Barat 





Rencana 


Pengembangan 


Wilayah 


Arahan Pengembangan 





Infrastruktur Jalan 








1. Pengembangan 
jaringan jalan 
primer sebagai 
penghubung 
antara pusat-pusat 
kegiatan, baik 
antar PKN, PKN 
dan PKW, antar 
PKW, PKW dan 
PKL, maupun 
dengan kawasan 
strategis nasional 
dan provinsi. 


WP Bodebekpunjur- 


Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara Daerah 





WP Purwasuka- WP Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 

KK Cekungan 

Bandung - WP 

Ciayumajakuning 

WP Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- 
Ciayumajakuning- Ciamis-Cikijing-Cirebon 


WP KK Cekungan 
Bandung - WP 
Priatim — 
Pangandaran 


Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 





WP Sukabumi dsk- 
WP KK Cekungan 
Bandung, WP Priatim 
—Pangandaran 


Pembangunan jalan lintas selatan Daerah 

Peningkatan status jalan lintas selatan Daerah menjadi 
jalan nasional 

Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 
Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di Daerah 
bagian selatan 

Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung- 
Pangalengan-Rancabuaya. 





WP Bodebekpunjur- 
WP KK Cekungan 
Bandung - WP 
Sukabumi dsk 


Peningkatan Status dan Fungsi Ruas Jalan Strategis 
Peningkatan kualitas sarana prasarana dasar di daerah 
perbatasan Jabar-Banten dan perbatasan Jabar - DKI 
Optimasi Jalur Vertikal Pelabuhan Ratu-Cikidang-Cibadak- 
Bogor-Depok-Jakarta. 





WP Bodebekpunjur 


Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis. 





WP Purwasuka 


Pengembangan infrastruktur jalan mencakup peningkatan 
kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 
Pembangunan jalan lingkar Karawang di 
Karawang 


Kabupaten 





WP Ciayumajakuning 


Pembangunan jalan lingkar selatan di Kota Cirebon dan 
jalan lingkar Kadipaten di Kabupaten Majalengka 
Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis. 








WP Priatim- 
Pangandaran 





Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 
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Rencana 


Pengembangan 


Wilayah 


Arahan Pengembangan 





WP Sukabumi dsk 


Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi di Kabupaten 
Sukabumi dan Kota Sukabumi, serta jalan lingkar Cianjur 
di Kabupaten Cianjur 

Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis 





WP KK Cekungan 
Bandung 


Pembangunan jalan lingkar Majalaya dan Banjaran di 
Kabupaten Bandung 

Pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang 
Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis. 





2. Pengembangan 
jaringan jalan tol 


dalam kota 
maupun antar 
kota sebagai 


penghubung antar 
pusat-pusat 
kegiatan utama 


WP Bodebekpunjur- 
WP Purwasuka- WP 


Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 
(CISUMDAWU) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan 





KK Cekungan (CIKAPALI) 

Bandung -WP 

Ciayumajakuning 

WP Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagrek-Ciamis-Banjar 
Ciayumajakuning- 


WP KK Cekungan 
Bandung - WP 
Priatim -Pangandaran 





WP Bodebekpunjur- 
WP KK Cekungan 
Bandung - WP 
Sukabumi dsk. 


Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Sukabumi- 


Ciranjang, dan Ciranjang-Padalarang 





WP Bodebekpunjur 


Pembangunan jalan tol Bogor Ring Road, Depok-Antasari, 
Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cikarang- 
Tanjungpriok, Bekasi-Cikarang-Kp.Melayu, dan Serpong- 
Cinere 

Pembangunan jalan lingkar Leuwiliang di Kabupaten Bogor 





WP Ciayumajakuning 


Pembangunan jalan tol Kanci - Pejagan di Kota Cirebon 





WP KK Cekungan 
Bandung 


Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalam 
Kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi) dan 
Ujungberung-Gedebage-Majalaya 





Infrastruktur 
Perhubungan 








1. Pengembangan 
jaringan kereta api 
yang berfungsi 
sebagai 
penghubung antar 
PKN, antara PKN 
dan PKW, serta 
antar PKW. 


WP Bodebekpunjur- 
WP Purwasuka- WP 


Pembangunan jalur Kereta Api Antar Kota Rancaekek- 
Jatinangor- Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon. 





KK Cekungan Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas 
Bandung-WP selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta- 
Ciayumajakuning Bandung, 
Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung, 
Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang- 
Cikadondong 
WP Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas 
Ciayumajakuning-WP selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung- 
KK Cekungan Tasikmalaya-Banjar 
Bandung-WP 
Priangan Timur- 
Pangandaran 





WP Bodebekpunjur- 
WP KK Cekungan 
Bandung - WP 
Sukabumi dsk. 


Revitalisasi Jalur KA Antar Kota Bandung-Sukabumi-Bogor 





WP Bodebekpunjur 


Peningkatan/Pembangunan rel ganda KA Perkotaan 
Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-JatiNegara-Bekasi) 
Peningkatan rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo 
Pengembangan KA Perkotaan Jabodetabek 

Peningkatan jalur KA Antar Kota Bogor-Sukabumi 
Pembangunan shortcut jalur KA Perkotaan Parung 
Panjang-Citayam 








WP Purwasuka 





Pembangunan Shortcut Jalur KA Antar Kota Cibungur- 
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Rencana 


Pengembangan 


Wilayah 


Arahan Pengembangan 





Tanjungrasa di Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta 
Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas 


selatan yang menghubungkan kota-kota Cikampek- 
Purwakarta 
Peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang, 


termasuk peningkatan spoor emplasemen 

Pembangunan rel ganda parsial antara Purwakarta-Ciganea 
Elektrifikasi rel ganda KA Antar Kota Cikarang-Cikampek 
Peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara 
Jakarta-Cikampek 

Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya 





WP Ciayumajakuning 


Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA 
lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Indramayu 
—Jatibarang 

Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA 
lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota Kadipaten- 
Cirebon 

Reaktivasi jalur KA Antar Kota Cirebon-Kadipaten-Kertajati 
Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas 
utara yang menghubungkan kota-kota  Cikampek- 
Jatibarang-Cirebon 





WP Priatim- 
Pangandaran 


Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang 

Reaktivasi jalur KA Cikajang-Cibatu 

Pembangunan dan peningkatan sitem jaringan jalur KA 
lintas utara-selatan antara Galunggung-Tasikmalaya 





WP Sukabumi dsk 


Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA 
lintas utara-selatan yang menghubungkan kota-kota 
Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang 





WP KK Cekungan 
Bandung 


Pembangunan jalur ganda KA Perkotaan Kiaracondong- 
Rancaekek-Cicalengka 

Elektrifikasi jalur KA Perkotaan Padalarang-Kiaracondong- 
Cicalengka 
Reaktivasi 
Tanjungsari 
Reaktivasi jalur KA Perkotaan Cikudapateuh-Soreang- 
Ciwidey 

Pembangunan/pengembangan KA perkotaan di 
Bandung, 

Pembangunan DT Bandung Urban Railway Transport 
Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line 


jalur KA Perkotaan Rancaekek-Jatinangor- 


Kota 





2. Pengembangan 


bandara dan 
pelabuhan 
nasional maupun 
internasional serta 
terminal guna 
memenuhi 
kebutuhan 
pergerakan dari 
dan ke Jawa Barat 
dalam skala 
regional, nasional, 
maupun 
internasional 


WP Bodebekpunjur 


Pengembangan Pelabuhan Laut di Kabupaten Bekasi 
Penyediaan terminal tipe A di Kota Bogor, Kota Depok, dan 
Kabupaten Bekasi 

Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Atang Sanjaya di 
Kabupaten Bogor 





WP Purwasuka 


Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di 
Kabupaten Karawang 
Optimalisasi fungsi 
Subang 

Penyediaan Terminal Tipe A di Kabupaten Karawang 


Pangkalan Udara Kalijati di Kab. 











WP Ciayumajakuning 





Pembangunan Bandar udara Internasional Jawa Barat 
(BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai Pusat 
Persebaran Sekunder 

Optimalisasi fungsi Bandar udara Cakrabuwana 
(Penggung) di Kota Cirebon sebagai Pusat Persebaran 
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Tersier 

Penyediaan terminal Tipe A di Kota Cirebon, Terminal Tipe 
B di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu 
Peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Internasional 
Arjuna di Kota Cirebon 





WP Priatim- 
Pangandaran 


Penyediaan terminal Tipe A di Kota Tasikmalaya 
Optimalisasi fungsi Bandar udara Nusawiru di 
Pangandaran sebagai Pusat Persebaran Tersier dan 
Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasikmalaya 





WP Sukabumi dsk 


Penyediaan terminal tipe A di Kota Sukabumi dan tipe B di 
Palabuhanratu 

Peningkatan kapasitas pelabuhan laut perikanan samudera 
di Palabuhanratu 

Pembangunan Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten 
Sukabumi 





WP KK Cekungan 
Bandung 


Pengembangan terminal Tipe A di Kota Bandung dan 
Kabupaten Bandung 

Optimalisasi fungsi Bandar udara Husein SastraNegara 
sebagai Pusat Persebaran Tersier 





3. Pengembangan 
transportasi 
terpadu dalam 
rangka 
mendukung 
pengembangan 
pusat-pusat 
kegiatan utama 


WP Bodebekpunjur 


Pengembangan angkutan massal perkotaan 
Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan 
jalan. 





WP Purwasuka 


Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan 





WP Ciayumajakuning 


Pengembangan sistem angkutan umum massal di PKN 
Kawasan Perkotaan Cirebon 

Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan 
jalan 





WP Priatim- 
Pangandaran 


Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan 
jalan. 





WP Sukabumi dsk 


Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan 
jalan 





WP KK Cekungan 


Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan 








Bandung » Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas angkutan 
jalan. 

Infrastruktur 
Sumberdaya air 
Pengembangan WP Bodebekpunjur s Pembangunan Waduk di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian- 
waduk/ bendungan, Cisadane-Ciliwung-Citarum, meliputi : 
situ, dan embung 1. Waduk Ciawi, Waduk Narogong, Waduk Genteng, Waduk 
dalam rangka Sodong, Waduk Tanjung, Waduk Parung Badak, Waduk 
konservasi dan Cijuray, dan Waduk Cidurian di Kabupaten Bogor, 
pendayagunaan 2. Waduk Limo di Kota Depok 


sumber daya air 


Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ 
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS 





WP Purwasuka 


Pembangunan Waduk di WS Citarum, meliputi Waduk 
Sadawarna, Waduk Cilame, Waduk Talagaherang, Waduk 
Cipunagara, Waduk Kandung dan Waduk Bodas di 
Kabupaten Subang 


Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ 
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS 











WP Ciayumajakuning 





Pembangunan Waduk di WS Cimanuk Cisanggarung, 

meliputi : 

1. Waduk Cipasang, Waduk Kadumanik, Waduk Cipanas, 
dan Waduk Cipanas Saat di Kabupaten Sumedang 
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Pengembangan 


Wilayah 


Arahan Pengembangan 





2. Waduk Lapangan Cinunjang di Kabupaten Kuningan 


" Revitalisasi dan optimalisasi waduk dan danau/situ 
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS 





WP Priatim- 
Pangandaran 


s Pembangunan Waduk di WS Citarum, yaitu Waduk 
Cibatarua di Kabupaten Garut 


" Pembangunan Waduk di WS Citanduy, meliputi Waduk 
Cikembang dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis 


" Pembangunan Waduk di WS Ciwulan Cilaki, meliputi : 
1. Waduk Lapangan Gagah Jurit, Waduk Sukahurip, dan 
Waduk Hyang di Kabupaten Ciamis 
2. Waduk Ciwulan di Kabupaten Tasikmalaya 


" Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ 





WP Sukabumi dsk 


s Pembangunan Waduk di WS Cisadea Cibareno, meliputi : 
1. Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk Cikarang, 
Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan Waduk 
Cibareno di Kabupaten Sukabumi 
2. Waduk Cibuni dan Waduk Cimaskara di Kabupaten 
Cianjur 


" Revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ 





WP KK Cekungan 
Bandung 


" Pembangunan Waduk di WS Citarum, meliputi Waduk 
Sukawana, Waduk Santosa, Waduk Ciwidey, Waduk 
Cimeta, Waduk Cikapundung, Waduk Citarik dan Waduk 
Tegalluar di Kabupaten Bandung 


" Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ 


" Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di hulu DAS 





Pengembangan 
prasarana pengendali 
daya rusak air 


WP Bodebekpunjur, 
WP Purwasuka, WP 
Ciayumajakuning, 
WP Priatim- 
Pangandaran, WP 
Sukabumi dsk, WP 
KK Cekungan 
Bandung 


Pengembangan infrastruktur pengendali banjir 





Pengembangan 
jaringan irigasi. 


WP Bodebekpunjur- 
WP Purwasuka- WP 
KK Cekungan 
Bandung -WP 
Ciayumajakuning 


Peningkatan kondisi jaringan irigasi di Daerah bagian utara. 





WP Bodebekpunjur 


Peningkatan kondisi jaringan irigasi 





WP Purwasuka 


Peningkatan kondisi jaringan irigasi. 





WP Ciayumajakuning 


Pembangunan Daerah 
Sumedang 
Peningkatan kondisi jaringan irigasi. 


Irigasi Rengrang di Kabupaten 





WP Priatim - 
Pangandaran 


e Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten 
Garut 
s Peningkatan kondisi jaringan irigasi. 





WP Sukabumi dsk 


Peningkatan kondisi jaringan irigasi 





WP KK Cekungan 
Bandung 


Peningkatan kondisi jaringan irigasi 








Infrastruktur Energi 
dan Kelistrikan 














IV - 85 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 














Rencana Wilayah Arahan Pengembangan 

Pengembangan 

1. Pengembangan WP Bodebekpunjur e Pengembangan lapangan panas bumi eksisting di lapangan 
instalasi dan panas bumi Awi Bengkok, Gunung Salak di Kabupaten 
jaringan Bogor, 
distribusi listrik e Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas 
untuk bumi Ciseeng dan Gn. Pancar di Kabupaten Bogor, serta 
meningkatkan lapangan panas bumi Gede Pangrango di Kabupaten Bogor 
dan dan Kabupaten Cianjur, 
memeratakan . 


pasokan listrik ke 
seluruh wilayah 
Jawa Barat 


Pengembangan 
energi terbarukan 
meliputi 
pengembangan 
panas bumi, 
energi potensial 
air (mikrohidro), 
tenaga surya 
serta tenaga 
angin, serta 
sumber energi 
bahan bakar 
nabati 
Pengembangan 
energi tak 
terbarukan 
meliputi 
pengembangan 
energi yang 
bersumber dari 
Bahan Bakar 
Minyak (BBM), 
gas, dan 
batubara untuk 
meningkatkan 
pasokan energi 
listrik. 


Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA- 
TPA di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, 
Kota Bogor, dan Kota Depok, 

Pengembangan gas kota (city gas) di Kota Bogor, Kota 
Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, 

Pengembangan energi air skala kecil di Kabupaten Bogor, 
Pengembangan pemanfaatan gas alam di Kabupaten Bekasi 
(SPPBE, LNG Terminal, PLTG, dan LPG plant), dan 
Pengembangan desa-desa mandiri energi. 





WP Purwasuka 


Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas 
bumi Sagalaherang dan Tangkuban Perahu di Kabupaten 
Subang dan sebagian Kabupaten Bandung Barat, 
Pengembangan jaringn pipanisasi gas (gas pipeline) di 
Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang, 
Pengembangan energi air skala kecil di Kabupaten Subang, 
Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas alam 
di Kabupaten Karawang dan Subang (SPPBE, PLTG, dan 
LPG Plant), 

Pengembangan desa-desa mandiri energi, dan 





e Pengembangan batubara untuk pembangkit (PLTU) di 
Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Subang. 
WP Ciayumajakuning | « Pengembangan PLTA Waduk Jatigede di Kabupaten 


Sumedang, 

Pengembangan PLTU di 
Kabupaten Cirebon, 
Pengembangan Sumber Energi Panas Bumi Tampomas di 
Kabupaten Sumedang, dan Sangkan Hurip Gunung 
Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, 
Gn. Kromong di Kabupaten Cirebon, 

Pengembangan gas perkotaan (city gas), 

Pengembangan stasiun pengisian gas (SPPBE), 
Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan 
pembangkit listrik,dan 

Pengembangan desa-desa mandiri energi 


Kabupaten Indramayu dan 





WP Priatim - 
Pangandaran 


Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi 
Kawah Drajat, Kawah Kamojang, Papandayan, Cilayu, 
Ciarinem, Cikuray dan Guntur Masigit di Kabupaten Garut, 








Gn. Sawal Kabupaten Ciamis, Karaha Bodas, Gn. 
Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung, Cibalong, 
Cipanas-Ciawi, Cakrabuana di Kabupaten Tasikmalaya, 

e Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan : energi air 
skala kecil, energi surya, energi angin, bio-energi, 

e Pengembangan stasiun pengisian gas (SPPBE):dan 

e Pengembangan desa-desa mandiri energi. 

WP Sukabumi dsk e Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 





Cisokan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung 
Barat, 

Pengembangan lapangan panas bumi Cisolok-Cisukarame 
di Kabupaten Sukabumi 

Pengembangan pemanfaatan sumber-sumber energi air di 


Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, 
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Rencana Wilayah Arahan Pengembangan 
Pengembangan 

e Pengembangan pemanfaatan sumber-sumber energi dari 
energi angin di pantai selatan Kabupaten Cianjur dan 
Kabupaten Sukabumi, 

e Pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan 
biogas sebagai sumber energi alternatif kawasan perdesaan 
di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, 

e Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di 
Kabupaten Sukabumi, 

e Pengembangan stasiun pengisian gas (SPPBE): dan 

e Pengembangan desa-desa mandiri energi. 

WP KK Cekungan e Peningkatan energi panas bumi di Cibuni, Patuha, Wayang 
Bandung Windu, Kamojang, Gn. Malabar di Kabupaten Bandung, 

dan Tangkuban Perahu di Kabupaten Bandung Barat, 

e Pengembangan energi sampah di Kota Bandung dan 
Kabupaten Bandung, 

e Pengembangan energi skala kecil di Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, 

e Pengembangan gas perkotaan (city gas) di KK Metropolitan 
Bandung Raya, 

e Pengembangan stasiun pengisian gas (SPPBE) di KK 
Metropolitan Bandung Raya, 

e Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan 
pembangkit listrik, dan 

e Pengembangan desa-desa mandiri energ 

Infrastruktur 
Telekomunikasi 





1. Pengembangan 
telekomunikasi di 
desa-desa yang 
belum terjangkau 
sinyal telepon 

2. Pengembangan 
telekomunikasi di 
desa-desa yang 
belum dilalui 
jaringan terestrial 
telekomunikasi. 

3. Pengembangan 
Cyber Province. 


WP Bodebekpunjur 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan 
e Pengembangan Cyber Province. 





WP Purwasuka 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan 
e Pengembangan Cyber Province. 





WP Ciayumajakuning 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan, 
khususnya di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten 
Indramayu. 

e Pengembangan Cyber Province. 





WP Priangan Timur 
dan Pangandaran 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi pedesaan, 
khususnya di Kabupaten Garut. 
e Pengembangan Cyber Province. 





WP Sukabumi dan 
sekitarnya 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi pedesaan, 
khususnya di Kab. Cianjur 
e Pengembangan Cyber Province. 





WP KK Cekungan 


e Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan 











Bandung e Pengembangan Cyber Province. 
Infrastruktur 
Permukiman 
Perkotaan dan 
Perdesaan 
1. Pengembangan WP Bodebekpunjur a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 
kawasan e Pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan 
perumahan Bodebek, 
perkotaan e Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
2. Peningkatan siap bangun, 
pelayanan sistem e Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan 
air minum pengembangan IPA/WTP di Kabupaten Bekasi dan 
3. Pengelolaan air Kabupaten Bogor, 
limbah dan e Pengembangan pengolahan air limbah yang 
drainase 


4. Pengelolaan 





memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan 
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Rencana Wilayah Arahan Pengembangan 
Pengembangan 
persampahan sistem yang terpisah dari pengelolaan air limbah 
Regional industri secara terpusat terutama pada kawasan 
. Peningkatan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri, 
kualitas e Penataan jaringan drainase perkotaan, 
lingkungan e Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan 
permukiman Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan 
kumuh. pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 
. Pengembangan dan Kota Depok, 
jasa pelayanan e Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di 
kesehatan, Kota Depok dan Kota Bekasi, 
ekonomi, budaya e Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN, PKW 
dan olah raga dan pembangunan sarana olahraga di PKL, 
. Peningkatan e Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit 
infrastruktur Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL: 
perdesaan e Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW, 


Pengendalian permukiman di kawasan Puncak untuk 
mendukung fungsi konservasi kawasan, dan 
Pembangunan Pasar Induk Regional di 
Bogor. 


Kabupaten 


b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, 
desa di kawasan perbatasan dengan Provinsi Banten 
dan DKI, serta kawasan rawan bencana, 

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, 
Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

Pembangunan Puskesmas. 





WP Purwasuka 


a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 


Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan 
industri Kabupaten Karawang dan Kabupaten 
Purwakarta, 

Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
siap bangun, 

Penataan permukiman kumuh, 

Peningkatan pelayanan air besih berupa pembangunan 
IPA/ WTP dan jaringan pipa distribusi, 

Pengembangan pengolahan air limbah, 

Penataan jaringan drainase perkotaan, 

Peningkatan pengelolaan persampahan, 

Pembangunan kawasan olah raga di PKW dan sarana 
olah raga di PKL, 

Pembangunan rumah sakit Tipe B di PKW dan rumah 
sakit Tipe C di PKL, 

Pembangunan pusat kebudayaan di PKW, dan 
Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW Cikampek- 
Cikopo. 














b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan 
dan kawasan rawan bencana: 

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, 
Pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

Pembangunan Puskesmas. 
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Pengembangan 


Wilayah 
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WP Ciayumajakuning 


a.Infrastruktur Permukiman Perkotaan 


Pengembangan hunian vertikal di Kota Cirebon, 
Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
siap bangun, 

Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan 
IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi 

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah, 

Penataan jaringan drainase perkotaan, 

Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional di 
Kabupaten Cirebon, 

Pembangunan kawasan permukiman di Kertajati 
Aerocity Kabupaten Majalengka, 

Penataan permukiman kumuh, 

Pembangunan kawasan olah raga terpadu di PKN dan 
PKW dan sarana olah raga di PKL, 

Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit 
Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL, 
Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW, dan 
Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Beras 
Regional di Kabupaten Indramayu dan Pasar Induk 
Regional di Kabupaten Cirebon. 


b.Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan 
Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh nelayan, 
dan kawasan rawan bencana, 

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana, 
Pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

Pembangunan Puskesmas. 





WP Priangan Timur 
dan Pangandaran 


a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 


Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
siap bangun, 

Pengembangan sistem pelayanan air bersih, 

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di 
Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, 
Penataan permukiman kumuh, 

Penyediaan tempat pengolahan akhir sampah regional, 
Penataan jaringan drainase perkotaan, 

Pembangunan kawasan olah raga di PKW dan sarana 
olah raga di PKL, 

Pembangunan rumah sakit tipe B di PKW dan rumah 
sakit tipe C di PKL, 

Pembangunan pusat kebudayaan di PKNp, dan 
Pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional 
dan internasional di PKNp. 














b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, 
desa di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa 
Tengah dan kawasan rawan bencana, 

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi dan penanggulangan bencana, 
Pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

Pembangunan Puskesmas. 
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Wilayah 


Arahan Pengembangan 





WP Sukabumi dan 
sekitarnya 


a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 


Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
siap bangun di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, 
dan Kabupaten Cianjur, 

Pengembangan sistem pelayanan air bersih di 
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota 
Sukabumi, 

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di 
Palabuhanratu dan kota Sukabumi, 

Pengembangan permukiman perkotaan yang 
memperhatikan prinsip konservasi, 

Penataan permukiman kumuh, 

Penyediaan TPA sampah regional di Kabupaten 
Sukabumi, 

Penataan jaringan drainase perkotaan, 

Pembangunan kawasan olah raga di PKW dan sarana 
olah raga di PKL, 

Pembangunan rumah sakit tipe A di PKNp, rumah sakit 
tipe B di PKW, dan rumah sakit tipe C di PKL, 
Pembangunan pusat kebudayaan di PKW dan PKNp, 
Pembangunan pasar induk regional di Palabuhanratu, 
dan 

Pembangunan pusat bisnis kelautan di PKNp. 


b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan 
Provinsi Banten, permukiman kumuh nelayan, dan 
kawasan rawan bencana: 

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi dan penanggulangan bencana, 
Pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

Pembangunan Puskesmas 











WP KK Cekungan 
Bandung 





a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 


Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan 
perkotaan, industri dan pendidikan, khususnya di Kota 
Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan 
Jatinangor di Kabupaten Sumedang, 

Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor 
di Kabupaten Sumedang, 

Pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan 
siap bangun di Kabupaten Bandung Barat dan 
Kabupaten Sumedang, 

Peningkatan pengelolaan persampahan, revitalisasi TPA 
Leuwigajah, optimalisasi  TPK Sarimukti, dan 
operasionalisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan 
Akhir Sampah Regional Legok Nangka, 

Peningkatan pelayanan air besih 

Peningkatan pengolahan air limbah, 

Penataan permukiman kumuh, 

Penataan jaringan drainase perkotaan, 

Pembangunan kawasan olah raga terpadu di PKN dan 
PKW dan sarana olah raga di PKL, 

Pembangunan rumah sakit Tipe A di PKN, rumah sakit 
Tipe B di PKW dan rumah sakit Tipe C di PKL, dan 
Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW. 


b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan 


Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa 
tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan bencana, 
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Pengembangan 








e Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan 
prinsip konservasi terutama di WP KK Cekungan 
Bandung bagian utara dan selatan, 

e Pembangunan sarana olah raga dan pusat kegiatan 
belajar, dan 

e Pembangunan Puskesmas. 











Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam 
Rencana Struktur Ruang merupakan pusat-pusat permukiman atau 
Pusat Kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan konteks kebijakan dan 
strategi pembangunan wilayah Daerah dan berdasarkan pertimbangan 
teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW, meliputi : 

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan 
Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon, dengan peran menjadi pusat 
koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa 
provinsi, 

- Pusat Kegiatan Nasional provinsi (PKNp) Pangandaran dan 
Palabuhanratu, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala 
pelayanan internasional, nasional atau beberapa provinsi, 

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Sukabumi, Palabuhanratu, 
Cikampek-Cikopo, Indramayu,  Kadipaten, Tasikmalaya dan 
Pangandaran, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi 
skala nasional, 

- Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp) Kota Banjar dan Rancabuaya, 
yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan provinsi 
atau beberapa kabupaten/kota, 

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Kawasan Cikarang, Cibinong, 
Cimanggis, Cibadak, Cianjur, Sindangbarang, Purwakarta, Karawang, 
Soreang, Padalarang, Sumedang, Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, 
Jatibarang, Sumber, Majalengka, Kuningan, Garut, Pameungpeuk, 
Singaparna, Ciamis dan Banjarsari, dengan wilayah pelayanan 
kabupaten/kota dan beberapa kecamatan, 


- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan Jampang Kulon, Sagaranten, 





IV -91 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





Jampang Tengah, Sukanagara, Wanayasa, Plered, Rengasdengklok, 
Cilamaya, Ciwidey, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Cicalengka, 
Rancaekek, Cilengkrang, Cililin, Ngamprah, Cisarua, Lembang, 
Tanjungsari, Wado, Tomo, Conggeang, Ciasem, Pagaden, Kalijati, 
Pusakanagara,  Karangampel, Kandanghaur, Patrol, Gantar, 
Arjawinangun, Palimanan, Lemahabang, Ciledug, Kertajati, Jatiwangi, 
Rajagaluh, Cikijing, Talaga, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, 
Kadugede, Cikajang, Bungbulang, Karangnunggal, Kawali, 
Cijeungjing, Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican dan Cijulang, 
dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. 


Peran dan fungsi pusat kegiatan tersebut harus dipenuhi melalui 


pembangunan dan pengembangan infrasruktur wilayah, dengan kriteria : 


Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah: 
a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut 


dan/atau terminal tipe A 


b. Ekonomi : pasar induk antar wilayah 
c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B 
d. Pendidikan : perguruan tinggi 


Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis kegiatan 
utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun 
internasional, serta akan diusulkan menjadi PKN. 

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah: 

a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut 


dan/atau terminal tipe B 


b. Ekonomi : pasar induk regional 
c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B 
d. Pendidikan : perguruan tinggi 


Fasilitas minimum yang tersedia di PKWp adalah sesuai fasilitas 
minimum untuk PKW, serta diusulkan menjadi PKW. 
Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa 


kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan 
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sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri 
perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan 
jasa, dan lainnya. 

- PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan 
distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai 
kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan 


industri berbasis pertanian. 


Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam peta Pola Ruang 
RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang menampilkan 
dominasi ruang dalam skala peta provinsi. Kawasan lindung berupa 
deliniasi kawasan lindung hutan (hutan lindung, dan hutan konservasi), 
serta kawasan lindung non hutan (kawasan resapan air, kawasan 
perlindungan geologi, kawasan rawan bencana). Sedangkan kawasan 
budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan 
peruntukan Hutan Produksi, simbol Kawasan Industri, kawasan 
permukiman, simbol kawasan hankam (kawasan peruntukan lainnya 
diatur dalam pasal). Kawasan berfungsi lindung merupakan informasi 
yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan 
budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung 
lingkungan dan berkelanjutan. Kawasan Lindung dan Budidaya Sistem 
Provinsi tercantum dalam Peta Pola Ruang Provinsi Jawa Barat Gambar 


4.3 
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Gambar 4.3 


Peta Pola Ruang Provinsi Jawa Barat 


Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam RTRW 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdiri dari 24 KSP yang 
ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan dan penanganan. Beberapa 
KSP merupakan kawasan utama untuk ditangani sesuai kewenangan 
provinsi, sedangkan KSP lainnya akan masuk dalam kategori kawasan 
yang akan dipertimbangkan untuk menjadi non KSP karena sudah tidak 
menjadi kewenangan provinsi lagi (Panas bumi, Jonggol, Observatorium 
Bosscha, Kilang Minyak Balongan, Pulau Manuk). KSP tercantum dalam 
Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 


Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat 
























































No KSP Penanganan 
1 | KSP Pulau Manuk | Penanganan kegiatan pengamanan dan konservasi pulau 
2 | KSP Bandung - Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan 
Utara - Pembatasan dan pengendalian pembangunan 
3 | KSP Hulu Sungai - Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan 
Citarum 
4 | KSP Bogor- - Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan 
Puncak-Cianjur - Pembatasan dan pengendalian pembangunan 
5 | KSP Pesisir - Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya 
Pantura dukung lingkungan 
- Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan Mangrove 
- Pengembangan/ peningkatan kegiatan ekonomi pesisir 
- Peningkatan kualitas pemukiman nelayan 
6 | KSP Pangandaran - Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat 
dan sekitarnya khusus 
- Menjaga kelestarian lingkungan pantai 
- Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata 
7 | KSP Sukabumi - Mengembangkan kawasan agromarine bisnis dan wisata 
bagian selatan dsk minat khusus 
- Menjaga kelestarian lingkungan pantai 
- Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata 
8 | KSP koridor - Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di 
Bekasi-Cikampek tingkat regional 
- Sinergitas infrastruktur 
- Sinergitas pembangunan antar daerah 
- Pengendalian perubahan kawasan lahan basah 
9 | KSP koridor - Pengembangan kawasan wisata terpadu dan agroindustri 
Padalarang- - Pengembangan Technopark dan perkantoran 
Purwakarta - Optimalisasi pemanfaatan Waduk Jatiluhur dan Cirata 
untuk kegiatan pariwisata & kegiatan khusus sesuai daya 
dukungnya 
10 | KSP pertanian - Daerah lumbung padi nasional 
lahan basah - Mempertahankan luasan lahan sawah 
Pantura - Meningkatkan pendapatan petani dengan program 
multiaktivitas agribisnis dan perbaikan irigasi 
- Memperkecil resiko banjir dan kekeringan 
11 | KSP Bandara - Mengembangkan bandara & aerocity 
Internasional Jawa | - Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah 
Barat Kertajati disekitarnya 
dsk - Kerjasama dengan pihak swasta 
12 | KSP Bandung- - Mengembangkan kawasan agroindustri 
Cirebon - Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan 
industri yang dikembangkan 
13 | KSP Garut Selatan - Mengembangkan Kota Garut Selatan secara terbatas 
dsk sesuai daya dukung lingkungan 
- Mengembangkan wisata IPTEK 
14 | KSP Perbatasan - Peningkatan infrastruktur 
Jabar-Jateng - Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah 
pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling 
mendukung dengan kawasan tetangga 
15 | KSP Kilang Minyak | - Mengembangkan kawasan agroindustri 





Balongan 








- Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan 
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No KSP Penanganan 
industri yang dikembangkan 
16 | KSP Pendidikan - Revitalisasi kawasan 
Jatinangor - Penataan lingkungan sekitar 
- Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan 
- Pengembangan pembangunan vertikal 
17 | KSP Pusat - Pelestarian cagar budaya 
Pemerintahan - Peningkatan citra kawasan 
Gedung Sate 
18 | KSP Jonggol - Pengembangan perkotaan mandiri 
- Peningkatan pelayanan publik tingkat nasional 
19 | KSP Observatorium | - Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan, 
Bosscha - Pengendalian pembangunan di Lembang dan Kawasan 
Bandung Utara, 
- Pelarangan adanya kegiatan yang mengganggu 
berfungsinya observatorium Bosscha, 
- Pengendalian kegiatan wisata terbatas di Lembang dan 
Kawasan Bandung Utara. 
20 | KSP panas bumi - Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan 
Wayang Windu berkelanjutan 
- Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar 
21 | KSP panas bumi - Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan 
Wayang Windu berkelanjutan 
- Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar 
22 | KSP panas bumi - Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan 
Kamojang-Darajat- berkelanjutan 
Papandayan - Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar 
23 | KSP Panas Bumi - Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan 
dan Pertambangan berkelanjutan 
Mineral Gunung - Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar 
Salak-Pongkor 
24 | KSP Panas Bumi - Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan 
Sangkanhurip berkelanjutan 
- Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar 





Sumber : Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 





Tahun 2009-2029 


Selain itu mengikuti perubahan kebijakan pembangunan ekonomi 
nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 
mengamatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah 
Jawa Barat dan pengembangan wilayah berdasarkan kepentingan 
sektoral strategis nasional (tertuang dalam RPJMN dan RTRWN), perlu 
menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perwujudannya 
di Tahun 2018. Daftar PSN di wilayah Jawa Barat tercantum dalam Tabel 
4.8. 
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Tabel 4.8 


Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat 
































No Infrastruktur Proyek Strategis Nasional 
1 | Infrastruktur Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (54 km) 
Jalan Tol Jalan Tol Serpong-Cinere (10,14 km) 

Jalan Tol Cinere-Jagorawi (14,64 km) 
Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (25,39 km) Jalan Tol Soreang- 
Pasirkoja (11 km) 
Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (59 km) 
Jalan Tol Cibitung-Cilincing (34 km) 
Jalan Tol Depok-Antasari (21,54 km) 
Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu (21,04 km) 
Jalan Tol Bogor Ring Road (11 km) 
Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4km) 
Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated (64km) 
Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang (61km) 

2 | Infrastruktur Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 
Sarana dan Pra- Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur) 
Sarana Kereta High Speed Train Jakarta-Bandung 
Api Antar Kota 

3 | Infrastruktur Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) 
Kereta Api Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi 
Dalam Kota 

4 | Bandar Udara Bandara Kertajati 
Baru 

5 | Pelabuhan Baru Inland Waterways/ CBL Cikarang-Bekasi Laut Jawa 
dan Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara) : Pelabuhan 
Pengembangan Utama Patimban Kabupaten Subang 
Kapasitas 

6 | Pipa Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di 
Gas/Terminal Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan 
LPG Provinsi Jawa Timur) 

7 | Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede 
Infrastruktur Air Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 
Minum 

8 | Bendungan Bendungan Jatigede 








Bendungan Kuningan 
Bendungan Ciawi 
Bendungan Sukamahi 
Bendungan Leuwikeris 
Bendungan Cipanas 
Bendungan Sadawarna 
Bendungan Matenggeng 





Sumber : Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Percepatan Proyek Strategis 


Nasional 


Beberapa kebijakan sektoral provinsi juga mewarnai pembangunan 


infrastruktur Jawa Barat Tahun 2018, antara lain : 


Pengembangan 


sektor 


pariwisata Kawasan Geopark Ciletuh 


Kabupaten Sukabumi, wisata pantai selatan Jawa Barat, dan wisata 
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minat khusus 

- Pengembangan sektor pendidikan : pengembangan Program Studi di 
Luar Kampus Utama (PSDKU) di PKN Cirebon, WP Sukabumi dan 
sekitarnya dan PKNp Pangandaran 

- Pengembangan sektor permukiman : pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman, serta Persampahan Regional untuk 
pelayanan di pusat-pusat kegiatan 

- Pengembangan sektor pertanian : pengembangan agribisnis, 
perikanan, peternakan, perkebunan kopi dan teh. 


- Pengembangan sektor industri : industri kreatif 


4.2.5 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas 

Pada Tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah 
menetapkan 11 Prioritas Pembangunan Daerah, yang kemudian 
diturunkan menjadi 54 Sasaran Prioritas Daerah, mencakup 242 Indikasi 
Kegiatan Prioritas, seperti pada tabel 4.5. Untuk optimalisasi pelaksanaan 
prioritas dan sasaran pembangunan, dan dengan memperhatikan 
kebijakan pusat yang menggunakan pendekatan konsep holistik-tematik- 
integratif-spasial, maka prioritas dan sasaran pembangunan yang telah 
ditetapkan dijabarkan ke dalam aktivitas-aktivitas turunan sebagai 
bentuk penerapan konsep holistik-tematik, dan dilakukan pembagian 
peran masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan aktivitas 
tersebut sebagai bentuk pelaksanaan secara terintegrasi. 

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan priortias 
tersebut dirancang skema implementasi secara tematik dan terintegrasi 
dengan menggunakan analisis pohon kinerja, sebagaimana dicontohkan 
dalam gambar berikut (gambar dari 11 prioritas pembangunan disajikan 
pada lampiran) : 


Berikut Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Tahun 2018 : 
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PRIORITAS PEMBAN 


Akses Dan Kualitas Pen an Serta Keagamaan 






Dinas Pendidikan 


Dinas Pendidikan 











Pendidikan 
Wajib vokasional 


belajar 12 Dinas Pendidikan 


Prioritas Pembangunan 








Daerah A1 
Pendidikan 
khusus (SLB) dan 
Biro Haa dan pendidikan inklusif 
Pengembangan Sosia 
Sarana dan Akses dan kualitas 
peang pendidikan serta 
peribadatan keagamaan 
Kompetensi dan 
kesejahteraan Dinas Pendidikan 
Sasaran Prioritas guru pendidikan 
Pembangunan kualitas dan menengah 


daya saing 
pendidikan 
menengah Program Studi 
di luar Kampus 
Utama (PSDKU) 
Dinas Pendidikan Muiltikampus 





Dinas Pendidikan 





PRIORITAS PEMBANGUNAN 1 : Akses Dan Kualitas Pendidikan Serta Keagamaan 





Sasaran Prioritas Pembangunan : Wajib belajar 12 tahun 


Pembangunan 
Unit Sekolah Baru, Bantuan 
. Pembangunan '5.—... Pendidikan 


Menengah 
Sasaran Prioritas Pembangunan Universal (PMU) 
tan 1) 


Indikasi Kegiatan 





Penyediaan 
Prioritas 
REA Bantuan Bagi Rehabilitasi 
Keluarga Tidak Bangunan Sekolah 
Mampu 


na” 


Gambar 4.4 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Serta 


Keagamaan 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 


Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 





Dinas Kesehatan 







Dinas Kesehatan 


Pelayanan 
kesehatan Penyakit menular 
ibu dan anak dan tidak menular 


Prioritas Pembangunan 
Daerah 


2 Dinas Kesehatan 
Peningkatan akses 


dan kualitas pelayanan Kesehatan 


kesehatan linkungan dan 


Pembiayaan perilaku hidup 
kesehatan secara bersih dan sehat 


tepat sasaran dan (29) 
tepat guna 


Dinas Kesehatan 


Kualitas, kuantitas 
dan kesejahteraan 
Sasaran Prioritas tenaga kesehatan 
Pembangunan 





Dinas Kesehatan 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 : Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 
Sasaran Prioritas Pembangunan: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak 


Penguatan 
Rumah Sakit 
Milik Penguatan 





Provinsi / Sistem Rujukan 
da Berbasis Sistem 
Sasaran Prioritas Pembangunan ea 





AN 


Indikasi Kegiatan Regulasi Untuk Pelayanan 
Prioritas Akses Pelayanan Kesehatan Bagi 
Kesehatan Lintas Batas Penduduk Di 


Bagi Masyarakat Luar 


Daerah Terpencil 
Daerah/Provinsi KETDENT 


/Sulit Diiangkau 
Atau Rawan 
Bencana 





Gambar 4.5 


Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Kesehatan 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 3 : Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Permukiman Dan 
Infrastruktur Strategis Di Perkotaan Dan Perdesaan 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Jumlah Cakupan Layanan Air Bersih Dan Sanitasi 












Fasilitasi 
Kegiatan formalisasi 
badan usaha 


Sasaran Prioritas Pembangunan 





Pemberian 
Fasilitasi Pengamanan 
Kawasan Usaha 





Koordinasi 
Perencanaan Dan 
Pengembangan 
Indikasi Kegiatan AA Penanaman Modal 


Prioritas 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 3 


Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Permukiman Dan Infrastruktur Strategis Di Perkotaan Dan Perdesaan 






Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman 








Dinas Lingkungan Hidup 
Cakupan Layanan 
Air Bersih Dan Sanitasi Cakupan Layanan 


Pengelolaan Sampah 
Perkotaan Regional 


Prioritas Pembangunan 
Daerah US Rn 


Penyediaan Infrastruktur 
Layanan Dasar Permukiman 
Dan Infrastruktur Strategis 
| DiPerkotaanDan — 
Perdesaan 






Kondisi Dan Capaian 


Infrastruktur Jalan , 
Dan Perhubungan Serta Meningkatnya 

Perhubungan. pipa 
Kualitas Lingkungan 


Sasaran Prioritas Perumahan 
Pembangunan 





Rumah Layak Huni 





Dinas Binamarga 


Dinas Pehubungan Dinas Perumahan dan Permukiman 


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 











Gambar 4.6 


Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Infrastruktur 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 


Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing Usaha Dan Pari 












Biro Perekonomian, Investasi 
dan BUMD 





Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 





Prioritas Pembangunan 
Daerah 


Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 








Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi 





Sasaran Prioritas 
Pembangunan 








Dinas Perindustrian dan Perdagangan 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 : Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing U Dan Pariwisata 
Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha Dan M Pelayanan Realisasi Investasi 


Fasilitasi Kegiatan 
Formalisasi 
| BadanUsaha / 
Sasaran Prioritas Pembangunan 


Pemberian 
Fasilitasi 

Pengamanan 

| Kawasan Usaha / 

























Koordinasi 
Perencanaan Dan 
Pengembangan 
1 Penanaman 
Modal 





Indikasi Kegiatan 
Prioritas ———— 








Gambar 4.7 


Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Pariwisata 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 


Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi Dan Sumber Daya Air 





Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Dinas Perindustrian dan pdagangan 











Distribusi, 
Informasi Harga 
dan Akses Pangan 











Cadangan pangan 
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 





Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 










Pemanfaatan 
Energi baru 
dan Terbarukan 













Keamanan Pangan 


Prioritas Pembangunan 


Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 





Dinas Sumber Daya Air 








kelembagaan 
dan kompetensi 











Ketersediaan sumber daya 
dan pelayanan 


air baku 


Produksi, inovasi 







Sasaran Prioritas Cakupan dan Nilai tambah hasil 
Pembangunan pelayanan pertanian, Perkebunan, 
infrastruktur peternakan, Kehutanan, 


















EA Kelautan Dan 
irigasi Cakupan listrik Ta erikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 


Dinas Kelautan dan Perikanan 

Dinas Perkebunan 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Dinas Kehutanan 

Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perindustrian dan Perdagangan 


rumah tangga 








Dinas Sumber Daya Air 








PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 : Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi Dan Sumberdaya Air 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Tersedianya Cadangan Pangan Yang Memadai 










Penyediaan 
Cadangan Pangan 
Daerah 





Sasaran Prioritas Pembangunan 





Penyediaan 
Lumbung Pangan 





Indikasi Kegiatan 


Prioritas —— Desa Mandiri 


Pangan 


Gambar 4.8 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Ketahanan 


Pangan, Energi dan Sumberdaya Air 





IV - 103 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 





PRIORITAS PEMBANGUNAN 6 





Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dan Daya Saing Industri 

















Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Dinas Perindustrian tria sa Perdagangan 








Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Biro Sarana Perekonomian, 
Investasi dan BUMD 





Prioritas Pembangunan 
Daerah 


Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Dinas Perindustrian dan 





Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 


Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 6 : Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) 


dan Daya Saing Industri 


Meningkatnya Akses Terhadap Modal, Pemasaran Dan Fungsi Intermediasi Perbankan 





Sasaran Prioritas Pembangunan : 





Pengelolaan 
Sa An 
Modal Usaha 





Peningkatan 


. Pengembangan 
Sasaran GG ”) 


Peningkatan 
» | Pengembangan 





Indikasi Kegiatan 
Prioritas 


Peningkatan 
Pengembangan 


Koperasi 2 a Koperasi f 





Gambar 4.9 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Koperasi Usaha 


Kecil Menengah KUKM 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 7 


Politik Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan 





Satuan Polisi Pamong Praja 


Badan Kepegawaian Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 


Penyelenggaraan, Na Badan Kepegawaian Daerah 








|. pemerintahan aa 8 
yang baik dan bersih! Pelayanan publik Jatuan Polisi Pamong Praja. 
| (good and clean / | dan kualitas tata | 
governance) | kelola pemerintah / 
Prioritas Pembangunan berbasis TIK 
Daerah 


NN aa 






























Satuan Polisi Pamong Praja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hukum Dan 
Politik Tata Kelola Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Pilkada yang 
langsung, umum, | 
| bebas dan rahasia | 
(LUBER) dan | Kesadaran hukum | 
Jujur Adil 
Sasaran Prioritas Kualitas kerukunan 
Pembangunan | keagamaan | satuan Polisi Pamong Praja 





masyarakat / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial 





PRIORITAS PEMBANGUNAN 7 : Politik hukum dan Tata Kelola Pemerintahan 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean 
Governance) 











Pemantapan 
Keriasama 
Intelejen dalam 
| Pencegahan Konflik / Pengawasan 
Sesal dan. Orang Asing 
Sasaran Prioritas Pembangunan Terorisme | dilawaBarat / 
Pemetaan Forum 
Situasi Dan Komunikasi 
Indikasi Kegiatan 3 | Kondisi Konflik Masyarakat 


Prioritas | Sosial Di Daerah | Dalam Pencegahan' 
Konflik 


Gambar 4.10 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Politik Hukum 


dan Tata Kelola Pemerintahan 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 8 


Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana 





Dinas Kehutanan 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 


Dinas Lingkungan Hidup 








Dinas Lingkungan Hidup 





Penanganan 
Rehabilitasi lahan 
kritis serta 
| konservasi hutan Tingkat . 
dan lahan pencemaran air, 


udara, dan tanah 






Prioritas Pembangunan 
Daerah di 


Beni Penanggulangan 
Sasaran Prioritas bencana 


aa 
Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 








PRIORITAS PEMBANGUNAN 8 : Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan 
Penanggulangan Bencana 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Lahan Kritis Serta Konservasi Hutan Dan 
Lahan 



















Koordinasi 
Penanaman Lahan 
Kritis Di Lokasi 
Milik Perhutani 
Dan PTPN 





Sasaran Prioritas Pembangunan 


Penanaman 
Lahan Kritis 
Dan Reboisasi / 





Penyuluhan 
Dan Implementasi 
Rekayasa 
Agroforestry 


Indikasi Kegiatan 
Prioritas ——— 


Gambar 4.11 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Lingkungan 


Hidup 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 9 
Penanggulangan Kemiskinan 















Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Prioritas Pembangunan 
Daerah 





Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 





Penanggulangan 
Kemiskinan 


Sasaran Prioritas 
n Usaha Kecil 


Pembangunan : idan 







Dinas Sosial 
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Dinas Kelautan dan Perikanan 


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 





Desa 











PRIORITAS PEMBANGUNAN 9 : Penanggulangan Kemiskinan 
Sasaran Prioritas Pembangunan : Pengurangan Beban Penduduk Miskin Dan Rentan 








Pemberian 
Pemberian Bantuan 


Bantuan Pendidikan 


Kesehatan 
Pemberian 
Bantuan Rumah 
| Tidak Layak Huni / 
Keterampilan Bagi 


Pelatihan 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial 















Sasaran Prioritas Pembangunan 






Pengadaan 
Pelatihan Sarana Dan 


Indikasi Kegiatan Prioritas '———» Keterampilan Prasarana 


Berusaha Bagi Pendukung Usaha | 
| Keluarga Miskin Bagi Keluarga 
Miskin 


Gambar 4.12 








Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Penanggulangan 


Kemiskinan 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 10 


Penataan Ruang Daerah 


Dinas Perumahan dan Permukiman ' : 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dinas Lingkungan Hidup 











Perencanaan Ruang Konsistensi 
pemanfaatan ruang 
Dan penggunaan 
tanah sesuai dengan 


“| Rencana tata ruang 








Prioritas Pembangunan 
Daerah 





Sasaran Prioritas 
Pembangunan 





aa Dinas Perumahan dan Permukiman 
Dinas Lingkungan Hidup 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 10 : Perencanaan Ruang 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Ruang 


“Indikasi kegiatan prioritas Pemerdaan 





















Penyediaan 
Revisi RTRW A —.i Sistem Informasi. 
| RZWPAK Provinsi | | Penataan Ruang , 
Jawa Barat 
Sasaran Prioritas Pembangunan 1 
Penyusunan RTR 
Kawasan Strategis 








Provinsi dan Kajian 


mp Lingkungan Hidup 
Strategis 


Pembinaan 
Penyusunan 
RTRW dan RRTR | 
Kabupaten/Kota / 


Pengelolaan 
Kawasan Lindung 


- 


Indikasi Kegiatan Prioritas 










Gambar 4.13 
Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Perencanaan 


Ruang 
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PRIORITAS PEMBANGUNAN 11 


Peningkatan Kualitas Kependudukan 





Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana 
















Dinas Pemberdayaan Perempuan, 





Perlindungan Anak dan Ketahanan Tea 1 
k luarga engarusutaman 
Keluarga Berencana eluz Gender (PUG) 


Prioritas Pembangunan 
Daerah 


Peningkatan Kualitas 
Kependudukan 


Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 





Sistem Informasi 


Administrasi Kuantitas dan 
Kependudukan Mobilitas 
(SIAK) Kependudukan 
Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 


PRIORITAS PEMBANGUNAN 11 : Peningkatan Kualitas Kependudukan 


Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya Ketahanan Keluarga 








Indikasi kegiatan prioritas 





Penguatan ——y Penguatan 
Pemahaman Peran Kemitran Dalam 


Dan Fungsi | , Pembangunan 
Keluarga Keluarga 
Sasaran Prioritas Pembangunan 

Membangun 

Sistem 

Perlindungan Anak 

| Berbasis 

Komunitas 
Pengelolaa 
Kawasan Lindung 





Pa 









Indikasi Kegiatan Prioritas Penguatan 
Kebijakan 
Pembangunan 






Keluarga 





Gambar 4.14 


Skema Implementasi Prioritas Pembangunan Bidang Kependudukan 
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Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan prioritas 
pembangunan diperlukan indikasi lokasi berdasarkan perencanaan 
usulan program dan kegiatan strategis Provinsi Jawa Barat yang 
disesuaikan dengan masing-masing prioritas pembangunan. Indikasi 
lokasi fokus kegiatan pembangunan Tahun 2018 disajikan dalam bentuk 
spasial pada 6 (enam) peta Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa 
Barat yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 
2029. 
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Tabel 4.9 


Program Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 





Prioritas 








Prioritas ban 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
1. | Pembangunan Akses dan Wajib belajar 12 1) Peningkatan Wajib Pembangunan Unit Sekolah Baru, | Jawa Barat 
Pendidikan kualitas tahun belajar 12 tahun Pembangunan RKB 
1. Pendidikan pendidikan Bantuan Pendidikan Menengah 
Vokasional serta Universal (PMU) 
2. Peningkatan | keagamaan Rehabilitasi Bangunan Sekolah 
Kualitas Penyediaan bantuan bagi keluarga 
Guru tidak mampu 





Pendidikan 
vokasional 


2) Pendidikan 
vokasional 


Penguatan kemitraan dunia usaha 
/dunia industri (DUDI) 
Peningkatan kualitas 
pembelajaran pendidikan vokasi 
Pemenuhan sarana dan prasarana 
pendidikan vokasi yang 
berkualitas 

Peningkatan kualitas guru vokasi 


Jawa Barat 





Pendidikan khusus 
(SLB) dan 
pendidikan inklusif 


3) Penyelenggaraan 


(SLB) dan 


pendidikan khusus 


pendidikan inklusif 


Pemenuhan sarana dan prasarana 
Pendidikan Khusus (SLB) 
Penyelenggaraan pendidikan 
inklusif yang berkualitas 
Pemberian beasiswa bagi siswa 
SLB 

Peningkatan kualitas guru SLB 


Jawa Barat 














Kompetensi dan 
kesejahteraan guru 
pendidikan 
menengah 


4) Peningkatan 
kompetensi dan 
kesejahteraan 
guru pendidikan 
menengah 








Peningkatan profesionalisme guru 
pendidikan menengah 
Pengelolaan dan distribusi guru 
pendidikan menengah PNS dan 
Non PNS 

Pemberian beasiswa pendidikan 
tinggi bagi guru pendidikan 





Jawa Barat 








IV - 111 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 




















Prioritas Prioritas Pa 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
menengah 
5. Program Studi di 5) Penyelenggaraan Dukungan biaya operasional Kabupaten 
luar Kampus Utama Program Studi di penyelenggaraan Cirebon, 
(PSDKU))/ luar Kampus PSDKU/ Multikampus Kabupaten 
Multikampus Utama (PSDKU))/ Dukungan biaya kampus Pangandaran, 
Multikampus permanen Kota 
Pemberian beasiswa perguruan Sukabumi 
tinggi bagi mahasiswa asal Jawa 
Barat 
kualitas dan daya 6) Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Jawa Barat 


saing pendidikan 
menengah 


kualitas dan daya 
saing pendidikan 


menengah berbasis pesantren 
Penyelenggaraan pilot project 


























menengah sekolah unggul 
Peningkatan jumlah sekolah 
berstandar nasional 
Peningkatan kualitas pembelajaran 
pendidikan menengah 
Pemenuhan sarana prasarana 
laboratorium pendidikan 
menengah yang berkualitas 
Sarana dan 7) Peningkatan Pembangunan sarana peribadatan | 6. Kabupaten 
prasarana sarana dan yang berkualitas Sukabumi, 
peribadatan prasarana Pemberian insentif guru Kabupaten 
peribadatan madrasah Ciamis, 
Pembangunan Kobong Kabupaten 
Purwakarta 
Kabupaten 
Garut, 
Kabupaten 
Sumedang, 
Kabupaten 
Subang, 
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Prioritas 











Prioritas Han 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
Kabupaten 
Bandung, 
Kabupaten 
Bogor, Kota 
Banjar 
7. Jawa Barat 
8. Jawa Barat 
2. | Pembangunan Peningkatan 8. Pelayanan 8) Meningkatnya Penguatan rumah sakit milik Jawa Barat 
kesehatan : akses dan kesehatan ibu dan pelayanan Provinsi 
1. Program kualitas anak. kesehatan ibu dan Penguatan sistem rujukan 
Prioritas pelayanan anak. berbasis sistem regionalisasi 
Peningkatan kesehatan Perluasan pelayanan kesehatan 
kesehatan ibu bagi penduduk di daerah 
dan anak terpencil/sulit dijangkau atau 
2. Program rawan bencana 
Prioritas Regulasi untuk akses pelayanan 
Pencegahan dan kesehatan lintas batas bagi 
pengendalian masyarakat luar daerah/ Provinsi 
penyakit 
3. Program 
Prioritas 
Penguatan 
Promotif dan 
Preventif 
“Gerakan 
Masyarakat 


Hidup Sehat” 

















9. Penyakit menular 
dan tidak menular 





9) Pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit menular 
dan tidak menular 





Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) 

Pelaksanaan upaya preventif dan 
promosi kesehatan 

Pelaksanaan surveillance 
epideminologi secara berkala dan 





Jawa Barat 
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No. 


Prioritas 
Nasional Tahun 
2018 


Prioritas 
Pembangunan 
Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 























penanggulangan KLB 





10. Kesehatan 
linkungan dan 
perilaku hidup 
bersih dan sehat 
(PHBS) 


10) 


Meningkatnya 
kesehatan 
linkungan dan 
perilaku hidup 
bersih dan sehat 
(PHBS) 


Standarisasi dan sertifikasi bagi 
tenaga kesehatan yang bekerja di 
Jawa Barat 

Penguatan kerjasama dengan 
institusi pendidikan kesehatan 
dalam pengadaan dan 
pendayagunaan tenaga strategis, 
spesialis/sub spesialis 
Mendorong Kabupaten/ Kota 
untuk memiliki kebijakan PHBS 
Penguatan peranan pemerintah 
desa dalam mengoptimalkan 
pemberdayaan masyarakat 
Penguatan dan pembinaan sarana 
upaya kesehatan bersumber daya 
masyarakat (UKBM) 
Meningkatkan keterlibatan 
masyarakat dalam wirausaha 
sanitasi 


Jawa Barat 





11. Kualitas, kuantitas 
dan kesejahteraan 
tenaga kesehatan 


11 


— 


Meningkatnya 
kualitas, 
kuantitas dan 
kesejahteraan 
tenaga kesehatan 


Pengembangan surveilans 
penyakit dan masalah kesehatan 
berbasis masyarakat (Community 
Base Surveillance) 

Pemutakhiran data dasar standar 
pelayanan kesehatan 


Jawa Barat 








12. Pembiayaan 
kesehatan secara 
tepat sasaran dan 
tepat guna 





12) 


Meningkatnya 
pembiayaan 
kesehatan secara 
tepat sasaran 
dan tepat guna 





Perencanaan pembiayaan 
menggunakan “health accounts” 
baik di tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota 

Penguatan regulasi mekanisme 
penggunaan dana jaminan 





Jawa Barat 








IV - 


114 





Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 








Prioritas 

















Prioritas Han 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
kesehatan Provinsi bagi 
masyarakat non PBI 
3. Penguatan pembiayaan penelitian 
dan pengembangan IPTEK 
kesehatan secara berkelanjutan 
3. | Pembangunan Penyediaan 13. Cakupan layanan 13) Meningkatnya 1. Pembangunan jaringan air 1. Jawa Barat 
perumahan dan | infrastruktur air bersih dan jumlah cakupan bersih/air minum 2. Jawa Barat 
permukiman : layanan dasar sanitasi layanan air 2. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih 3. Jawa Barat 
1. Program permukiman bersih dan Sehat 4. Jawa Barat 
Prioritas dan sanitasi 3. Penyediaan sarana air bersih dan D4 
Penyediaan infrastruktur sanitasi dasar terutama bagi Kab.Bandung, 
Perumahan strategis di masyarakat miskin Kab. 
Layak perkotaan dan 4. Pembangunan sarana dan Purwakarta, 
2. Program perdesaan prasarana air bersih perdesaaan Kab. 
Prioritas Air 5. Pembangunan Sistem Penyediaan Sumedang 
Bersih dan Air Minum (SPAM) Regional di 6. Kabupaten 
Sanitasi wilayah Metropolitan Bandung 
6. Pembangunan IPAL Regional di 
wilayah Metropolitan 
14. Cakupan layanan 14) Meningkatnya 1. Pembangunan TPPAS Legok 1. Kabupaten 
pengelolaan jumlah cakupan Nangka Bandung 
sampah perkotaan layanan 2. Pembangunan TPPAS Nambo 2. Kabupaten 
regional pengelolaan 3. Operasionalisasi TPA Sarimukti Bogor 
sampah 4. Perencanaan TPPAS Regional 3. Kabupaten 
perkotaan Ciayumajakuning Bandung 
regional Barat 
4. Kabupaten 
Cirebon 
15. Rumah layak huni 15) Meningkatnya 1. Penanganan Kawasan Kumuh Jawa Barat 
serta meningkatnya jumlah rumah 2. Pembangunan Rutilahu Perkotaan 
kualitas lingkungan layak huni serta $ 
perumahan meningkatnya 3. Pembangunan Rutilahu Perdesaan 
kualitas 
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Prioritas Prioritas Pn 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
lingkungan 
perumahan 
16. Kondisi dan 16) Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan 1. Kabupaten 
capaian kondisi dan pelabuhan regional Subang, 
infrastruktur jalan capaian Penyediaan fasilitas lalu lintas Kabupaten 
dan perhubungan infrastruktur Penanganan Perkeretaapian lintas | Cirebon, 
jalan dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kabupaten 
perhubungan Penyediaan angkutan massal Sukabumi, 
Penyelengaraan Jalan dan Kabupaten 
jembatan Provinsi Pangandaran 

















Pembangunan dan Pengelolaan 
Angkutan Sungai Danau 
Penyeberangan (ASDP) 
Pengelolaan terminal tipe B 
Pembangunan Jalan Lintas Cepat 
Strategis 





2. Jawa Barat 
3. Jawa Barat 
4. 
Metropolitan 
Bodebek, 
Metropolitan 
Bandung 

5. Jawa Barat 
6. Waduk 
Saguling Kab. 
Bandung 
Barat, 
Jatiluhur 
Kab. 
Purwakarta, 
dan Jatigede 
Kab. 
Sumedang 

7. Kab. Bogor, 
Kab. 
Sukabumi, 
Kab. Cianjur, 
Kab. Bekasi, 
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No. 


Prioritas 
Nasional Tahun 
2018 


Prioritas 
Pembangunan 
Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 


Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 





Kab. Garut. 
Kab. 
Tasikmalaya, 
Kab. 
Pangandaran, 
Kab. Cirebon, 
Kab. 
Indramayu, 
Kota Bandung 
8. Jawa Barat 











Pengembangan 
Dunia Usaha 
dan Pariwisata : 
1. Program 
Prioritas 
Pengembanga 
n 3 Kawasan 
Pariwisata 

2. Program 
Prioritas 
Pengembanga 
n 5 Kawasan 
Ekonomi 
Khusus 
(KEK) 

3. Program 
Prioritas 
Pengembanga 
n 3 Kawasan 
Industri (KI) 

4. Program 
Prioritas 





Peningkatan 
iklim investasi, 
daya saing 
usaha dan 
pariwisata 


17. Kualitas 





iklim 
usaha dan mutu 
pelayanan realisasi 
investasi. 





17) Meningkatnya 
kualitas iklim 
usaha dan mutu 
pelayanan 
realisasi 
investasi. 





Fasilitasi kegiatan formalisasi 
badan usaha 

pemberian fasilitasi pengamanan 
kawasan usaha 

koordinasi perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal 





Jawa Barat 
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No. 


Prioritas 


Nasional Tahun 


2018 


Prioritas 


Pembangunan 


Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 





Perbaikan 
Iklim 
Investasi 
dan 
Penciptaan 
Lapangan 
Kerja 
Program 
Prioritas 
Pengembang 
an Ekspor 
Barang dan 
Jasa 





18. Serapan 
kerja 


angkatan 


18) Meningkatnya 
jumlah serapan 
angkatan kerja 


penyusunan informasi bursa 
tenaga kerja 

penyebarluasan informasi bursa 
tenaga kerja 

kerjasama pendidikan dan 
pelatihan 

pengembangan kelembagaan 
produktivitas dan pelatihan 
kewirausahaan 

pemberian fasilitasi dan 
mendorong sistem pendanaan, 
pelatihan berbasis masyarakat 
penyiapan tenaga kerja siap pakai 


Jawa Barat 

















19. Tenaga kerja yang 
memiliki sertifikat 
keahlian. 





19) Meningkatnya 
jumlah tenaga 
kerja yang 
memiliki 
sertifikat 
keahlian. 





pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bagi pencari kerja 
penyiapan tenaga kerja siap pakai 
pembangunan dan peningkatan 
balai pelatihan kerja 

peningkatan profesionalisme 
tenaga kepelatihan dan instruktur 





Jawa Barat 
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Prioritas 

















Prioritas Han 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
BLK 
20. Mutu, desain 20) Meningkatnya peningkatan kualitas design Jawa Barat 
produk dan mutu, desain produk 
pemasaran usaha. produk dan peningkatan keterampilan yang 
pemasaran dikerjasamakan dengan pihak 
usaha. profesional 
penerapan standarisasi mutu 
produk 
fasilitasi promosi produk 
21. Pariwisata dan | 21) Mengembangkan pengembangan objek pariwisata Jawa Barat 
perlindungan pariwisata dan unggulan 
budaya lokal. perlindungan pengembangan dan penguatan 
budaya lokal. litbang, kebudayaan dan 
pariwisata 
peningkatan dan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
pemasaran pariwisata 
pengelolaan dan pengakuan hak 
kekayaan intelektual (HKI) di 
bidang seni dan budaya 
pengelolaan keragaman dan 
kekayaan budidaya 
5. | Ketahanan Peningkatan 22. cadangan pangan 22) Tersedianya Penyediaan cadangan pangan Jawa Barat 
Energi pada ketahanan cadangan pangan daerah 
Tahun 2018 : pangan, energi yang memadai Penyediaan lumbung pangan desa 





1. Program 
Prioritas Energi 
Baru 
Terbarukan 
(EBT) dan 
Konservasi 
Energi 

2. Program 





dan 
sumberdaya air 











Desa Mandiri Pangan 
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Prioritas 








Prioritas aa 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Brlortas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Hen GR Lokasi 
Prioritas 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Energi 























23. Distribusi, 


Informasi Harga 


dan Akses Pangan 


23) Meningkatnya 
Distribusi, 
Informasi Harga 
dan Akses 
Pangan 


Kajian rantai pasokan dan 
pemasaran pangan 
Pemantauan dan analisis akses 
pangan masyarakat 
Pengembangan model distribusi 
pangan yang efisien 


Jawa Barat 














dan nilai tambah 
hasil pertanian, 
perkebunan, 
peternakan, 
kehutanan, 
kelautan dan 
perikanan 





produksi, inovasi 
dan nilai tambah 
hasil pertanian, 
perkebunan, 
peternakan, 
kehutanan, 
kelautan dan 





unggulan bersertifikat dan 
pelestarian plasma nutfah 
Pengembangan pertanian pada 
lahan kering 

Peningkatan produksi dan 
produktivitas komoditi pertanian, 
perkebunan dan peternaka. 





24. Keamanan Pangan 24) Terwujudnya Peningkatan mutu dan keamanan | Jawa Barat 
pengawasan dan pangan 
pembinaan Analisis dan penyusunan pola 
Keamanan konsumsi dan suplai pangan 
Pangan 
25. kelembagaan dan 25) Meningkatnya Peningkatan Kuantitas Ketenagaan | Jawa Barat 
kompetensi sumber kelembagaan dan Penyuluh 
daya tenaga kompetensi Peningkatan kesejahteraan 
penyuluh sumber daya ketenagaan penyuluh 
tenaga penyuluh Peningkatan kapasitas 
kelembagaan penyuluh 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana ketenagaan Penyuluh 
Koordinasi Ketenagaan Penyuluh 
26. produksi, inovasi 26) Meningkatnya Pengembangan benih / bibit Jawa Barat 
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Prioritas Prioritas Pa 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
perikanan 4. Pemberdayaan sumber daya dan 

kelembagaan Pertanian, 
Perkebunan dan Peternakan 

5. Pencegahan dan penanggulangan 
penyakit tanaman dan ternak 

6. Pengembangan induk dan benih 
ikan unggul 

7. Pembinaan dan pengembangan 
perikanan 

8. Pengembangan pelabuhan 
perikanan 

9. Peningkatan konsumsi ikan 

10. Peningkatan pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan 

11. Pengembangan pemuliaan ikan 
serta perbaikan genetika 

12. Pengembangan dan peningkatan 
penerapan teknologi perikanan 

13. Restocking di perairan umum 

14. Pembinaan, pengujian, serta 
pengawasan jaminan mutu hasil 
produksi kelautan dan perikanan 

15. Peningkatan pengawasan dan 
pengendalian sumberdaya 
kelautan dan perikanan 

16. Peningkatan pelestarian dan 
pemulihan sumberdaya kelautan, 
pesisir dan pulau-pulau kecil 

17. Pelestarian perairan umum 

27. Cakupan listrik 27) Meningkatnya 1. Pemasangan sambungan rumah Jawa Barat 
rumah tangga. jumlah cakupan listrik 
listrik rumah 2. Pemasangan jaringan instalasi 














tangga. 





listrik 
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Prioritas 






































Prioritas Han 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
Pembangunan Jaringan listrik 
tegangan rendah 
28. Cakupan pelayanan | 28) Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada | Jawa Barat 
infrastruktur kondisi dan 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat 
irigasi. cakupan Peningkatan jaringan Irigasi 
pelayanan Tingkat Usaha Tani dan Irigasi 
infrastruktur Desa 
irigasi. Dukungan DAK Rehabilitasi 
Jaringan Irigasi 
Perencanaan Detail Rehab 
Jaringan Irigasi 
Pemantauan dan Pengembangan 
Potensi O dan P Jaringan Irigasi di 
Jawa Barat 
Pembangunan Daerah Irigasi Baru 
29. Ketersediaan dan 29) Meningkatnya Pembangunan Waduk, Bendung, Jawa Barat 
pelayanan air baku. ketersediaan dan Situ, dan Embung sebagai 
pelayanan air penyedia air baku, 
baku. Pengelolaan Situ di 6 Wilayah 
Sungai, 
Survey investigasi rekayasa teknik 
Sumber Daya Air 
30. Pemanfaatan energi | 30) Meningkatnya Pembangunan biogas skala rumah | Jawa Barat 
baru dan pemanfaatan tangga 
terbarukan energi baru dan Pembangunan PLTMH 
terbarukan 
6. | Ketahanan Peningkatan 31. Akses terhadap 31) Meningkatnya Pengelolaan pendampingan modal Jawa Barat 
Pangan pada kapasitas modal, pemasaran akses terhadap usaha 
Tahun 2018 : Koperasi, Usaha dan fungsi modal, Peningkatan pengembangan teknis 
1. Program Kecil Menengah intermediasi pemasaran dan substanstif 
Prioritas (KUKM) dan perbankan fungsi Peningkatan pengembangan 
Peningkatan Daya Saing intermediasi koperasi 
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Prioritas 















































Prioritas Han 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
Produksi Industri perbankan Penguatan tatakelola kelembagaan 
Pangan koperasi 
2. Program Pengembangan jaringan dan akses 
Prioritas pasar KUKM 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pertanian 
32. Teknologi tepat 32) Pemanfaatan Pemanfaatan teknologi tepat guna | Jawa Barat 
guna semakin teknologi tepat Pengembangan jaringan kerjasama 
berkembang guna semakin bagu KUKM 
berkembang Promosi produk KUKM 
Pengembangan sistem informasi 
Usaha 
33. Jumlah dan 33) Meningkatnya Peningkatan strategi Jawa Barat 
kualitas jumlah dan wirausahawan 
wirausahawan kualitas Pelatihan manajemen keuangan 
wirausahawan Peningkatan pelatihan bagi 
wirausaha 
34. Industri 34) Industri Pembinaan kemampuan, Jawa Barat 
manufaktur dan manufaktur dan pengembangan dan pelayanan 
industri kreatif industri kreatif teknologi industri 
semakin Penerapan SNI untuk mendorong 
berkembang daya saing industri manufaktur 
Perluasan penerapan standar 
produk industri manufaktur 
Potensi Industri penunjang 
industri kecil dan menengah 
Penyelenggaraan Kerjasama 
Industri 
7. | Penanggulangan | Politik hukum 35. Penyelenggaraan 35) Meningkatnya Pemantapan Kerjasama Intelejen Jawa Barat 
Kemiskinan dan Tata Kelola pemerintahan yang penyelenggaraan dalam Pencegahan Konflik Sosial 
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No. 


Prioritas 
Nasional Tahun 
2018 


Prioritas 
Pembangunan 
Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 





pada Tahun 
2018: 

1. Program 
Prioritas 
Pelaksanaan 
Program 
Jaminan Dan 
Bantuan 
Sosial Tepat 
Sasaran 
2.Program 
Prioritas 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Dasar 

3. Program 
Prioritas 
Perluasan Akses 
Usaha Mikro, 
Kecil, Dan 
Koperasi 


Pemerintahan 


baik dan bersih 
(good and clean 
governance) 


pemerintahan 
yang baik dan 
bersih (good and 
clean governance) 


dan Terorisme 


Pengawasan Orang Asing di Jawa 


Barat 

Forum Komunikasi Masyarakat 
dalam pencegahan konflik 
Pemetaan situasi dan kondisi 
konflik sosial di daerah 





36. Pelayanan publik 
dan kualitas tata 
kelola pemerintah 
berbasis TIK 


36) Meningkatnya 
pelayanan publik 
dan kualitas tata 
kelola pemerintah 
berbasis TIK 


Pembangunan gedung 
Pemerintahan 

Penyediaan sarana prasarana 
instansi Pemprov jabar 


Jawa Barat 

















37. Kesadaran hukum 





37) Meningkatnya 
kesadaran 
hukum 





Fasilitasi Kamtibmas dan 
Penegakan Perda Terpadu di 
Perbatasan Provinsi 
Kabupaten/Kota 
Penyelenggaraan Pemeliharaan 
Ketertiban Umum dan 





Jawa Barat 
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Prioritas 





























Prioritas ban 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
Ketentraman Masyarakat 
3. Peningkatan Kamtibtranmas 
dengan unsur POLRI, TNI dan 
Satpol PP Kabupaten/ Kota 
4. Peningkatan Peran dan Fungsi 
Perlindungan Masyarakat di Jawa 
Barat 
38. Kualitas kerukunan | 38) Meningkatnya 1. Pembangunan sarana keagamaan | Jawa Barat 
keagamaan kualitas 2. Pembinaan Majelis Talim 
masyarakat kerukunan 3. Pembinaan Lembaga Pengelola 
keagamaan Zakat, Infak, Sodagoh 
masyarakat 
39. Pilkada yang 39) Dukungan dan Penyelenggaran PILKADA Jawa Barat 
langsung, umum, fasilitasi pilkada Serentak 
bebas dan rahasia yang langsung, 
(LUBER) dan Jujur umum, bebas 
Adil dan rahasia 
(LUBER) dan 
Jujur Adil 
8. | Prioritas Pengelolaan 40. Penanganan 40) Meningkatnya 1. Koordinasi penanaman lahan kritis | Jawa Barat 
Nasional sumber daya rehabilitasi lahan penanganan di lokasi milik Perhutani dan PTPN 
Pembangunan alam, kritis serta rehabilitasi lahan (2. Penanaman lahan kritis dan 
infrastruktur, lingkungan konservasi hutan kritis serta reboisasi 
konektivitas, hidup dan dan lahan konservasi hutan |3. Penyuluhan dan implementasi 
dan penanggulangan dan lahan rekayasa agroforestry 
Maritime : bencana 
1. Program 
Prioritas 
Pengembangan 
sarana dan 
prasarana 
transportasi 
(darat, laut, 
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Prioritas Prioritas Pa 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
udara, dan 
intermoda), 
2. Program 
Prioritas 
Pengembangan 
Telekomunikasi 
dan 
Informatika 
41. Tingkat 41) Menurunnya 1. Pemantauan dan pengelolaan 1. Kab. 
pencemaran air, tingkat kualitas air di DAS Prioritas, Bandung, 
udara, dan tanah pencemaran air, 2. Pemantauan dan pengelolaan Kab. Bandung 
udara, dan tanah kualitas udara di perkotaan, Barat, Kab. 
3. Penurunan emisi gas rumah kaca | Sumedang, 
(GRK) di sektor pertanian, Kota 
kehutanan, energi, transportasi Bandung, 
dan pengelolaan limbah, Kota Cimahi 
4. Penegakan hukum lingkungan 2. Jawa Barat 
3. Jawa Barat 
4. Jawa Barat 
42. Penanggulangan 42) Meningkatnya 1. Mitigasi bencana Jawa Barat 
bencana upaya 2. Adaptasi perubahan iklim 
penanggulangan 
bencana 
9 | Prioritas Penanggulangan | 43. Penduduk miskin 43) Pengurangan 1. Pemberian Bantuan kesehatan Jawa Barat 
Nasional kemiskinan dan rentan beban penduduk | 2. Pemberian bantuan pendidikan 
Pembangunan miskin dan 3. Pemberian bantuan rumah tidak 
Wilayah : rentan layak huni 
1. Program 4. Pengadaan sarana dan prasarana 
Prioritas pendukung usaha bagi keluarga 
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No. 


Prioritas 
Nasional Tahun 
2018 


Prioritas 
Pembangunan 
Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 


Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 





Pembangunan 
Daerah 
Tertinggal & 
Kawasan 
Perbatasan 

2. Program 
Prioritas 
Pembangunan 
Perdesaan, 

3. Program 
Prioritas 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Bencana 

4. Program 
Prioritas 
Reforma Agraria 
5. Program 
Prioritas 
Percepatan 
Pembangunan 
Papua dan 
Papua 

Barat 


miskin 


. Pelatihan keterampilan berusaha 


bagi keluarga miskin 


. Pelatihan keterampilan bagi 


penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 





44. lapangan pekerjaan 


melalui investasi 
padat karya 


44 


Penciptaan 
lapangan 
pekerjaan 
melalui investasi 
padat karya 


Pemberian kerja sementara 
Pelatihan ketrampilan bidang 
industri 


Jawa Barat 

















45. 


Usaha mikro dan 


kecil Meningkatkan 


usaha mikro dan 
kecil 





45) 


Meningkatkan 
usaha mikro dan 
kecil 
Meningkatkan 





Peningkatan akses permodalan 
bagi usaha mikro 

Peningkatan akses pemasaran 
bagi usaha mikro dan kecil 





Jawa Barat 
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Prioritas Prioritas Pn 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
usaha mikro dan Akses perbankan pada usaha 
kecil mikro dan kecil 
46. Pelayanan Dasar 46) Meningkatkan Peningkatan kualitas pelayanan, Jawa Barat 
Pelayanan Dasar sarana dan prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial bagi PMKS 
Peningkatan pemberian layanan 
dasar 
47. Perekonomian 47) Penguatan Pemberdayaan kelompok melaui Jawa Barat 
perdesaan perekonomian komoditas pertanian 
perdesaan Penguatan cadangan lumbung 
pangan masyarakat 
48. Kewirausahaan 48) Pengembangan Pengembangan usaha Jawa Barat 
kewirausahaan pembibitan /pembenihan 
Peningkatan peran aktif 
masyarakat, lembaga 
kesejahteraan sosial, dan dunia 
usaha 
Peningkatan jejaring kerjasama 
pelaku-pelaku usaha 
kesejahteraan sosial masyarakat 
10. | Prioritas Politik, | Penataan ruang 49. Perencanaan ruang | 49) Meningkatnya . Pemerdaan Revisi RTRW dan Jawa Barat 
Hukum, dan daerah kualitas RZWP3K Provinsi Jawa Barat 
Pertahanan dan perencanaan . Penyediaan Sistem Informasi 
Keamanan : ruang Penataan Ruang 
1. Program . Penyusunan RTR Kawasan 
Prioritas Strategis Provinsi dan Kajian 
Penguatan Lingkungan Hidup Strategis 
Pertahanan . Pembinaan Penyusunan RTRW 
2. Stabilitas dan RRTR Kabupaten/Kota 
Politik dan . Pengelolaan Kawasan Lindung 
Keamanan 
3. Penegakan 
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Prioritas Prioritas Pa 
No. | Nasional Tahun | pembangunan Sasaran Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sebaran 
2018 Tahun 2018 Pembangunan Lokasi 
Hukum 
4. Reformasi 
Birokrasi 
50. Konsistensi 50) Meningkatnya . Koordinasi Pemanfaatan Ruang Jawa Barat 
pemanfaatan ruang konsistensi . Penyelarasan Rencana 
dan penggunaan pemanfaatan Pembangunan Sektoral dengan 
tanah sesuai ruang dan RTRW Provinsi Jawa Barat 
dengan rencana penggunaan . Pelayanan Perizinan 
tata ruang tanah sesuai . Data dan informasi pertanahan 
dengan rencana 
tata ruang 
51. Kualitas 51) Meningkatnya . Koordinasi Pengendalian Jawa Barat 
pengendalian kualitas Pemanfaatan Ruang 
pemanfaatan ruang pengendalian . Pengawasan Penataan Ruang 
pemanfaatan . Penertiban pelanggaran penataan 
ruang ruang 
. Pembinaan perangkat 
pengendalian pemanfaatan ruang 
kabupaten/kota 
11. Peningkatan 52. Ketahanan keluarga | 52) Meningkatnya . Penguatan pemahaman peran dan | Jawa Barat 
Kualitas ketahanan fungsi keluarga 
Kependudukan keluarga . Penguatan kemitran dalam 

















pembangunan keluarga 
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No. 


Prioritas 
Nasional Tahun 
2018 


Prioritas 
Pembangunan 
Tahun 2018 


Sasaran Prioritas 
Pembangunan 


Program Prioritas 


Kegiatan Prioritas 


Sebaran 
Lokasi 























. Membangun sistem perlindungan 


anak berbasis komunitas 


. Penguatan kebijakan 


pembangunan keluarga 





53. Pengarusutamaan 
Gender (PUG) 


53) Terselenggaranya 
Pengarusutamaa 
n Gender (PUG) 


. Penyusunan kebijakan daerah 


KHPPA 


. Pembangunan pusat pelayanan 


terpadu berbasis masyarakat 


. Peningkatan peran media dan 


masyarakat 


. Penguatan dan pengembangan 


data gender dan anak 


. Peningkatan partisipasi 


perempuan dalam proses 
perencanaan pembangunan 


. Penguatan kebijakan keterlibatan 


perempuan dan anak dalam 
pembangunan 


Jawa Barat 





54. Kuantitas dan 
Mobilitas 
Kependudukan 


54) Pengendalian 
Kuantitas dan 
Mobilitas 
Kependudukan 


. Sosialisasi Pendewasaan Usia 


Perkawinan 


. Peningkatan kepesertaan KB 
. Peningkatan KB Pria 


Jawa Barat 








55. Sistem Informasi 
Administrati 
Kependudukan 
(SIAK) 





55) Revitalisasi 
Sistem Informasi 
Administrati 
Kependudukan 
(SIAK) 





. Penataan administrasi 


kependudukan 


. Pemanfaatan penggunaan data 


kependudukan 


. Peningkatan sistem administrasi 


kependudukan 


. Peningkatan pelayanan informasi 


data kependudukan 





Jawa Barat 
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Indikasi lokasi fokus kegiatan pembangunan Tahun 2018 di 6 WP tercantum dalam Gambar 5.5-6.0 











Tama 


PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 


PETA FOKUS PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2018 
BERDASARKAN PSN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DI WILAYAH PENGEMBANGAN BODEBEKPUNJUR 





Inset Peta : 
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI SELURUH JAWA BARAT : 

P4: S1 (Wajib Belajar 12 Tahun S2 (Pendidikan Vokasional): 
53 (Pendidikan SLB dan Inklusif): S4 (Kompetensi dan 
Kesejaheraan Guru Pendidikan Menengah): S6 (Kualitas dan 
Daya Saing Pendidikan Menengah): S7 (Sarpras Peribadatan - 
Insentif Guru Madrasah dan Pembangunan Kobong) 


P2: Si (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak): S2 (Pencegahan 
dan Penangggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menural): 
S3 ( Kesehatan Lingkungan dan PHBS): S4 (Kesejahteraan 
Tenaga Kesehatan): Ss (Pembiayaan Kesehatan). 








P3: S1 (Air Bersih dan Sanitasi): S3 (Rutilahu dan Kualitas 
Lingkungan Perumahan): S4 (Fasilitas Lalu Lintas, 
Perkeretaapian, Jalan, Jembatan, dan Jalan Tol). 

P4: Si (Iklim Usaha dan Realisasi Invenstasi): S2 (Serapan 
Angkatan Kerja): S3 (Sertifikat Keahlian): S4 (Mutu, Desain, 
Produk dan Pemasaran Usaha): Ss (Pariwisata dan / " — 5 $ KABUPATEN 
Perlindungan Budaya Lokal) | PSN - JALAN TOL CINERE JAGORAWI | JALAN TOL CINERE-JAGORAWI ) “ Tg - SA 
P5: S1 (Pangan Memadai): S2 (Distribusi dan Informasi Harga enakan ja Km F - 

dan Akses Pangan): S3 (Keamanan Pangan): S4 (Sumberdaya 


Penyuluh): S5 (Produksi, Inovasi dan Nilai Tambah Hasil PSN - JALAN TOL aa 5 y : Lai 5 : PSN - JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK 
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itan Kesejaharaan Guru Pendidikan Menengah S6 (Kualitas dan 
Daya Saing Pendidikan Menengah): S7 (Sarpras Peribadatan - 
Insentif Guru Madrasah dan Pembangunan Kobong). 
Pa: S1 (P an Kesehatan Ibu dan Anak): 52 (Pencegahan 
dan Penangggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menural): 
53 (Kesehatan Lingkungan dan PHBS): S4 (Kesejahteraan 
) S5 (Pembiayaan Kesehatan), 


P3: S1 (Air Bersih dan Sanitasi)j 53 (Rutilahu dan Kualitas 
Lingkungan Perumahan) Sa (Fasilitas Lalu Lintas, 
Perkeretaapian, Jalan, Jembatan, dan Jalan Tol). 

P4: S1 (Iklim Usaha dan Realisasi Invenstasi): 52 (Serapan 
Angkatan Kerja): 53 (Sertifikat Keahlian): S4 (Mutu, Desain, 
Produk dan Pemasaran Usaha): Ss (Pariwisata dan 
Perlindungan Budaya Lokal) 

P5: Si (Pangan Memadai): S2 (Distribusi dan Informasi Harga 
dan Akses Pangan): S3 (Keamanan Pangan) Sa (Sumberdaya 
Penyuluh 55 (Produksi, Inovasi dan Nilai Tambah Hasil 
Perkebunan, Perternakan Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan): S 6 (Listrik Rumah Tangga): S7 (Infrastruktur 
Irigasi): 58 (Alr Baku): S9 (Energi Baru dan Terbarukan). 


P6: S1 (Modal, Pemasaran dan Fungsi Intermedias 
Perbankan): Sa (Teknologi Tepat Guna): 53 (Wirausahawan): 
S4 (Manufaktur dan Industri Kreatif). 





—— Batas Provinsi Jalan Kewenangan Provinsi : Infrastruktur Transportasi Udara : Infrastruktur Sumbar Daya Air: : Berbasis TIK): 53 (Kesadaran Hukum): S4 (Kerukunan 
—--— Batas Kabupaten/Kota — AN Kolektor Primer 18K bandar Udara NBA waduk/Situ/Danau eksisting Keagamaan), 


MI tnukotu Kabuputen/Kota 44” Rene, Kolektor Primer Ai Keantuaa WI Pencane Waduk/DAM Nani AA Aa AN An 
Se Canau/Waduk Infrastruktur Transportasi Darat : IMBBI Rencana Daerah Irigasi (DI) Ren dan Tanah): S3 Penanggulangan Bencana) 
ali Terminal A Eksistirg ama 3 NN” hr ng 3 
Jalan Kewenangan Pusat : ji Aresekalir Pen UAAN £ Intrastruktur Energi Terbarukan : P9: S1 (Penduduk Miskin) S2 (Lapangan Kerja): S3 (Usaha 
(NA arteri rrimer ain aing @ wa korlonat II bu panas bumi eksisting hino), sa! esinfarari Dasar): S5 (Perekonomian Perdesaan), 


Roti, Ariori Primer Diy Pori 
Ha Se 8 MA cen Man Rencana PLT Panas Bumi 
ska Rersea Tereniral RS TipeA 


“tee” Mencana jalan TOL 1G pur miwrontaro 
Pi Rak Infrastruktur Transportasi Laut | Kstiew 


Kawasan IPTEK , 5 
Pa stek BD petatutian Laut 1 (Ketahanan Keluargaj S2 (PUG): S3 (Mobilitas 


10 1 Tbon Penduduk): 54 (SIAK). 
MB sencana petabunan Laut Pusat Kebudayaan )i 54 (SIAK), 





averatore aopawurr 





Gambar 4.20 
Indikasi lokasi fokus kegiatan pembangunan Tahun 2018 di 6 WP 
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4.2.6. Inovasi 

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat perlu dilaksanakan 
berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa 
Barat, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam 
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), 
maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen 
perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil 
pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan 
pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun 
dalam Program Pembangunan Daerah. Bappeda Provinsi Jawa Barat 
dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi 
koordinator perencanaan pembangunan di daerah. 

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2014 - 2016, diantaranya 
yaitu : 


A. Inovasi dalam tataran proses perencanaan : 


1. Implementasi Sistem RKPDjabar Online 2101, 

2. SMS Jabar Membangun, 

3. Implementasi aplikasi e-Monev, 

4. Jelajah Jabar Merencana, 

5. Perencanaan Desa/Kecamatan Perbatasan, 

6. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Penyusunan RKPD 

7. Basis Data Kemiskinan melalui Aplikasi KM-0 Pro Poor, 

8. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Satu Data Pembangunan Jawa 
Barat. 

9. Pelaksanaan ' Musrenbang secara virtual  (teleconference) 


(1 segmen dialog) : 
B. Inovasi Program Pembangunan Daerah terkait kebijakan perencanaan, 
yaitu : 
1. Pendukungan Komite Perencanaan Pembangunan, 
2. Pembentukan West Java Province Metropolitan Development and 


Management (WJPMDM), 
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Pendukungan Dewan Riset Daerah (DRD), 
Pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan, 


Pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara, 


ON PR 


Penyusunan RAM-IP: Rencana Aksi Multipihak Implementasi 


Pekerjaan 


NA 


Implementasi DRImP: Dokumen Rencana implementasi Pekerjaan, 
Penugasan BKPP untuk Sukses Tematik Kewilayahan, 

Penugasan Asisten Daerah untuk sukses kegiatan Unggulan 
Provinsi, 

10. Bina Bakti Lingkungan OPD/ UPTD, 

11. CSR/TJSL untuk Pembangunan Jabar 

12. Sinkronisasi Pokok — pokok Pikiran DPRD, 

13. Penyesuaian waktu pelaksanaan Reses DPRD. 

Sementara pada tahun 2017 untuk perencanaan tahun 2018, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menginisiasi inovasi sebagai 
bentuk upaya agar kualitas perencanaan di Jawa Barat dapat lebih baik 
dari sebelumnya. Adapun inovasi yang dilaksanakan, yaitu : 

a) Inovasi dalam Proses Perencanaan Tahun 2018 

1. Pengembangan dan Integrasi Sistem RKPDjabar Online 2101 

Proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 

mengunakan aplikasi Sistem RKPDjabar Online 2101, dimana 

aplikasitersebut sudah dikembangkan dari sisi kenyamanan 
pengguna, peningkatan performa dari sistem, serta Integrasi 
dengan sistem lain yaitu sistem E-Budgeting dalam SIPKD. 

2. Implementasi Sistem Perencanaan Bantuan Keuangan (SipBankeu) 
sebuah aplikasi yang menjadi fitur baru terintegrasi dengan Sistem 
RKPDJabar Online 2101. Sistem ini mengolah dan menganalisa 
7 (tujuh) data indikator. Adapun indikator tersebut adalah : 

1. Delta IPM (2014-2013) : semakin tinggi delta IPM antara tahun 

2013 dan 2014 maka nilai pembobotannya semakin besar (« 


0,32 -1, 0,32-0,43-20,43-0,55- 4, 20,955 -5) 
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2. Delta Capaian RLS 2013 : Semakin lama rata-rata sekolah, 
maka pembobot nya semakin besar («7 - 1: 7- 8-2: 8-10 - 4, 
» 10 -5) 

3. Jumlah Rumah tangga Miskin Tahun 2013 (20”o termiskin, data 
PLS 2011), semakin banyak Rumah tangga miskinnya, maka 
semakin besar bobotnya (« 50 - 1: 50 - 100 - 2: 100 - 150: 4, - 
150 - 5) 

4. Saluran Irigasi : semakin luas jaringan irigasi kabupaten/kota 
semakin besar bobotnya («1.000 - 1: 2.000 - 3.999 —2, 4.000 - 
7.999 — 4, 58.000 - 5) 

5. Panjang Jalan Kabupaten/Kota : semakin panjang jalan di 
wilayahnya pembobotannya semakin besar (« 500 km - 1, 500 
km - 1000 km - 2: 1000 km - 1500 km - 4: » 1500 km - 5) 

6. KL: LW : target KL 2018 : Persentase Kawasan Lindung / Luas 
Wilayah dibandingkan dengan Proporsi target KL 2018 semakin 
tinggi perbandingan bobotnya 0 - 1: 0,01 - 0,09 - 2: 0,10 - 0,99 
54, 51-55) 

7. PAD dibagi Jumlah Penduduk 2014, semakin tinggi 
perbandingannya semakin tinggi bobotnya («200.000 - 1, 
200.000 - 399.999 - 2: 400.000 - 599.000 - 4, - 600.000 - 5) 

Secara teknis implementasinya, setiap Bappeda Kabupaten/Kota 

yang mengusulkan usulan ke Provinsi Jawa Barat diwajibkan 

mengisi data capaian indikator yang kemudian diformulasikan 
sebagai salah satu perhitungan pagu ideal bantuan keuangan 
kepada kabupaten/kota tersebut. 

. Virtual Musrenbang pada Pra Musrenbang dan Musrenbang 

Mekanisme Musrenbang selain mengunakan metoda tatap 

langsung juga dilakukan melalui telekonfrence atau secara 

virtual. Musrenbang secara virtual berhasil dilaksanakan pada 5 

(lima) segmen rangkaian Musrenbang, yaitu Pra Musrenbang 

Wilayah Bogor, Pra Musrenbang Wilayah Purwakarta, Pra 

Musrenbang Wilayah Cirebon dan Pra Musrenbang Wilayah 
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Priangan. Pengarahan dan pembukaan acara dilakukan secara 
virtual oleh Gubernur, selanjutnya acara dilakukan dengan metoda 
tatap langsung wmebahas usulan program dan kegiatan. 
Pelaksanaan Pra musrenbang di lima wilayah mempunyai 
kekhususan tertentu berupa perbedaan karakter lokal (kearifan 
lokal) di setiap wilayahnya sebagai contoh di wilayah Cirebon acara 
didukung penuh oleh kesultanan Cirebon. 

Selanjutnya adalah Musrenbang Provinsi yang dimulai dengan 
acara Dialog Interaktif antara Gubernur Jawa Barat dengan para 
Bupati/Walikota dengan metoda teleconfrence. 

Nilai tambah dari inovasi ini adalah para stakeholders perencanaan 
pembangunan dapat mengetahui secara langsung mengenai arah 
kebijakan serta rencana prioritas pembangunan Provinsi Jawa 
Barat pada tahun 2018 (top-down). Selain itu, Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat juga dapat mengetahui secara langsung 
permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota yang 
tidak dapat diselesaikan, dan membutuhkan adanya intervensi 
Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk kebijakan teknis serta 
dukungan pendanaan (bottom-up). Nilai tambah lainnya adalah 
adanya peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi peserta 
teleconference, menghemat anggaran, serta menunjang 
akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui proses 
dokumentasi secara audio-visual dan digital. 

. Pendekatan perencanaan people centered development, holistik- 
tematik, terintegrasi, dan spasial. 

- People centered development dimaknai bahwa pada dasarnya 
manusialah sebagai pusat pembangunan, baik sebagai subjek 
maupun objek. Seluruh program/kegiatan diarahkan pada 
upaya peningkatan peran manusia sebagai subjek 
pembangunan sekaligus fokus pada upaya pencapaian hasil 
pembangunan manusianya. Dalam rangka memastikan 


konvergensi fokus dan lokus sasaran program/kegiatan 
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pembangunan yang masih makro indikatif dilakukan proses 
“pengerucutan” menuju data mikro definitif, melalui upaya 
pemanfaatan beberapa sumber data mikro statik bagi 
perencanaan pembangunan, seperti: Pendataan Program 
Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008, Sensus Penduduk 
2010, PPLS Tahun 2011, Potensi Desa Tahun 2014, dan 
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2014. 
Sejalan dengan urgensi kecepatan (speed) dan ketepatan 
(power) sasaran pembangunan maka saat ini mulai 
dimanfaatkan beberapa data mikro dinamik yang realtime, 
seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sebuah 
keniscayaan, bahwa sasaran “tembak” perencanaan tidak 
hanya yang bersifat long-term, middle-term tetapi ada juga 
yang short-term. Sama juga halnya, bahwa sasaran 
pembangunan bukan saja kantong, kelompok masyarakat 
atau komunitas, tetapi juga individu. 

Holistik-tematik dimaknai bahwa prioritas pembangunan 
telah mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan 
Nasional dan Provinsi, rujukan pembangunan berkelanjutan, 
guna membangun pondasi dan payung bagi aktivitas multi 
pelaku secara luas, dan diarahkan untuk menjawab tuntutan 
kinerja pemerintah daerah. 

Terintegrasi dimaknai bahwa sasaran prioritas pembangunan 
harus bisa dicapai melalui sinergi lintas pelaku berbasis 
Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP). 
Prioritas pembangunanmerupakan hasil konsolidasi dan 
pemetaan  program/kegiatan substansial yang akan 
dikerjakan oleh OPD dan bersifat akomodatif terhadap proses 
perubahan kewenangan. 

Spasial dimaknai bahwa aspek lokasi/kewilayahan telah 


dipertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan 
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melalui pendekatan berbasis tata ruang dan analisis 
kebutuhan. Lokus sasaran perencanaan ditentukan secara 
definitif sejak awal melalui analisis terpilah dengan segenap 
variabel pendukung yang relevan. Penentuan lokus 
ditetapkan berdasarkan kriteria tingkat urgensi, cakupan, 
atau keterparahan. 

b) Inovasi Program Pembangunan Daerah terkait kebijakan perencanaan. 

2. Penggunaan E-Samsat Jabar 
Pembayaran pajak yang selama ini dilakukan secara tatap langsung 
kali ini dapat dilakukan dengan membyar langsung melalui ATM 
jadi proses pembayaran akan lebih cepat dan mudah tidak akan 
terjadi antrian panjang. Dengan aplikasi ini pelayanan kepada 
masyarakat menjadi lebih baik. 

3. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Untuk Publik (Simpatik) 
Permohonan untuk mengajukan perijinan dapat dilakukan secara 
online sehingga tentunya memberi kemudahan bagi pemohon 
dalam hal kepastian waktu dan kejelasan prosedur. Hal tersebut 
tentunya menjadikan proses perijinan menjadi akuntabel dan 
sederhana, serta akan berdampak kepada peningkatan kapada 
daya saing daerah. 

4. Implementasi aplikasi Seeker and Analyzer Pro Poor/ SAAPP 
Aplikasi SAAPP ini merupakan pengembangan dari sistem aplikasi 
terdahulu, yakni KM 0 Pro-Poor Provinsi Jawa Barat dan berfungsi 
sebagai sebuah Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan 
(Decision Support System) dalam ' menetapkan prioritas 
pembangunan untuk sasaran penanggulangan kemiskinan melalui 
pencarian dan analisis data rumah tangga miskin di Jawa Barat. 
Aplikasi ini tentunya merupakan suatu alat untuk mendukung 
peningkatan performa inovasi-inovasi sebelumnya yang diharapkan 
akan berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat 


Provinsi Jawa Barat 
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BAB V 
RENCANA PROGRAM DAN 
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 


Berdasarkan Sasaran/Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD 
Tahun 2018 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil 
evaluasi pembangunan Tahun 2016. kedudukan Tahun Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan capaian kinerja yang 
direncanakan dalam RPJMD. disusun rencana program dan kegiatan daerah 
serta pagu indikatifnya. maka pembahasan substansi pada Bab V ini 
diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan 
prioritas pembangunan. 

Prioritas pembangunan Tahun 2018 terdiri atas prioritas dan sasaran 
yang dijalankan melalui 111 Program Pembangunan yang tertuang dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 
Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah /Biro lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 
2018. 

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 
merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program 
dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana 
Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2017. Musrenbangda Tahun 
2017 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 
RKPD Tahun 2018, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap 
pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia 


usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat. 
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BAB VI 
PENUTUP 


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, merupakan 
momen perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan 
Jawa Barat, karena merupakan tahun terakhir pelaksaanaan RPJMD 
periode Tahun 2013-2018. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan 
pembangunan Jawa Barat perlu menyelesaikan amanat-amanat dan target- 


target yang tertuang dalam RPJMD tersebut. 


Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 pada Bab 
II, pembangunan Jawa Barat menghadapi tiga masalah pembangunan saat 
ini yaitu masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antara 
kabupaten/kota, masih rendahnya penurunan kemiskinan, dan perlunya 
percepatan peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut sesuai dengan 


tantangan yang dihadapi Pemerintah Pusat. 


Untuk menanggulangi ketiga masalah tersebut telah dituangkan 
prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program 
dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan 
pendanaan tertuang pada Bab III, serta rincian kegiatan pada Bab V. Untuk 
keberhasilan pembangunan Jawa Barat, perlu sinronsasi, kolaborsi 
pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang seluruhnya 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah 


Provinsi Jawa Barat. 


Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah dalam 
rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perenanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian 


yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang diawali dengan penyusunan 
KUA-PPAS. 


Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 
melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 dan menjadi 
landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi 
Jawa Barat Tahun Anggaran 2018. Selain itu hendaknya juga menjadi 
rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Barat guna 


meningkatakan kesejateraan masyarakat. 


Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan 
yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah 
bersama aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
memberikan perhatian yang serius dalam melaksnakan RKPD ini. Selain itu 
secara administratif penyusunan berbagai dokumen pelaporan pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LKIP, LPPD, serta 
mempertahankan dan memperluas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian 


(WTP) perlu meendapat perhatian yang serius. 


Disamping beberapa hal tersebut, sejalan dengan amanat Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Tahun 
2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan 
pengelolaan Pendidikan Menengah dari semula merupakan urusan dan 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi urusan dan 
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk itu, seluruh PD/Biro 
terkait untuk menuntaskan proses alih kelola tersebut dan mengambil 
beberapa langkah strategis dalam rangka menunjang keberhasilan dan 


kelancaran seluruh proses pelimpahan kewenangan tersebut. 
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Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, 
melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan 
program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan 
yang mengacu kepada RKPD Jawa Barat Tahun 2018 mampu mendukung 
tercapainya Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yakni 
“MENUJU JAWA BARAT YANG MAJU ADIL DAN SEJAHTERA UNTUK 
SEMUA. 


GUBERNUR JAWA BARAT, 


AHMAD HERYAWAN 
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